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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  

APBD PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 

2023 merupakan hasil dari pertanggungjawaban keuangan atas transaksi-transaksi 

yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam satu tahun 

anggaran yang disajikan secara lengkap sebagai salah satu bentuk transparansi 

dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance). 

b. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna 

laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan 

ekonomi, sosial, maupun politik, dengan: 

1) Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup 

untuk membiayai seluruh pengeluaran; 

2) Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya 

ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan 

peraturan perundang-undangan; 

3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang 

digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah 

dicapai; 

4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai 

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 

5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah 

daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan 

pinjaman; dan 

6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah 

daerah,  apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan 

yang dilakukan selama periode pelaporan. 

 

1.2  Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan 

negara; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 

dan Kotapraja di Sumatera Selatan; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

negara/daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan 

Fiskal Nasional; 

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan 

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan 

Umum Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada 

FKTP Milik Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 06 Tahun 2023 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 07 Tahun 2023 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 253 Tahun 2021 tentang Sistem 

Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin; 

22. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 101 Tahun 2022 tentang 

Pengelompokkan dan Kodefikasi Barang Milik Kabupaten Musi Banyuasin; 

23. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2022 Tentang Penjabaran 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

24. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2022 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

25. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2022 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

26. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; dan 

27. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

28. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas 

Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi; 

29. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

 

1.3  Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mencakup seluruh 

transaksi keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang 

berasal dari dana APBD Tahun Anggaran (TA) 2023. Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional (LO); 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan, adalah sebagai berikut. 

I.  Pendahuluan 

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD 

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional Kabupaten Musi Banyuasin 

2.2 Kebijakan Keuangan 

III. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

3.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan 

IV. Kebijakan Akuntansi 
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4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

4.4 Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian 

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang 

Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan 

5.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) 

5.3 Neraca 

5.4 Laporan Operasional (LO) 

5.5 Laporan Arus Kas (LAK) 

5.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LAK) 

VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan 

6.1 Domisili dan Bentuk Hukum 

6.2 Catatan Penting Lainnya 

VII. Penutup 

 LAMPIRAN 
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BAB II  

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN  

TARGET KINERJA APBD 

 

2.1     Ekonomi Makro/Ekonomi Regional Kabupaten Musi Banyuasin 

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memberikan gambaran 

mengenai kemajuan ekonomi yang akan dicapai di tahun 2023 berdasarkan 

berbagai langkah kebijakan yang telah dituangkan dalam agenda pembangunan. 

Disamping itu juga menggambarkan kondisi ekonomi makro daerah serta 

tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023, kebijakan yang berkaitan 

dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka 

pencapaian agenda pembangunan tahun 2023. Pembangunan ekonomi di tahun 

2023 merupakan bagian fundamental dari proses yang berkelanjutan dalam 

mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil dari 

peningkatan kegiatan perekonomian tersebut dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat secara berkeadilan. Kondisi ekonomi ke depan diperkirakan berangsur 

mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi 2023 diproyeksikan mulai mengalami 

peningkatan dan lepas dari tekanan besar setelah sebelumnya terkena akibat 

dampak dari pandemi Covid-19. Keberhasilan pengendalian Covid-19 dan 

kebijakan penanganannya akan menjadi kunci peningkatan keyakinan masyarakat 

serta dunia usaha yang kemudian dapat meningkatkan komponen pertumbuhan. 

Kerangka ekonomi makro tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi 

perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun 2023 dan triwulan kedua 

tahun 2023. Masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus 

dihadapi, serta tujuan yang ingin dicapai pada tahun mendatang untuk mewujudkan 

Musi Banyuasin yang maju dan berjaya. Kerangka ekonomi makro meliputi 

pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, 

distribusi pendapatan serta arah kebijakan keuangan daerah. Melalui analisis 

kondisi ekonomi terkini dapat diketahui berapa kapasitas riil keuangan daerah yang 

dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan sampai dengan 

akhir tahun 2023. 

Tahun 2023 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target 

pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal 

akselerasi pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Perkiraan vaksinasi 

penuh yang mendorong terciptanya kekebalan massal (herd immunity) pada tahun 

2023, mendorong pemerintah untuk menyiapkan langkah dan kebijakan untuk 

menuju masa transisi dari kondisi pandemi menjadi endemi. Langkah kebijakan 

tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan aktivitas masyarakat yang 

tentunya juga akan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. 

Rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah pada 

KUA Tahun 2023 ini memberikan gambaran kondisi ekonomi makro daerah serta 

tantangan dan prospek perekonomian daerah tahun 2023, kebijakan yang berkaitan 

dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam rangka 

pencapaian agenda pembangunan tahun 2023. Bab ini menjelaskan perkembangan 

kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, dan prospek 
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perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023, perkiraan keuangan daerah 

serta kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Tahun 2023. 

Arah kebijakan pembangunan perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin 

Tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-

2026 dan Pemerintah Pusat dalam RKP Tahun 2023 serta Pemerintah Provinsi 

Sumatera Selatan dalam RKPD Tahun 2023. 

Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan 

RAPBD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut: 

1. Laju pertumbuhan ekonomi 3,75 – 4,25%; 

2. Tingkat Kemiskinan 15,05%; 

3. Tingkat Pengangguran Terbuka 3,8%; 

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,17%; dan 

5. Indeks Gini 0,306. 

 

2.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah 

Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dengan 

Provinsi Sumatera Selatan dan Nasional. 

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2023 
 

2018 2019 2020 2022 2023 

MUBA 3,23 4,57 -0,04 3,42 4,27 

PROVINSI 6,04 5,71 -0,11 3,58 5,23 

NASIONAL 5,17 5,02 -2,07 3,69 5,31 

           Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023, Diolah 

Tabel 2.1 menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Musi 

Banyuasin menunjukkan tren positif dari tahun 2018 hingga 2019 dan 

terkontraksi pada tahun 2020 akibat dampak dari Pandemi Covid-19. Pada 

tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Musi Banyuasin kembali meningkat menjadi 

3,42 persen dan tahun 2023 meningkat kembali menjadi 4,27 persen. Hampir 

semua lapangan usaha (sektor) mengalami pertumbuhan ekonomi yang bernilai 

positif memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap PDRB Kabupaten 

Musi Banyuasin. 

Kerangka ekonomi daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 

menjelaskan asumsi dasar dan target ekonomi makro yang menjadi dasar 

penyusunan kebijakan keuangan daerah. Kerangka ekonomi daerah juga 

memuat analisis dan perkiraan pertumbuhan ekonomi serta  memperhitungkan 

pengaruh perkembangan ekonomi daerah terhadap tingkat kemiskinan, tingkat 

pengangguran terbuka, tingkat kesenjangan, dan IPM. 
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Tabel 2.2. Kerangka Ekonomi Makro Kabupaten Musi Banyuasin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Muba Dalam Angka 2023 dan RPD Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2023-2026, diolah 

Penetapan berbagai asumsi kerangka ekonomi makro Kabupaten 

Musi Banyuasin ditujukan untuk memberikan suatu dorongan dan sekaligus 

peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan investasi baru dan 

mengembangkan usaha. Dengan bertambahnya investasi dan meningkatnya 

skala usaha, pertumbuhan ekonomi diharapkan mendorong perluasan lapangan 

kerja, peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan. 

Investasi akan mendorong permintaan barang modal dan penyerapan 

tenaga kerja baru untuk mengaktifkan peningkatan kapasitas pendapatan dan 

selanjutnya akan meningkatkan permintaan, sehingga pada akhirnya akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.  

Pertumbuhan ekonomi yang dicapai sampai saat ini belum 

memberikan hasil yang maksimal pada penciptaan lapangan kerja di sektor 

formal. Disamping itu, permasalahan penting ketenagakerjaan lainnya adalah 

masih besarnya lapangan pekerjaan disektor informal yang tidak dibarengi 

dengan meningkatnya pekerja informal, adanya peningkatan pendidikan juga 

mempengaruhi pemilihan pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki 

dan dampak dari krisis ekonomi global yang melanda dunia juga 

mempengaruhi tingkat pengangguran. Angka pengangguran terbuka di 

Kabupaten Musi Banyuasin cenderung fluktuatif dengan capaian indikator 

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2023 sebesar 3,80%. Pada tahun 

2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Musi Banyuasin sebesar 71,12 % 

yang terbilang meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 69,18%. Angka 

TPAK ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 71,12% penduduk Muba yang 

berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja. 

 

2023

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target

Pertumbuha

n Ekonomi 

(%)

5,25-5,4 3,21 5,4-5,6 4,57 2,00-2,50 -0,04 2,40-2,70 3,42 2,50-3,00 4,27 3,75-4,25

Tingkat 

Kemiskinan 

(%)

15,6 16,52 14,2 16,41 15,2 16,13 14,25 15,84 13,2 15,19 15,05

Tingkat 

Penganggur

an Terbuka  

(%)

5,01 3,29 4,82 4,15 4,62 4,79 4,44 3,99 4,24 4,4 3,8

IPM 70,6 67,57 69,88 67,83 68,17 67,69 69,47 68,1 70,77 68,6 69,17

Indeks Gini 0,25 0,326 0,25 0,309 0,34 0,321 0,31 0,326 0,316 0,34 0,306

46,13

-

-
-

44,62 - 44,6 -

-

-

INDIKATOR
2018 2019 2020

PDRB ADHB 

(Rp.Trilyun)

-
60,86 65,94

PDRB ADHK 

(Rp.Triliyun)

-
42,67

72,74 82,73

48,09

20222021

-
65,81 - -
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2.1.2  Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah 

Dalam mengidentifikasi tantangan dan prospek perekonomian daerah dapat 

dilakukan dengan melihat isu-isu strategis yang menjadikan kekuatan dan 

kelemahan dan juga kondisi eksternal dan internal yang mempengaruhi 

pencapaian tujuan pembangunan daerah antara lain: 

a. Pemulihan Perekonomian Pasca Covid-19 

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global 

pada tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar ke berbagai dunia. 

Penanganan virus Covid-19 telah dilakukan dengan dimulainya vaksinasi 

Covid-19 secara bertahap, serta penerapan protokol kesehatan. 

Pemulihannya telah dirasakan masyarakat dengan bertumbuhnya kembali 

perekonomian yang sempat terkontraksi pada tahun 2020. 

b. Inflasi dan Kurs Mata Uang  

Produktivitas yang tidak sebanding dengan tingginya konsumsi 

mencerminkan pola hidup konsumtif yang harus dikurangi. Besarnya 

konsumsi mempengaruhi daya saing rupiah terhadap mata uang 

internasional dan dalam keterkaitan dengan perdagangan internasional 

akan terjadi ketimpangan (defisit) Necara Pembayaran. Fluktuasi negatif 

ataupun penurunan nilai rupiah yang signifikan mengakibatkan 

ketidakstabilan pada APBN yang selanjutnya akan mengurangi besaran 

dana perimbangan (DAU, DAK dan lainnya) yang akan diterima 

pemerintah Kabupaten. 

c. Kemiskinan dan Pengangguran 

Jumlah penduduk miskin di Indonesia dengan kriteria SDGs yang 

berpenghasilan kurang dari US$ lebih kurang sebanyak 16,9 juta jiwa atau 

7,5%. 

d. Krisis Energi 

Sumber energi yang digunakan saat ini sebagian besar bersumber dari 

sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Keterbatasan energi yang 

lebih lanjut akan berpengaruh pada produktivitas masyarakat utamanya 

dunia usaha. Penggunaan energi alternatif perlu diupayakan guna 

memenuhi kebutuhan energi masyarakat serta perlunya peran serta 

pemerintah dalam mencari dan menggali sumber-sumber energi yang dapat 

diperbaharui. 

e. Tuntutan Pemerintahan yang Bersih dan Profesional 

Kenyataan yang melekat beberapa periode terdahulu hingga saat ini adalah 

banyaknya korupsi, kolusi dan nepotisme yang merambah di semua 

tingkatan aparatur. Selain itu birokrasi yang dinilai kurang profesional 

tidak sejalan dengan kebutuhan dan pengetahuan masyarakat yang terus 

berkembang. Sering tidak kesesuaian antara kemampuan dengan tanggung 

jawab yang diemban dan tingkat pendidikan yang tidak sesuai dengan 

syarat dalam memangku jabatan. Kebijakan Reformasi Birokrasi dilakukan 

secara menyeluruh dari tatanan kelembagaan, manajemen, pengembangan 

SDM, penegakan hukum demokrasi dan lain-lain serta penggunaan aplikasi 
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yang menggunakan teknologi tinggi serta dapat diakses masyarakat luas 

dalam rangka peningkatan pelayanan publik yang makin berkualitas. 

f. Kemampuan Keuangan Negara 

Pembangunan menyeluruh membutuhkan dana pembiayaan yang besar, 

sementara kemampuan keuangan negara sangat terbatas sehingga negara 

masih terbelit hutang luar negeri yang cukup besar pula. Setiap daerah 

harus berupaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah (tidak hanya 

bergantung pada bantuan dari Pemerintah Pusat) dengan cara 

meningkatkan penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. 

Pertumbuhan ekonomi dapat terwujud manakala terjadi peningkatan 

produktivitas dunia usaha yang signifikan terhadap ekspor. Di sisi lain 

proporsi belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai dan belanja tidak 

langsung, harus diimbangi dengan efisiensi dan efektivitas tinggi agar dana 

yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya. 

 

2.2  Kebijakan Keuangan 

a. Kebijakan Perencanaan, Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan untuk 

Tahun 2023. 

Untuk mewujudkan kebijakan pengelolaan pendapatan daerah tersebut 

Pemerintah Kabupaten  Musi Banyuasin secara bertahap menata infrastruktur dan 

suprastruktur daerah, satu dengan yang lainnya koheren dan konkruen, 

berinteraksi dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi lembaga agar tidak terjadi 

tumpang tindih. Pendapatan daerah yang juga diperoleh dari dana perimbangan 

terus ditingkatkan tertib pengelolaannya mulai pada tahapan pendataan sumber-

sumber di daerah sampai dengan perhitungan tentatif besarnya alokasi pada 

APBD Kabupaten Musi Banyuasin.  

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 berasal dari 

pendapatan pajak daerah yang diproyeksikan berdasarkan data historis 

pendapatan pajak daerah dari tahun 2019-2022. Penerimaan pajak daerah pada 

tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp92.420.404.000,00. Hal ini dikarenakan 

sudah mulai efektifnya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dulunya 

merupakan pajak kewenangan pemerintah pusat dialihkan menjadi pajak Daerah 

Kabupaten/Kota berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009. Disamping itu 

kebijakan perpajakan daerah lainnya juga memberikan kontribusi bagi 

meningkatkan penerimaan pajak daerah ini seperti Pajak Air Tanah yang 

dahulunya merupakan Pajak Provinsi sekarang diserahkan menjadi Pajak 

Kabupaten/Kota. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dahulunya 

Pajak Pusat sekarang diserahkan menjadi Pajak Daerah. 

Untuk pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah pada tahun 

2019-2022 juga mengalami fluktuatif, dan diproyeksikan sebesar 

Rp7.525.360.000,00 pada tahun 2023. Hal ini disebabkan makin efektif dan 

gencarnya upaya dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dari sumber ini. 

Begitupun dengan pendapatan daerah dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

yang Dipisahkan diproyeksikan sebesar Rp19.000.000.000,00 pada tahun 2023. 

Untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar 

Rp263.605.411.000,00 pada tahun 2023. 
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Sementara itu pada jenis pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan 

transfer pemerintah pusat diproyeksikan sebesar Rp2.287.962.696.000,00 pada 

tahun 2023. Serta pendapatan transfer antar daerah diproyeksikan sebesar 

Rp128.623.019.000,00. Alokasi Dana Desa (ADD) untuk APBD telah memenuhi 

persyaratan minimal 10% Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yaitu sebesar 

Rp222.448.242.700,00. 

Sumber penerimaan daerah yang terbesar pada tahun 2023 diproyeksikan 

masih diperoleh dari bagian pendapatan dana transfer, yaitu sebesar 78,50% dari 

total pendapatan daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Fenomena ini juga terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber 

pembiayaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Banyuasin masih bergantung 

sumber penerimaan yang dikelola oleh pemerintah pusat. 

Pertumbuhan realisasi pendapatan tersebut didukung oleh pengelolaan 

dan kebijakan yang mengacu pada potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Musi 

Banyuasin. Selain dari sumber-sumber pendapatan yang sudah dikelola selama 

ini, masih terdapat sumber-sumber pendapatan yang potensial penerimaannya 

dengan tetap memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat. Adapun 

kebijakan pengelolaan pendapatan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

periode tahun 2023 adalah sebagai berikut. 

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan meningkat setiap tahunnya, yang 

bersumber dari: Pajak Daerah (hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan 

jalan, galian C); Retribusi Daerah (jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu); 

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  

Dipisahkan  (PDAM, PT. Petro Muba Holding, Bank SumselBabel, PDPDE); 

Lain-lain PAD yang sah (Penjualan aset daerah, jasa giro, bunga deposito, 

ganti rugi, denda keterlambatan, denda retribusi, pendapatan lain-lain dan 

BLUD). Langkah-langkah prioritas yang ditempuh dalam rangka optimalisasi 

target PAD antara lain sebagai berikut.  

a) Perbaikan dalam administrasi perpajakan menyangkut pendataan objek 

pajak, penghitungan, penetapan serta penerapan sanksi baik kepada wajib 

pajak maupun aparatur pajak yang melanggar ketentuan perpajakan daerah; 

b) Sosialisasi dan pemberian penyuluhan yang memadai kepada masyarakat 

mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah; 

c) Peningkatan Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

pemungutan pendapatan daerah; 

d) Reviu Perda-perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, 

khususnya yang berhubungan dengan retribusi daerah dan pajak daerah; 

e) Pemantapan kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan 

Daerah; 

f) Peningkatan koordinasi antar OPD dalam upaya meningkatkan PAD dan; 

g) Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan lembaga 

keuangan lainnya. terutama menyangkut perolehan dana perimbangan. 

2) Pendapatan Transfer (DAU, DAK, Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan 

Pajak SDA) diharapkan dapat meningkat/naik setiap tahunnya, dengan 

melakukan upaya-upaya sebagai berikut. 



30 

 

a) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak 

Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB, 

serta bagi hasil pajak dari Pusat dan Provinsi; 

b) Mencari dan menggali sumber pajak baru yang bisa meningkatkan 

pendapatan daerah; dan 

c) Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi.  

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2019-2023 

diupayakan naik setiap tahunnya, dengan mengupayakan adanya peningkatan 

perolehan Bagi Hasil Pajak Provinsi, dan bantuan keuangan provinsi melalui 

koordinasi dan konsultasi ke Provinsi dan Pusat. 

 

b. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah dan Strategi Pencapaian 

Kebijakan Perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan 

sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem 

akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi dibidang keuangan, 

masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara 

transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability) dengan 

mendasarkan pada prinsip value for money. Disamping itu, pengelolaan belanja 

daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (performance budget) yaitu belanja 

daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Kinerja tersebut 

mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus 

berorientasi pada kepentingan publik. 

Analisis proporsi realisasi anggaran belanja di Kabupaten Musi 

Banyuasin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan 

pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran 

sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan 

pengeluaran pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka peningkatan 

kapasitas pendanaan pembangunan daerah.  

Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan dikaitkan dengan 

permasalahan dan isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah 

diarahkan sebagai berikut. 

1) Belanja daerah diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan yaitu urusan wajib dan pilihan yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 

2) Belanja daerah dalam rangka membiayai kegiatan yang merupakan arah 

kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah; 

3) Belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk 

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya 

pemenuhan kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan 

pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum 

yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial; 

4) Belanja program diprioritaskan untuk membiayai Perangkat Daerah (PD) 

yang melayani dan menyediakan barang/jasa publik yang dibutuhkan 

masyarakat; 
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5) Melakukan efisiensi terhadap besaran Belanja PD dan mengalihkannya pada 

Belanja Program yang terkait upaya pemulihan ekonomi selama pandemi 

Covid-19, penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia dan pembangunan infrastruktur; 

6) Peningkatan efektivitas belanja program melalui sinergitas antar program 

dengan pendekatan kewilayahan yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi 

selama pandemi Covid-19, penurunan angka kemiskinan, peningkatan 

kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur; 

7) Mengurangi  kegiatan-kegiatan yang bersifat memberikan bantuan lepas 

kepada masyarakat antara lain pemberian benih, ternak, bantuan alat tangkap 

dan lain-lain; 

8) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan di perdesaan; dan 

9) Belanja bantuan sosial kemasyarakatan dan hibah harus memiliki kejelasan 

peruntukkan penggunaannya dalam bentuk kemitraan kegiatan sesuai dengan 

strategi akselerasi pembangunan partisipatif dan dikurangi jumlahnya. 

 

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari 

pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya 

terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan 

kebijakan pembiayaan pada masa yang akan datang dalam rangka penghitungan 

kapasitas pendanaan pembangunan daerah. 

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, dalam penyusunan APBD 

dimungkinkan adanya defisit. Untuk menutup defisit diperlukan pembiayaan 

daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali 

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran 

yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan 

daerah terdiri dari : 

1) Penerimaan pembiayaan yang mencakup  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

tahun lalu (SiLPA); 

2) Pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembayaran pokok cicilan pokok 

utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah dan pembentukan dana 

cadangan. 

Surplus Anggaran terjadi bilamana anggaran pendapatan daerah 

diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal surplus 

anggaran penggunaannya diprioritaskan untuk pembayaran pokok utang, 

penyertaan modal (investasi) daerah dan/atau penanaman penyertaan pendanaan 

belanja peningkatan jaminan sosial yang diwujudkan dalam program dan 

kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada Perangkat Daerah 

yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan 

kegiatan tersebut. 

Defisit anggaran terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan 

lebih kecil dari anggaran belanja daerah yang berpedoman pada penetapan batas 

maksimal defisit anggaran oleh Menteri Keuangan. Dalam hal anggaran defisit 

ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya sesuai 
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dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pembiayaan dapat bersumber dari 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dana cadangan, 

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, 

penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. 

Tabel 2.3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA. 2022 dan 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 2 4 5

PENDAPATAN 3.544.930.536.612,00 2.939.518.902.000,00 (605.411.634.612,00) (17,08)

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 354.028.202.039,00 382.551.175.000,00 28.522.972.961,00 8,06

Pendapatan Pajak Daerah 90.755.404.000,00 92.420.404.000,00 1.665.000.000,00 1,83

Pendapatan Retribusi Daerah 6.411.138.000,00 7.525.360.000,00 1.114.222.000,00 17,38

Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 
17.500.000.000,00 19.000.000.000,00 1.500.000.000,00 8,57

Lain-lain PAD yang Sah 239.361.660.039,00 263.605.411.000,00 24.243.750.961,00 10,13

PENDAPATAN TRANSFER 3.190.555.050.573,00 2.556.585.715.000,00 (633.969.335.573,00) (19,87)

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 3.047.809.031.573,00 2.427.962.696.000,00 (619.846.335.573,00) (20,34)

Pendapatan Transfer Antar Daerah 142.746.019.000,00 128.623.019.000,00 (14.123.000.000,00) (9,89)

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 

SAH 
347.284.000,00 382.012.000,00 34.728.000,00 10,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan

347.284.000,00 382.012.000,00 34.728.000,00 0,00

BELANJA DAERAH 3.556.246.375.776,00 2.844.028.480.768,00 (712.217.895.008,00) (20,03)

BELANJA OPERASI 2.391.938.878.243,00 2.058.197.821.412,00 (333.741.056.831,00) (13,95)

Belanja Pegawai 1.106.894.363.722,00 927.385.436.619,00 (179.508.927.103,00) (16,22)

Belanja Barang dan Jasa 1.257.582.047.854,00 1.105.217.214.793,00 (152.364.833.061,00) (12,12)

Belanja Bunga 11.140.682.467,00 4.700.000.000,00 (6.440.682.467,00) (57,81)

Belanja Hibah 15.971.784.200,00 20.695.170.000,00 4.723.385.800,00 29,57

Belanja Bantuan Sosial 350.000.000,00 200.000.000,00 (150.000.000,00) (42,86)

BELANJA MODAL 692.968.997.184,00 561.382.416.656,00 (131.586.580.528,00) (18,99)

Belanja Modal Tanah 9.931.980.475,00 14.355.483.000,00 4.423.502.525,00 44,54

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 160.033.170.833,00 85.582.605.931,00 (74.450.564.902,00) (46,52)

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 183.130.630.833,00 123.556.328.965,00 (59.574.301.868,00) (32,53)

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi
324.593.681.043,00 334.160.159.360,00 9.566.478.317,00 2,95

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 15.279.534.000,00 3.727.839.400,00 (11.551.694.600,00) (75,60)

BELANJA TIDAK TERDUGA 4.485.000.000,00 2.000.000.000,00 (2.485.000.000,00) (55,41)

Belanja Tidak Terduga 4.485.000.000,00 2.000.000.000,00 (2.485.000.000,00) (55,41)

BELANJA TRANSFER 466.853.500.349,00 222.448.242.700,00 (244.405.257.649,00) (52,35)

Belanja Bantuan Keuangan 466.853.500.349,00 222.448.242.700,00 (244.405.257.649,00) (52,35)

SURPLUS/(DEFISIT) (11.315.839.164,00) 95.490.421.232,00 106.806.260.396,00 (943,87)

Uraian
Anggaran Perubahan 

2022 (Rp)

Anggaran Induk 2023                     

(Rp)

Bertambah/                  

Berkurang (Rp) 
%
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Terdapat empat kali pergeseran anggaran pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2023, rincian 

pergeseran APBD dimaksud adalah sebagai berikut: 

1) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2022 Tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2023; 

2) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2022 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; 

3) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Ketiga atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 90 Tahun 2022 

Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023; dan 

4) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

1 2 2 4 5

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 294.404.090.210,00 30.000.000.000,00 (264.404.090.210,00) (89,81)

SILPA tahun anggaran Sebelumnya 271.735.804.460,00 30.000.000.000,00 (241.735.804.460,00) (88,96)

Penerimaan Pinjaman Daerah 22.668.285.750,00 0,00 (22.668.285.750,00) 0,00

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 283.088.251.046,00 125.490.421.232,00 (157.597.829.814,00) (55,67)

Penyertaan Modal (Investasi) Pemda 36.100.000.000,00 30.652.171.529,00 (5.447.828.471,00) (15,09)

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang 

Jatuh TempoPokok Utang
246.988.251.046,00 90.838.249.703,00 (156.150.001.343,00) 0,00

PEMBIAYAAN DAERAH NETTO 11.315.839.164,00 (95.490.421.232,00) (106.806.260.396,00) (943,87)

SILPA TAHUN BERKENAAN 0,00 0,00 0,00 0,00

Uraian
Anggaran Perubahan 

2022 (Rp)

Anggaran Induk 2023                     

(Rp)

Bertambah/                  

Berkurang (Rp) 
%
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BAB III  

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN 

 

3.1  Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 dalam rangka membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan mencapai sebesar 

Rp3.807.807.962.928,72 atau 93,37% dari anggaran pendapatan 

Rp4.078.146.093.777,00. Dari 47 SKPD yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin 

yang mengelola penerimaan sebanyak 15 SKPD dengan rincian sebagai berikut. 

 Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan per SKPD Tahun 2023 

Jumlah keseluruhan anggaran belanja sebesar Rp4.013.727.352.101,00 dan 

terealisasi sebesar Rp3.623.039.910.364,02 atau 90,27% rincian belanja per SKPD 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja per SKPD Tahun 2023 

 

No. OPD  Anggaran 2023 (Rp)  Realisasi 2023 (Rp)  % 

1 2 3 4 5

1 Dinas Kesehatan 239.090.809.811,00 210.975.346.589,75 88,24

2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 210.000.000,00 213.887.640,00 101,85

3
Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw asan 

Permukiman
4.000.000.000,00 1.560.574.520,00 39,01

4 Satuan Polisi Pamong Praja 120.000.000,00 199.387.500,00 0,00

5 Dinas Lingkungan Hidup 874.000.000,00 1.389.362.000,00 158,97

6 Dinas Perhubungan 221.500.000,00 208.189.000,00 93,99

7 Dinas Komunikasi dan Informatika 882.218.000,00 791.695.097,00 89,74

8 Dinas Perikanan 80.500.000,00 82.211.000,00 102,13

9 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariw isata 113.942.000,00 190.892.000,00 167,53

10
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Peternakan
40.000.000,00 40.250.000,00 100,63

11 Dinas Perkebunan 125.000.000,00 318.136.440,00 254,51

12 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 862.000.000,00 1.092.571.500,00 126,75

13 Sekretariat Daerah 480.000.000,00 1.376.071.500,00 0,00

14 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 3.671.008.548.966,00 3.438.431.139.235,00 93,66

15 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 160.037.575.000,00 150.938.248.906,97 94,31

Jumlah 4.078.146.093.777,00 3.807.807.962.928,72 93,37

No. Perangkat Daerah  Anggaran 2023 (Rp)  Realisasi 2023 (Rp)  % 

1 2 3 4 5

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 922.543.182.267,00 847.965.861.217,00 91,92

2 Dinas Kesehatan 666.680.592.001,00 550.246.976.364,91 82,54

3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang
545.630.003.801,00 498.290.723.548,34 91,32

4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kaw asan 

Permukiman
253.890.884.329,00 238.211.696.510,00 93,82
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No. Perangkat Daerah  Anggaran 2023 (Rp)  Realisasi 2023 (Rp)  % 

1 2 3 4 5

5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 16.705.722.220,00
15.151.585.952,00

90,70

6 Satuan Polisi Pamong Praja 30.046.918.571,00 27.149.724.512,00 90,36

7 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 62.725.444.240,00 60.648.589.984,00 96,69

8 Dinas Sosial 52.735.155.429,00 39.844.480.951,00 75,56

9 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 23.017.847.523,00 18.188.193.691,00 79,02

10
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak
9.260.533.067,00 7.958.194.562,00 85,94

11 Dinas Ketahanan Pangan 11.285.587.536,00 10.281.588.834,00 91,10

12 Dinas Lingkungan Hidup 49.877.983.340,00 47.381.380.288,00 94,99

13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 14.604.917.957,00 13.957.911.902,00 95,57

14
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa
14.312.004.885,00 12.473.695.158,00 87,16

15
Dinas Pengendalian Kependudukan dan 

Keluarga Berencana
19.942.240.890,00 18.878.411.977,00 94,67

16 Dinas Perhubungan 16.109.010.705,00 14.221.005.963,00 88,28

17 Dinas Komunikasi dan Informatika 33.759.520.734,00 31.051.393.681,00 91,98

18
Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan 

Menengah
12.507.371.177,00 11.299.042.044,00 90,34

22
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu
16.936.732.367,00 15.759.954.782,00 93,05

19 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariw isata 79.014.252.662,00 74.536.562.448,10 94,33

20
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Daerah
13.681.157.882,00 11.941.974.851,00 87,29

21 Dinas Perikanan 17.989.378.786,00 16.546.076.673,00 91,98

23
Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan 

Peternakan
53.565.194.177,00 48.347.807.931,00 90,26

24 Dinas Perkebunan 40.783.075.292,00 36.844.761.666,00 90,34

25 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 34.381.132.205,00 26.979.205.826,00 78,47

26 Sekretariat Daerah 170.084.037.687,00 162.605.011.923,00 95,60

27 Sekretariat DPRD 106.652.562.720,00 94.853.846.250,00 88,94

28
Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah
23.715.970.178,00 20.820.804.436,00 87,79

29
Badan Pengelola Keuangan Dan Aset 

Daerah
554.327.320.685,00 521.171.898.923,00 94,02

30
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah
29.961.844.835,00 26.038.788.981,09 86,91

31
Badan Kepegaw aian dan Pengembangan 

SDM
14.964.842.691,00 13.545.206.820,00 90,51

32 Inspektorat 23.501.042.362,00 21.680.205.863,00 174,43

33 Kecamatan Sekayu 12.429.370.572,00 10.892.204.600,00 231,51

34 Kecamatan Lais 4.704.860.177,00 4.141.349.292,00 58,76

35 Kecamatan Babat Toman 7.047.921.564,00 6.026.485.112,00 85,51

36 Kecamatan Keluang 5.563.561.975,00 4.390.532.172,00 78,92

37 Kecamatan Sanga Desa 6.797.368.758,00 5.737.226.179,00 84,40

38 Kecamatan Plakat Tinggi 3.332.622.541,00 3.033.251.492,00 91,02

39 Kecamatan Batanghari Leko 3.483.051.302,00 3.191.522.234,00 91,63



36 

 

 

3.2  Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan 

Dalam pelaksanaan APBD TA. 2023 Kabupaten Musi Banyuasin telah 

berupaya secara optimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, akan 

tetapi masih menemui hambatan dan kendala, antara lain : 

a. Kinerja Pendapatan 

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target pendapatan selama Tahun 

Anggaran 2023 adalah sebagai berikut. 

1)  Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak; 

2)  Masih rendahnya potensi pajak hiburan; 

3)  Kurangnya pelaksanaan event/kegiatan baik Nasional maupun Lokal yang 

diselenggarakan di Kabupaten Musi Banyuasin; 

4)  Belum adanya wadah resmi tempat petani walet menjual Sarang Burung 

Walet sehingga tidak dapat diketahui waktu penjualan dan omset yang 

diperoleh oleh petani walet, yang disampaikan secara (self assesment) hal 

ini menyebabkan petugas pajak kesulitan untuk mengetahui potensi Pajak 

Sarang Burung Walet yang seharusnya dikenakan; 

5)  Masih banyak masyarakat yang belum menerima SPPT PBB meskipun 

SPPT PBB telah disampaikan di awal tahun melalui Kecamatan dan 

Desa/Kelurahan; 

6)  Belum optimalnya validasi data PBB dan penggalian potensi PBB; 

7)  Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuat sertifikat hak 

milik;dan 

8)  Belum optimalnya penggalian potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan terutama pada perusahaan perkebunan. 

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai target adalah sebagai berikut : 

Melakukan Ekstensifikasi dan Intensifikasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah : 

1)  Melakukan MoU dengan Instansi terkait seperti Kejaksaan, Satpol-PP, Bank 

Sumsel Babel, Kantor Pos, Bank BRI, dalam rangka perluasan pembayaran 

Pajak Daerah; 

2)  Melakukan sistem jemput bola secara langsung kepada wajib pajak atau 

Pelayanan Pajak Daerah Keliling (Papa Darling); 

3)  Melakukan penyesuaian tarif pajak daerah melalui perubahan regulasi; 

No. Perangkat Daerah  Anggaran 2023 (Rp)  Realisasi 2023 (Rp)  % 

1 2 3 4 5

40 Kecamatan Sungai Keruh 3.481.713.099,00 3.146.790.452,00 90,38

41 Kecamatan Sungai Lilin 6.667.076.442,00 5.731.277.628,00 85,96

42 Kecamatan Bayung Lencir 6.662.773.418,00 5.484.550.553,00 82,32

43 Kecamatan Lalan 4.041.840.550,00 3.463.879.178,00 85,70

44 Kecamatan Tungkal Jaya 3.935.525.936,00 3.498.515.731,00 88,90

45 Kecamatan Law ang Wetan 4.152.700.839,00 3.830.425.563,58 92,24

46 Kecamatan Babat Supat 3.414.373.943,00 3.147.805.286,00 92,19

47 Kecamatan Jirak Jaya 2.819.125.784,00 2.451.530.379,00 86,96

Jumlah 4.013.727.352.101,00 3.623.039.910.364,02 90,27
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4)  Melakukan sosialisasi Menuju Masyarakat Sadar Pajak (Mama Sapa); 

5)  Meningkatkan kualitas dan kapabilitas petugas pengelola pajak daerah; 

6)  Penerapan IT dalam pengelolaan pajak daerah; 

7)  Penggunaan tapping box pada rumah makan/restoran hotel dan tempat 

hiburan; 

8)  Penyempurnaan sistem dan prosedur pajak dan retribusi daerah; 

9)  Penyampaian SPPT lebih awal, penambahan data WP/OP baru dan validasi 

data WP/OP. 

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target/upaya optimalisasi PAD : 

1) Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pemungutan pajak daerah               

di lapangan; 

2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah; 

3) Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan 

pengelolaan pajak daerah; 

4) Melakukan penyesuaian regulasi; 

5) Terus menggali potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin; 

6) Terus melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap wajib pajak daerah; 

7) Melakukan validasi dan pemutakhiran data pajak daerah. 

Hal-hal yang mempengaruhi over target : 

1)  Meningkatkan data objek pajak baru dan tervalidasinya data objek pajak; 

2)  Pelayanan pajak daerah keliling dengan jemput bola langsung ke Wajib Pajak; 

3)  Sosialisasi dan publikasi pajak daerah; 

4)  Meningkatnya pengawasan terhadap Wajib Pajak. 

Dasar/ prosedur penetapan Objek Pajak Daerah dan Tarif Pajak Daerah dilakukan 

sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut. 

1)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

2)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

3)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Pajak Reklame; 

4)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Air 

Tanah; 

5)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Pajak Hotel; 
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6)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Pajak Restoran; 

7)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Sarang 

Burung Walet; 

8)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Hiburan; 

9)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

10)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2022 tentang 

Pajak Parkir; 

11)  Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2022 tentang 

Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak 

Penerangan Jalan; 

12)  Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

dalam Kabupaten Musi Banyuasin; 

13)  Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Walet dalam Kabupaten Musi 

Banyuasin; 

14)  Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan dalam Kabupaten Musi 

Banyuasin; 

15)  Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. 

16)  Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Bupati Nomor 28 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan 

Pajak PBB P-2; 

17)  Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penentuan 

Besarnya Nilai Objek Pajak; 

18)  Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2013 tentang Klasifikasi dan Penetapan 

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai Dasar Pengenaan PBB Sektor P2 

Kabupaten Musi Banyuasin; 

19)  Peraturan Bupati Nomor 51 tahun 2016 tentang Ketetapan Objek Pajak Baru 

dan Ketetapan Minimal Pajak Bumi dan Bangunan sektor P2; 

20)  Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan dalam Kabupaten Musi Banyuasin 

21)  Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 122 Tahun 2018 
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tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah dalam 

Kabupaten Musi Banyuasin; 

22)  Peraturan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 123 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 

2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 

dalam Kabupaten Musi Banyuasin; 

23)  Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 102 Tahun 2019 tentang Ketetapan 

Objek Pajak Baru dan Ketetapan Minimal PBb dan Bangunan Sektor 

Perdesaan dan Sektor Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Musi Banyuasin; 

24)  Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem 

Informasi Manajemen Pelaporan Data Transaksi Wajib Pajak Secara Online; 

25)  Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2020 tentang petunjuk 

pelaksanaan pemasangan dan pemungutan Pajak Reklame dalam Kabupaten 

Musi Banyuasin; 

26)  Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 62 Tahun 2022 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pajak Parkir; 

27)  Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 63 Tahun 2022 tentang perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Hotel; 

28)  Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2022 tentang perubahan 

atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemungutan Pajak Restoran dan; 

29)  Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 139 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2010 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah. 

 

b. Kinerja Belanja 

Kendala yang dihadapi  dalam pencapaian target belanja selama Tahun Anggaran 

2023 adalah sebagai berikut. 

1) Efisiensi pelaksanaan anggaran (tidak tercapainya target pendapatan/defisit); 

2) Penundaan pembayaran Termin 5% Pekerjaan konstruksi pagu  lebih dari 

Rp1.000.000.000,00; 

3) Kurang bayar Bantuan Gubernur atas 4 (empat) paket pekerjaan; dan 

4) Paket Pekerjaan Bantuan Gubernur yang tidak dilaksanakan yakni Normalisasi 

Sungai Bonot Desa Muara Punjung menuju jalan lintas Desa Beruge 

Kecamatan Babat Toman. 

Upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target/upaya optimalisasi kinerja 

belanja: 

1) Segera menyelesaikan Tender kegiatan APBD TA. 2023 (Termasuk P-APBD 

TA. 2023) dengan memperhatikan Fisibilitas masa pelaksanaan pekerjaan;  

2) Memerintahkan rekanan untuk mulai pelaksanaan pekerjaan segera setelah 

penandatanganan kontrak; 



40 

 

3) Melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan. Pastikan kegiatan/pekerjaan di 

OPD selesai tepat waktu sesuai target; 

4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, terutama 

kegiatan konstruksi yang sudah berkontrak yang realisasinya masih rendah; 

5) Memantau kemajuan pelaksanaan pekerjaan secara harian; 

6) Menjaga mutu/kualitas pekerjaan; 

7) Memberikan sanksi tegas sesuai aturan jika rekanan/kontraktor wanprestasi; 

dan 

8) Pekerjaan yang tidak sesuai target dan mengalami perlambatan dalam 

pelaksanaan akan menjadi atensi khusus Bupati untuk dilakukan inspeksi 

secara langsung di lokasi pekerjaan. 
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BAB IV  

KEBIJAKAN AKUNTANSI 

 

4.1  Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merupakan entitas pelaporan, dan oleh 

karenanya menurut peraturan perundang-undangan mempunyai kewajiban untuk 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi, dan oleh karenanya wajib 

menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan 

pada entitas pelaporan. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, 

susunan perangkat daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretariat DPRD; 

c. Inspektorat Daerah; 

d. Satuan Polisi Pamong Praja; 

e. 22 dinas daerah; 

f. Enam badan daerah; dan 

g. 15 kecamatan;  

Adapun perangkat daerah tersebut diuraikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.1. Rincian Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 

No. Kode PD Nama Perangkat Daerah 

1 01.01.01.01 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

2 01.02.01.01 Dinas Kesehatan 

3 01.03.01.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

4 01.04.01.01 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

5 01.05.01.01 Satuan Polisi Pamong Praja 

6 01.05.02.01 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

7 01.06.01.01 Dinas Sosial 

8 02.07.01.01 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

9 02.08.01.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

10 02.09.01.01 Dinas Ketahanan Pangan 

11 02.11.01.01 Dinas Lingkungan Hidup 

12 02.12.01.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

13 02.13.01.01 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

14 02.14.01.01 Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana 
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No. Kode PD Nama Perangkat Daerah 

15 02.15.01.01 Dinas Perhubungan 

16 02.16.01.01 Dinas Komunikasi dan Informatika 

17 02.17.01.01 Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah 

18 02.18.01.01 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

19 02.23.01.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

20 03.25.01.01 Dinas Perikanan 

21 03.26.01.01 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata 

22 03.27.01.01 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 

23 03.27.02.01 Dinas Perkebunan 

24 03.30.01.01 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

25 04.01.01.01 Sekretariat Daerah 

26 04.02.01.01 Sekretariat DPRD 

27 06.01.01.01 Inspektorat 

28 05.01.01.01 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

29 05.02.01.01 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

30 05.02.02.01 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

31 05.03.01.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 

32 07.01.01.01 Kecamatan Sekayu 

33 07.01.02.01 Kecamatan Lais 

34 07.01.03.01 Kecamatan Babat Toman 

35 07.01.04.01 Kecamatan Keluang 

36 07.01.05.01 Kecamatan Sanga Desa 

37 07.01.06.01 Kecamatan Plakat Tinggi 

38 07.01.07.01 Kecamatan Batanghari Leko 

39 07.01.08.01 Kecamatan Sungai Keruh 

40 07.01.09.01 Kecamatan Sungai Lilin 

41 07.01.10.01 Kecamatan Bayung Lencir 

42 07.01.11.01 Kecamatan Lalan 

43 07.01.12.01 Kecamatan Tungkal Jaya 

44 07.01.13.01 Kecamatan Lawang Wetan 

45 07.01.14.01 Kecamatan Babat Supat 
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No. Kode PD Nama Perangkat Daerah 

46 07.01.15.01 Kecamatan Jirak Jaya 

47 08.01.01.01 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

4.2  Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin yaitu basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja 

Dan Pembiayaan (Laporan Realisasi Anggaran), dan basis akrual untuk pengakuan 

Aset, Kewajiban, dan Ekuitas (Neraca), serta pengakuan Pendapatan-LO dan Beban-

LO, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan Lampiran I SAP Berbasis Akrual. 

 

4.3  Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi 

lainnya dalam dokumen terbitan yang sama. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah 

hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan 

dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi 

pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan 

akuntansi dari informasi lain yang bukan merupakan subjek yang diatur dalam 

kebijakan akuntansi ini.  

Komponen laporan keuangan pokok adalah: 

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA); 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional (LO); 

e. Laporan Arus Kas (LAK); 

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan 

g. Catatan atas Laporan Keuangan. 

Laporan keuangan ini disajikan dalam satu tahun anggaran mulai 1 Januari 

s.d. 31 Desember 2023. 

 

1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 

LRA mengungkapkan kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD Kabupaten Musi 

Banyuasin. LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan 

sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan sekurang-

kurangnya unsur-unsur sebagai berikut. 

a) Pendapatan; 

b) Belanja; 

c) Surplus/defisit; 
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d) Pembiayaan; dan 

e) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran. 

LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya 

dalam satu periode pelaporan. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan 

kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan 

sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada 

periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam 

pendapatan lain-lain.  

LRA dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. 

Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang memengaruhi pelaksanaan anggaran 

seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang 

material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci 

lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

a) Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LRA 

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah 

(RKUD) yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah, dan tidak 

perlu dibayar kembali oleh pemerintah. 

(1) Pengakuan 

Pendapatan-LRA diakui pada saat: 

(a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD; 

(b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara 

penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke 

RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut 

merupakan bagian dari BUD; 

(c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan 

digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat 

entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD. Pengakuan 

ini dilaksanakan dalam penerimaan pendapatan BLUD, 

pendapatan atas dana kapitasi JKN di FKTP serta pendapatan 

dana BOS/PSG; 

(d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar 

negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah 

diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya 

kepada BUD; 

(e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas 

pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan 

BUD mengakuinya sebagai pendapatan; dan 

(f) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima desa dan digunakan 

langsung tanpa disetor ke RKUD. Pengakuan ini dilaksanakan 

dalam penerimaan pendapatan atas dana desa yang berasal dari 

pemerintah pusat dengan syarat wajib melaporkan kepada BUD 

dan pengesahannya disahkan oleh BUD. 
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(2) Pengukuran 

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu 

dengan membukukan penerimaan bruto, tidak dalam jumlah neto 

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) 

bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat 

dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka 

asas bruto dapat dikecualikan. 

Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari 

pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada 

pemerintah daerah atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi 

yang perputarannya cepat, volume transaksinya banyak, dan jangka 

waktunya singkat. 

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal 

transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. 

(3) Penyajian dan Pengungkapan 

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai 

dengan klasifikasi dalam BAS. 

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan 

Pendapatan-LRA adalah: 

(a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya tahun anggaran; 

(b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan 

terjadi hal-hal yang bersifat khusus; 

(c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan 

pendapatan daerah; dan 

(d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

b) Kebijakan Akuntansi Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan 

bendahara pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam 

periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh 

pembayarannya kembali oleh pemerintah. 

(1) Pengakuan 

Belanja diakui pada saat: 

(a) Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah; 

(b) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, 

pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas 

pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi 

perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; 

(c) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu 

pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan 

layanan umum; dan 
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(d) Belanja BOS/PSG dan JKN-FKTP atas pendapatan yang diterima 

langsung oleh SKPD diakui sebagai belanja setelah dianggarkan 

dalam APBD dan direalisasikan. 

(e) Belanja dana desa atas pendapatan yang diterima langsung oleh 

desa diakui sebagai belanja setelah disahkan oleh BUD. 

(2) Pengukuran dan Penilaian 

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan 

dalam dokumen anggaran. 

Pengukuran belanja berdasarkan asas bruto dan nilai nominal yang 

dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. 

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan 

realisasi anggaran. 

(3) Penyajian dan Pengungkapan 

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, 

yaitu belanja operasi; belanja modal; belanja tak terduga; belanja 

transfer dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas 

atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut 

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata 

uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada 

tanggal transaksi. 

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun 

berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan 

sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi 

silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, 

penjelasan kejadian luar biasa, dan informasi lainnya yang dianggap 

perlu. 

c) Kebijakan Akuntansi Transfer  

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas 

pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan 

dan dana bagi hasil. 

Transfer masuk-LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, 

misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana 

bagi hasil dari pemerintah provinsi. 

Transfer Keluar-LRA adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke 

entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh 

pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta bantuan 

keuangan. 

(1) Pengakuan 

 Transfer masuk dan pendapatan transfer 

(a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada laporan 

realisasi anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada 

saat transfer masuk ke rekening kas umum daerah; 
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(b) Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer dalam laporan 

operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer 

dilakukan pada saat: 

- Timbulnya hak atas pendapatan (earned); atau 

- Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya 

ekonomi (realized). 

 Transfer keluar  

(a) Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada laporan 

realisasi anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada 

saat terbitnya SP2D sudah dicairkan atas beban anggaran transfer 

keluar; dan 

(b) Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan 

laporan operasional, pengakuan beban transfer pada periode 

berjalan dilakukan berdasarkan dokumen yang menyatakan 

kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada 

pemerintah daerah lainnya/desa. 

(2) Pengukuran  

Transfer masuk dan pendapatan transfer 

(a) Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada laporan realisasi 

anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah 

uang yang diterima di rekening kas umum daerah. 

(b) Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada 

laporan operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat 

berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. 

Transfer Keluar  

(a) Untuk kepentingan penyusunan laporan realisasi anggaran, transfer 

keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas 

beban anggaran transfer keluar; dan 

(b) Untuk kepentingan  penyusunan laporan operasional, beban transfer 

diukur dan dicatat sebesar  kewajiban transfer pemerintah daerah 

yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa 

berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. 

(3) Penilaian 

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya 

(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat 

sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi 

kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah 

yang tertunggak  dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang 

pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan 

sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran 

pinjaman pemerintah daerah. hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam 

laporan operasional. 
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Meskipun demikian, jika pemotongan dana transfer misalnya DAU 

merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada 

pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan 

kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas 

pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan 

hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran 

berjalan. 

(4) Pengungkapan 

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut. 

(a) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada 

laporan realisasi anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada 

laporan operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun 

anggaran sebelumnya; 

(b) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam 

laporan realisasi anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada 

laporan operasional; 

(c) Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal 

berakhirnya tahun anggaran; 

(d) Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan 

yang bersangkutan apabila terjadi hal hal yang bersifat khusus; dan 

(e) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam catatan atas 

laporan keuangan sebagai berikut. 

(a) Penjelasan atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada laporan 

realisasi anggaran, rincian realisasi beban transfer pada laporan 

operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran 

sebelumnya; 

(b) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer 

keluar dengan realisasinya; 

(c) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam 

laporan realisasi anggaran dengan realisasi beban transfer pada 

laporan operasional; dan 

(d) Informasi lainnya yang dianggap perlu. 

 

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi 

SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta 

penyesuaian lain yang diperkenankan. 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) hanya disajikan oleh entitas 

pelaporan (Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin). LPSAL memberikan 

informasi tentang kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
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Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih mencakup pos-pos sebagai berikut. 

a) Saldo anggaran lebih awal; 

b) Penggunaan saldo anggaran lebih; 

c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA); 

d) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya; dan 

e) Saldo anggaran lebih akhir. 

3) Neraca 

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan 

mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengklasifikasikan asetnya dalam aset 

lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban 

jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. 

Entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengungkapkan setiap pos aset dan 

kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau 

dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang 

diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan. Neraca 

mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut. 

a) Kas dan setara kas;  

b) Investasi jangka pendek; 

c) Piutang; 

d) Persediaan;  

e) Investasi jangka panjang;  

f) Aset tetap; 

g) Kewajiban jangka pendek; 

h) Kewajiban jangka panjang; dan 

i) Ekuitas. 

Pos-pos selain yang disebutkan di atas disajikan dalam neraca jika diperlukan 

untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas 

pelaporan. Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah 

didasarkan pada faktor-faktor berikut. 

a) Sifat, likuiditas, dan materialitas aset; 

b) Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan dan entitas akuntansi; dan 

c) Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban. 

Aset dan kewajiban yang berbeda dalam sifat dan fungsi kadang-kadang diukur 

dengan dasar pengukuran yang berbeda. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap 

tertentu dicatat atas dasar biaya perolehan dan kelompok lainnya dicatat atas 

dasar nilai wajar yang diestimasikan. 

a) Kas dan Setara Kas  

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah, sangat likuid, siap 

dicairkan menjadi kas, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. 

Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) 
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yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo 

simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk 

melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas, 

yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid, siap dicairkan menjadi kas, 

dan mempunyai masa jatuh tempo yang pendek, yaitu tiga bulan atau kurang 

dari tanggal perolehannya, serta bebas dari risiko perubahan nilai yang 

signifikan. 

(1) Pengukuran  

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar 

nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, 

dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 

pada tanggal neraca. 

(2) Penyajian  

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus 

kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam 

laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari 

manajemen  kas dan buka merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, 

pendanaan, dan transitoris pada laporan arus kas. 

 

b) Investasi Jangka Pendek 

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan 

dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka 

pendek memiliki karakteristik sebagai berikut. 

(1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu tiga bulan sampai 

dengan 12 bulan; 

(2) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat 

menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan 

(3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. 

Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 bulan dikategorikan sebagai 

investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga 

bulan dikategorikan sebagai kas dan setara kas. 

 

c) Piutang 

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari 

entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan/atau 

akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai akibat 

lainnya yang sah.  

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul 

klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, 

yaitu pada saat: 

(1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau 

(2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau 

(3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. 
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Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui 

berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen 

penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak pemerintah 

daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran. 

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang 

ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan 

yang berlaku sebesar hak pemerintah daerah yang belum ditransfer yang 

merupakan hak pemerintah daerah sampai dengan akhir tahun anggaran.  

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah 

telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah 

Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah klaim yang 

belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah.  

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) diakui berdasarkan jumlah yang 

ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan 

yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak pemerintah daerah 

yang belum dibayarkan.  

Catatan: Sehubungan Dana Otsus hanya diperuntukkan kepada Pemerintah 

Provinsi Papua, Papua Barat, dan NAD maka pengaturan kebijakannya 

disesuaikan kondisi setempat. 

Piutang transfer lainnya diakui apabila dalam hal pencairan dana diperlukan 

persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka hak tagih 

timbul pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan 

pembayaran oleh pemerintah pusat.  

Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang 

menjadi bagian pemerintah daerah yang belum dibayar.  

Piutang dana transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar 

daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar 

daerah.  

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada 

kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka 

kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode 

berikutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. 

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus 

didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang 

dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR 

dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK 

Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan merupakan surat 

keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung 

jawab seseorang yang bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila 

penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, piutang 

diakui setelah terdapat surat ketetapan surat penagihan yang diterbitkan oleh 

instansi yang berwenang. 

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar 

nilai nominal yang tercantum dalam tagihan yang belum disetor ke kas daerah 

oleh wajib setor.  
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(1) Pengukuran 

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-

undangan sebagai berikut. 

(a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat 

ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; 

(b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh 

Kepala Daerah cq Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah untuk Wajib Pajak Daerah (WPD) yang mengajukan 

keberatan; dan 

(c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 

pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas 

keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.  

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan sebagai berikut. 

(a) Pemberian pinjaman  

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan 

dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai 

dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. 

Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai 

kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya 

pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui 

adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada 

periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 

pelaporan.  

(b) Penjualan  

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian 

penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode 

pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan 

pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai 

bersihnya.  

(c) Kemitraan  

Piutang yang timbul dari kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.  

(d) Pemberian fasilitas/jasa  

Piutang yang timbul karena adanya pemberian fasilitas/jasa, diakui 

berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah 

pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau 

uang muka yang telah diterima.  

Pengukuran piutang transfer sebagai berikut. 

(a) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai 

dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan 

berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku; 
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(b) Dana Alokasi Umum disajikan sebesar jumlah yang belum diterima, 

dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat; 

dan 

(c) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi 

dan disetujui oleh pemerintah pusat. 

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan seperti yang 

dikemukakan di atas, sebagai berikut. 

(a) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam 

tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan 

berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan 

(b) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di 

atas 12 bulan berikutnya.  

Pengukuran berikutnya (subsequent measurement) terhadap pengakuan 

awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum 

dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. 

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka 

masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang 

dihapuskan.  

(2) Penilaian 

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat klasifikasi sebagai 

berikut. 

(a) Kualitas piutang lancar;  

(b) Kualitas piutang kurang lancar; 

(c) Kualitas piutang diragukan;  dan 

(d) Kualitas piutang macet. 

Penggolongan kualitas piutang pajak daerah dapat dipilah berdasarkan 

cara pemungut pajak yang terdiri dari:   

(a) Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak daerah (self assessment); dan  

(b) Pajak  ditetapkan  oleh kepala daerah (official assessment).  

Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya dibayar 

sendiri oleh wajib pajak daerah (self assessment) dilakukan dengan 

ketentuan: 

(a) Kualitas lancar, dengan kriteria: 

(1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau 

(3) Wajib pajak daerah menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 

(4) Wajib pajak daerah kooperatif; dan/atau  

(5) Wajib pajak daerah likuid; dan/atau   

(6) Wajib pajak daerah tidak mengajukan keberatan/banding. 

(b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria: 

(1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau  

(2) Apabila wajib pajak terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama 

belum melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Wajib pajak daerah kurang kooperatif dalam pemeriksaan; 

dan/atau  
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(4) Wajib pajak daerah menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; 

dan/atau  

(5) Wajib pajak daerah mengajukan keberatan/banding. 

(c) Kualitas diragukan, dengan kriteria: 

(1) Umur piutang dua tahun lebih  sampai dengan lima tahun; 

dan/atau 

(2) Apabila wajib pajak sejak tanggal surat tagihan kedua belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Wajib pajak daerah tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau  

(4) Wajib pajak daerah tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; 

dan/atau  

(5) Wajib pajak daerah mengalami kesulitan likuiditas. 

(d) Kualitas macet, dengan kriteria:  

(1) Umur piutang diatas lima tahun; dan/atau 

(2) Apabila wajib pajak sejak tanggal surat tagihan ketiga belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Wajib pajak daerah tidak ditemukan; dan/atau 

(4) Wajib pajak daerah bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

(5) Wajib pajak daerah mengalami musibah (force majeure).  

Penggolongan kualitas piutang pajak daerah yang pemungutannya 

ditetapkan  oleh kepala daerah (official assessment) dilakukan dengan 

ketentuan: 

(a) Kualitas lancar, dengan kriteria:  

(1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau 

(2) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau 

(3) Wajib pajak daerah kooperatif; dan/atau 

(4) Wajib pajak daerah likuid; dan/atau 

(5) Wajib pajak daerah tidak mengajukan keberatan/banding.  

(b) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria: 

(1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau 

(2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Wajib pajak daerah kurang kooperatif; dan/atau 

(4) Wajib pajak daerah mengajukan keberatan/banding.   

(c) Kualitas diragukan, dengan kriteria: 

(1) Umur piutang 2 tahun lebih  sampai dengan 5 tahun; dan/atau 

(2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Wajib pajak daerah tidak kooperatif; dan/atau 

(4) Wajib pajak daerah mengalami kesulitan likuiditas.  

(d) Kualitas macet, dengan kriteria:  

(1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau 

(2) Apabila wajib pajak sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum 

melakukan pelunasan; dan/atau 

(3) Wajib pajak daerah tidak ditemukan; dan/atau 

(4) Wajib pajak daerah bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 

(5) Wajib pajak daerah mengalami musibah (force majeure). 
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Penggolongan kualitas piutang bukan pajak daerah khusus untuk objek 

retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut.  

(a) Kualitas lancar, jika umur piutang nol sampai dengan satu bulan 

dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan 

tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan;  

(b) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang lebih dari satu bulan 

sampai dengan tiga bulan dan/atau wajib retribusi belum melakukan 

pelunasan dalam jangka waktu satu bulan terhitung sejak tanggal 

surat tagihan pertama yang telah ditetapkan tidak dilakukan 

pelunasan; 

(c) Kualitas diragukan, jika umur piutang lebih dari tiga bulan sampai 

dengan 12 bulan dan/atau sejak tanggal surat tagihan kedua yang 

telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan; 

(d) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan 

dan/atau wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka 

waktu satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga yang 

telah ditetapkan tidak dilakukan pelunasan.  

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak daerah selain yang disebutkan 

Retribusi, dilakukan dengan ketentuan: 

(a) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan 

tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;  

(b) Kualitas kurang lancar,  apabila dalam jangka waktu satu bulan 

terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan 

pelunasan;  

(c) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung 

sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan  

(d) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu satu bulan terhitung 

sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.   

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun 

ditentukan sebagai berikut. 

Tabel 4.2. Taksiran Piutang Tak Tertagih Berdasarkan Kualitas Piutang 

No. Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih (%) 

1 Lancar 0,5  

2 Kurang Lancar 10  

3 Diragukan 50  

4 Macet 100  

d) Beban Dibayar Dimuka 

Beban dibayar dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak 

lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang 

akan diterima oleh pemerintah daerah. 

Yang termasuk beban dibayar dimuka diantaranya: 

(1) Pengakuan  
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Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran namun pemerintah 

daerah belum menerima manfaat atas pembayaran tersebut, yang 

selanjutnya pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas manfaat yang 

telah diperoleh. Beban dibayar dimuka harus didukung dengan dokumen 

yang menyatakan hak dan kewajiban serta periode masa manfaat yang 

jelas. 

(2) Pengukuran dan Penilaian 

Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal pembayaran 

dikurangi dengan perhitungan nilai manfaat yang telah diterima oleh 

pemerintah daerah. Perhitungan nilai manfaat dilakukan secara harian 

yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan. Nilai manfaat yang telah 

diterima dicatat sebagai beban pada akhir periode pelaporan. 

(3) Penyajian dan Pengungkapan 

Beban dibayar dimuka disajikan dan diungkapkan secara memadai di 

Neraca, informasi mengenai akun beban dibayar dimuka diungkapkan 

secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan. 

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat 

dilakukan dengan dua kondisi, yaitu: 

(1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas; 

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal 

proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara 

pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah 

dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban 

dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan 

beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. 

Beban diakui sebelum pengeluaran kas selaras dengan kriteria telah 

timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif 

bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan 

pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas. 

(2) Beban diakui setelah pengeluaran kas. 

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses 

transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran 

kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan 

setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada 

saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. 

Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa 

dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. 

Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di 

Muka (akun neraca). Perhitungan Beban Dibayar Dimuka dilakukan 

dengan metode perhitungan secara harian dengan jumlah hari sebanyak 

365 hari dalam satu tahun. 

e) Persediaan 

(1) Pengakuan   

Persediaan diakui pada saat: 

(a) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah 

dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;  
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(b) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya 

berpindah. 

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan 

berdasarkan hasil inventarisasi fisik. 

(2) Pencatatan 

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. Dalam metode 

periodik, fungsi akuntansi tidak langsung memutakhirkan nilai persediaan 

ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan 

melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Pada 

akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk memutakhirkan nilai 

persediaan. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan 

dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal 

persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi 

dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan 

metode penilaian yang digunakan. 

(3) Beban Persediaan 

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods). 

Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian 

laporan operasional. 

Persediaan dicatat secara periodik. Oleh karena itu, pengukuran 

pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu 

dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan 

persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per 

unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. 

f) Investasi Jangka Panjang 

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai 

berikut. 

(1) Metode biaya 

Dengan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil 

dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak 

mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang 

terkait. 

(2) Metode ekuitas 

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah 

dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi 

bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah 

setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, 

tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan 

mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. 

(3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan 

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk 

kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. 

Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi 

pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah 
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dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima 

kembali.  

Tabel 4.3. Persentase Penyisihan Piutang Berdasarkan Periode Jatuh 

Tempo Pengembalian Investasi 

No. Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi 
Persentase 

Penyisihan (%) 

1 2 3 

1 Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 tahun 0,5 

2 Jatuh tempo pada periode 2 s.d. 3 tahun 10 

3 Jatuh tempo pada periode 3 s.d. 4 tahun 50 

4 Jatuh tempo pada periode diatas 4 tahun 100 

Penggunaan metode tersebut di atas berdasarkan kriteria sebagai berikut. 

(1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; 

(2) Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% 

tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas; 

(3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan 

(4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen 

menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. 

g) Aset Tetap 

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh, 

nilainya dapat diukur dengan handal dan terjadi perpindahan kepemilikan 

dan/atau penguasaan secara hukum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus 

dipenuhi kriteria sebagai berikut. 

(1) Berwujud; 

(2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; 

(3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 

(4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 

(5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 

(6) Merupakan objek pemeliharaan atau membutuhkan biaya/ongkos untuk 

dipelihara; dan 

(7) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk 

pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset 

tetap yang telah ditetapkan (Capitalization Thresholds). 

Batasan Jumlah Biaya Kapitalisasi (Capitalization Threshold) perolehan awal 

aset tetap dengan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan 

apakah perolehan suatu aset harus diakui sebagai komponen aset tetap 

(dikapitalisasi) atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap terbagi 

dalam: 

(1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama 

dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00; 
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(2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau 

lebih dari Rp30.000.000,00; dan 

(3) Pengeluaran untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau 

lebih dari Rp1.000.000,00. 

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sesuai kebijakan akuntansi ini 

berlaku mulai 1 Januari 2023, dan tidak berlaku surut. 

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi 

tersebut di atas, diperlakukan sebagai belanja/beban operasi kecuali 

pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya  berupa 

barang bercorak kebudayaan. 

Pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal 

(dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai 

berikut: 

(1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara: 

(a) Bertambah ekonomis/efisien; dan/atau 

(b) Bertambah manfaat/umur ekonomis; dan/atau 

(c) Bertambah volume; dan/atau 

(d) Bertambah kapasitas produksi. 

(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja pemeliharaan barang/aset tetap tersebut 

melebihi batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan. 

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (straight 

line method) tanpa nilai residu/sisa (nilai sisa sama dengan nol). Perhitungan 

penyusutan dan amortisasi menggunakan pendekatan bulanan. Penyusutan 

dapat dihitung satu bulan penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua hari 

dalam satu bulan. 

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban 

penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai 

pengurang nilai aset tetap. 

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing 

kelompok aset tetap adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Daftar Masa Manfaat Aset Tetap 

Kodifikasi Uraian 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

1 3       ASET TETAP   

1 3 2     Peralatan dan Mesin   

1 3 2 1  Alat Besar  

1 3 2 1 1 Alat Besar Darat 10 



60 

 

Kodifikasi Uraian 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

1 3 2 1 2 Alat Besar Apung 8 

1 3 2 1 3 Alat Bantu 7 

1 3 2 2  Alat Angkutan  

1 3 2 2 1 Alat Angkutan Darat Bermotor 5 

1 3 2 2 2 Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2 

1 3 2 2 3 Alat Angkutan Apung Bermotor 6 

1 3 2 2 4 Alat Angkutan Apung Tak Bermotor 3 

1 3 2 2 5 Alat Angkutan Bermotor Udara 20 

1 3 2 3  Alat Bengkel dan Alat Ukur  

1 3 2 3 1 Alat Bengkel Bermesin 5 

1 3 2 3 2 Alat Bengkel Tak Bermesin 10 

1 3 2 3 3 Alat Ukur 5 

1 3 2 4  Alat Pertanian  

1 3 2 4 1 Alat Pengolahan 4 

1 3 2 5  Alat Kantor dan Rumah Tangga  

1 3 2 5 1 Alat Kantor 5 

1 3 2 5 2 Alat Rumah Tangga 5 

1 3 2 5 3 Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5 

1 3 2 6  Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar   

1 3 2 6 1 Alat Studio 3 

1 3 2 6 2 Alat Komunikasi 4 

1 3 2 6 3 Peralatan Pemancar 5 

1 3 2 6 4 Peralatan Komunikasi Navigasi  4 

1 3 2 7  Alat Kedokteran dan Kesehatan  

1 3 2 7 1 Alat Kedokteran 3 

1 3 2 7 2 Alat Kesehatan Umum 5 

1 3 2 8  Alat Laboratorium  

1 3 2 8 1 Unit Alat Laboratorium 5 

1 3 2 8 2 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 10 
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Kodifikasi Uraian 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

1 3 2 8 3 Alat Peraga Praktek Sekolah 5 

1 3 2 8 4 Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika 10 

1 3 2 8 5 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10 

1 3 2 8 6 Radiation Application and NonDestructive Testing Laboratory Lainnya  10 

1 3 2 8 7 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 10 

1 3 2 8 8 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica  10 

1 3 2 8 9 Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi Dan Instrumentasi   5 

1 3 2 9  Alat Persenjataan  

1 3 2 9 1 Senjata Api  10 

1 3 2 9 2 Persenjataan Non Senjata Api  3 

1 3 2 9 3 Senjata Sinar  5 

1 3 2 9 4 Alat Khusus Kepolisian 4 

1 3 2 10  Komputer  

1 3 2 10 1 Komputer Unit 3 

1 3 2 10 2 Peralatan Komputer 3 

1 3 2 11  Alat Eksplorasi  

1 3 2 11 1 Alat Eksplorasi Topografi 5 

1 3 2 11 2 Alat Eksplorasi Geofisika 5 

1 3 2 12  Alat Pengeboran  

1 3 2 12 1 Alat Pengeboran Mesin 10 

1 3 2 12 2 Alat Pengeboran Non Mesin 7 

1 3 2 13  Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian  

1 3 2 13 1 Sumur 10 

1 3 2 13 2 Produksi 10 

1 3 2 13 3 Pengolahan Dan Pemurnian 10 

1 3 2 14  Alat Bantu Eksplorasi  

1 3 2 14 1 Alat Bantu Eksplorasi 5 

1 3 2 14 2 Alat Bantu Produksi 5 

1 3 2 15  Alat Keselamatan Kerja  
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Kodifikasi Uraian 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

1 3 2 15 1 Alat Deteksi 10 

1 3 2 15 2 Alat Pelindung 5 

1 3 2 15 3 Alat Sar 2 

1 3 2 15 4 Alat Kerja Penerbangan 10 

1 3 2 16  Alat Peraga  

1 3 2 16 1 Alat Peraga Pelatihan Dan Percontohan 5 

1 3 2 17  Peralatan Proses/Produksi  

1 3 2 17 1 Unit Peralatan Proses/Produksi 10 

1 3 2 18  Rambu-Rambu  

1 3 2 18 1 Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat 10 

1 3 2 18 2 Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara 10 

1 3 2 18 3 Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut 7 

1 3 2 19  Peralatan Olahraga  

1 3 2 19 1 Peralatan Olah Raga 3 

1 3 3     Gedung dan Bangunan   

1 3 3 1  Bangunan Gedung  

1 3 3 1 1 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50 

1 3 3 1 2 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50 

1 3 3 2  Monumen  

1 3 3 2 1 Candi/Tugu Peringatan/Prasasti 50 

1 3 3 3  Bangunan Menara  

1 3 3 3 1 Bangunan Menara Perambuan 40 

1 3 3 4  Tugu Titik Kontrol/Pasti  

1 3 3 4 1 Tugu/Tanda Batas 50 

1 3 4     Jalan, Jaringan, dan Irigasi   

1 3 4 1  Jalan dan Jembatan  

1 3 4 1 1 Jalan 5 

1 3 4 1 2 Jembatan 50 

1 3 4 2  Bangunan Air  
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Kodifikasi Uraian 

Masa 

Manfaat 

(Tahun) 

1 3 4 2 1 Bangunan Air Irigasi 50 

1 3 4 2 2 Bangunan Pengairan Pasang Surut 50 

1 3 4 2 3 Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder 25 

1 3 4 2 4 Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam 10 

1 3 4 2 5 Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah 30 

1 3 4 2 6 Bangunan Air Bersih/Air Baku 40 

1 3 4 2 7 Bangunan Air Kotor 40 

1 3 4 3  Instalasi  

1 3 4 3 1 Instalasi Air Bersih / Air Baku 30 

1 3 4 3 2 Instalasi Air Kotor 30 

1 3 4 3 3 Instalasi Pengolahan Sampah 10 

1 3 4 3 4 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10 

1 3 4 3 5 Instalasi Pembangkit Listrik 40 

1 3 4 3 6 Instalasi Gardu Listrik 40 

1 3 4 3 7 Instalasi Pertahanan 30 

1 3 4 3 8 Instalasi Gas 30 

1 3 4 3 9 Instalasi Pengaman 20 

1 3 4 3 10 Instalasi Lain 10 

1 3 4 4  Jaringan  

1 3 4 4 1 Jaringan Air Minum 30 

1 3 4 4 2 Jaringan Listrik 20 

1 3 4 4 3 Jaringan Telepon 20 

1 3 4 4 4 Jaringan Gas 30 

1 3 5     Aset Tetap Lainnya   

1 3 5 2  Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga  

1 3 5 2 1 Alat Musik Modern/Band 4 
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Aset tetap berikut tidak dilakukan penyusutan, yaitu: 

(1) Tanah; 

(2) Konstruksi dalam pengerjaan, sampai dengan konstruksi dalam 

pengerjaan tersebut jadi dan siap pakai; 

(3) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak 

dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan 

penghapusan pada aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan 

atau mati; 

(4) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen yang sah dan 

telah dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang c.q bidang 

pengelolaan aset daerah untuk diusulkan dan dilakukan penghapusan; 

(5) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau using yang telah 

dilaporkan dan diusulkan kepada pengelola barang c.q bidang pengelola 

aset daerah untuk dilakukan penghapusan. 

Aset Hewan dan Tanaman tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan 

secara rinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain nama, jenis, 

kondisi dan lokasi aset dimaksud apabila informasi tentang harga perolehan 

atau nilai wajar pada saat perolehan atas aset tersebut tidak ditemukan. 

h) Kewajiban 

(1) Kewajiban Jangka Pendek 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka 

pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal 

pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai 

kewajiban jangka panjang. 

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang 

sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti 

utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu 

bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan 

berikutnya. 

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang 

jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. 

Misalnya bunga pinjaman, pendapatan diterima dimuka, utang jangka 

pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan 

bagian lancar utang jangka panjang. 

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa 

yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain 

sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima. 

Perhitungan nilai pendapatan diterima dimuka dilakukan secara 

harian yang dihitung pada saat akhir periode pelaporan. 

Pendapatan Diterima Dimuka dapat diakui dengan 

menggunakan pendekatan pendapatan pada saat kas diterima, pada 

saat akhir periode pelaporan masih terdapat kewajiban belum 

dilaksanakan diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka. 

Perhitungan Pendapatan Diterima Dimuka dilakukan dengan metode 

perhitungan secara harian dengan jumlah hari sebanyak 365 hari 
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dalam satu tahun. 

(2) Kewajiban Jangka Panjang 

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban 

jangka panjangnya meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan 

diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan jika:  

(a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan; 

(b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban 

tersebut atas dasar jangka panjang; dan 

(c) Maksud tersebut didukung dengan suatu perjanjian pendanaan 

kembali (refinancing) atau penjadwalan kembali terhadap 

pembayaran, yang penyelesaiannya sebelum laporan keuangan 

disetujui. 

i) Ekuitas 

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan 

selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.  

 

4) Laporan Operasional 

Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan 

operasional keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin 

dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas 

yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. 

Struktur laporan operasional mencakup pos-pos sebagai berikut. 

a) Pendapatan-LO; 

b) Beban; 

c) Surplus/defisit dari operasi; 

d) Kegiatan non operasional; 

e) Surplus/defisit sebelum pos luar biasa; 

f) Pos luar biasa; dan 

g) Surplus/defisit-LO. 

Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan 

yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu 

tahun, seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih 

lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. 

a) Pendapatan-LO  

Pendapatan-LO diakui pada saat: 

(1) Timbulnya hak atas pendapatan (earned); 

(2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi; 

dan 

(3) Dalam   hal   badan  layanan  umum daerah,   pendapatan   diakui   

dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai 

badan layanan umum daerah. 
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Akuntansi pendapatan-LO diakui berdasarkan asas bruto, yaitu dengan 

membukukan pendapatan bruto, tidak dalam jumlah netonya (setelah 

dikompensasikan dengan pengeluaran). 

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat 

variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih 

dahulu karena proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. 

b) Beban-LO  

Beban pada laporan operasional diakui: 

(1) Pada saat timbulnya kewajiban;  

(2) Pada saat terjadinya konsumsi aset; dan 

(3) Pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. 

Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air, telepon, internet 

dan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS serta honorarium 

pegawai hononer/tidak tetap adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan 

Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun 

berjalan. 

5) Laporan Perubahan Ekuitas 

Struktur laporan perubahan ekuitas mencakup pos-pos sebagai berikut. 

a) Ekuitas awal; 

b) Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; 

c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, misalnya 

koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode 

sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan 

d) Ekuitas akhir.  

4.4  Prinsip-prinsip Penyusunan Laporan Konsolidasian 

a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan 

perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. 

b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama 

dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah 

komparatif dengan periode sebelumnya. 

c. Konsolidasi dapat dilaksanakan baik dengan mengeliminasi akun-akun yang 

timbal balik (reciprocal) maupun tanpa mengeliminasinya. 

d. Dalam hal konsolidasi dilakukan tanpa mengeliminasi akun-akun yang timbal-

balik, maka nama-nama akun yang timbal balik, dan estimasi besaran jumlah 

dalam akun yang timbal balik dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

e. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan pada 

SKPD yang secara organisatoris membawahinya dengan ketentuan sebagai 

berikut. 

1) Laporan realisasi anggaran BLUD digabungkan secara bruto kepada laporan 

realisasi anggaran satuan kerja perangkat daerah yang secara organisatoris 

membawahinya. 
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2) Neraca BLUD digabungkan kepada neraca satuan kerja perangkat daerah 

yang secara organisatoris membawahinya. 

3) Laporan operasional digabungkan kepada laporan operasional satuan kerja 

perangkat daerah yang secara organisatoris membawahinya. 

4) Laporan perubahan ekuitas digabungkan kepada laporan perubahan ekuitas 

satuan kerja perangkat daerah yang secara organisatoris membawahinya. 

5) Laporan arus kas BLUD dikonsolidasikan pada laporan arus kas unit yang 

mempunyai fungsi perbendaharaan umum. 

6) Laporan perubahan SAL BLU digabungkan dalam laporan perubahan SAL 

bendahara umum daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan 

keuangan konsolidasian. 

 

4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada 

dalam Standar Akuntansi Pemerintahan 

Dalam rangka menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin melalui Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 53 Tahun 2023 

tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 244 Tahun 2021 tentang 

Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 253 Tahun 

2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk kemudian menjadi pedoman 

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 

Anggaran 2023. 
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BAB V  

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 

 

5.1 Laporan Realisasi Anggaran 

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian 

sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang 

menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode 

pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan, Belanja, 

Transfer, dan Pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas. 

5.1.1   Pendapatan 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp4.078.146.093.777,00 Rp3.807.807.962.928,72 Rp3.221.260.445.686,84 

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin menganggarkan Pendapatan sebesar Rp4.078.146.093.777,00 

dengan realisasi sebesar Rp3.807.807.962.928,72 atau 93,37% dari nilai 

anggaran. Realisasi tersebut naik sebesar Rp586.547.517.241,88 atau 18,21% 

dibandingkan realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rp3.221.260.445.686,84. Komposisi pencapaian realisasi Pendapatan per 

kelompok Pendapatan disajikan sebagai berikut. 

Tabel 5.1. Rincian Pendapatan Per Kelompok Pendapatan-LRA TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1.1   Pendapatan Asli Daerah-LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp407.152.294.811,00 Rp369.450.573.693,72 Rp352.504.682.841,06 

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

menganggarkan PAD sebesar Rp407.152.294.811,00 dengan  realisasi sebesar 

Rp369.450.573.693,72 atau 90.74% dari nilai anggaran. Realisasi PAD tersebut 

naik sebesar Rp16.945.890.852,66 atau 4,81% dibandingkan dengan realisasi 

PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp352.504.682.841,06. Rincian 

penerimaan PAD adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 Anggaran 2023  Realisasi  2023  Realisasi  2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA 407.152.294.811,00 369.450.573.693,72 90,74 352.504.682.841,06

2 Pendapatan Transfer - LRA 3.668.811.786.966,00 3.436.298.411.805,00 93,66 2.758.120.796.365,78

3
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah  - 

LRA
2.182.012.000,00 2.058.977.430,00 94,36 110.634.966.480,00

Jumlah 4.078.146.093.777,00 3.807.807.962.928,72 93,37 3.221.260.445.686,84

No Uraian  % 



69 

 

Tabel 5.2. Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pendapatan Pajak Daerah-LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp103.810.475.000,00 Rp86.526.896.700,00 Rp92.131.328.321,00 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang 

dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang 

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Pendapatan Pajak Daerah merupakan pendapatan yang tarifnya 

ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemungutan 

Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah yang dilaksanakan 

oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin sampai dengan 31 Desember  2023. Dasar pemungutan Pajak 

Daerah menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin, yang 

terdiri dari: 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2018 atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2018 atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang 

Pajak Reklame; 

4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang 

Pajak Air Tanah; 

5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Pajak Penerangan Jalan; 

6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Pajak Hotel; 

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Pendapatan Pajak Daerah 103.810.475.000,00 86.526.896.700,00 83,35 92.131.328.321,00

2 Pendapatan Retribusi Daerah 7.640.360.000,00 6.354.903.597,00 83,18 4.931.450.592,75

3
Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
28.000.000.000,00 28.082.895.564,79 100,30 19.065.474.112,22

4 Lain-lain PAD yang Sah 267.701.459.811,00 248.485.877.831,93 92,82 236.376.429.815,09

Jumlah 407.152.294.811,00 369.450.573.693,72 90,74 352.504.682.841,06

No Uraian  % 
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7) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang 

Pajak Restoran; 

8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang 

Pajak Sarang Burung Walet;  

9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang 

Pajak Hiburan; 

10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;  

11) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 92 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 29 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan Dalam Kabupaten Musi Banyuasin; 

12) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 122 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 25 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam 

Kabupaten Musi Banyuasin; 

13) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 123 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 26 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan 

Dalam Kabupaten Musi Banyuasin; 

14) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pemasangan dan Pemungutan Pajak Reklame; 

15) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak 

Hotel;  

16) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pajak 

Restoran;  

17) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pajak 

Walet; 

18) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pajak 

Hiburan; 

19) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pajak 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan 

20) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Pajak Daerah 

sebesar Rp103.810.475.000,00 dengan realisasi sebesar 

Rp86.526.896.700,00 atau 83,35% dari nilai anggaran. Realisasi Pajak 

Daerah tersebut turun sebesar Rp5.604.431.621,00  atau 6,08% 

dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rp92.131.328.321,00. Adapun anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak 

Daerah dirinci pada tabel berikut. 
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Tabel 5.3. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabel di atas menggambarkan dari sebelas jenis Pendapatan Pajak Daerah 

per 31 Desember 2023, sebanyak lima jenis pajak terealisasi melebihi target 

yang dianggarkan dan enam jenis pajak lainnya tidak memenuhi target yang 

dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai penyerapan pajak daerah sebagai 

berikut. 

1) Pajak Hotel  

Pajak Hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan 

pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang 

sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas 

olahraga dan hiburan. 

Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas adalah: 

a) Fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, foto copy, pelayanan cuci, 

seterika, taksi dan pengangkut lainnya yang disediakan atau dikelola 

hotel; 

b) Fasilitas olah raga dan hiburan antara lain pusat kebugaran (fitness 

centre), kolam renang, lapangan tenis, lapangan golf, karaoke, pub, 

diskotik yang disediakan atau dikelola hotel; dan 

c) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel; 

Tidak termasuk objek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada paragraf 

di atas adalah: 

a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah 

atau Pemerintah Daerah; 

b) Jasa sewa apartemen, kondominium atau sejenisnya; 

c) Jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan dan panti sosial lainnya yang sejenisnya; dan 

e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh 

hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. 

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Pajak Hotel - LRA 1.076.250.000,00 1.171.488.616,00 108,85 1.283.868.714,00

2 Pajak Restoran - LRA 14.185.922.000,00 15.045.320.672,00 106,06 17.498.560.522,00

3 Pajak Hiburan - LRA 91.531.000,00 52.991.365,00 57,89 54.465.075,00

4 Pajak Reklame - LRA 1.575.000.000,00 1.351.763.505,00 85,83 1.471.672.094,00

5 Pajak Penerangan Jalan - LRA 36.172.448.000,00 35.452.244.856,00 98,01 35.938.027.559,00

6 Pajak Parkir - LRA 350.000.000,00 525.417.115,00 150,12 392.048.400,00

7 Pajak Air Tanah - LRA 312.260.000,00 357.505.554,00 114,49 351.039.883,00

8 Pajak Sarang Burung Walet - LRA 358.631.000,00 231.860.000,00 64,65 278.200.000,00

9
Pajak Mineral Bukan Logam dan 

Batuan - LRA
1.688.433.000,00 1.844.639.396,00 109,25 1.272.525.721,00

10

Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) - 

LRA

23.000.000.000,00 19.682.194.021,00 85,57 19.463.690.760,00

11
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) - LRA
25.000.000.000,00 10.811.471.600,00 43,25 14.127.229.593,00

Jumlah 103.810.475.000,00 86.526.896.700,00 83,35 92.131.328.321,00

No Uraian  % 
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Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 

10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

Target Pajak Hotel sebesar Rp1.076.250.000,00 dicapai sebesar 

Rp1.171.488.616,00 atau 108,85% terdiri dari realisasi pendapatan 

sebesar Rp1.148.704.479,00 dan pembayaran piutang sebesar 

Rp22.784.137,00 Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak Hotel 

adalah sebagai berikut: 

a) Target Pajak Hotel yang dianggarkan sebesar Rp498.750.000,00 

terealisasi sebesar  Rp540.256.836,00 atau 108,32%. Hal ini 

dikarenakan oleh: 

(1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak 

sudah mulai tertib; 

(2) Meningkatnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak; 

dan 

(3) Penggunaan Tapping Box yang efektif. 

b) Target Pajak Losmen yang dianggarkan sebesar Rp105.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp109.535.385,00 atau 104,32%. Hal ini 

dikarenakan oleh: 

(1) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sudah mulai tertib;  

(2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh 

pengelola pajak; dan 

(3) Meningkatnya penagihan yang dilakukan petugas pada BPPRD 

Kabupaten Musi Banyuasin. 

c) Target Pajak Wisma Pariwisata sebesar Rp472.500.000,00 terealisasi 

sebesar Rp521.696.395,00 atau 110,41%. Hal tersebut disebabkan 

oleh: 

(1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sudah mulai 

tertib; 

(2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh 

pengelola pajak; dan 

(3) Meningkatnya penagihan yang dilakukan petugas pada BPPRD 

Kab. Muba. 

2) Pajak Restoran dan Sejenisnya  

Pajak Restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran yang 

meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang 

dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun 

di tempat lain. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas 

penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang 

mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan 

sejenisnya termasuk jasa boga/katering.  

Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada 

paragraf di atas adalah Pelayanan yang disediakan oleh penyedia 

rnakanan dan/atau rninurnan dengan dipungut bayaran, yang rnencakup 

juga rumah rnakan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya 

termasuk jasa boga/katering yang nilai penjualannya yang tidak kena 

pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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Dasar pengenaan pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang 

diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak restoran 

ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. Target Pajak Restoran dan Sejenisnya Tahun 2023 

sebesar Rp14.185.922.000,00 dicapai sebesar Rp15.045.320.672,00 atau 

106,06% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp14.580.250.113,00 

dan pembayaran piutang sebesar Rp465.070.559,00. Adapun penjelasan 

mengenai realisasi Pajak Restoran adalah sebagai berikut: 

a) Target Pajak Restoran dan Sejenisnya sebesar Rp472.500.000,00 

terealisasi sebesar Rp751.685.462,00 atau  159,09%. Hal tersebut 

disebabkan oleh: 

(1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak sudah mulai 

tertib; 

(2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh 

pengelola pajak; dan 

(3) Meningkatnya penagihan yang dilakukan petugas pada BPPRD 

Kab. Muba. 

b) Target Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebesar 

Rp2.238.828.000,00 terealisasi sebesar Rp1.534.012.967,00 atau 

68,52%. Hal tersebut disebabkan oleh:  

(1) Kurangnya pemeriksaan ulang atas laporan yang disampaikan 

oleh wajib pajak sehingga nilai pajak yang ditetapkan masih 

relatif rendah dan sama setiap bulan bahkan tahun; dan 

(2) Omset yang diterima oleh Wajib Pajak masih rendah. 

c) Target Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebesar Rp12.532.000,00 

terealisasi sebesar Rp71.448.325,00 atau 570,13%. Hal tersebut 

disebabkan oleh: 

(1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; 

(2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh 

pengelola pajak; 

(3) Meningkatnya daya beli masyarakat yang berkunjung ke 

Kafetaria; dan 

(4) Meningkatnya pertumbuhan Kafetaria  di Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

d) Target Pajak Kantin dan Sejenisnya sebesar Rp5.250.000,00  

terealisasi sebesar Rp10.215.005,00 atau 194,57%. Hal tersebut 

disebabkan oleh:  

(1) Meningkatnya pemeriksaan ulang atas laporan yang disampaikan 

oleh wajib pajak; dan 

(2) Meningkatnya penggalian potensi  Pajak Kantin yang ada di 

Kabupaten Musi Banyuasin. 

e) Target Pajak Warung dan Sejenisnya sebesar Rp315.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp598.320.308,00 atau 189,94%. Hal tersebut 

disebabkan oleh: 

(1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; dan 

(2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh 

pengelola pajak. 
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f) Target Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebesar 

Rp11.141.812.000,00 terealisasi sebesar Rp12.079.638.605,00 atau 

108,42%. Hal tersebut disebabkan oleh: 

(1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; 

(2) Meningkatnya pengawasan terhadap Pajak Jasa Boga/Katering 

yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin; 

(3) Terdapat OP baru yang memiliki omzet baru; dan 

(4) Meningkatnya penggunaan jasa catering oleh perusahaan yang 

ada di Kab. Musi Banyuasin. 

3) Pajak Hiburan  

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek Pajak 

Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 

Hiburan sebagaimana dimaksud adalah: 

a) Tontonan film; 

b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 

c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; 

d) Pameran; 

e) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya 

f) Sirkus, akrobat/sulap/komedi putar dan sejenisnya; 

g) Permainan bilyar, golf, dan boling; 

h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; 

i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness 

center); dan  

j) Pertandingan olahraga. 

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau 

yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Besarnya tarif 

pajak untuk setiap hiburan adalah: 

a) Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan 

sarana film/tontonan di bioskop ditetapkan : 

(1) Golongan A II Utama sebesar 20 % (dua puluh persen); 

(2) Golongan A I Utama sebesar 15 % (lima belas persen); 

(3) Golongan B II Utama sebesar 14 % (empat belas persen); 

(4) Golongan B I Utarna sebesar 13 % (tiga belas persen); 

(5) Golongan C II Utama sebesar 12 % (dua belas persen); 

(6) Golongan D II Utama sebesar 11 % (sebelas persen); dan 

(7) Jenis Keliling sebesar 10% (sepuluh persen). 

b) Untuk hiburan berupa: 

(1) Pagelaran busana, sebesar 10 % (sepuluh persen); 

(2) Kontes kecantikan, sebesar 10 % (sepuluh persen); 

(3) Kontes binaraga, sebesar 10% (sepuluh persen); 

(4) Diskotik, karaoke, dan klab malam, sebesar 20 % (dua puluh 

persen); 

(5) Sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10% (sepuluh persen); 

(6) Perrnainan bilyar, golf, dan boling, sebesar 20% (dua puluh 

persen);  

(7) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan 

ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen); 
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(8) Panti pijat, refleksi, rnandi uap/spa, sebesar 20% (dua puluh 

persen); dan 

(9) Pusat kebugaran (fitness center), sebesar 10% (sepuluh 

persen); 

c) Untuk hiburan rakyat/tradisional berupa: 

(1) Pagelaran kesenian, sebesar 10% (sepuluh persen); 

(2) Pagelaran musik, sebesar 10% (sepuluh persen); 

(3) Pagelaran tari, sebesar 10% (sepuluh persen); 

(4) Pameran seni, sebesar 10% (sepuluh persen); dan  

(5) Pertandingan olahraga, sebesar 10% (sepuluh persen). 

Target Pajak Hiburan Tahun 2023 sebesar Rp91.531.000,00 terealisasi 

sebesar Rp52.991.365,00 atau 57,89% merupakan realisasi pendapatan 

per 31 Desember 2023. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak 

Hiburan adalah sebagai berikut: 

a) Target Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam dan Sejenisnya 

dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar 

Rp23.291.365,00 atau 38,82%. Hal ini disebabkan oleh: 

(1) Kurangnya Objek Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam yang ada 

di Kabupaten Musi Banyuasin; dan 

(2) Kurangnya minat masyarakat dalam mengunjungi Diskotik, 

Karaoke dan Klub Malam. 

b) Target Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor,  dan Permainan 

Ketangkasan sebesar Rp16.531.000,00 terealisasi sebesar 

Rp13.665.000,00 atau 82,66%. Hal ini karena oleh: 

(1) Rendahnya kegiatan/event di Kabupaten Musi Banyuasin; dan 

(2) Masih rendahnya potensi pajak permainan ketangkasan. 

c) Target Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat 

Kebugaran (Fitness Center) sebesar Rp15.000.000,00 terealisasi 

sebesar Rp16.035.000,00 atau 106,90%. Hal ini disebabkan oleh: 

(1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; dan 

(2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh 

pengelola pajak; 

4) Pajak Reklame  

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame 

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak 

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, 

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum  

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, 

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Objek Pajak 

Reklame meliputi: 

a) Reklame Papan / Videotron / Billboard / Megatron / Baleho / 

Shopsign / Tinplate;  

b) Reklame Kain / Suncreen / VertikalBanner;  

c) Reklame melekat, stiker dan poster; 

d) Reklame selebaran; 

e) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 

f) Reklame udara; 
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g) Reklame apung; 

h) Reklame suara; 

i) Reklame film / slide; dan  

j) Reklame peragaan. 

Tidak termasuk sebagai objek Pajak Reklame adalah: 

a) Penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta 

harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 

b) Penyelenggaraan Reklame calon Presiden dan Wakil Presiden, 

anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi / Kabupaten, Pemilihan 

Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa; 

c) Label/merek produk yang melekat pada barang yang 

diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk 

sejenis lainnya; 

d) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan 

ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi 

tersebut; dan  

e) Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah. 

Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame. Dalam hal 

reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan  

berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan  

sendiri, nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, 

bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penyelenggaraan, 

jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame. Tarif 

pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen). 

Target Pajak Reklame Tahun 2023 sebesar Rp1.575.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp1.351.763.505,00 atau 85,83% merupakan realisasi 

pendapatan sebesar Rp1.314.844.567,00 dan pembayaran piutang sebesar 

Rp36.918.938,00 Adapun penjelasan mengenai Realisasi Pajak Reklame 

adalah sebagai berikut: 

a) Target Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar 

Rp892.500.000,00 terealisasi sebesar Rp1.040.166.628,00 atau 

116,55%. Tingginya pencapaian ini dikarenakan oleh pertumbuhan 

Pajak Reklame Papan/Billboard/videotron/Megatron sudah signifikan. 

b) Target Pajak Reklame Kain sebesar Rp472.500.000,00 terealisasi 

sebesar Rp256.606.877,00 atau 54,31%. Hal ini dikarenakan: 

(1) Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak; dan 

(2) Rendahnya kegiatan/event di Kabupaten Musi Banyuasin yang 

menggunakan reklame. 

c) Target Pajak Reklame Melekat/Stiker sebesar Rp210.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp20.700.000,00 atau 9,86%. Hal ini dikarenakan: 

(1) Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak; dan 

(2) Rendahnya kegiatan/event di Kabupaten Musi Banyuasin yang 

menggunakan Reklame Melekat/Stiker. 
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d) Target Pajak Reklame Berjalan tidak dianggarkan namun terealisasi 

sebesar Rp34.290.000,00. Hal ini dikarenakan terdapatnya objek pajak 

baru (reklame berjalan). 

5) Pajak Penerangan Jalan  

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik 

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Objek Pajak 

Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan 

sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. 

Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan adalah: 

a) penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah; 

b) penggunaan tenaga Iistrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh 

kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik; 

dan 

c) penggunaan tenaga Iistrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. 

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga 

Listrik yang ditetapkan dalam hal: 

a) Tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, Nilai Jual 

Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah 

dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam 

rekening listrik; 

b) Tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung 

berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka 

waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di 

wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: 

a) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, 

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan 

Jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); 

b) Penggunaan tenaga Iistrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak 

Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen); 

c) Penggunaan tenaga Iistrik selain dari sumber lain dan yang 

dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebesar 

8% (delapan persen). 

Target Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 sebesar Rp36.172.448.000,00 

terealisasi sebesar Rp35.452.244.865,00 atau 98,01% merupakan realisasi 

pendapatan sebesar Rp35.444.428.446,00 dan pembayaran piutang 

sebesar Rp7.816.419,00. Adapun penjelasan mengenai realisasi Pajak 

Penerangan Jalan adalah sebagai berikut: 

a) Target Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar 

Rp5.800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp1.355.017.760,00 atau 

23,36%. Hal ini dikarenakan oleh: 

(1) Kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak 

(KKKS belum Membayar Kewajibannya); 

(2) Kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan laporan 

penggunaan listrik dan pembayaran pajak daerah; dan 
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(3) Kurangnya kesadaran wajib pajak dalam menyampaikan laporan 

penggunaan listrik dan pembayaran pajak daerah. 

b) Target Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain sebesar 

Rp30.372.448.000,00 terealisasi sebesar Rp34.097.227.096,00 atau 

112,26%. Adapun penjelasan pencapaian terkait pendapatan Pajak 

Penerangan Jalan Sumber Lain adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar listrik ke 

PLN; 

(2) Bertambahnya pelanggan baru pada PT PLN; dan 

(3) Terselenggaranya rekonsiliasi dan pengawasan terhadap Pajak 

Penerangan Jalan antara BPPRD, PT PLN (Persero), dan PT  

MEP. 

6) Pajak Parkir  

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar 

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun 

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. Tidak termasuk objek Pajak Parkir adalah: 

a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

dan Pemerintah Kabupaten; dan 

b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh Perkantoran yang hanya 

digunakan untuk karyawannya sendiri. 

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang 

seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir termasuk 

potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada 

penerima jasa parkir. Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh 

persen). 

Target Pajak Parkir Tahun 2023 sebesar Rp350.000.000,00 tercapai 

sebesar Rp525.417.115,00 atau 150,12% merupakan realisasi pendapatan 

sebesar Rp513.367.415,00 dan pembayaran piutang sebesar 

Rp12.049.700,00. Adapun penjelasan terkait pendapatan pajak tersebut 

disebabkan karena: 

(1) Meningkatnya kesadaran wajib pajak parkir; dan 

(2) Meningkatnya jumlah wajib pajak parkir. 

7) Pajak Air Tanah  

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan 

di bawah permukaan tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah 

adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan 

dasar rumah tangga, pengairan pertanian rakyat dan perikanan rakyat, 

serta peribadatan.  

Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. 

Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam 

rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh 

faktor-faktor berikut: 

a) Jenis sumber air; 

b) Lokasi sumber air; 

c) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
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d) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 

e) Kualitas air; dan 

f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan  

dan/atau pemanfaatan air. 

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud di atas disesuaikan 

dengan kondisi masing-masing daerah. Tarif pajak ditetapkan sebesar 

20% (dua puluh persen). 

Target Pajak Air Tanah Tahun 2023 sebesar Rp312.260.000,00 tercapai 

sebesar Rp357.505.554,00 atau 114,49% merupakan realisasi pendapatan 

sebesar Rp348.631.368,00 dan pembayaran piutang sebesar 

Rp8.874.186,00. Adapun penjelasan terkait pendapatan pajak tersebut 

adalah sebagai berikut: 

(1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; 

(2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh  

pengelola pajak; dan 

(3) Adanya perubahan Perbup Nomor 139 Tahun 2021 dalam 

menetapkan Nilai Perolehan Air Tanah. 

8) Pajak Sarang Burung Walet  

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan 

dan/atau pengusahaan sarang burung walet dalam bentuk pengambilan 

dan pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami dan di luar habitat 

alami. Tidak termasuk objek Pajak Sarang Burung Walet adalah 

pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak (PNBP). 

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang 

Burung Walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran 

umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan 

dengan volume sarang burung walet. Tarif Pajak Sarang Burung Walet 

baik di habitat alami maupun di luar habitat alami ditetapkan sebesar 10% 

(sepuluh persen). 

Target Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2023 sebesar 

Rp358.631.000,00 terealisasi sebesar Rp231.860.000,00 atau 64,65% 

merupakan realisasi pendapatan per 31 Desember 2023. Rendahnya 

pencapaian ini karena: 

(1) Tidak transparannya wajib pajak dalam menyampaikan omset 

penjualan yang sesungguhnya; dan  

(2)   Masih banyaknya gedung walet yang belum menghasilkan. 

9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan 

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di 

dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 

Batuan yang meliputi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu 

kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar, garam batu 

(halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, 

marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, 

phospat, talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tras, 
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yarosif, zeolite, basal, traktit, dan mineral bukan logarn dan batuan 

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dasar pengenaan Pajak. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai 

Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dihitung 

dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar 

atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. 

Besar tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 15% (lima 

belas persen). 

Target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 sebesar 

Rp1.688.433.000,00 terealisasi sebesar Rp1.844.639.396,00 atau 

109,25% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp1.843.073.396,00 

dan pembayaran piutang sebesar Rp1.566.000,00. Adapun penjelasan 

mengenai Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai 

berikut: 

a) Target Pajak Pasir dan Kerikil sebesar Rp575.000.000,00 terealisasi 

sebesar Rp676.837.720,00 atau 117,71%. Pencapaian ini karena 

Meningkatnya pelaksanaan kegiatan  pembangunan infrastruktur di 

Kabupaten Musi Banyuasin; dan 

b) Target Pajak Tanah Liat sebesar Rp1.113.433.000,00 terealisasi 

sebesar Rp1.167.801.676,00 atau 104,88%. Pencapaian ini karena: 

(1) Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak; 

dan 

(2) Meningkatnya pengawasan pajak daerah yang dilakukan oleh 

pengelola pajak. 

10) Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)  

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan adalah pajak atas bumi 

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh 

orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan dan perdesaan kecuali 

kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 

dan pertambangan. 

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan adalah objek pajak yang: 

a) Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah untuk penyelengaraan pemerintahan; 

b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di 

bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan 

nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis 

dengan itu; 

d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata taman 

nasional, tanah pengembangan yang di kuasai oleh desa dan tanah 

negara yang belum dibebani suatu hak; 

e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan 

asas perlakuan timbal balik; dan 

f) Digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga internasional yang 

ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. 
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Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

adalah NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek 

pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan 

wilayahnya. 

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan sebagai berikut: 

a) Untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun. 

b) Untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai 

dengan Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta 

rupiah) ditetapkan sebesar 0,125 % (nol koma seratus dua puluh lima 

persen) per tahun. 

c) Untuk NJOP di atas Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu milyar 

lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,150 % (nol koma seratus 

lima puluh persen) per tahun. 

d) Untuk NJOP di atas Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta 

rupiah) sampai dengan Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus 

lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,175 % (nol koma seratus 

tujuh puluh lima persen) per tahun. 

e) Untuk NJOP di atas Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima 

puluh juta rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar 

rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun. 

f) Untuk NJOP di atas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) per tahun. 

Target PBB Perdesaan Perkotaan Tahun 2023 sebesar 

Rp23.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp19.682.194.021,00 atau 

85,57% merupakan realisasi pendapatan sebesar Rp19.029.075.366,00 

dan pembayaran piutang sebesar Rp653.118.655,00. Pencapaian realisasi 

tersebut dikarenakan: 

a) Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk segera melunasi 

kewajiban membayar PBB; 

b) Belum optimalnya validasi Data PBB P2; 

c) Sanksi tidak/belum membayar PBB baru sebatas sanksi denda 

(administrasi) dan belum menerapkan sanksi pidana; 

d) Kurangnya follow up terhadap SPPT PBB yang disampaikan kepada 

wajib pajak. 

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak alas tanah dan atau bangunan. Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak  

pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

Objek pajak yang tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan adalah objek pajak yang berasal dari: 

a) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan 

timbal balik; 
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b) Negara untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan/ atau untuk 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; 

c) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan 

Peraturan Menteri Keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha 

atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau 

perwakilan organisasi tersebut; 

d) Orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan 

hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama orang pribadi atau 

Badan karena wakaf dan orang pribadi atau Badan yang digunakan 

untuk kepentingan ibadah. 

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah 

Nilai Perolehan Objek Pajak,  dengan tarif yang ditetapkan sebesar 5% 

(lima persen). 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2023 

dianggarkan sebesar Rp25.000.000.000,00 terealisasi sebesar 

Rp10.811.471.600,00 atau 43,25% merupakan realisasi pendapatan 

sebesar Rp9.723.554.077,00 dan pembayaran piutang sebesar 

Rp1.087.917.523,00. Adapun penjelasan mengenai Pajak Bea Perolehan 

Hak atas Tanah dan Bangunan adalah sebagai berikut: 

a) Target BPHTB-Pemindahan Hak sebesar Rp15.000.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp3.825.342.640,00 atau 25,50%. Pencapaian ini 

dikarenakan: 

(1) Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang membuat sertifikat 

hak milik; 

(2) Belum tergalinya potensi BPHTB di perusahaan yang ada di 

Kabupaten Musi Banyuasin; dan 

(3) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan BPHTB 

sesuai nilai jual pasar, menyebabkan penerimaan dari Pajak 

BPHTB tersebut kurang maksimal, atau tidak sesuai dengan yang 

ditargetkan. 

b) Target BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebesar Rp10.000.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp6.986.128.960,00 atau 69,86%. Pencapaian ini 

dikarenakan: 

(1) Belum tergalinya potensi BPHTB di perusahaan yang ada di 

Kabupaten Musi Banyuasin; dan 

(2) Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam melaporkan BPHTB 

sesuai nilai jual pasar, menyebabkan penerimaan dari Pajak 

BPHTB tersebut kurang maksimal, atau tidak sesuai dengan yang 

ditargetkan. 

b. Pendapatan Retribusi Daerah–LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp7.640.360.000,00 Rp6.354.903.597,00 Rp4.931.450.592,75 

Pendapatan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang 

tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah yang terkait langsung dengan 

pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. 

Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh 
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masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Sampai dengan 31 Desember 

2023, dasar pemungutan Retribusi Daerah menggunakan Peraturan Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin, yang terdiri dari: 

1) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 

2) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; 

3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; 

4) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2012 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan; 

5) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2013 

tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus serta 

Pemakaian Mobil Lavactory/ WC Umum; 

6) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Pasar; 

7) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendaliaan Menara 

Telekomunikasi; 

8) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2016 

tentang  Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing; 

9) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 18 Tahun 2016 

tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 

10) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;  

11) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 7 tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 

12) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 

13) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

14) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2021 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerh Nomor 17 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Pelayanan Persampahan; 

15) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2019 

tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; 

16) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Daerah di Bidang Transportasi/Mobil Derek, Parkir Ditepi Jalan 
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Umum, Pengujian Kendaraan Bermotor, Jasa Usaha Penyelenggaraan di 

Air; 

17) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 30 Tahun 2012 tentang Tata 

Cara Pemakaian Peralatan Laboratorium Yang Dimiliki atau Dikelola 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Analisa Limbah; 

18) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 112 Tahun 2018 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 21 Tahun 2014 

Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam 

Kebakaran; dan 

19) Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara 

Telekomunikasi. 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Retribusi Daerah 

sebesar Rp7.640.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.354.903.597,00 

atau 83,18% dari nilai anggaran. Realisasi Retribusi Daerah tersebut naik 

sebesar Rp1.423.453.004,25 atau 28,86% dibandingkan dengan realisasi 

Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.931.450.592,75. 

Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dirinci pada tabel 

berikut. 

Tabel 5.4. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 15 jenis Retribusi Daerah, 

terdapat 11 jenis retribusi yang realisasinya melebihi target yang 

dianggarkan. Penjelasan untuk retribusi tersebut adalah sebagai berikut: 

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA 18.700.000,00 22.957.900,00 122,77 16.510.000,00

2 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA 200.000.000,00 266.343.000,00 133,17 313.039.000,00

3 Retribusi Pelayanan Pasar - LRA 200.000.000,00 210.285.000,00 105,14 207.949.000,00

4 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA 150.000.000,00 148.589.000,00 99,06 135.901.003,00

5 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA 120.000.000,00 199.387.500,00 166,16 172.050.000,00

6 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA 24.000.000,00 28.050.000,00 116,88 22.800.000,00

7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA 200.000.000,00 428.696.500,00 214,35 397.577.500,00

8
Retribusi Pengaw asan dan Pengendalian Menara 

Telekomunikasi - LRA
882.218.000,00

791.695.097,00 89,74 645.946.860,00

9 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA 1.166.500.000,00 1.987.143.080,00 170,35 1.554.034.260,00

10 Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan - LRA 310.000.000,00 312.125.000,00 100,69 298.902.140,00

11 Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA 210.000.000,00 190.065.000,00 90,51 181.583.000,00

12 Retribusi Rumah Potong Hew an - LRA 40.000.000,00 40.250.000,00 100,63 40.115.000,00

13 Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA 5.000.000,00 5.900.000,00 118,00 53.250.000,00

14 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - LRA 113.942.000,00 190.892.000,00 167,53 230.380.000,00

15 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA 4.000.000.000,00 1.532.524.520,00 38,31 661.412.829,75

Jumlah 7.640.360.000,00 6.354.903.597,00 83,18 4.931.450.592,75

No Uraian  % 
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1) Retribusi Pelayanan Kesehatan  

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pembayaran atas Pelayanan 

Kesehatan di Puskesmas Air Balui. Pelayanan Kesehatan merupakan 

segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang 

dan/atau Institusi (Rumah Tangga, Tempat-tempat Umum termasuk 

Tempat Kerja, Tempat Ibadah, Tempat Pendidikan dan Kesehatan) dalam 

rangka Observasi, Diagnosis, Pengobatan, atau Pelayanan Kesehatan 

lainnya. 

Struktur dan besaran tarif layanan digolongkan ke daIam jenis pelayanan 

kesehatan yang diberikan dan ditambahkan biaya pe1ayanan penunjang 

lainnya. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Puskesmas Air Balui. 

Target Pelayanan Kesehatan sebesar Rp18.700.000,00 terealisasi sebesar 

Rp22.957.900,00 atau 122,77%. Pencapaian tersebut dikarenakan 

meningkatnya masyarakat yang berobat ke Puskesmas Air Balui. 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan  

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pembayaran atas 

pelayanan persampahanlkebersihan khusus disediakan dan diberikan oleh 

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek 

retribusi meliputi pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber ke 

TPA, pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, 

penyediaan TPA, dan pengolahan dan amu pemusnahan sampah di TPA. 

Sedangkan yang tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan 

kebersihan jalan umum dan pelayanan kebersihan taman ruangan tempat 

umum. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang 

diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan 

masyarakat. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan 

Hidup. 

Target Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar 

Rp200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp266.343.000,00 atau 133,17%. 

Hal ini dikarenakan meningkatnya penertiban dalam penarikan retribusi 

oleh petugas dan bertambahnya data objek retribusi yang selalu update. 

3) Retribusi Pelayanan Pasar  

Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan atas jasa pelayanan yang 

meliputi Retribusi pelataran yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima 

dan pedagang asongan dan/atau sejenisnya, Retribusi Los dan Kios yang 

dikelola oleh Pemerintah Daerah.  

Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah pelayanan 

fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

Struktur tarif digolongkan atas dasar jenis pelayanan yang diberikan, 

intensitas pemakaian, luas kios/los/pelataran dan waktu pemakaian dan 

klasifikasi pasar. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian. 

Target Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi 

sebesar Rp210.285.000,00 atau 105,14%. Hal ini dikarenakan 

optimalisasi penagihan oleh petugas diseluruh UPTD Pasar dalam 

Kabupaten Musi Banyuasin. 
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4) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran  

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat 

pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat 

penyelamat jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam 

kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamat jiwa 

yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. 

Besarnya retribusi yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat 

penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Prinsip penetapan struktur dan 

tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran didasarkan pada 

klasifikasi perusahaan dan/atau jenis usaha yang mengandung prinsip 

rentan dan beresiko tinggi terhadap bahaya kebakaran serta berdampak 

pada korban jiwa, harta dan kerusakan lingkungan. Pengelola atas 

retribusi ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. 

Target Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran sebesar 

Rp120.000.000,00 dicapai sebesar Rp199.387.500,00 atau 166,16%. Hal 

ini karena intensifnya pemeriksaan ke perusahaan; 

5) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus  

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah retribusi sebagai 

pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus serta pelayanan pemakaian 

mobil lavactory/wc umum yang dilakukan oleh Pemerintah. Cara 

mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyediaaan dan/atau 

Penyedotan Kakus serta pemakaian mobil lavactory/wc umum 

berdasarkan ukuran septic tank untuk penyedotan kakus dan hari untuk 

pemakaian mobil lavactory/wc umum serta lokasi/wilayah. Penetapan 

tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin. 

Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perumahan dan 

Kawasan Permukiman. 

Target Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar 

Rp24.000.000,00 terealisasi sebesar Rp28.050.000,00 atau 116,88%. Hal 

ini dikarenakan tingkat partisipasi di retribusi semakin membaik. 

Terdapat koreksi sebesar Rp2.250.000,00 yang merupakan koreksi atas 

pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang belum 

disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023. 

6) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang  

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi atas pelayanan 

perindustrian dan perdagangan meliputi pelayanan pengujian alat-alat  

ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam 

keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan  

Perundang-undangan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan 

tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan 

memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, 

kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan kepastian hukum. Pengelola 

atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 

Target Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebesar Rp200.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp428.696.500,00 atau 214,35%. Hal ini dikarenakan 

tingkat partisipasi semakin membaik. 
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7) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD)  

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) adalah pembayaran atas 

pelayanan pemakaian Kekayaan Daerah, antara lain pemakaian tanah dan 

bangunan, pemakaian ruangan pesta, pemakaian kendaraan, dan 

pemakaian alat-alat berat milik daerah. Tidak termasuk penggunaan tanah 

yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Tarif Retribusi 

digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka 

waktu pemakaian. 

Target Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) sebesar 

Rp1.166.500.000,00 terealisasi sebesar Rp1.987.143.080,00 atau  

170,35% Penjelasan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, 

sebagai berikut. 

a) Target Retribusi Pemakaian Laboratorium pada Dinas Lingkungan 

Hidup dan Penelitian Pengembangan sebesar Rp650.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp1.123.019.000,00 atau 172,77%. Hal ini 

dikarenakan tingkat partisipasi semakin membaik dan permohonan 

pengujian analisa di Kabupaten Musi Banyuasin berjalan seperti biasa 

dan mengalami peningkatan jumlah pelanggan laboratorium; 

b) Target Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp150.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp327.000.000,00 atau 218,00%. Hal ini 

dikarenakan adanya perubahan tarif sewa Gedung Darma Wanita, 

meningkatnya antusias masyarakat dalam penggunaan Gedung Darma 

Wanita, dan fasilitas yang semakin baik dari sebelumnya. Pengelola 

atas retribusi ini dilakukan oleh Sekretariat Daerah; 

c) Target Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor sebesar 

Rp31.500.000,00 terealisasi sebesar Rp5.100.000,00 atau 16,19%. 

Rincian Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor adalah sebagai 

berikut: 

(1) Retribusi Pemakaian Kendaraan – Dishub dianggarkan sebesar 

Rp6.500.000,00 terealisasi sebesar Rp5.100.000,00 atau 78,46%. 

Hal tersebut dikarenakan pengunaan derek yang pemanfaatan 

pengunaannya tidak setiap hari dan bersifat social oriented, 

terutama pada saat terjadi kecelakaan dan hanya di manfaatkan 

jika ada yang membutuhkan saja. 

(2) Retribusi Pemakaian Kendaraan  - Dinas Perikanan dianggarkan 

sebesar Rp25.000.000,00 dan tidak terealisasi. Hal tersebut 

dikarenakan belum adanya kegiatan yang menggunakan 

pemakaian kendaraan yang ada di Dinas Perikanan. 

d) Target Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp335.000.000,00 terealisasi 

sebesar Rp532.024.080,00 atau 158,81%. Rincian Retribusi 

Pemakaian Alat adalah sebagai berikut: 

(1) Retribusi Pemakaian Alat – Dinas PUPR dianggarkan sebesar 

Rp210.000.000,00 terealisasi sebesar Rp213.887.640,00 atau 

101,85%. Hal tersebut dikarenakan telah berjalannya 

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin. 

(2) Retribusi Pemakaian Alat  - Dinas Perkebunan dianggarkan 

sebesar Rp125.000.000,00 terealisasi sebesar Rp318.136.440.,00 
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atau 254,51%. Hal tersebut dikarenakan banyaknya peminjaman 

alat berat baik dari perorangan, kelompok tani maupun 

perusahaan pada Dinas Perkebunan. 

8) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan  

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan merupakan retribusi yang 

dipungut atas pelayanan dari fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah 

Daerah. Struktur tarif digolongkan atas dasar jenis pelayanan yang 

diberikan, luas lantai bangunan atau lokal, tata letak, jangka waktu 

pemakaian dan klasifikasi. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian. 

Target Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar 

Rp310.000.000.00 terealisasi sebesar Rp312.125.000,00 atau 100,69%. 

Hal ini dikarenakan beberapa kios dan los di Pasar Perjuangan maupun 

Pasar Randik sudah taat untuk membayar Retribusi Pasar Grosir dan/atau 

Pertokoan. 

9) Retribusi Rumah Potong Hewan  

Retribusi Rumah Potong Hewan adalah retribusi yang dipungut sebagai 

pembayaran atas pelayanan jasa/fasilitas pemotongan hewan di Rumah 

Potong Hewan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, 

jenis ternak dan jumlah ternak. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. 

Target Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp40.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp40.250.000,00 atau 100,63%. Hal ini dikarenakan 

meningkatnya pengguna jasa Retribusi Rumah Potong Hewan. 

10) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan  

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah retribusi yang dipungut atas 

penyediaan pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di 

lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Kabupaten. Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan 

Kepelabuhan diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah di Bidang Transportasi. 

Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan. 

Target Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebesar Rp5.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp5.900.000,00 atau 118,00%. Hal ini dikarenakan 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap retribusi daerah karena 

fasilitas pelabuhan yang mulai terpenuhi. 

11) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga  

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah retribusi atas pelayanan 

tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Struktur tarif digolongkan 

berdasarkan jenis penggunaan sarana rekreasi dan olahraga yang 

disediakan dan/atau dikelola Pemerintah Daerah. Besarnya tarif Retribusi 

Tempat Rekreasi dan Olahraga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olahraga. Pengelola atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Pemuda, 

Olahraga dan Pariwisata. 
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Target Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 

Rp113.942.000,00 terealisasi sebesar Rp190.892.000,00 atau 167,53%. 

Hal ini dikarenakan sudah sadarnya masyarakat yang menggunakan 

gedung olahraga. 

Namun, terdapat empat jenis retribusi dengan realisasi tidak memenuhi 

target yang dianggarkan. Adapun penjelasan mengenai capaian retribusi 

daerah, adalah sebagai berikut: 

1) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor  

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi yang dipungut 

atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan 

bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. Struktur tarif 

dibedakan berdasarkan jenis kendaraan bermotor yang diuji. Struktur dan 

besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Daerah di Bidang Transportasi. Pengelola atas retribusi ini 

dilakukan oleh Dinas Perhubungan. 

Target Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 

Rp150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp148.589.000,00 atau 99,06%. 

Hal ini dikarenakan sebagai berikut: 

a) Masyarakat mulai sadar akan pentingnya keselamatan berkendara 

dijalan raya termasuk kelaikan kendaraan yang beroperasi di dalam 

wilayah Kabupaten Musi Banyuasin; 

b) Adanya perdirjen tentang Normalisasi Kendaraan Over Dimensi 

Over Loading (ODOL) sehinggga kendaraan ODOL tidak dapat 

melakukan uji berkala. Ini merupakan program Kementrian 

Perhubungan untuk mengatasi kecelakaan dan kerusakan jalan yang 

diakibatkan oleh operasional kendaraan ODOL guna mewujudkan 

"Zero ODOL 2023"; dan  

c) Banyak kendaraan yang numpang uji dan mutasi keluar daerah tanpa 

melapor pada unit pengujian daerah Kabupaten Musi Banyuasin. 

2) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi  

Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfatan ruang untuk 

menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, 

keamanan, dan kepentingan umum. Formulasi Perhitungan Retribusi 

Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan tingkat 

pengunaan jasa dikali tarif retribusi. Pengelola atas retribusi ini dilakukan 

oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 

Target Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 

sebesar Rp882.218.000,00 terealisasi sebesar Rp791.695.097,00 atau 

89,74%. Hal ini dikarenakan sebagai berikut: 

a) Peralihan kepemilikan Menara Telekomunikasi dari PT Telkomsel 

ke PT Daya Mintra setelah SKRD diterbitkan; 

b) Harus melalui beberapa proses verifikasi; dan 
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c) Submit dokumen SKRD ke bagian keuangan untuk dilakukan 

pembayaran. 

3) Retribusi Tempat Khusus Parkir  

Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas pelayanan 

penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan 

dikelola oleh perusahaan Daerah dan pihak swasta. Tarif retribusi 

digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir yang disediakan dan jenis 

kendaraan bermotor. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dalam 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

Target Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp210.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp190.065.000,00 atau 90,51%. Rincian dari Retribusi 

Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut: 

a) Retribusi Tempat Khusus Parkir – Dinas Perhubungan yang 

dianggarkan sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar 

Rp48.600.000,00 atau 81,00%. Hal ini dikarenakan kurang kesadaran 

masyarakat dalam melakukan pembayaran jasa parkir kendaraan 

mereka; dan 

b) Retribusi Tempat Khusus Parkir – Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian yang dianggarkan sebesar Rp150.000.000,00 terealisasi 

sebesar Rp141.465.000,00 atau 94,31%. Hal tersebut dikarenakan 

faktor cuaca dan juga berkurangnya daya beli pembeli yang 

berkunjung ke pasar. Terdapat koreksi sebesar Rp2.000.000,00 yang 

merupakan koreksi atas pendapatan retribusi parkir mangunjaya yang 

belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2023. 

4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan  

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah adalah biaya yang dipungut 

atas pemberian izin mendirikan bangunan. Struktur dan besarnya tarif 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan Kabupaten Musi Banyuasin. Pengelola atas 

retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp4.000.000.000,00 

dicapai sebesar Rp1.532.524.520,00 atau 38,31%. Hal ini dikarenakan: 

 a) Prosedur administrasi dalam pengurusan IMB/PBG terlalu panjang 

dengan melibatkan beberapa instansi; dan 

 b) Adanya perubahan regulasi tentang bangunan gedung. 

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp28.000.000.000,00 Rp28.082.895.564,79 Rp19.065.474.112,22 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp28.000.000.000,00 dengan 

realisasi sebesar Rp28.082.895.564,79 atau 100,30% dari nilai anggaran. 

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tersebut naik 

sebesar Rp9.017.421.452,57 atau 47,30% dibandingkan dengan realisasi 
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Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2022 

sebesar Rp19.065.474.112,22. Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan 

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebagai berikut: 

1) Realisasi sebesar Rp25.082.895.564,79 di Tahun Anggaran 2023 

merupakan jumlah dividen PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

Selatan dan Bangka Belitung berdasarkan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2022 yang dilaksanakan 

tanggal 16 Maret 2023. Saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin sebanyak 89.175 lembar dengan jumlah dividen yang 

diterima Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin sebesar Rp25.082.895.564,79 yang telah disetor ke Kas 

Daerah pada tanggal 17 Maret 2023. Pendapatan tersebut merupakan 

dividen Tahun Buku 2022 atas Laba dari Penyertaan Modal pada Bank 

Sumsel Babel sesuai dengan Surat Direktur Utama Bank Sumsel Babel 

Nomor 312/DIR/III/B/2023; dan 

2) Realisasi sebesar Rp3.000.000.000,000 merupakan dividen PT Petro 

Muba (Perseroda) untuk Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai 

Pemegang Saham berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham PT Petro Muba (Perseroda) Nomor:001/RUPS/PETRO-

MUBA/IV/2023 yang telah disetor ke Kas Daerah pada tanggal 17 April 

2023. 

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah -LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp267.701.459.811,00 Rp248.485.877.831,93 Rp236.376.429.815,09 

Lain-lain PAD yang Sah adalah jenis pendapatan yang dianggarkan untuk 

menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis Pajak Daerah, 

Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.  

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Lain-lain PAD  

yang Sah sebesar Rp267.701.459.811,00 dengan realisasi sebesar 

Rp248.485.877.831,93 atau 92,82% dari nilai anggaran. Realisasi Lain-lain 

PAD yang Sah tersebut naik sebesar Rp12.109.448.016,84 atau 5,12% 

dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 

2022 sebesar Rp236.376.429.815,09. Anggaran dan Realisasi Pendapatan 

Lain-lain PAD yang Sah dirinci pada tabel berikut. 

Tabel 5.5. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun Anggaran 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Uraian Anggaran 2023 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) % Realisasi 2022 (Rp)

1
Hasil Penjualan BMD yang Tidak 

Dipisahkan - LRA 385.500.000,00 1.131.282.500,00 293,46 689.002.500,00

2
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 

Dipisahkan 14.750.000,00 73.750.000,00 500,00 14.750.000,00

3 Jasa Giro - LRA 7.750.000.000,00 6.606.014.367,47 85,24 4.505.982.433,00

4 Pendapatan Bunga - LRA 9.000.000.000,00 11.817.040.333,00 131,30 1.305.137.028,00

5
Penerimaan atas Tuntutan Ganti 

Kerugian Daerah - LRA 8.101.000.000,00 15.680.609.854,59 193,56 33.535.567.791,36
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Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 11 jenis Lain-lain PAD yang Sah, 

terdapat enam jenis Lain-lain PAD yang Sah yang realisasinya melebihi 

target yang dianggarkan dan lima jenis yang tidak memenuhi target yag 

dianggarkan. Penjelasan mengenai capaian Lain-lain PAD yang Sah 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan  

Hasil Penjualan BUMD Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar 

Rp1.131.282.500,00,  terdiri dari: 

a) Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.033.400.000,00 

dengan rincian sebagai berikut:  

(1) Pembayaran angsuran lelang Kendaraan Roda 4 BG 2111 BZ an. 

Bambang Irawan yang telah disetor ke kas daerah tanggal 09 

Januari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 berdasarkan Keputusan 

Bupati Musi Banyuasin Nomor 002 Tahun 2015 tentang 

Penjualan/Pelelangan Kendaaraan Milik Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin tanggal 21 Mei 2015; 

(2) Penjualan 1 (satu) unit scrap Kendaraan Roda 2 sebesar 

Rp650.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin 

Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(3) Penjualan 1 (satu) unit scrap Kendaraan Roda 4 sebesar 

Rp22.700.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin 

Nomor Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(4) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap Kendaraan Bermotor Roda 2 

sebesar Rp5.900.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi 

Banyuasin Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 

2023; 

(5) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap Kendaraan Roda 4 sebesar 

Rp57.350.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin 

Nomor Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(6) Penjualan 1 (satu) unit scrap Motor Boat sebesar Rp1.560.000,00 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023  tanggal 12 Juli 2023; 

No Uraian Anggaran 2023 (Rp) Realisasi 2023 (Rp) % Realisasi 2022 (Rp)

6 Penerimaan Komisi, Potongan, atau 

Bentuk Lain

252.000.000,00 697.196.238,02 276,67 225.863.514,00

7 Pendapatan Denda atas 

Keterlambatan Pelaksanaan 

Pekerjaan - LRA

1.000.000.000,00 948.055.747,02 94,81 1.643.671.366,81

8
Pendapatan Denda Pajak Daerah - 

LRA 551.100.000,00 408.588.085,08 74,14 395.604.278,00

9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas 

Jaminan - LRA

1.500.000.000,00 85.478.150,00 5,70 9.542.485.750,00

10
 Pendapatan dari Pengembalian - LRA 75.000.000,00 85.473.867,00 113,97 223.173.352,00

11 Pendapatan Badan Layanan Umum 

Daerah (BLUD) - LRA 239.072.109.811,00 210.952.388.689,75 88,24 184.295.191.801,92

Jumlah 267.701.459.811,00 248.485.877.831,93 92,82 236.376.429.815,09
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(7) Penjualan 1 (satu) unit scrap Motor Boat sebesar Rp4.540.000,00 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(8) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap Bentor sebesar Rp2.750.000,00 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(9) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap Truk sebesar Rp4.200.000,00 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(10) Penjualan 1 (satu) unit scrap Kendaraan Roda 4 sebesar 

Rp12.700.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin 

Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(11) Penjualan 1 (satu) unit scrap Kendaraan Roda 4 sebesar 

Rp28.450.000,00 berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin 

Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(12) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Ford Ranger 

Double Cab. XLS 2.2 (4x4) M/T, Tahun 2012, Nopol BG 9706 

BZ, No. Rangka MNBDFF80CW120909 No. Mesin: 

P4AT1020349 sebesar Rp68.100.000,00 berdasarkan Keputusan 

Bupati Musi Banyuasin Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 

tanggal 12 Juli 2023; dan 

(13) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type 

Toyota/Land Cruiser 200 Full Spec A/T, Tahun 2012, Nopol BG 

1230 BZ, No. Rangka: JTMHV05JXC4093483, No. Mesin: 

1VD-0183340 sebesar Rp819.500.000,00 berdasarkan Keputusan 

Bupati Musi Banyuasin Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 

tanggal 12 Juli 2023; 

b) Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar 

Rp10.671.500,00 terdiri dari: 

(1) Penjualan Sisa Bongkaran Gedung HCU RSUD Sungai Lilin 

pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.671.500,00 yang disetor ke 

kas daerah pada tanggal 16 November 2023 berdasarkan 

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Nomor:621/KPTS-BPKAD/2023 tanggal 28 Agustus 2023; 

(2) Penjualan Sisa Bongkaran Gedung HCU RSUD Sungai Lilin 

pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.000.000,00 yang disetor ke 

kas daerah pada tanggal 16 November 2023 berdasarkan 

Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Nomor:621/KPTS-BPKAD/2023 tanggal 28 Agustus 2023; dan 

(3) Penjualan Sisa Bongkaran Bangunan pada RSUD Bayung Lencir 

sebesar Rp5.000.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 

16 November 2023 berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:857/KPTS-BPKAD/2023 

tanggal 28 Agustus 2023; 
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c) Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar 

Rp86.211.000,00 terdiri dari: 

(1) Hasil Penjualan Biota Perairan pada Dinas Perikanan Kabupaten 

Musi Banyuasin sebesar Rp82.211.000,00 yang merupakan hasil 

penjualan dari ikan nila, ikan patin, ikan lele, benih lele, dan 

benih nila; 

(2) Hasil Penjualan Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar 

Rp4.000.000,00, terdiri dari: 

(1) Penjualan Sisa Pemusnahan Bangunan Tempat Pendidikan 

Lain-Lain Milik SDN Tegal Mulyo pada Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan sebesar Rp1.000.000,00 yang disetor ke kas 

daerah pada tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan Keputusan 

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 

Nomor:850/KPTS-BPKAD/2022 tanggal 26 Desember 2022; 

(2) Penjualan Barang Bongkaran Bangunan Pekerjaan Rehab 

Gedung Dermaga Sekayu pada Dinas Perhubungan sebesar 

Rp2.000.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 01 

September 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas 

Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin 

Nomor:550/188/KPTS/DISHUB/2023 tanggal 19 Mei 2023; 

dan 

(3) Penjualan Sisa Bongkaran Bangunan pada PKM Bayung 

Lencir sebesar Rp1.000.000,00 yang disetor ke kas daerah 

pada tanggal 16 November 2023. 

d) Hasil Penjualan Aset Lain-Lain terealisasi sebesar Rp1.000.000,00 

yang merupakan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Rusak 

Berat/Usang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp1.000.000,00 yang disetor ke 

kas daerah pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Keputusan 

Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:770/KPTS-

BPKAD/2023 tanggal 16 Oktober 2023; 

2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan  

Hasil Pemanfaatan BUMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar 

Rp73.750.000,00 merupakan Hasil Sewa Tanah dan Bangunan kantor 

Kas Pemda selama 5 tahun pada Badan pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah. Berdasarkan perjanjian antara pimpinan PT Bank Pembangunan 

Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Sekayu dengan 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin tentang Sewa Menyewa Kantor Kas dan ATM Nomor:   

039/SKY/PK/4/B/2021  

B-970/749/BPKAD-I/2021; 

3) Jasa Giro 

Penerimaan Jasa Giro terealisasi sebesar Rp6.606.014.367,47 terdiri dari 

jasa giro kas daerah sebesar Rp6.013.162.975,00  dan jasa giro bendahara 

sebesar Rp592.851.392,47; 
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4) Pendapatan Bunga 

Penerimaan Bunga Deposito terealisasi sebesar Rp11.817.040.333,00 

merupakan TDF Remunerasi Triwulan ke-1 sampai dengan Triwulan ke-

3.                                        

5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)  

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) terealisasi 

sebesar Rp15.680.609.854,59 dengan rincian sebagai berikut: 

a) Kerugian Barang Daerah terealisasi sebesar Rp950.000,00; dan 

b) Pengembalian Hasil Audit BPK dan APIP sebesar 

Rp15.679.659.854,59; 

6) Penerimaan Komisi, potongan, atau Bentuk Lain  

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lainnya terealisasi sebesar 

Rp697.196.238,02 dengan rincian sebagai berikut: 

a) TASPEN sebesar Rp41.947.083,00; 

b) Lain-Lain (BP2RD) sebesar Rp444.769.155,02; dan 

c) Lebak Lebung sebesar Rp210.480.000,000; 

7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang 

Pekerjaan Umum terealisasi sebesar Rp948.055.747,02; 

8) Pendapatan Denda Pajak  

Pendapatan denda pajak terealisasi sebesar Rp408.588.085,08 merupakan 

denda atas keterlambatan pembayaran pajak sebagai berikut: 

a) Pendapatan denda Pajak Hotel sebesar Rp7.188.473,00; 

b) Pendapatan denda Pajak Restoran sebesar Rp146.357.899,00; 

c) Pendapatan denda Pajak Hiburan sebesar Rp84.800,00; 

d) Pendapatan denda Pajak Reklame sebesar Rp2.925.490,00; 

e) Pendapatan denda Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.564.710,00; 

f) Pendapatan denda Pajak Parkir sebesar Rp433.242,00; 

g) Pendapatan denda Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp414.946,00;  

h) Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet sebesar 

Rp132.000,00; 

i) Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan sebesar 

Rp20.876.739,00; 

j) Pendapatan denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan 

sebesar Rp210.742.179,00; dan 

k) Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

sebesar Rp17.867.607,08. 

9) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan  

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan dianggarkan sebesar 

Rp1.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp85.478.150,00 atau 5,70%. 

Hal tersebut dikarenakan realisasi tergantung dengan pelaksanaan 

pekerjaan; 

10) Pendapatan dari Pengembalian  

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan sebesar Rp75.000.000,00 

terealisasi sebesar Rp85.473.867,00 atau 113,97% yang merupakan 

pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan  
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11) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif 

pada tahun 2008, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan 

pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, 

efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis 

pada hasil kinerja (seperti layanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan 

kawasan dan lisensi). Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan 

memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 

prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang 

sehat berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemerintah 

Daerah. Secara periodik BLUD mengajukan pengajuan proses 

pengesahan pendapatan dan belanja BLUD dengan mengajukan SP3BP 

kepada BUD. 

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ditargetkan sebesar 

Rp239.072.109.811,00 terealisasi sebesar Rp210.952.388.689,75 atau 

88,24% merupakan pendapatan dan pembayaran piutang yang dikelola 

oleh BLUD pada Dinas Kesehatan yaitu 3 RSUD dan 28 Puskesmas, 

dengan rincian sebagai berikut. 

a) Pendapatan BLUD RSUD Sekayu per 31 Desember 2023 terealisasi 

sebesar Rp132.915.838.681,45 atau 87,44% merupakan realisasi 

pendapatan Rp125.759.333.396,45 dan pembayaran piutang sebesar 

Rp7.156.505.285,00; 

b) Pendapatan BLUD RSUD Sungai Lilin per 31  Desember 2023  

terealisasi sebesar Rp21.244.340.114,30 atau 110,65% merupakan 

realisasi pendapatan sebesar Rp20.972.357.073,30 dan pembayaran 

piutang sebesar Rp271.983.041,00; 

c) Pendapatan BLUD RSUD Bayung Lencir per 31 Desember 2023 

terealisasi sebesar Rp19.615.930.622,00 atau 81,06% merupakan 

realisasi pendapatan sebesar Rp19.176.687.522,00 dan pembayaran 

piutang sebesar Rp439.243.100,00; dan 

d) Pendapatan 28 BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 terealisasi 

sebesar Rp37.176.279.272,00 atau 85,13% merupakan realisasi 

pendapatan sebesar Rp37.120.910.272,00 dan pembayaran piutang 

sebesar Rp55.369.000,00; 

5.1.1.2    Pendapatan Transfer-LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp3.668.811.786.966,00 Rp3.436.298.411.805,00 Rp2.758.120.796.365,78 

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari Pemerintah Pusat 

dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka perimbangan 

keuangan. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

menganggarkan Pendapatan Transfer sebesar Rp3.668.811.786.966,00 dengan 
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realisasi sebesar Rp3.436.298.411.805,00 atau 93,66% dari nilai anggaran. 

Realisasi Pendapatan Transfer tersebut naik sebesar Rp678.177.615.439,22 atau 

24,59% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 

2022 sebesar Rp2.758.120.796.365,78. Anggaran dan Realisasi Pendapatan 

Transfer dirinci pada tabel berikut. 

Tabel 5.6. Pendapatan Transfer-LRA 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp3.196.338.186.966,00 Rp2.965.323.836.668,00 Rp2.377.291.661.799,00 

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran 

Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah 

berdasarkan angka persentase penerimaan pajak untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan tersebut 

meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi 

Khusus (DAK). Pada Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Transfer Dana 

Perimbangan dianggarkan sebesar Rp3.196.338.186.966,00 dan terealisasi 

sebesar Rp2.965.323.836.668,00 atau 92,77% dari nilai anggaran. Realisasi 

Dana Perimbangan tersebut naik sebesar Rp588.032.174.869,00 atau 

24,74% dibandingkan dengan realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 

2022 sebesar Rp2.377.291.661.799,00. Pendapatan Dana Perimbangan 

Tahun Anggaran 2023 dirinci pada tabel berikut. 

Tabel 5.7. Rincian Transfer Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat-LRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Dana Bagi Hasil (DBH)-LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp2.438.435.494.966,00 Rp2.222.038.745.210,00  Rp1.769.991.697.984,00 

Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari 

pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang 

 Anggaran 2023   Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 3.447.722.807.966,00 3.216.650.067.268,00 93,30 2.608.298.128.799,00

2 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA 221.088.979.000,00 219.648.344.537,00 99,35 149.822.667.566,78

Jumlah 3.668.811.786.966,00 3.436.298.411.805,00 93,66 2.758.120.796.365,78

No Uraian  % 

 Anggaran 2023   Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) -

LRA

2.438.435.494.966,00 2.222.038.745.210,00 91,13 1.769.991.697.984,00

2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum 

(DAU)- LRA

401.860.671.000,00 401.856.285.900,00 100,00 371.455.549.531,00

3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Fisik - LRA
76.212.283.000,00 74.851.861.250,00

98,21
88.170.570.707,00

4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Non Fisik - LRA
279.829.738.000,00 266.576.944.308,00

95,26
147.673.843.577,00

Jumlah 3.196.338.186.966,00 2.965.323.836.668,00 92,77 2.377.291.661.799,00

No Uraian  % 
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dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase penerimaan 

Sumber Daya Alam untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2023, DBH dianggarkan 

sebesar Rp2.438.435.494.966,00 dan terealisasi sebesar 

Rp2.222.038.745.210,00 atau 91,13% dari nilai anggaran. Realisasi DBH 

tersebut naik sebesar Rp452.047.047.226,00 atau 25,54% dibandingkan 

dengan realisasi DBH Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rp1.769.991.697.984,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH) Tahun 

Anggaran 2023 dirinci pada tabel berikut. 

Tabel 5.8. Rincian Dana Bagi Hasil-LRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Dana Alokasi Umum (DAU)–LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp401.860.671.000,00 Rp401.856.285.900,00  Rp371.455.549.531,00 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang  bersumber dari pendapatan 

APBN  yang dialokasikan dengan tujuan  pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah dan pendanaan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. Pada Tahun Anggaran 2023, DAU dianggarkan sebesar 

Rp401.860.671.000,00 dan terealisasi sebesar Rp401.856.285.900,00 atau 

100,00% dari nilai anggaran. Realisasi DAU tersebut naik sebesar 

Rp30.400.736.369,00 atau 8,18%  dibandingkan dengan realisasi DAU 

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp371.455.549.531,00.  

3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp76.212.283.000,00 Rp74.851.861.250,00  Rp88.170.570.707,00 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Fisik diatur dalam 

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

DBH Pajak Bumi dan Bangunan-LRA 843.987.815.290,00 773.987.815.290,00 91,71 747.763.777.940,00

DBH PPh Pasal 21-LRA 19.163.552.146,00 19.133.700.758,00 99,84 18.529.024.000,00

DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LRA 361.639.000,00 391.490.388,00 108,25              241.321.000,00 

DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)-LRA 8.924.630,00 5.562.305,00 62,33 4.022.655,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi-LRA 326.196.403.672,00 246.196.403.672,00 75,47 186.207.067.660,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi-LRA 964.803.537.089,00 948.410.149.658,00 98,30 685.507.398.729,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi-LRA 229.108.347,00 229.108.347,00 100,00 512.051.000,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent-LRA 15.833.287.153,00 15.833.287.153,00 100,00 10.532.789.000,00

Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty-LRA 231.472.698.913,00 181.472.698.913,00 78,40 111.083.679.000,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)-LRA 34.065.887.515,00 34.065.887.515,00 100,00 7.652.256.000,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)-

LRA
787.332.000,00 787.332.000,00 100,00 0,00

DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan-LRA 1.525.309.211,00 1.525.309.211,00 100,00 1.958.311.000,00

Jumlah 2.438.435.494.966,00 2.222.038.745.210,00 91,13 1.769.991.697.984,00

Uraian  % 



99 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.07/2023 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Pada Tahun Anggaran 2023, DAK 

dianggarkan sebesar Rp76.212.283.000,00 dan terealisasi sebesar 

Rp74.851.861.250,00 atau 98,21% dari nilai anggaran. Realisasi DAK 

tersebut turun sebesar Rp13.318.709.457,00 atau 15,11%  dibandingkan 

dengan realisasi DAK Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp88.170.570.707,00. 

Adapun Pendapatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2023 dikelompokkan pada 

tabel berikut. 

Tabel 5.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp279.829.738.000,00 Rp266.576.944.308,00  Rp147.673.843.577,00 

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan 

APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Non Fisik diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang 

Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Pada Tahun Anggaran 2023, 

DAK Non Fisik dianggarkan sebesar Rp279.829.738.000,00 dan terealisasi 

sebesar Rp266.576.944.308,00 atau 95,26% dari nilai anggaran. Realisasi 

DAK Non Fisik tersebut naik sebesar Rp118.903.100.731,00 atau 80,52%  

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD - LRA 433.253.000,00 430.574.000,00 99,38 1.712.600.000,00

2 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD - LRA 33.634.208.000,00 33.302.225.000,00 99,01 35.990.374.000,00

3 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP - LRA 13.362.286.000,00 13.035.630.000,00 97,56 11.008.484.000,00

4 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan 

Kefarmasian -  LRA

0,00 0,00 0,00 5.591.839.856,00

5 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penurunan 

AKI dan AKB - LRA

0,00 0,00 0,00 481.657.266,00

6 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-Penguatan 

Intervensi Stunting - LRA

0,00 0,00 0,00 1.411.600.000,00

7 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Penugasan-

Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan 

56.041.000,00 0,00 0,00 1.147.751.030,00

8 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB - LRA 0,00 0,00 0,00 1.019.113.518,00

9 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-

Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar 

Pembangunan Pertanian - LRA

5.865.959.000,00 5.213.685.800,00 88,88 8.216.022.000,00

10 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan - LRA 0,00 0,00 0,00 2.912.804.078,00

12 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan - LRA 0,00 0,00 0,00 6.746.903.000,00

13 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan - LRA 0,00 0,00 0,00 5.413.209.000,00

14 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan - LRA 2.745.436.000,00 2.702.302.000,00 98,43 4.291.603.000,00

15 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-

Penugasan-Lingkungan Hidup

0,00 0,00 0,00 1.250.198.999,00

16 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan 

Kesiapan Sistem Kesehatan

20.115.100.000,00 0,00 0,00 976.410.960,00

16 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian 

Penyakit

0,00 56.040.000,00 0,00 0,00

16 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan 

Sistem Kesehatan

0,00 20.111.404.450,00 0,00 0,00

 Jumlah 76.212.283.000,00 74.851.861.250,00 98,21 88.170.570.707,00

No. Uraian  % 
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dibandingkan dengan realisasi DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2022 

sebesar Rp147.673.843.577,00. Adapun Pendapatan DAK Non Fisik Tahun 

Anggaran 2023 dikelompokkan pada tabel berikut. 

Tabel 5.10. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Non Fisik-LRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya LRA  

1) Dana Insentif Daerah (DID) - LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp23.878.101.000,00 Rp23.878.101.000,00 Rp11.203.104.000,00 

Dana Insentif Daerah (DID) adalah dana yang bersumber dari APBN 

kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk 

memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja 

tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum 

pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau kesejahteraan 

masyarakat. Dana Insentif Daerah diatur dalam Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk 

Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2023. 

Realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp23.878.101.000,00 atau 

100% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Insentif Daerah tersebut naik 

sebesar Rp12.674.997.000,00 atau 113,14% dibandingkan dengan 

realisasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rp11.203.104.000,00. 

2) Dana Desa  - LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp227.506.520.000,00 Rp227.448.129.600,00  Rp219.803.363.000,00 

Realisasi Dana Desa (APBN) terealisasi sebesar Rp227.448.129.600,00  

atau 99,97% dari nilai anggaran. Realisasi Dana Desa tersebut naik 

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 DAK Non Fisik - BOS Reguler 109.410.700.000,00 109.591.300.317,00 100,17 0,00

2 DAK Non Fisik - BOS Kinerja 3.420.000.000,00 3.420.000.000,00 100,00 0,00

3 DAK Non Fisik - TPG PNSD 109.770.093.000,00 104.477.091.000,00 95,18 99.403.572.305,00

4 DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD 0,00 3.668.950.000,00 0,00 3.545.499.500,00

5 DAK Non Fisik - TKG PNSD 8.198.037.000,00 8.782.776.000,00 107,13 6.907.828.760,00

6 DAK Non Fisik - BOP PAUD 11.117.400.000,00 11.016.576.000,00 99,09 10.491.417.000,00

7 DAK Non Fisik - BOP Pendidikan Kesetaraan 1.456.300.000,00 1.456.300.000,00 100,00 444.005.000,00

8 DAK Non Fisik - BOKKB - BOK 27.594.169.000,00 17.713.647.400,00 64,19 19.556.500.310,00

9
DAK Non Fisik - BOKKB - Pengaw asan Obat dan 

Makanan

419.770.000,00 0,00 0,00 0,00

10 DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB 6.554.949.000,00 4.673.271.531,00 71,29 6.405.012.022,00

11 DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal 313.000.000,00 210.774.240,00 67,34 222.087.400,00

12
DAK Non Fisik - Dana Ketahanan Pangan dan 

Pertanian
1.205.950.000,00 1.200.174.510,00 99,52 309.692.500,00

13 DAK Non Fisik - PK2UKM 369.370.000,00 366.083.310,00 99,11 388.228.780,00

 Jumlah 279.829.738.000,00 266.576.944.308,00 95,26 147.673.843.577,00

No. Uraian  % 
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sebesar Rp7.644.766.600,00 atau 3,48% dibandingkan dengan realisasi 

Dana Desa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp219.803.363.000,00. 

Rincian transfer Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 5.11. Rincian Transfer Dana Desa-LRA 

No Uraian 

Penyaluran dari RKUN ke RKD Jumlah 

Desa Tanggal SP2D Jumlah 

1 TAHAP I Batch 1 15-Mar-23        531.900.000,00             16  

2 TAHAP I Batch 2 15-Mar-23        4.783.942.500,00             16  

3 TAHAP I Batch 3 20-Mar-23      2.146.500.000,00           66  

4 TAHAP I Batch 4 17-Mar-23        18.585.727.500,00             66  

5 TAHAP I Batch 5 24-Mar-23      3.289.752.900,00            6  

6 TAHAP I Batch 6 24-Mar-23        200.700.000,00             6  

7 TAHAP I Batch 7 05-Apr-23 1.529.976.600,00                3  

8 TAHAP I Batch 8 05-Apr-23        102.600.000,00             3  

9 TAHAP I Batch 9 05-Apr-23 14.418.994.800,00           53  

10 TAHAP I Batch 10 06-Apr-23 1.635.300.000,00                53  

11 TAHAP I Batch 11 28-Apr-23         11.726.121.600,00                40 

12 TAHAP I Batch 12 28-Apr-23        1.203.300.000,00             40  

13 TAHAP I Batch 13 03-May-23        484.651.800,00               1  

14 TAHAP I Batch 14 03-May-23 36.000.000,00             1  

15 TAHAP I Batch 15 09-May-23 8.989.716.600,00           29 

16 TAHAP I Batch 16 09-May-23 1.050.300.000,00           29  

17 TAHAP I Batch 17 09-May-23        1.790.027.100,00  3 

18 TAHAP I Batch 18 10-May-23          127.800.000,00            3  

19 TAHAP I Batch 19 11-May-23 3.090.787.800,00             10  

20 TAHAP I Batch 20 11-May-23 449.100.000,00          10  

21 TAHAP I Batch 21 13-Jun-23 7.483.500.000,00  227  

22 TAHAP I Batch 22 27-Jul-23 7.483.500.000,00 227  

23 TAHAP I Batch 23 16-Nov-23 7.483.500.000,00 227  

24 TAHAP II Batch 1 14-Jul-23      24.534.306.600,00             86  

25 TAHAP II Batch 2 04-Aug-23        19.816.937.400,00             68  

26 TAHAP II Batch 3 04-Aug-23 4.603.961.850,00  9 
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No Uraian 

Penyaluran dari RKUN ke RKD Jumlah 

Desa Tanggal SP2D Jumlah 

27 TAHAP II Batch 4 15-Aug-23 1.665.254.150,00            3  

28 TAHAP II Batch 5 15-Aug-23 10.190.838.400,00  38  

29 TAHAP II Batch 6 23-Aug-23 6.994.818.000,00 22 

30 TAHAP II Batch 7 23-Aug-23 533.327.600,00 1 

31 TAHAP III Batch 1 17-Okt-23 14.630.667.200,00             64  

32 TAHAP III Batch 2 24-Okt-23      18.147.034.800,00  71             

33 TAHAP III Batch 3 25-Okt-23 6.423.532.000,00  46  

34 TAHAP III Batch 4 02-Nov-23        14.312.222.000,00             53  

35 TAHAP III Batch 5 20-Nov-23 6.971.530.400,00             26  

TOTAL Rp227.448.129.600,00 

 

Berdasarkan PMK RI Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana 

Desa yang ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2022, maka dapat diketahui 

beberapa hal terkait mekanisme penyaluran dana desa : 

a) Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

melaksanakan penyaluran Dana Desa melalui pemotongan Dana Desa setiap 

Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa 

ke Desa; 

b) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke 

Rekening Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); 

c) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa dan 

penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD; 

d) Pemotongan Dana Desa dilaksanakan dengan menggunakan Surat 

Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar yang sama dengan 

Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar Penyaluran 

Dana Desa; dan 

e) Pernerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar 

untuk Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa ke RKD dilaksanakan 

pada tanggal yang sama dengan penerbitan Surat Permintaan Pembayaran 

dan Surat Perintah Membayar Penyaluran Dana Desa. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyaluran Dana Desa dari RKUN ke 

RKUD, kemudian pemotongan Dana Desa dan Penyaluran Dana Hasil 

Pemotongan Dana Desa ke RKD dilakukan secara bersamaan. Oleh karena itu 

tampak tidak seperti melalui RKUD. 
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c. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp221.088.979.000,00 Rp219.648.344.537,00  Rp149.822.667.566,78 

Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil 

Pajak dari Provinsi dan Bantuan Keuangan dari Provinsi dianggarkan sebesar 

Rp221.088.979.000,00 dan terealisasi sebesar Rp219.648.344.537,00 atau 

99,35% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Antar Daerah naik sebesar 

Rp69.825.676.970,22 atau 46,61% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 

sebesar Rp149.822.667.566,78. Adapun Pendapatan Transfer Antar Daerah 

Tahun Anggaran 2023 dirinci pada tabel berikut. 

Tabel 5.12. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah - 

LRA 

 

 

 

 
 

1) Pendapatan Bagi Hasil 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp145.788.979.000,00 Rp153.271.461.737,00  Rp136.169.608.566,78 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dianggarkan sebesar 

Rp145.788.979.000,00 dan terealisasi sebesar Rp153.271.461.737,00  atau 

105,13% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer Pendapatan Bagi Hasil 

naik sebesar Rp17.101.853170,22 atau 12,56% dibandingkan dengan 

realisasi Tahun 2022 sebesar Rp136.169.608.566,78. Adapun Pendapatan 

Bagi Hasil Pajak Provinsi Tahun Anggaran 2023 dirinci pada tabel berikut. 

Tabel 5.13. Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah –LRA 

 

 

 

 

 

 

 
 

Penyaluran Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Selatan pada 

Tahun 2023 sebesar Rp153.271.461.737,00 yang ditetapkan dalam Surat 

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan sebagai berikut: 

a) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

953/KPTS/BPKAD/2022  tanggal 23 Desember 2022 tentang Alokasi 

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan IV Bulan Oktober 2022 sampai 

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 22.258.989.000,00 19.354.531.338,00 86,95 17.517.304.131,00

2 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor

29.224.388.000,00 24.666.511.397,00 84,40 21.228.423.114,00

3 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan 

Bermotor

64.032.036.000,00 76.473.280.253,00 119,43 69.299.792.499,79

4 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 532.657.000,00 391.091.130,00 73,42 394.287.011,00

5 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 29.740.909.000,00 32.386.047.619,00 108,89 27.729.801.810,99

Jumlah 145.788.979.000,00 153.271.461.737,00 105,13 136.169.608.566,78

No. Uraian  % 

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 145.788.979.000,00 153.271.461.737,00 105,13 136.169.608.566,78

2 Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi 75.300.000.000,00 66.376.882.800,00 88,15 13.653.059.000,00

 Jumlah 221.088.979.000,00 219.648.344.537,00 99,35 149.822.667.566,78

No. Uraian  % 
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dengan Bulan November 2022 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.917.470.095,00; 

b) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

983/KPTS/BPKAD/2022  tanggal 30 Desember 2022 tentang Alokasi 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan November 2022 sebesar 

Rp12.515.408.922,00; 

c) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

177/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 15 Februari 2023 tentang Alokasi 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Desember 2022 sebesar 

Rp12.966.775.131,00; 

d)  Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

287/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 27 Maret 2023 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk Bulan Januari 2023 sebesar 

Rp11.855.396.886,00;  

e)  Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

309/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 03 April 2023 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk Bulan Februari 2023 sebesar 

Rp11.445.969.897,00; 

f)   Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

385/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 11 Mei 2023 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk Bulan Maret 2023 sebesar 

Rp10.479.175.128,00; 

g)  Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

482/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 27 Juni 2023 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk Bulan April 2023 sebesar Rp9.316.916.352,00; 

h)  Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

485/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 03 Juli 2023 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk Bulan Mei 2023 sebesar Rp10.701.676.691,00; 

i)     Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

529/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 13 Juli 2023 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Bulan Januari 2023 untuk 

Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 

2023 sebesar Rp8.346.200.601,00; 

j)    Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

508/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 11 Juli 2023 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Rokok Bulan Desember 2022 untuk Pemerintah 

Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023  sebesar 

Rp4.575.289.769,00; 
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k) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

577/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 28 Juli 2023 tentang Alokasi Dana 

Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota untuk Bulan Juni Tahun 2023 sebesar 

Rp9.878.109.238,00; 

l)   Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

675/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 28 Agustus 2023 tentang Alokasi 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Juli Tahun 2023 sebesar 

Rp10.338.634.266,00; 

m)   Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

790/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 29 September 2023 tentang Alokasi 

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan II Bulan April 2023 sampai 

dengan Bulan Juni 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.166.484.488,00; 

n)  Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

789/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 29 September 2023 tentang Alokasi 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan Agustus Tahun 2023 sebesar 

Rp10.684.009.826,00; 

o) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

853/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 25 Oktober 2023 tentang Alokasi 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumatera Selatan kepada 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Bulan September Tahun 2023 

sebesar Rp10.703.341.781,00; dan  

p) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

937/KPTS/BPKAD/2023  tanggal 11 Desember 2023 tentang Alokasi 

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan III Bulan Juli 2023 sampai 

dengan Bulan September 2023 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.380.602.666,00; 

2) Bantuan Keuangan 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp75.300.000.000,00 Rp66.376.882.800,00  Rp13.653.059.000,00 

Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi di anggarkan sebesar 

Rp75.300.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp66.376.882.800,00  atau 

88,15% dari nilai anggaran. Realisasi Bantuan Keuangan Khusus dari 

Pemerintah Provinsi naik sebesar Rp52.723.823.800,00 atau 386,17% 

dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp13.653.059.000,00. 

Penyaluran Bantuan Keuangan berdasarkan: 

a) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

458/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Alokasi Belanja 

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023; 
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b) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

465/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Perubahan atas 

Keputusan Gubernur Nomor 152/KPTS/BPKAD/2023 tentang Alokasi 

Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023; 

c) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 

536/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 14 Juli 2023 tentang Alokasi Belanja 

Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023; dan 

d) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 

Nomor:778/KPTS/BPKAD/2023 tanggal 27 September 2023 tentang 

Alokasi Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.  

5.1.1.3    Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp2.182.012.000,00 Rp2.058.977.430,00 Rp110.634.966.480,00 

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 dianggarkan sebesar 

Rp2.182.012.000,00 dan terealisasi sebesar Rp2.058.977.430,00 atau 94,36%  

dari nilai anggaran. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

tersebut mengalami penurunan sebesar Rp108.575.989.050,00 atau 98,14% 

dibandingkan dengan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp110.634.966.480,00. Rincian dari Lain-

Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut: 

a. Pendapatan Hibah 

Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp1.800.000.000,00 terealisasi 

sebesar Rp1.800.000.000,00 atau 100,00% dari nilai yang dianggarkan. 

Pendapatan Hibah tersebut merupakan Pendapatan Hibah dari 

Pemerintah Pusat-IPDMIP untuk hibah sanitasi (air limbah setempat) 

yang bersumber dari penerimaan dalam negeri APBN TA. 2023 pada 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan Perjanjian 

Hibah Daerah (PHD) Nomor PHD-14/MK.7/DTK.03/ALS/2023 

tanggal 06 Maret 2023; dan  

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan dianggarkan  sebesar Rp382.012.000,00 terealisasi sebesar 

Rp258.977.430,00 atau 67,79% dari nilai yang dianggarkan. 

Pendapatan tersebut merupakan Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP). 
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5.1.2      Belanja 

Belanja adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum 

Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran 

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh 

pemerintah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan 

kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam 

pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (performance-based 

budgeting), yang ditetapkan dengan peraturan Perundang-undangan. 

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening 

Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah 

dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali 

oleh daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional 

BLUD yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD yang bersumber dari 

Pendapatan Operasional BLUD. 

 

5.1.2.1    Klasifikasi Ekonomi 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp4.013.727.352.101,00 Rp3.623.039.910.364,02 Rp3.259.813.882.099,83 

Klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokan Belanja yang didasarkan pada jenis 

belanja untuk melaksanakan aktivitas. Klasifikasi Ekonomi berdasarkan jenis 

belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga, 

serta Belanja Transfer. 

Dalam APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

menganggarkan Belanja sebesar Rp4.013.727.352.101,00 dengan realisasi 

sebesar Rp3.623.039.910.364,02 atau 90,27% dari nilai anggaran. Realisasi 

Belanja tersebut naik sebesar Rp363.226.028.264,19 atau 11,14% dibandingkan 

dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rp3.259.813.882.099,83.  

Rekapitulasi anggaran dan realisasi belanja menurut fungsi dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 5.14. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi belanja pada Tahun 2023 yang mengalami kenaikan bila dibandingkan 

dengan realisasi belanja pada Tahun 2022 adalah Belanja Operasi, Belanja 

Modal, dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Operasi naik sebesar 

Rp195.169.607.385,24 atau 8,98% dibandingkan dengan realisasi Belanja 

Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.173.313.722.360,86. Demikian juga 

Anggaran 2023 Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Operasi 2.664.497.036.394,00 2.368.483.329.746,10 88,89 2.173.313.722.360,86

2 Belanja Modal 819.927.010.107,00 756.123.871.417,92 92,22 619.786.347.959,97

3 Belanja Tak Terduga 4.233.206.000,00 21.000.000,00 0,50 2.347.728.430,00

4 Belanja Transfer 525.070.099.600,00 498.411.709.200,00 94,92 464.366.083.349,00

Jumlah 4.013.727.352.101,00 3.623.039.910.364,02 90,27 3.259.813.882.099,83

No. Uraian  % 
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Belanja Modal naik sebesar Rp136.337.523.457,95 atau 22,00% dibandingkan 

realisasi Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp619.786.347.959,97. Belanja 

Transfer naik Rp34.045.625.851,00 atau  7,33% dibandingkan realisasi Belanja 

Transfer TA 2022 sebesar Rp464.366.083.349,00. Sedangkan realisasi Belanja 

Tak Terduga turun sebesar Rp2.326.728.430,00 atau 99,11% dibandingkan 

dengan realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rp2.347.728.430,00. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

dirinci sebagai berikut. 

5.1.2.1.1    Belanja Operasi 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp2.664.497.036.394,00 Rp2.368.483.329.746,10  Rp2.173.313.722.360,86 

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk keperluan sehari-hari 

pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi 

meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja 

Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.  

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

menganggarkan Belanja Operasi sebesar Rp2.664.497.036.394,00 dengan 

realisasi sebesar Rp2.368.483.329.746,10 atau 88,89% dari nilai anggaran. 

Realisasi Belanja Operasi tersebut naik sebesar Rp195.169.607.385,24 atau 

8,98% dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 

sebesar Rp2.173.313.722.360,86. Belanja Operasi dirinci pada tabel berikut.  

Tabel 5.15. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Belanja Pegawai 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp1.202.497.619.868,00 Rp1.049.080.026.130,18 Rp999.547.471.827,50 

Belanja Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk 

uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri 

sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum 

berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan, kecuali 

pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.  

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Pegawai dianggarkan sebesar 

Rp1.202.497.619.868,00 dan terealisasi sebesar Rp1.049.080.026.130,18 atau 

87,24% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Pegawai tersebut naik sebesar 

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Pegaw ai 1.202.497.619.868,00 1.049.080.026.130,18 87,24 999.547.471.827,50

2
Belanja Barang 

dan Jasa 
1.347.412.961.344,00 1.204.877.864.227,92 89,42 1.134.253.894.449,36

3 Belanja Bunga 2.605.134.089,00 2.229.803.709,00 85,59 11.088.298.859,00

4 Belanja Hibah 111.781.321.093,00 112.095.635.679,00 100,28 28.132.557.225,00

5
Belanja Bantuan 

Sosial
200.000.000,00 200.000.000,00 100,00 291.500.000,00

Jumlah 2.664.497.036.394,00 2.368.483.329.746,10 88,89 2.173.313.722.360,86

No. Uraian  % 
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Rp49.532.554.302,68 atau 4,96% dibandingkan dengan realisasi Belanja 

Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp999.547.471.827,50. 

Tabel 5.16. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Belanja Barang dan Jasa 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp1.347.412.961.344,00 Rp1.204.877.864.227,92 Rp1.134.253.894.449,36  

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang 

dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam 

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah. 

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar 

Rp1.347.516.043.844,00 dan terealisasi sebesar Rp1.204.877.864.227,92 atau 

89,42% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Barang tersebut naik sebesar 

Rp70.623.969.778,56 atau 6,23% dibandingkan dengan realisasi Belanja 

Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.134.253.894.449,36. 

Belanja Barang dan Jasa dirinci pada tabel berikut. 

 

Tabel 5.17. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Barang Pakai Habis 357.527.473.303,00 331.931.692.924,00 92,84 280.866.049.121,53 

2 Belanja Barang Tak Habis Pakai 177.981.900,00 168.653.640,00 94,76 76.613.000,00 

3 Belanja Jasa Kantor 416.209.760.984,00 377.913.542.426,00 90,80 372.770.302.605,30 

4 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 46.230.152.320,00 42.065.632.007,00 90,99 55.709.596.471,00 

5 Belanja Sew a Peralatan dan Mesin 7.008.587.940,00 5.656.710.268,00 80,71 3.670.208.292,00 

6 Belanja Sew a Gedung dan Bangunan 7.658.575.000,00 6.579.238.258,00 85,91 5.788.035.933,00 

7 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 17.193.600.650,00 15.087.980.127,00 87,75 8.181.094.412,00 

8 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 1.941.280.000,00 1.782.797.000,00 91,84 7.330.528.600,00 

9 Belanja Beasisw a Pendidikan PNS 405.180.000,00 350.773.000,00 86,57 958.289.000,00 

10

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 

Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan 

Pelatihan

15.726.074.551,00 11.742.251.144,00 74,67 9.847.523.000,00 

No. Uraian  % 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 608.196.226.142,00 530.905.421.474,00 87,29 491.289.136.486,00

2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 313.754.456.013,00 261.002.521.753,00 83,19 258.657.687.648,50

3 Belanja Tambahan Penghasilan 

berdasarkan Pertimbangan Objektif 

Lainnya ASN

123.531.243.920,00 116.850.618.928,00 94,59 106.345.212.455,00

4 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD 26.539.920.000,00 25.984.337.598,00 97,91 32.501.021.216,00

5 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 1.138.565.053,00 808.984.837,00 71,05 1.132.554.402,00

6 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan 

DPRD serta KDH/WKDH

993.120.000,00 993.120.000,00 100,00 993.120.000,00

7 Belanja Pegaw ai BLUD 128.344.088.740,00 112.535.021.540,18 87,68 108.628.739.620,00

1.202.497.619.868,00 1.049.080.026.130,18 87,24 999.547.471.827,50

No Uraian

Jumlah

 % 
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c. Belanja Bunga  

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp2.605.134.089,00 Rp2.229.803.709,00 Rp11.088.298.859,00 

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas 

kewajiban pokok utang, berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang.  

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Bunga dianggarkan sebesar 

Rp2.605.134.089,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.229.803.709,00 atau 85,59% 

dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Bunga tersebut turun sebesar 

Rp8.858.495.150,00  atau 79,89% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga 

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.088.298.859,00. Adapun realisasi Belanja 

Bunga sebesar Rp2.229.803.709,00 merupakan pembayaran bunga atas 

pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan rincian sebagai 

berikut: 

1) Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin Periode Maret 2023 berdasarkan Perjanjian Pinjaman 

Pembiayaan Nomor 12 Tanggal 05 Maret 2021 antara PT Sarana Multi 

Infrastruktur (Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

dalam rangka pembangunan gedung RSUD Sekayu sebesar 

Rp1.326.094.716,00; dan 

2) Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin Periode Juni 2023 berdasarkan Perjanjian Pinjaman Pembiayaan 

Nomor 12 Tanggal 05 Juni 2021 antara PT Sarana Multi Infrastruktur 

(Persero) dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dalam rangka 

pembangunan gedung RSUD Sekayu sebesar Rp903.708.993,00. 

 

 

 

 

 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

11 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 23.694.337.220,00 21.777.291.197,00 91,91 19.974.954.806,00 

12
Belanja Pemeliharaan Gedung dan 

Bangunan

14.473.067.664,00 14.283.027.761,10 
98,69 

10.688.652.414,00 

13
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi

64.491.854.690,00 52.152.140.562,00 
80,87 

41.735.124.192,76 

14 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 86.727.823,00 86.577.000,00 99,83 77.708.600,00 

15 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 162.202.023.385,00 129.622.387.511,09 79,91 128.344.288.557,00 

16 Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri 491.385.000,00 264.134.559,00 53,75 0,00 

17
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

40.714.339.700,00 29.045.500.800,00 
71,34 

30.885.540.880,00 

18
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
54.000.000,00 30.970.700,00 57,35 45.801.500,00 

19 Belanja Barang dan Jasa BOS 70.695.100.000,00 76.092.915.220,00 107,64 70.668.601.109,00 

20 Belanja Barang dan Jasa BLUD 100.431.459.214,00 88.243.648.123,73 87,86 86.634.981.955,77 

Jumlah 1.347.412.961.344,00 1.204.877.864.227,92 89,42 1.134.253.894.449,36 

No. Uraian  % 
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d. Belanja Hibah 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp111.781.321.093,00 Rp112.095.635.679,00 Rp28.132.557.225,00 

 

Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, 

atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, 

masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak 

mengikat.  

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Hibah dianggarkan sebesar 

Rp111.781.321.093,00 dan terealisasi sebesar Rp112.095.635.679,00                                              

atau 100,28% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Hibah tersebut naik sebesar 

Rp83.963.078.454,00 atau 298,46% dibandingkan dengan realisasi Belanja 

Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp28.132.557.225,00. Realisasi sebesar 

Rp112.095.635.679,00 merupakan jumlah Belanja Hibah per 31 Desember 

2023, yang terdiri dari: 

1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang 

Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp83.535.378.179,00 

dengan rincian sebagai berikut. 

a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, 

Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan sebesar Rp83.397.978.179,00 dengan rincian pada tabel 

berikut. 

Tabel 5.18. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Badan, Lembaga, Organisasi 

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat 

Sosial Kemasyarakatan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah 

antara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin dengan Ketua Badan Kontak Majelis 

Taklim (BKMT) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor T-

400/873/KESRA/2023 dan 16/sek/BKMT-MB/X/2023 tanggal 16 

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kab. Musi 

Banyuasin
14.600.000.000,00 14.413.445.760,00 98,72 3.807.308.600,00 DISPOPAR

2 Gerakan Pramuka Kw arcab Kab. Musi Banyuasin 2.915.000.000,00 2.896.938.207,00 99,38 3.093.011.849,00 DISPOPAR

3
Forum Pondok Pesantren Sumatera Selatan Kab. Musi 

Banyuasin
15.000.000.000,00 15.000.000.000,00 100,00 0,00 SETDA

4 Yayasan Al Ghori Kab. Musi Banyuasin 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 SETDA

5
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kab. Musi 

Banyuasin
1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 100,00 0,00 SETDA

6 Palang Merah Indonesia (PMI) Kab. Musi Banyuasin 2.191.019.092,00 2.068.075.711,00 94,39 2.591.484.776,00 DINKES

7
Pengurus Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kab. Musi 

Banyuasin
830.000.000,00 830.000.000,00 100,00 0,00 SETDA

8 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Musi Banyuasin 195.000.000,00 114.000.000,00 58,46 0,00 SETDA

9 Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Musi Banyuasin 411.000.000,00 411.000.000,00 100,00 0,00 SETDA

10 KPU Kab. Musi Banyuasin 36.342.187.701,00 36.342.187.701,00 100,00 0,00 KESBANGPOL

11 BAWASLU Kab. Musi Banyuasin 10.322.330.800,00 10.322.330.800,00 100,00 0,00 KESBANGPOL

Jumlah 83.828.537.593,00 83.397.978.179,00 99,49 9.491.805.225,00

No. Uraian  % OPD
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Oktober 2023 tentang Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual pada 

Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin sebesar Rp137.400.000,00. 

2) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang terealisasi sebesar 

Rp26.865.087.500,00 yang terdiri dari: 

a) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Negeri 

sebesar Rp387.300.000,00; dan 

b) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang diterima oleh Satdikdas Swasta 

sebesar Rp26.477.787.500,00. 

3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik terealisasi sebesar 

Rp1.695.170.000,00 dengan rincian pada tabel berikut: 

 Tabel 5.19. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada 

Partai Politik TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

e. Belanja Bantuan Sosial 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp200.000.000,00 Rp200.000.000,00 Rp291.500.000,00 

Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang 

atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan atau 

masyarakat yang bersifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.  

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar 

Rp200.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp200.000.000,00 atau 100% dari 

nilai anggaran. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut turun sebesar 

Rp91.500.000,00 atau 31,39% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan 

Sosial Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp291.500.000,00. Belanja Bantuan 

Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang 

Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) pada Dinas Sosial sebesar 

Rp200.000.000,00 terdiri dari rincian sebagai berikut: 

1 Partai Nasional Demokrat (NASDEM) 91.345.000,00 91.345.000,00 100 91.345.000,00

2 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 155.340.000,00 155.340.000,00 100 155.340.000,00

3 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 151.155.000,00 151.155.000,00 100 151.155.000,00

4 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI.P) 228.375.000,00 228.375.000,00 100 228.375.000,00

5 Partai Golongan Karya (GOLKAR) 278.635.000,00 278.635.000,00 100 278.635.000,00

6 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 206.840.000,00 206.840.000,00 100 206.840.000,00

7 Partai Demokrat 114.155.000,00 114.155.000,00 100 114.155.000,00

8 Partai Amanat Nasional 180.660.000,00 180.660.000,00 100 180.660.000,00

9 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 84.515.000,00 84.515.000,00 100 84.515.000,00

10 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 102.980.000,00 102.980.000,00 100 102.980.000,00

11 Partai Persatuan Indonesia 101.170.000,00 101.170.000,00 100 101.170.000,00

Jumlah 1.695.170.000,00 1.695.170.000,00 100 1.695.170.000,00

Realisasi 2022 (Rp)No Nama Partai Politik 
Anggaran 2023 

(RP)
Realisasi 2023 (Rp) %
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1) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Terencana kepada Panti EL NUZA 

berdasarkan Surat Permohonan No. 002/YPAKD/III/2023 tanggal 20 

Maret 2023 Kegiatan Potensi Sumber Kesos Kelembagaan Kewenangan 

Kabupaten Kota sebesar Rp50.000.000,00; 

2) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Terencana kepada Panti AT-TAQWA 

berdasarkan Surat Permohonan No. 033/PAA/YBH/BBA/III/2023 tanggal 

20 Maret 2023 Kegiatan Potensi Sumber Kesos Kelembagaan Kewenangan 

Kabupaten/Kota sebesar Rp50.000.000,00; 

3) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Terencana kepada Panti Nurul Huda 

berdasarkan Surat Permohonan No. 013/PA.NH/003/III/2023 tanggal 20 

Maret 2023 Kegiatan Potensi Sumber Kesos Kelembagaan Kewenangan 

Kabupaten/Kota sebesar Rp50.000.000,00; dan 

4) Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Terencana kepada Panti HARI 

KURNIA berdasarkan Surat Permohonan No. 046/YPA.HK/III/2023 

tanggal 20 Maret 2023 Kegiatan Potensi Sumber Kesos Kelembagaan 

Kewenangan Kabupaten/Kota sebesar Rp50.000.000,00. 

 

5.1.2.1.2    Belanja Modal 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp819.927.010.107,00 Rp756.123.871.417,92 Rp619.786.347.959,97 

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan 

Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja 

Modal meliputi belanja untuk perolehan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung 

dan Bangunan, Jalan, Jaringan, dan Irigasi, dan Aset Tetap Lainnya. 

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal dianggarkan sebesar 

Rp819.927.010.107,00 dan terealisasi sebesar Rp756.123.871.417,92 atau 

92,22% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal tersebut naik sebesar 

Rp136.337.523.457,95 atau 22,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja 

Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp619.786.347.959,97. Kenaikan 

tersebut disebabkan kenaikan realisasi atas Belanja Modal Tanah sebesar 

Rp7.454.067.142,00. Kenaikan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp2.171.622.821,81. Kenaikan realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi sebesar Rp138.259.882.787,87 dan Kenaikan Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya sebesar Rp1.102.386.675,00. Rincian Belanja Modal disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 5.20. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Modal Tanah 24.244.723.000,00 14.994.980.293,00 61,85 7.540.913.151,00

2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 144.897.284.230,00 127.634.008.214,00 88,09 140.284.444.182,73

3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 176.960.192.426,00 165.490.547.392,58 93,52 163.318.924.570,77

4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 460.715.165.634,00 434.337.839.983,34 94,27 296.077.957.195,47

5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 13.109.644.817,00 13.666.495.535,00 104,25 12.564.108.860,00

Jumlah 819.927.010.107,00 756.123.871.417,92 92,22 619.786.347.959,97

No. Uraian  % 
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a. Belanja Modal Tanah 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp24.244.723.000,00 Rp14.994.980.293,00 Rp7.540.913.151,00 

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar 

Rp24.244.723.000,00 dan terealisasi sebesar Rp14.994.980.293,00 atau 61,85% 

dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Tanah tersebut naik sebesar 

Rp7.454.067.142,00 atau 98,85% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal 

Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 7.540.913.151,00 dengan rincian pada 

tabel berikut.  

Tabel 5.21. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin  

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp 144.897.284.230,00 Rp127.634.008.214,00 Rp140.284.444.182,73  

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan 

sebesar Rp144.897.284.230,00 dan terealisasi sebesar Rp127.634.008.214,00 

atau  88,09% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

tersebut turun sebesar Rp12.650.435.968,73 atau 9,02% dibandingkan dengan 

realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rp140.284.444.182,73. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 

2023 dirinci pada tabel berikut.  

 Tabel 5.22. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan  

Mesin TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Modal Tanah Persil 20.307.553.000,00 11.988.041.096,00 59,03 4.586.751.560,00

2 Belanja Modal Lapangan 3.937.170.000,00 3.006.939.197,00 76,37 2.954.161.591,00

Jumlah 24.244.723.000,00 14.994.980.293,00 61,85 7.540.913.151,00

No. Belanja Modal  % 

Anggaran 2023 Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

6 Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin 1.998.000,00 1.998.000,00 100,00 4.009.500,00

7
Belanja Modal Alat Bengkel Tak 

Bermesin
0,00 0,00 0,00 2.643.200,00

8 Belanja Modal Alat Ukur 106.339.650,00 102.402.500,00 96,30 554.976.530,00

9 Belanja Modal Alat Pengolahan 247.915.527,00 232.727.600,00 93,87 606.788.850,00

10 Belanja Modal Alat Kantor 1.922.842.970,00 1.865.674.978,00 97,03 3.270.357.886,00

11 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 35.549.635.839,00 28.168.557.447,00 79,24 8.735.998.639,00

12
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/ 

Rapat Pejabat
3.817.320.653,00 3.731.561.270,00 97,75 7.721.021.785,00

13 Belanja Modal Alat Studio 2.682.360.320,00 2.661.494.037,00 99,22 3.618.036.580,00

14 Belanja Modal Alat Komunikasi 659.909.220,00 645.979.890,00 97,89 683.745.500,00

15 Belanja Modal Peralatan Pemancar 110.000.000,00 110.000.000,00 100,00 198.135.000,00

16 Belanja Modal Alat Kedokteran 25.000.289.273,00 24.885.929.700,00 99,54 7.221.430.848,00

17 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum 18.286.062.335,00 10.972.680.396,00 60,01 0,00

18 Belanja Modal Unit Alat Laboratorium 753.254.844,00 728.202.240,00 96,67 992.224.900,00

No. Belanja Modal  % 
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c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp176.960.192.426,00 Rp165.490.547.392,58 Rp163.318.924.570,77 

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan 

sebesar Rp176.960.192.426,00 dan terealisasi sebesar Rp165.490.547.392,58 

atau 93,52% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan tersebut naik sebesar Rp2.171.622.821,81 atau 1,33% dibandingkan 

dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2022 

sebesar Rp163.318.924.570,77. Belanja Modal Gedung dan Bangunan dirinci 

pada tabel berikut. 

Tabel 5.23. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

  

 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 175.726.722.426,00 164.274.837.392,58 93,48 150.228.293.744,77

2 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal 0,00 0,00 0,00 2.060.605.000,00

3 Belanja Modal Bangunan Tugu /Tanda Batas 1.233.470.000,00 1.215.710.000,00 98,56 7.469.134.326,00

4 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD 0,00 0,00 0,00 3.560.891.500,00

Jumlah 176.960.192.426,00 165.490.547.392,58 93,52 163.318.924.570,77

No Belanja Modal  % 

Anggaran 2023 Realisasi 2023  Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

19
Belanja Modal Alat Laboratorium 

Fisika Nuklir/Elektronika
1.142.496.000,00 1.142.496.000,00 100,00 0,00

20
Belanja Modal Peralatan 

Laboratorium Hydrodinamica
29.304.000,00 29.200.000,00 99,65 0,00

21
Belanja Modal Alat Laboratorium 

Lingkungan Hidup
0,00 0,00 0,00 1.250.198.999,00

22 Belanja Modal Komputer Unit 9.065.003.063,00 8.838.265.551,00 97,50 10.479.147.545,00

23 Belanja Modal Peralatan Komputer 7.741.423.024,00 7.606.948.441,00 98,26 37.138.391.442,00

24
Belanja Modal Alat Eksplorasi 

Geofisika
1.503.311.838,00 1.497.527.600,00 99,62 202.913.017,00

25
Belanja Modal Alat Pengeboran 

Mesin
0,00 0,00 0,00 39.927.900,00

26
Belanja Modal Alat Pengeboran Non 

Mesin 
10.736.919,00 10.500.000,00 0,00

27 Belanja Modal Sumur 188.354.790,00 186.998.680,00 99,28 0,00

28 Belanja Modal Produksi 887.119.408,00 885.863.000,00 99,86 0,00

29 Belanja Modal Alat Deteksi 0,00 0,00 0,00 117.600.000,00

30 Belanja Modal Alat Pelindung 47.036.250,00 43.150.000,00 91,74 0,00

31 Belanja Modal Alat SAR 32.772.750,00 32.600.000,00 99,47 

32
Belanja Modal Unit Peralatan 

Proses/Produksi
0,00 0,00 0,00 85.470.000,00

33
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu 

Lintas Darat
395.401.506,00 393.054.000,00 99,41 453.952.000,00

34 Belanja Modal Peralatan Olahraga 726.584.500,00 725.735.800,00 99,88 49.399.470,00

35
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

BOS
0,00 0,00 0,00 13.079.692.728,00

36
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

BLUD
0,00 0,00 0,00 24.694.681.655,73

Jumlah 144.897.284.230,00 127.634.008.214,00 88,09 140.284.444.182,73

No. Belanja Modal  % 
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d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp460.715.165.634,00 Rp434.337.839.983,34 Rp296.077.957.195,47 

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

dianggarkan sebesar Rp460.715.165.634,00 dan terealisasi sebesar 

Rp434.337.839.983,34 atau 94,27% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja 

Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tersebut naik sebesar Rp138.259.882.787,87 

atau 46,70% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp296.077.957.195,47. Belanja Modal 

Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2023 dirinci pada tabel berikut. 

Tabel 5.24. Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  

TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp13.109.644.817,00 Rp13.666.495.535,00 Rp12.564.108.860,00  

Pada Tahun Anggaran 2023, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 

Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp13.109.644.817,00 dan terealisasi 

sebesar Rp13.666.495.535,00 atau 104,25% dari nilai anggaran. Realisasi 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut naik sebesar Rp1.102.386.675,00 

atau 8,77% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.564.108.860,00. Belanja Modal Aset Tetap 

Lainnya Tahun Anggaran 2023 dirinci pada tabel berikut.  

Tabel 5.25. Rincian Anggaran dan Relisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

TA 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak 12.691.040.417,00 13.252.933.535,00 104,43 173.600.000,00

2
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam 

dan Bentuk Mikro
127.500.000,00 127.200.000,00 99,76 169.885.182,00

3
Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian 

Kebudayaan
150.000.000,00 149.359.000,00 99,57 313.122.000,00

4 Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan 125.700.000,00 124.809.000,00 99,29 0,00

5 Belanja Modal Aset Tidak Berw ujud 15.404.400,00 12.194.000,00 79,16 0,00

6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 0,00 0,00 0,00 11.907.501.678,00

Jumlah 13.109.644.817,00 13.666.495.535,00 104,25 12.564.108.860,00

 % No Uraian

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Belanja Modal Jalan 388.253.421.460,00 370.105.158.511,34 95,33 226.919.140.102,06

2 Belanja Modal Jembatan 38.684.644.000,00 35.954.171.900,00 92,94 26.714.889.441,12

3 Belanja Modal Bangunan Air Irigasi 2.486.074.250,00 2.458.414.757,00 98,89 0,00

4 Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku 3.759.158.080,00 3.655.757.000,00 97,25 9.943.963.664,88

5 Belanja Modal Bangunan Air Kotor 14.957.678.904,00 14.384.891.000,00 96,17 13.409.238.440,41

6 Belanja Modal  Instalasi Air Bersih/Air Baku 3.999.603.000,00 3.946.791.200,00 98,68 16.067.622.000,00

7 Belanja Modal Jaringan Listrik 8.574.585.940,00 3.832.655.615,00 44,70 3.023.103.547,00

460.715.165.634,00 434.337.839.983,34 94,27 296.077.957.195,47

No Belanja Modal  % 

Jumlah
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5.1.2.1.3    Belanja Tak Terduga 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp4.233.206.000,00 Rp21.000.000,00 Rp2.347.728.430,00 

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya 

tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana 

alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat 

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Belanja Tak Terduga 

sebesar Rp4.233.206.000,00 dengan realisasi sebesar Rp21.000.000,00 atau 

0,50% dari nilai anggaran. Realisasi Belanja Tak Terduga tersebut turun sebesar 

Rp2.326.728.430,00 atau 99,11% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tak 

Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.347.728.430,00. Adapun rincian 

Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut: 

a. Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Tidak Terencana Tahun 2023 

Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial Nomor: 

B.460/1691/Dinsos/IX/2023 tanggal 18 September 2023 serta Nota Dinas 

Kepala Dinas Sosial Nomor: B.460/1566/Dinsos/2023 tanggal 31 Agustus 

2023 sebesar Rp11.000.000,00 dan 

b. Pembayaran Dana Bantuan Sosial Belanja Tidak Terduga Tahun 2023 

Berdasarkan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial Nomor: 

B.460/2256/Dinsos/XI/2023 tanggal 27 November 2023 serta Nota Dinas 

Kepala BPKAD Nomor: B-900/650/BPKAD/2023 tanggal 24 November 

2023 sebesar Rp10.000.000,00. 

 

5.1.2.1.4    Belanja Transfer 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp525.070.099.600,00 Rp498.411.709.200,00 Rp464.366.083.349,00 

Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk 

mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain 

yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pada Tahun Anggaran 

2023, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Transfer sebesar 

Rp525.070.099.600,00 yang merupakan Belanja Bantuan Keuangan Khusus 

Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dengan realisasi sebesar 

Rp498.411.709.200,00 atau 94,92% dari nilai anggaran. Realisasi Transfer 

tersebut naik sebesar Rp34.045.625.851,00 atau 7,33% dibandingkan dengan 

realisasi Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp464.366.083.349,00. 

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Desa tersebut sebagian bersumber dari 

APBN sebesar Rp227.448.129.600,00 yang mekanisme penyalurannya 

langsung dari RKUN ke RKD. Sedangkan sisanya sebesar 

Rp270.963.579.600,00 merupakan Alokasi Dana Desa Kabupaten yang 

mekanismenya penyalurannya melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD 

dan digunakan untuk gaji perangkat desa dan operasional desa.  
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5.1.2.2    Klasifikasi Urusan 

Belanja Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib adalah 

urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar 

kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 

diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam 

bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan 

fasilitas umum yang layak, dan diwujudkan melalui prestasi kerja dalam 

pencapaian standar pelayanan minimal. Yang dimaksud dengan Urusan 

Pemerintahan Pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan 

berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi 

dan potensi daerah. 

Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Semester II Tahun 

Anggaran 2023, disajikan pada tabel berikut ini. 

 Tabel 5.26. Realisasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 

 

Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 (4:3)

BELANJA DAERAH 4.013.727.352.101,00 3.623.039.910.364,02 90,27

I
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 

BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
2.488.232.458.618,00 2.216.861.049.055,25 89,09

1 PENDIDIKAN 922.543.182.267,00 847.965.861.217,00 91,92

2 KESEHATAN 666.680.592.001,00 550.246.976.364,91 82,54

3
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN 

RUANG
545.630.003.801,00 498.290.723.548,34 91,32

4
PERUMAHAN DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN
253.890.884.329,00 238.211.696.510,00 93,82

5
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM 

SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT
46.752.640.791,00 42.301.310.464,00 90,48

6 SOSIAL 52.735.155.429,00 39.844.480.951,00 75,56

II

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 

TIDAK BERKAITAN DENGAN 

PELAYANAN DASAR

235.294.908.063,00 213.392.747.733,00 90,69

1 TENAGA KERJA 23.017.847.523,00 18.188.193.691,00 79,02

2
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK
9.260.533.067,00 7.958.194.562,00 85,94

3 PANGAN 11.285.587.536,00 10.281.588.834,00 91,1

4 LINGKUNGAN HIDUP 49.877.983.340,00 47.381.380.288,00 94,99

5
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL
14.604.917.957,00 13.957.911.902,00 95,57

6
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN 

DESA
14.312.004.885,00 12.473.695.158,00 87,16

7
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN 

KELUARGA BERENCANA
19.942.240.890,00 18.878.411.977,00 94,67

8 PERHUBUNGAN 16.109.010.705,00 14.221.005.963,00 88,28

9 KOMUNIKASI & INFORMATIKA 33.759.520.734,00 31.051.393.681,00 91,98

10
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN 

MENENGAH
12.507.371.177,00 11.299.042.044,00 90,34

11 PENANAMAN MODAL 16.936.732.367,00 15.759.954.782,00 93,05

12 PERPUSTAKAAN 13.681.157.882,00 11.941.974.851,00 87,29

III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 225.999.827.122,00 203.254.414.544,10 89,94

1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 17.989.378.786,00 16.546.076.673,00 91,98

2 PARIWISATA 79.014.252.662,00 74.536.562.448,10 94,33

3 PERTANIAN 94.348.269.469,00 85.192.569.597,00 90,3

4 PERDAGANGAN 34.647.926.205,00 26.979.205.826,00 77,87

 % No Urusan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2023
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a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar 

Realisasi Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan 

Dasar Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang pendidikan, pada Tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp922.543.182.267,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp847.965.861.217,00 atau 91,92%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp623.568.268.467,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp557.116.472.269,00 atau 89,34%. 

(2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

Untuk program pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.667.115.500,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp4.101.436.271,00 atau 87,88%. 

(3) Program Pengelolaan Pendidikan 

Untuk program pengelolaan pendidikan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp286.643.518.600,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp279.735.911.409,00 atau 97,59%. 

(4) Program Pengembangan Kebudayaan 

Untuk program pengembangan kebudayaan, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp6.526.113.600,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp5.920.608.370,00 atau 90,72%. 

(5) Program Pembinaan Sejarah 

Untuk program pembinaan sejarah, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp300.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp291.150.000,00 atau 97,05%. 

Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 (4:3)

IV
UNSUR PENDUKUNG URUSAN 

PEMERINTAHAN
276.736.600.407,00 257.458.858.173,00 93,03

1 SEKRETARIAT DAERAH 170.084.037.687,00 162.605.011.923,00 95,6

2 SEKRETARIAT DPRD 106.652.562.720,00 94.853.846.250,00 88,94

V
UNSUR PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN
622.703.184.389,00 581.576.699.160,09 93,4

1 PERENCANAAN 23.715.970.178,00 20.820.804.436,00 87,79

2 KEUANGAN 584.022.371.520,00 547.210.687.904,09 93,7

3 KEPEGAWAIAN 14.964.842.691,00 13.545.206.820,00 90,51

VI
UNSUR PENGAWASAN URUSAN 

PEMERINTAHAN
23.501.042.362,00 21.680.205.863,00 92,25

1 INSPEKTORAT 23.501.042.362,00 21.680.205.863,00 92,25

VII UNSUR KEWILAYAHAN 78.533.886.900,00 68.167.345.851,58 86,8

1 KECAMATAN 78.533.886.900,00 68.167.345.851,58 86,8

VIII UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 62.725.444.240,00 60.648.589.984,00 96,69

1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 62.725.444.240,00 60.648.589.984,00 96,69

Jumlah (I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII) 4.013.727.352.101,00 3.623.039.910.364,02 90,27

 % No Urusan Pemerintah Daerah
Tahun Anggaran 2023
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(6) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya 

Untuk program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp628.395.800,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp592.242.598,00 atau 94,25%. 

(7) Program Pengelolaan Permuseuman 

Untuk program pengelolaan permuseuman, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp209.770.300,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp208.040.300,00 atau 99,18%. 

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang kesehatan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp666.680.592.001,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp550.246.976.364,91 atau 82,54%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp489.280.868.828,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp401.524.060.505,91 atau 82,06%. 

(2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya 

Kesehatan Masyarakat 

Untuk program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat, pada tahun 2023 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp172.634.572.203,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp145.081.378.401,00 atau 84,04%. 

(3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

Untuk program peningkatan kapasitas sumber daya manusia 

kesehatan, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.380.803.950,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp1.867.380.354,00 atau 78,43%. 

(4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan 

Minuman 

Untuk program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan 

minuman, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp654.287.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp367.577.733,00 atau 56,18%. 

(5) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 

Untuk program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 
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Rp1.730.060.020,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp1.406.579.371,00 atau 81,3%. 

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi 

Untuk urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan 

ruang, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp545.630.003.801,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp498.290.723.548,34 atau 91,32%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp53.614.427.484,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp50.442.145.310,00 atau 94,08%. 

(2) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 

Untuk program pengelolaan sumber daya air (sda), pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp43.280.912.514,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp30.071.640.069,00 atau 

69,48%. 

(3) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 

(LLAJ) 

Untuk program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 

(llaj), pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp10.872.914.527,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp9.997.504.797,00 atau 91,95%. 

(4) Program Penyelenggaraan Jalan 

Untuk program penyelenggaraan jalan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp435.661.749.276,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp406.543.205.766,34 atau 93,32%. 

(5) Program Pengembangan Jasa Konstruksi 

Untuk program pengembangan jasa konstruksi, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp86.850.000,00 atau 43,43%. 

(6) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 

Untuk program penyelenggaraan penataan ruang, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp1.149.377.606,00 atau 

57,47%. 
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4) Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp253.890.884.329,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp238.211.696.510,00 atau 93,82%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp15.819.197.523,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp13.684.267.610,00 atau 86,5%. 

(2) Program Pengembangan Perumahan 

Untuk program pengembangan perumahan, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.180.610.000,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp880.450.701,00 atau 40,38%. 

(3) Program Kawasan Permukiman 

Untuk program kawasan permukiman, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp600.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp596.896.000,00 atau 99,48%. 

(4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air 

Minum 

Untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem 

penyediaan air minum, pada tahun 2023 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp8.522.996.021,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp8.160.342.521,00 atau 95,74%. 

(5) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 

Untuk program penyelesaian sengketa tanah garapan, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp199.970.000,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp155.210.000,00 atau 77,62%. 

(6) Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 

Untuk program perumahan dan kawasan permukiman kumuh, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp33.161.933.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp32.053.214.800,00 atau 96,66%. 

(7) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 

Untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem air 

limbah, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp11.452.062.635,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp11.143.165.350,00 atau 97,3%. 
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(8) Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah 

Untuk Pembangunan 

Untuk program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah 

untuk pembangunan, pada tahun 2023 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp18.013.143.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp14.241.250.933,00 atau 79,06%. 

(9) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 

Untuk program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp14.844.045.904,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp14.155.482.000,00 atau 95,36%. 

(10) Program Pengembangan Permukiman 

Untuk program pengembangan permukiman, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp43.881.289.160,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp43.020.379.091,00 atau 98,04%. 

(11) Program Penataan Bangunan Gedung 

Untuk program penataan bangunan gedung, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp104.274.762.686,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp99.592.719.060,00 atau 95,51%. 

(12) Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 

Untuk program penataan bangunan dan lingkungannya, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp940.874.400,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp528.318.444,00 atau 56,15%. 

5) Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum 

serta perlindungan Masyarakat 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang ketenteraman, ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat, pada tahun 2023 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp46.752.640.791,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp42.301.310.464,00 atau 90,48%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp34.678.476.793,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp31.843.550.969,00 atau 91,83%. 

(2) Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 

Untuk program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 
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Rp3.731.089.050,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp3.115.103.523,00 atau 83,49%. 

(3) Program Penanggulangan Bencana 

Untuk program penanggulangan bencana, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp6.579.317.990 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp5.961.398.187,00 atau 90,61%. 

(4) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran 

Dan Penyelamatan Non Kebakaran 

Untuk program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan 

kebakaran dan penyelamatan non kebakaran, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.763.756.958,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp1.381.257.785,00 atau 78,31%. 

6) Urusan Pemerintahan Bidang Sosial 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang sosial, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp52.735.155.429,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp39.844.480.951,00 atau 75,56%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp11.993.119.107,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp10.522.337.511,00 atau 87,74%. 

(2) Program Pemberdayaan Sosial 

Untuk program pemberdayaan sosial, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp2.083.861.600,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp2.000.022.123,00 atau 95,98%. 

(3) Program Rehabilitasi Sosial 

Untuk program rehabilitasi sosial, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp4.660.193.322,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp4.530.933.952,00 atau 97,23%. 

(4) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 

Untuk program perlindungan dan jaminan sosial, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.300.007.000,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp22.096.840.887,00 atau 

66,36%. 

(5) Program Penanganan Bencana 

Untuk program penanganan bencana, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp697.974.400,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp694.346.478,00 atau 99,48%. 
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b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan 

Dasar 

Realisasi Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun Anggaran 2023 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi 

Untuk urusan pemerintah bidang tenaga kerja, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp23.017.847.523,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp18.188.193.691,00 atau 79,02%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp9.771.789.223,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp8.095.084.176,00 atau 82,84%. 

(2) Program Perencanaan Tenaga Kerja 

Untuk program perencanaan tenaga kerja, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp404.578.100,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp381.686.750,00 atau 94,34%. 

(3) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja 

Untuk program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp10.507.342.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp8.060.563.945,00 atau 76,71%. 

(4) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi 

Untuk program pembangunan kawasan transmigrasi, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp149.271.200,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp114.889.164,00 atau 76,97%. 

(5) Program Penempatan Tenaga Kerja 

Untuk program penempatan tenaga kerja, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp856.057.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp664.171.133,00 atau 77,58%. 

(6) Program Hubungan Industrial 

Untuk program hubungan industrial, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.328.810.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp871.798.523,00 atau 65,61%. 

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 
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sebesar Rp9.260.533.067,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp7.958.194.562,00 atau 85,94%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp6.367.392.817,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp5.517.438.075,00 atau 86,65%. 

(2) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan 

Perempuan 

Untuk program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp1.034.800.100,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp972.781.498,00 atau 94,01%. 

(3) Program Perlindungan Perempuan 

Untuk program perlindungan perempuan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp214.656.400,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp199.868.200,00 atau 93,11%. 

(4) Program Peningkatan Kualitas Keluarga 

Untuk program peningkatan kualitas keluarga, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp138.233.600,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp115.847.921,00 atau 83,81%. 

(5) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 

Untuk program pengelolaan sistem data gender dan anak, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp99.999.950,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp0 atau 0%. 

(6) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) 

Untuk program pemenuhan hak anak (pha), pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp356.037.400,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp223.217.387,00 atau 62,69%. 

(7) Program Perlindungan Khusus Anak 

Untuk program perlindungan khusus anak, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.049.412.800,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp929.041.481,00 atau 88,53%. 

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang pangan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp11.285.587.536,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp10.281.588.834,00 atau 91,10%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 
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Adapun output pada pelaksaan urusan ini antara lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp7.353.391.704,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp6.865.849.357,00 atau 93,37%. 

(2) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan 

Dan Kemandirian Pangan 

Untuk program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk 

kedaulatan dan kemandirian pangan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp200.000.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp17.917.900,00 atau 8,96%. 

(3) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat 

Untuk program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan 

masyarakat, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp3.566.554.932,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp3.241.885.730,00 atau 90,9%. 

(4) Program Penanganan Kerawanan Pangan 

Untuk program penanganan kerawanan pangan, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp93.790.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp92.454.647,00 atau 98,58%. 

(5) Program Pengawasan Keamanan Pangan 

Untuk program pengawasan keamanan pangan, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp71.850.900,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp63.481.200,00 atau 88,35%. 

4) Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp49.877.983.340,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp47.381.380.288,00 atau 94,99%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp13.414.899.902,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp12.122.533.530,00 atau 90,37%. 

(2) Program Perencanaan Lingkungan Hidup 
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Untuk program perencanaan lingkungan hidup, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp811.200.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp800.773.800,00 atau 98,71%. 

(3) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup 

Untuk program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp653.772.306,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp629.673.005,00 atau 96,31%. 

(4) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 

Untuk program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati), 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp6.591.994.315,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp5.964.173.423,00 atau 90,48%. 

(5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan 

Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH) 

Untuk program pembinaan dan pengawasan terhadap izin 

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup (pplh), pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp248.538.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp242.436.549,00 atau 97,55%. 

(6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

Untuk program peningkatan pendidikan, pelatihan dan 

penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp199.581.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp179.186.518,00 atau 89,78%. 

(7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 

Untuk program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp115.016.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp85.150.433,00 atau 74,03%. 

(8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup 

Untuk program penanganan pengaduan lingkungan hidup, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp124.718.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp118.181.140,00 atau 94,76%. 

(9) Program Pengelolaan Persampahan 

Untuk program pengelolaan persampahan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp27.718.263.817,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp27.239.271.890,00 atau 98,27%. 
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5) Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang administrasi kependudukan dan 

pencatatan sipil, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp14.604.917.957,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp13.957.911.902,00 atau 95,57%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp11.614.017.547,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp11.077.120.087,00 atau 95,38%. 

(2) Program Pendaftaran Penduduk 

Untuk program pendaftaran penduduk, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp392.134.190,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp380.606.814,00 atau 97,06%. 

(3) Program Pencatatan Sipil 

Untuk program pencatatan sipil, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp238.998.930,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp219.096.100,00 atau 91,67%. 

(4) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Untuk program pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp2.313.314.194,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp2.234.841.907,00 atau 96,61%. 

(5) Program Pengelolaan Profil Kependudukan 

Untuk program pengelolaan profil kependudukan, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp46.453.096,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp46.246.994,00 atau 99,56%. 

6) Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp14.312.004.885,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp12.473.695.158,00 atau 87,16%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 
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(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp7.695.720.908,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp6.721.220.648,00 atau 87,34%. 

(2) Program Administrasi Pemerintahan Desa 

Untuk program administrasi pemerintahan desa, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.312.701.653,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp2.597.333.033,00 atau 78,41%. 

(3) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga 

Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 

Untuk program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, 

lembaga adat dan masyarakat hukum adat, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp3.303.582.324,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.155.141.477,00 atau 95,51%. 

7) Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi 

Untuk urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga 

berencana, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp19.942.240.890,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp18.878.411.977,00 atau 94,67%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp9.676.321.617,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp8.884.792.902,00 atau 91,82%. 

(2) Program Pengendalian Penduduk 

Untuk program pengendalian penduduk, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp568.207.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp562.715.781,00 atau 99,03%. 

(3) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 

Untuk program pembinaan keluarga berencana (kb), pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp5.415.803.914,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp5.332.475.530,00 atau 

98,46%. 

(4) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera 

(KB) 
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Untuk program pemberdayaan dan peningkatan keluarga 

sejahtera (ks), pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp4.281.908.359,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp4.098.427.764,00 atau 95,71%. 

8) Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang perhubungan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp16.109.010.705,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp14.221.005.963,00 atau 88,28%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp12.021.829.245,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp10.481.283.879,00 atau 87,19%. 

(2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 

Untuk program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan 

(llaj), pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp2.517.163.860,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp2.321.263.759,00 atau 92,22%. 

(3) Program Pengelolaan Pelayaran 

Untuk program pengelolaan pelayaran, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.357.560.850,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1.280.611.891,00 atau 94,33%. 

(4) Program Pengelolaan Penerbangan 

Untuk program pengelolaan penerbangan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp212.456.750,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp137.846.434,00 atau 64,88%. 

9) Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang komunikasi & informatika, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp33.759.520.734,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp31.051.393.681,00 atau 91,98%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 
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sebesar Rp9.724.574.272,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp8.666.503.128,00 atau 89,12%. 

(2) Program Informasi dan Komunikasi Publik 

Untuk program informasi dan komunikasi publik, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp10.753.834.512,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp10.065.844.038,00 atau 

93,6%. 

(3) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan 

Informasi 

Untuk program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan 

informasi, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp599.673.900,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp540.355.719,00 atau 90,11%. 

(4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Untuk program penyelenggaraan statistik sektoral, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp952.702.330,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp890.821.504,00 atau 93,5%. 

(5) Program Aplikasi Informatika 

Untuk program aplikasi informatika, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp11.728.735.720,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp10.887.869.292,00 atau 92,83%. 

10) Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp12.507.371.177,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp11.299.042.044,00 atau 90,34%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp6.675.893.061,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp5.657.992.512,00 atau 84,75%. 

(2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi 

Untuk program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp403.864.151,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp402.982.648,00 atau 99,78%. 
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(3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 

Untuk program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp150.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp149.492.489,00 atau 99,66%. 

(4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 

Untuk program pendidikan dan latihan perkoperasian, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp569.370.000,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp499.174.500,00 atau 87,67%. 

(5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 

Untuk program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp450.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp444.060.100,00 atau 98,68%. 

(6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan 

Usaha Mikro (UMKM) 

Untuk program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan 

usaha mikro (umkm), pada tahun 2023 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp650.151.200,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp623.996.257,00 atau 95,98%. 

(7) Program Pengembangan UMKM 

Untuk program pengembangan UMKM, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp3.608.092.765,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.521.343.538,00 atau 97,6%. 

11) Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang penanaman modal, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp16.936.732.367,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp15.759.954.782,00 atau 93,05%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp14.742.308.914,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp13.720.498.676,00 atau 93,07%. 

(2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 

Untuk program pengembangan iklim penanaman modal, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp214.946.300,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp195.281.329,00 atau 90,85%. 
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(3) Program Promosi Penanaman Modal 

Untuk program promosi penanaman modal, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp300.527.625 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp297.620.883 atau 99,03%. 

(4) Program Pelayanan Penanaman Modal 

Untuk program pelayanan penanaman modal, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp858.427.690,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp798.664.073,00 atau 93,04%. 

(5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 

Untuk program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp720.700.760,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp651.834.271,00 atau 90,44%. 

(6) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman 

Modal 

Untuk program pengelolaan data dan sistem informasi 

penanaman modal, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp99.821.078,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp96.055.550,00 atau 96,23%. 

12) Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan 

a) Alokasi APBD 2023 dan Realisasi: 

Untuk urusan pemerintah bidang perpustakaan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp13.681.157.882,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp11.941.974.851,00 atau 87,29%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp12.216.024.147,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp10.719.306.392,00 atau 87,75%. 

(2) Program Pembinaan Perpustakaan 

Untuk program pembinaan perpustakaan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.004.526.835,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp810.941.304,00 atau 80,73%. 

(3) Program Pengelolaan Arsip 

Untuk program pengelolaan arsip, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp460.606.900,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp411.727.155,00 atau 89,39%. 



135 

 

c. Urusan Pemerintahan Pilihan 

Realisasi Urusan Pemerintahan Pilihan Tahun Anggaran 2023 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 

a) Program dan Kegiatan: 

Untuk urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp17.989.378.786,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp16.546.076.673,00 atau 91,98%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp9.421.199.575,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp8.416.380.240,00 atau 89,33%. 

(2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

Untuk program pengelolaan perikanan tangkap, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.490.310.262,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp2.427.662.307,00 atau 97,48%. 

(3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

Untuk program pengelolaan perikanan budidaya, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.019.942.492,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp3.751.868.470,00 atau 

93,33%. 

(4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 

Untuk program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp838.928.457,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp811.183.260,00 atau 96,69%. 

(5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Untuk program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp1.218.998.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp1.138.982.396,00 atau 93,44%. 

2) Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata 

a) Program dan Kegiatan 

Untuk urusan pemerintah bidang pariwisata, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp79.014.252.662,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp74.536.562.448,1 atau 94,33%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 
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(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp11.570.009.136,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp10.104.680.592,1 atau 87,34%. 

(2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 

Untuk program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp875.734.100,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp813.155.830,00 atau 92,85%. 

(3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 

Untuk program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp3.049.133.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp2.986.919.350,00 atau 97,96%. 

(4) Program Pemasaran Pariwisata 

Untuk program pemasaran pariwisata, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp1.756.170.950,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp1.699.723.186,00 atau 96,79%. 

(5) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 

Untuk program pengembangan kapasitas daya saing 

keolahragaan, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp57.778.204.040,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp55.081.819.980,00 atau 95,33%. 

(6) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan 

Untuk program pengembangan kapasitas kepramukaan, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp3.615.001.436,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp3.533.350.466,00 atau 97,74%. 

(7) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi 

Kreatif 

Untuk program pengembangan sumber daya pariwisata dan 

ekonomi kreatif, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp370.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp316.913.044,00 atau 85,65%. 

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian 

a) Program dan Kegiatan: 

Untuk urusan pemerintah bidang pertanian, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp94.348.269.469,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp85.192.569.597,00 atau 90,3%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 
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(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp40.711.627.616,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp35.945.319.307,00 atau 88,29%. 

(2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 

Untuk program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp18.434.853.135,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp17.490.065.304,00 atau 94,87%. 

(3) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

Untuk program penyelenggaraan statistik sektoral, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp318.048.380,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp308.254.180,00 atau 96,92%. 

(4) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 

Untuk program penyediaan dan pengembangan prasarana 

pertanian, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp13.795.480.128,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp13.083.257.218,00 atau 94,84%. 

(5) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner 

Untuk program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan 

masyarakat veteriner, pada tahun 2023 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp1.406.232.559,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp1.291.181.051,00 atau 91,82%. 

(6) Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Untuk program pengendalian dan penanggulangan bencana 

pertanian, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp12.400.579.267,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp10.346.564.477,00 atau 83,44%. 

(7) Program Perizinan Usaha Pertanian 

Untuk program perizinan usaha pertanian, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp270.692.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp235.536.835,00 atau 87,01%. 

(8) Program Penyuluhan Pertanian 

Untuk program penyuluhan pertanian, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp7.010.756.384,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp6.492.391.225,00 atau 92,61%. 

4) Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan 

a) Program dan Kegiatan: 

Untuk urusan pemerintah bidang perdagangan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp34.647.926.205,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp26.979.205.826,00 atau 77,87%. 
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b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp13.638.638.639,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp12.391.804.224,00 atau 90,86%. 

(2) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 

Untuk program perencanaan dan pembangunan industri, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp3.024.815.527,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp2.861.883.300,00 atau 94,61%. 

(3) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan 

Untuk program perizinan dan pendaftaran perusahaan, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp367.828.000,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp213.222.800,00 atau 57,97%. 

(4) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 

Untuk program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp159.616.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp83.350.400,00 atau 52,22%. 

(5) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 

Untuk program peningkatan sarana distribusi perdagangan, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp11.614.070.922,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp6.380.200.952,00 atau 54,94%. 

(6) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 

Untuk program pengelolaan sistem informasi industri nasional, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp142.981.582,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp139.993.000,00 atau 97,91%. 

(7) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang 

Penting 

Untuk program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan 

barang penting, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp1.513.450.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp891.109.300,00 atau 58,88%. 

(8) Program Pengembangan Ekspor 

Untuk program pengembangan ekspor, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp3.348.077.710,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.288.882.350,00 atau 98,23%. 
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(9) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 

Untuk program standardisasi dan perlindungan konsumen, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp507.640.825,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp459.526.900,00 atau 90,52%. 

(10) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri 

Untuk program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp330.807.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp269.232.600,00 atau 81,39%. 

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan 

Realisasi Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2023 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Sekretariat Daerah 

a) Program dan Kegiatan 

Untuk sekretariat daerah pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp170.084.037.687,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp162.605.011.923,00 atau 95,6%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp120.050.531.937,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp114.120.477.800,00 atau 95,06%. 

(2) Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 

Untuk program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp47.627.674.610,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp46.355.992.065,00 atau 97,33%. 

(3) Program Perekonomian Dan Pembangunan 

Untuk program perekonomian dan pembangunan, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp2.405.831.140,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp2.128.542.058,00 atau 

88,47%. 

2) Sekretariat DPRD 

a) Program dan Kegiatan: 

Untuk sekretariat dprd pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp106.652.562.720,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp94.853.846.250,00 atau 88,94%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 
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(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp75.069.446.559,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp71.007.287.675,00 atau 94,59%. 

(2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd 

Untuk program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp31.583.116.161,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp23.846.558.575,00 atau 75,5%. 

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan 

Belanja Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan sampai dengan Tahun 2023 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Urusan Perencanaan 

a) Program dan Kegiatan: 

Untuk urusan pemerintah bidang perencanaan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp23.715.970.178,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp20.820.804.436,00 atau 87,79%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp18.157.494.083,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp15.712.408.375,00 atau 86,53%. 

(2) Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah 

Untuk program penelitian dan pengembangan daerah, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp573.547.300,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp500.296.974,00 atau 87,23%. 

(3) Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah 

Untuk program perencanaan, pengendalian dan evaluasi 

pembangunan daerah, pada tahun 2023 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.762.985.855,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp2.559.638.523,00 atau 92,64%. 

(4) Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Untuk program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan 

pembangunan daerah, pada tahun 2023 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp2.221.942.940,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp2.048.460.564,00 atau 92,19%. 
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2) Urusan Keuangan 

a) Program dan Kegiatan: 

Untuk urusan pemerintah bidang keuangan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp584.022.371.520,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp547.210.687.904,09 atau 93,7%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp42.409.911.562,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp37.967.432.247,00 atau 89,52%. 

(2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah 

Untuk program pengelolaan keuangan daerah, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp535.225.372.325,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp503.442.448.879,00 atau 94,06%. 

(3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 

Untuk program pengelolaan barang milik daerah, pada tahun 

2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.477.315.498,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp1.310.154.804,00 atau 

88,68%. 

(4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 

Untuk program pengelolaan pendapatan daerah, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp4.909.772.135,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp4.490.651.974,09 atau 91,46%. 

3) Urusan Kepegawaian 

a) Program dan Kegiatan: 

Untuk urusan pemerintah bidang kepegawaian, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp14.964.842.691,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp13.545.206.820,00 atau 90,51%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp10.998.941.691,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp10.315.990.202,00 atau 93,79%. 

(2) Program Kepegawaian Daerah 

Untuk program kepegawaian daerah, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp3.965.901.000,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp3.229.216.618,00 atau 81,42%. 
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f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan 

1) Inspektorat 

a) Program dan Kegiatan: 

Untuk urusan pemerintah bidang inspektorat, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp23.501.042.362,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp21.680.205.863,00 atau 92,25%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output pada pelaksanaan urusan ini antara lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp18.479.476.562,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp17.135.493.713,00 atau 92,73%. 

(2) Program Penyelenggaraan Pengawasan 

Untuk program penyelenggaraan pengawasan, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp3.645.261.600,00 dan 

telah direalisasikan sebesar Rp3.227.191.395,00 atau 88,53%. 

(3) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 

Untuk program perumusan kebijakan, pendampingan dan 

asistensi, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp1.376.304.200,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp1.317.520.755,00 atau 95,73%. 

g. Unsur Kewilayahan 

Realisasi Belanja Daerah menurut Urusan Kewilayahan Tahun 2023 dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Kecamatan 

a) Program dan Kegiatan 

Untuk urusan pemerintah bidang kecamatan, pada tahun 2023 telah 

dialokasikan anggaran sebesar Rp78.533.886.900,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp68.167.345.851,58 atau 86,8%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini antara 

lain: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp63.379.649.365,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp54.337.874.739,58 atau 85,73%. 

(2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 

Untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan 

publik, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 



143 

 

Rp6.564.860.388,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp5.752.998.899,00 atau 87,63%. 

(3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 

Untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp7.769.496.087,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp7.379.190.773,00 atau 94,98%. 

(4) Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 

Untuk program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp221.119.780,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp190.324.800,00 atau 86,07%. 

(5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 

Untuk program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp240.431.500,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp200.055.000,00 atau 83,21%. 

(6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 

Untuk program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, 

pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp358.329.780,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp306.901.640,00 atau 85,65%. 

h. Unsur Pemerintahan Umum 

1) Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 

a) Program dan Kegiatan: 

Untuk urusan pemerintah bidang kesatuan bangsa dan politik, pada 

tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp62.725.444.240,00 

dan telah direalisasikan sebesar Rp60.648.589.984,00 atau 96,69%. 

b) Realisasi Pelaksanaan Program 

Adapun output yang dihasilkan pada pelaksanaan urusan ini adalah: 

(1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp8.381.724.189,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp7.538.107.642,00 atau 89,94%. 

(2) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 

Untuk program penguatan ideologi pancasila dan karakter 

kebangsaan, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran sebesar 

Rp1.936.855.600,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp1.913.929.722,00 atau 98,82%. 
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(3) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga 

Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika 

Serta Budaya Politik 

Untuk program peningkatan peran partai politik dan lembaga 

pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika 

serta budaya politik, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp51.050.973.381,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp50.081.705.768,00 atau 98,1%. 

(4) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

Untuk program pemberdayaan dan pengawasan organisasi 

kemasyarakatan, pada tahun 2023 telah dialokasikan anggaran 

sebesar Rp119.547.000,00 dan telah direalisasikan sebesar 

Rp99.742.406,00 atau 83,43%. 

(5) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, 

Sosial, Dan Budaya 

Untuk program pembinaan dan pengembangan ketahanan 

ekonomi, sosial, dan budaya, pada tahun 2023 telah dialokasikan 

anggaran sebesar Rp295.633.000,00 dan telah direalisasikan 

sebesar Rp263.361.000,00 atau 89,08%. 

(6) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan 

Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Untuk 

program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan 

kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial, pada tahun 2023 

telah dialokasikan anggaran sebesar Rp940.711.070,00 dan telah 

direalisasikan sebesar Rp751.743.446,00 atau 79,91%. 

5.1.3     Surplus/(Defisit) 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp64.418.741.676,00 Rp184.768.052.564,70 (Rp38.553.436.412,99) 

Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan-LRA dan 

Belanja selama satu periode pelaporan. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin menganggarkan Surplus sebesar 

Rp64.418.741.676,00 dan terealisasi surplus sebesar Rp184.768.052.564,70 dari 

nilai anggaran. Realisasi tersebut naik sebesar Rp223.321.488.977,69 atau 

579,25% dibandingkan dengan realisasi Defisit Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rp38.553.436.412,99.  

 

5.1.4      Pembiayaan 

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik 

penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima 

kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk 

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri 

dari Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. 
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5.1.4.1    Penerimaan Pembiayaan 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp63.371.679.556,00 Rp62.401.787.597,88 Rp294.340.224.015,75 

Penerimaan Pembiayaan adalah penerimaan yang berasal dari penerimaan 

pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan 

daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, 

penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. 

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

menganggarkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp63.371.679.556,00 dengan 

realisasi sebesar Rp62.401.787.597,88 atau 98,47% dari nilai anggaran. 

Penerimaan Pembiayaan ini turun sebesar Rp231.938.436.417,87 atau 78,80% 

dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp294.340.224.015,75. 

Rincian Penerimaan Pembiayaan adalah sebagai berikut.  

         Tabel 5.27. Rincian Penerimaan Pembiayaan 

 

 

 

 

 

 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp63.371.679.556,00 Rp62.401.787.597,88 Rp271.671.938.265,75 

Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar 

Rp63.371.679.556,00 dengan realisasi sebesar Rp62.401.787.597,88 atau 

98,47% dari nilai anggaran. Rincian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya adalah sebagai berikut: 

a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer yang dianggarkan sebesar 

terealisasi sebesar Rp15.347.605.941,00; 

b. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa 

Dana Pengeluaran Pembiayaan terealisasi sebesar Rp25.139.651.209,60; 

c. Sisa Belanja Lainnya terealisasi sebesar Rp22.884.422.406,16. Sisa 

Belanja Lainnya terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan BLUD yang 

terealisasi sebesar Rp22.615.701.506,16 dan Sisa Dana BOS yang 

terealisasi sebesar Rp268.720.900,00. 

Koreksi pengurang SiLPA sebesar Rp969.891.958,88 merupakan temuan 

Audit BPK pada Tahun Anggaran 2022 yang dijurnal mengurangi belanja 

yakni karena pada saat cek fisik, Tiang Pancang Baja tidak ada di lokasi 

dikarenakan distribusi barang terkendala dengan kondisi air musi yang 

sangat tinggi sehingga terdapat kurang catat belanja sebesar 

Rp969.891.958,88 dan dijurnal koreksi di Tahun Anggaran 2023 karena 

barang tersebut sudah diserahkan dari Direktur PT Sriwijaya Perkasa 

 Anggaran 2023  Realisasi 2023  Realisasi 2022 

 (Rp)  (Rp)  (Rp) 

1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

Tahun Sebelumnya

63.371.679.556,00 62.401.787.597,88 98,47 271.671.938.265,75

2 Penerimaan Pinjaman Daerah 0,00 0,00 0,00 22.668.285.750,00

Jumlah 63.371.679.556,00 62.401.787.597,88 98,47 294.340.224.015,75

 % No Uraian



146 

 

Abadi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU PR 

berdasarkan Berita Acara Penyerahan Barang Nomor:01/BA-

PENYERAHAN/PU-PR/APBD/KEC.LAIS/2023 tanggal 18 September 

2023. 

 

5.1.4.2    Pengeluaran Pembiayaan 

Anggaran 2023  Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp127.790.421.232,00 Rp127.625.314.529,00 Rp192.415.108.046,00 

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran antara lain pemberian 

pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran  

kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan 

pembentukan dana cadangan.  

Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp127.790.421.232,00 

dengan realisasi sebesar Rp127.625.314.529,00 atau 99,87% dari nilai 

anggaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tersebut turun sebesar 

Rp64.789.793.517,00 atau 33,67% dibandingkan dengan realisasi Pengeluaran 

Pembiayaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp192.415.108.046,00. 

Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Penyertaan Modal 

Daerah sebesar Rp36.952.171.529,00 dan Pembayaran Pinjaman dari Lembaga 

Keuangan  Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp90.673.143.000,00. 

 

a. Penyertaan Modal Daerah 

Anggaran 2023  Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp36.952.171.529,00 Rp36.952.171.529,00 Rp36.100.000.000,00 

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat 

ekonomik seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin menganggarkan Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah 

Daerah sebesar Rp36.952.171.529,00 dengan realisasi sebesar 

Rp36.952.171.529,00 atau 100,00% dari nilai anggaran. Realisasi 

Penyertaan Modal (Investasi) tersebut naik sebesar Rp852.171.529,00 atau  

2,36% dibandingkan dengan realisasi Penyertaan Modal (Investasi) 

Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp36.100.000.000,00. 

Realisasi pengeluaran Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah per 

31 Desember 2023 sebesar Rp36.952.171.529,00 dirinci pada tabel berikut. 

Tabel 5.28. Rincian Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 

 

 

 

 

 

No Uraian Anggaran 2023 Realisasi 2023  % Realisasi 2022

1 PDAM Tirta Randik 28.452.171.529,00 28.452.171.529,00 100,00 28.100.000.000,00 

2 PT. Petro Muba Holding 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 100,00 2.000.000.000,00 

3 PT. Bank Sumsel Babel 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 100,00 5.000.000.000,00 

4
PT. Muba Energi Maju 

Berjaya
0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 

Jumlah 36.952.171.529,00 36.952.171.529,00 100,00 36.100.000.000,00 
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1) Penyertaan modal pada PDAM Tirta Randik sebesar 

Rp28.452.171.529,00 terdiri dari:  

a) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 01233/BPKAD/01.00.01/LS/2023 

tanggal 27 Maret sebesar Rp14.450.000.000,00 berdasarkan Surat 

Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal  Nomor: 

T.690.43/PERUMDA/MUBA/III/2023 tanggal 14 Maret 2023; 

b) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 08185/BPKAD/01.00.01/LS/2023 

tanggal 29 Agustus sebesar Rp5.702.171.529,00 berdasarkan Surat 

Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Nomor: 

T.690.188/PERUMDA/MUBA/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023; 

dan 

c) Pembayaran melalui SP2D Nomor: 11917/BPKAD/01.00.01/LS/2023 

tanggal 1 November 2023 sebesar Rp8.300.000.000,00 berdasarkan 

Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Nomor: 

T.690.220/PERUMDA/MUBA/IX/2023 tanggal 25 Oktober dan SK. 

Bupati Nomor: 666/KPTS-BPKAD/2023 tanggal 17 Oktober 2023. 

2) Penyertaan Modal pada PT Petro Muba Holding sebesar 

Rp5.000.000.000,00 dengan Pembayaran melalui SP2D Nomor: 

09843/BPKAD/2.2.02.01/LS/2023  tanggal 03 Oktober 2023 berdasarkan 

Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Nomor: 

A.285/PETRO-MUBA/IX/2023 tanggal 25 September 2023; dan 

3) Penyertaan Modal pada PT Bank Sumsel Babel sebesar 

Rp3.500.000.000,00 dengan Pembayaran melalui SP2D Nomor: 

01232/BPKAD/02.02.01/LS/2023  tanggal 27 Maret 2023 berdasarkan 

Surat Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Nomor: 

296/SKY/1/B/2023 tanggal 10 Maret 2023. 

 

b. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp90.838.249.703,00 Rp90.673.143.000,00 Rp156.315.108.046,00 

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan 

bank sebesar Rp90.673.143.000,00 terdiri dari pembayaran pokok atas 

fasilitas pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka 

pembangunan gedung RSUD Sekayu melalui SP2D berikut: 

Tabel 5.29. Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan 

Bank dalam Rangka Pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung 

RSUD Sekayu 

 

 

 

 

 

SP2D Tanggal Jumlah

00893/BPKAD/6.2.03.04/LS/2023 14 Maret 2023 30.224.381.000,00   

04691/BPKAD/6.2.03.04/SPP.LS/2023 22 Juni 2023 30.224.381.000,00   

04692/BPKAD/6.2.03.04/SPP.LS/2023 22 Juni 2023 30.224.381.000,00   

90.673.143.000,00   Total
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5.1.4.3    Pembiayaan Netto  

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

(Rp64.418.741.676,00) (Rp65.223.526.931,12) Rp101.925.115.969,75 

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan 

Pengeluaran Pembiayaan. Pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin menganggarkan Pembiayaan Netto sebesar 

(Rp64.418.741.676,00) dengan realisasi sebesar (Rp65.223.526.931,12) atau 

101,25% dari nilai anggaran. Realisasi Pembiayaan Netto tersebut turun sebesar 

(Rp167.148.642.900,87) atau 163,99% dibandingkan dengan realisasi 

Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp101.925.115.969,75 yang 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

5.1.5       Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

Anggaran 2023 Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp0,00 Rp119.544.525.633,58 Rp63.371.679.556,76 

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih 

lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu 

periode pelaporan.  

SiLPA Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp119.544.525.633,58. SiLPA 

Tahun Anggaran 2023 naik sebesar Rp56.172.846.076,82 atau sebesar 88,64% 

dari realisasi SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.371.679.556,76. 

Rincian SiLPA dapat dijelaskan sebagai berikut. 

   Tabel 5.30. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Penerimaan Pembiayaan Rp 62.401.787.597,88

- Pengeluaran Pembiayaan Rp 127.625.314.529,00 _

Rp (65.223.526.931,12)

Anggaran                      

(Rp)

Realisasi                            

(Rp)
%

1 Pendapatan Daerah 4.078.146.093.777,00 3.807.807.962.928,72 93,37 3.221.260.445.686,84 

2 Belanja Daerah 4.013.727.352.101,00 3.623.039.910.364,02 90,27 3.259.813.882.099,83 

3 Surplus (Defisit)               64.418.741.676 184.768.052.564,70           287 (38.553.436.412,99)

4 Penerimaan Pembiayaan 63.371.679.556,00 62.401.787.597,88 98,47 294.340.224.015,75 

5 Pengeluaran Pembiayaan 127.790.421.232,00 127.625.314.529,00 99,87 192.415.108.046,00 

6 Pembiayaan Netto (64.418.741.676,00) (65.223.526.931,12) 101,25 101.925.115.969,75 

SiLPA (SiKPA) 0,00 119.544.525.633,58 0,00 63.371.679.556,76 

No Perhitungan APBD

Tahun 2023
Tahun 2022                          

(Rp)
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5.2    Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang 

menyajikan informasi peningkatan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada LP-SAL berasal dari Saldo Anggaran Lebih 

Awal dikurangi penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan 

ditambah/dikurangi SiLPA/SiKPA pada Laporan Realisasi Anggaran periode 

bersangkutan dan koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. Laporan 

Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp63.371.679.556,76 Rp271.735.804.459,75 

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah saldo yang berasal dari akumulasi 

SILPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain 

yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp63.371.679.556,76 

merupakan sisa lebih pembiayaan Tahun Anggaran 2023. 

 

5.2.2 Penggunaan  Saldo Anggaran Lebih 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp62.401.787.597,88 Rp271.671.938.265,75 

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan                          

sebesar Rp62.401.787.597,88. 

 

5.2.3 Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp119,544,525,633.58  Rp63.371.679.556,76 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang 

antara realisasi Pendapatan LRA, Belanja, dan Transfer serta Penerimaan dan 

Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. Rincian 

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Anggaran 2023 

adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya 

Tahun 2023 Tahun 2022 

(Rp969.891.958,88) (Rp63.866.194,00) 

Koreksi atas Kesalahan Pembukuan SiLPA Tahun Sebelumnya sebesar 

Rp969.891.958,88. Koreksi disebabkan oleh temuan Audit BPK pada Tahun 

Anggaran 2022 yang dijurnal mengurangi belanja yakni karena pada saat cek fisik, 

Tiang Pancang Baja tidak ada di lokasi dikarenakan distribusi barang terkendala 

1 Surplus/(Defisit) anggaran 184,768,052,564.70

2 Pembiayaan netto (Rp65,223,526,931.12)

SiLPA Tahun Berjalan Rp119,544,525,633.58 
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dengan kondisi air musi yang sangat tinggi sehingga terdapat kurang catat belanja 

sebesar Rp969.891.958,88 dan dijurnal koreksi di Tahun Anggaran 2023 karena 

barang tersebut sudah diserahkan dari Direktur PT Sriwijaya Perkasa Abadi kepada 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU PR berdasarkan Berita Acara 

Penyerahan Barang Nomor:01/BA-PENYERAHAN/PU-

PR/APBD/KEC.LAIS/2023 tanggal 18 September 2023. 

 

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp119.544.525.633,58 Rp63.371.679.556,76 

Saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp119.544.525.633,58 merupakan sisa lebih 

pembiayaan anggaran tahun 2023 setelah koreksi kesalahan pembukuan tahun 

sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2023 tersebut naik 

sebesar Rp56,172,846,076.82 atau 88,64% dibanding Saldo Anggaran Lebih Akhir 

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp63.371.679.556,76. 
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5.3     Neraca 

Penjelasan pos-pos Neraca ini menguraikan secara singkat mengenai posisi saldo 

rekening Neraca yang disajikan dengan perincian secara detail dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini, dan 

pengungkapan informasi yang diharuskan oleh kebijakan akuntansi pemerintahan 

yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dalam penjelasan 

pos-pos Neraca ini diuraikan mengenai posisi Neraca untuk tahun yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu sebagai berikut. 

 

5.3.1 Aset 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp7.743.810.832.131,50 Rp8.012.611.625.312,70 

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh 

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat 

ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh 

pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya 

non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 

Saldo akhir Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.743.810.832.131,50 

turun sebesar Rp268.800.793.181,20 atau 3,35% dibandingkan saldo per                            

31 Desember 2022 sebesar Rp8.012.611.625.312,70. Rincian jumlah Aset sebagai 

berikut. 

 

5.3.1.1 Aset Lancar 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp265.637.145.266,82 Rp244.842.707.785,83 

 

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika aset tersebut:  

a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan 

dalam jangka waktu siklus operasi normal badan/unit; atau  

b. Dimiliki untuk diperdagangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan 

diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal 

neraca; atau  

c. Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.  

Aset yang tidak termasuk kategori tersebut di atas diklasifikasikan sebagai 

Aset Tidak Lancar. 

Aset Lancar terdiri dari Kas dan Setara Kas, dan Aset selain Kas yang 

diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali 

dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo akhir Aset Lancar per                  

31 Desember 2023 adalah sebesar Rp265.637.145.266,82 turun sebesar 

Rp20.794.437.480,99 atau 8,49% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 

sebesar Rp244.842.707.785,83. Rincian Aset Lancar adalah sebagai berikut. 
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Tabel 5.31. Rincian Aset Lancar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kas dan Setara Kas  

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

  Rp121.644.558.383,58 Rp59.690.199.337,62 

Kas dan Setara Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, 

dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas 

yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab selain BUD. Saldo Kas dan 

Setara Kas per 31 Desember 2023 sebesar   Rp121.644.558.383,58 atau naik 

sebesar Rp61.954.359.045,96 atau 103,79% dibandingkan dengan saldo Kas dan 

Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp59.690.199.337,62. Rincian lebih 

lanjut dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Adapun rincian dari Kas dan Setara Kas adalah sebagai berikut.  

1) Kas di Kas Daerah  

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp99.296.440.410,68 Rp36.445.281.176,46 

 

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat 

digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas Umum Daerah adalah 

tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum 

Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah 

daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023  sebesar 

Rp99.296.440.410,68 atau  naik sebesar Rp62.851.159.234,22 atau 172,45% 

1 2 3 4

1 Kas di Kas Daerah 99.296.440.410,68 36.445.281.176,46

2 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 2.469.655,00

3 Kas di Bendahara Penerimaan 5.910.647,00 6.126.100,00

4
Kas Di Badan Layanan Umum 

Daerah

17.757.416.867,90 22.551.527.120,16

5 Kas Di Bendahara FKTP 51.230.510,00 64.174.386,00

6 Kas Di Bendahara BOS 21.000.000,00 268.720.900,00

7 Kas Lainnya 4.512.559.948,00 351.900.000,00

8 Setara kas 0,00 0,00

9 Piutang Pajak Daerah 103.951.607.150,34 95.130.064.293,34

10 Piutang Retribusi Daerah 340.945.660,00 244.234.067,00

11 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 5.529.270.431,81 10.946.766.661,25

12 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 360.115,00 51.209.701.016,00

13 Piutang Transfer Antar Daerah 45.557.880.475,00 31.399.654.148,00

14 Piutang lainnya 104.134.225,15 1.556.360.665,18

15 Penyisihan Piutang (56.691.804.019,11)       (51.265.346.158,58)       

16 Beban Dibayar Dimuka 2.942.047.279,06 1.679.930.917,87

17 Persediaan 42.258.145.565,99 44.251.142.838,15

265.637.145.266,82 244.842.707.785,83JUMLAH

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)
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dibandingkan dengan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp36.445.281.176,46.  

Dalam rangka pengelolaan kas, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

menyimpan dana dalam bentuk giro. Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin memiliki satu rekening Kas Daerah. Kas Daerah ini ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 914/KPTS-BPKAD/2022 yang 

menetapkan Nomor Rekening 149.300.0001 pada Bank Sumsel Babel Cabang 

Sekayu sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin Tahun 2023. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 

adalah sebesar Rp99.296.440.410,68. 

Dari saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp99.296.440.410,68 terdapat kas yang 

dibatasi penggunaannya sebesar Rp97.831.506.503,00 dengan rincian sebagai 

berikut : 

a) DAU Spesifik Grant untuk PPPK Tahun 2022 dan 2023 sebesar 

Rp53.517.508.306,00; 

b) DAU Spesifik Grant untuk DAU Pendanaan Kelurahan sebesar 

Rp44.307.089,00; 

c) DAU Spesifik Grant untuk DAU Bidang Pendidikan sebesar 

Rp6.524.543.528,00; 

d) DAU Spesifik Grant untuk DAU Bidang Kesehatan sebesar 

Rp1.553.790.200,00; 

e) DAU Spesifik Grant untuk DAU Bidang Pekerjaan Umum sebesar 

Rp361.518.579,00; 

f) DAK Non Fisik untuk Pendidikan/Tunjangan Profesi Guru sebesar 

Rp3.104.166.855,00; 

g) DAK Non Fisik untuk Pendidikan /Tambahan Penghasilan Guru sebesar 

Rp653.750.000,00; 

h) DAK Non  Fisik untuk Pendidikan/ Tunjangan Khusus Guru sebesar 

Rp85.954.600,00; 

i) DAK Non Fisik untuk Kesehatan/BOK sebesar Rp3.800.565,243,00; 

j) DAK Non Fisik untuk Keluarga Rp115.749.770,00; 

k) DAK Non Fisik untuk DPMPTSP/Fasilitasi Penanaman Modal sebesar 

Rp28.937.824,00; 

l) DAK Non Fisik untuk Ketahanan Pangan dan Pertanian/KPP sebesar 

Rp88.323.400,00; 

m) DAK Non Fisik untuk PK2UMK sebesar Rp67,825.200,00; 

n) DAK Fisik Reguler untuk Pendidikan / PAUD sebesar Rp27.660.000,00; 

o) DAK Fisik Reguler untuk Pendidikan / SD sebesar Rp36.172.000,00; 

p) DAK Fisik Reguler untuk Pendidikan ? SMP sebesar Rp78.614.000,00; 

q) DAK Fisik Reguler untuk Air Minum Rp225.000,00; 

r) DAK Fisik Reguler untuk Sanitasi Rp151.000,00; 

s) DAK Fisik Penugasan untuk Pertanian sebesar Rp119.197.120,00; 

t) DAK Fisik Penugasan untuk Irigasi sebesar Rp44.159.000,00; 
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u) DAK Fisik Penugasan untuk Kelautan Perikanan sebesar 

Rp29.739.320,00; 

v) DAK Fisik Penugasan  untuk Pendidikan / PAUD sebesar 

Rp2.410.000,00; 

w) DAK Fisik Penugasan untuk Pendidikan / SD sebesar Rp109.761.250,00; 

x) DAK Fisik Penugasan untuk Pendidikan / SMP sebesar Rp44.216.750,00; 

y) DAK Fisik Penugasan untuk Pertanian sebesar Rp43.905.554,00; 

z) DAK Fisik Penugasan untuk Irigasi sebesar Rp73.296.000,00; 

aa) DID untuk DID Induk sebesar Rp326.662.263,00; 

bb) DIF sebesar Rp246.039.652,00; dan 

cc) DBH Sawit sebesar Rp26.702.357.000,00. 

2) Kas di Bendahara Pengeluaran 

 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp0,00 Rp2.469.655,00 

 

Tidak ada saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 karena 

seluruh sisa Uang Persediaan (UP) atau saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada 

SKPD telah disetor ke rekening Kas Daerah sebelum 31 Desember 2023. Saldo 

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.469.655,00 

telah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2023. 

3) Kas di Bendahara Penerimaan  

 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp5.910.647,00 Rp6.126.100,00 

  

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar  

Rp5.910.647,00 turun sebesar Rp215.453,00 atau 3,52% dibandingkan saldo Kas 

di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.126.100,00. Saldo 

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.126.100,00 

sudah disetor ke Rekening Kas Umum Daerah pada tahun 2023 dan Saldo Kas di 

Bendahara Penerimaan Per 31 Desember 2023 terdiri dari : 

a) Pembayaran PBB sebesar  Rp1.660.647,00  yang masih berada di Rekening 

BRI Nomor 0164.01.001273.30.3 dan belum disetor ke Kas Daerah per 31 

Desember 2023. Rekening tersebut dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah; 

b) Koreksi atas Pendapatan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp2.250.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

c) Koreksi atas Pendapatan Retribusi Parkir Pasar Mangunjaya sebesar 

Rp2.000.000,00  yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2023 

pada Dinas Perhubungan; 
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4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) 

 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp17.757.416.867,90 Rp22.551.527.120,16 

 

Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan seluruh kas yang 

berada di bawah tanggung jawab Bendahara BLUD yang sumbernya berasal dari 

penerimaan dan pengeluaran operasional BLUD yang bersangkutan atas Jasa 

Pelayanan Kesehatan dan Jasa Non Pelayanan Kesehatan. Saldo Kas di BLUD 

per 31 Desember 2023 sebesar Rp17.757.416.867,90 turun sebesar 

Rp4.794.110.252,26 atau 21,26% dibanding saldo Kas di BLUD per 31 Desember 

2022 sebesar Rp22.551.527.120,16 

Adapun rincian saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 

Desember 2023 adalah  sebagai berikut. 

 

a) Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp1.078.148.525,14 terdiri dari: 

Tabel 5.32. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sekayu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun Kas Bendahara Penerimaan sebesar Rp11.657.080,00 adalah pendapatan 

jasa layanan yang berasal dari pembayaran pasien umum pada tanggal 29 s.d 31 

Desember 2023 yang disetor ke rekening Kas BLUD pada tanggal 2 Januari 2024. 

Perhitungan Kas BLUD RSUD Sekayu per 31 Desember 2023 berasal dari: 

Tabel 5.33. Kas BLUD RSUD Sekayu 

 

 

 

 

 

 

 

No Uraian Rekening Jumlah (Rp)

1 Giro BPD Sumsel Babel 149-30-10609 477.698.416,86

2 Giro BPD Sumsel Babel  UP 149-30-13356 24.562,00

3 Kas Bendahara Penerimaan 11.657.080,00

4 Giro Bank Mandiri 113-00-1213880-0 49.775.662,62

5 Giro Bank BRI 0164-01001-115-301 43.064.602,40

6 Bank BNI Giro 0724-870982 5.487.831,00

7 Giro Syariah Mandiri Penerimaan 7141076951 985.000,44

8 Giro Syariah Mandiri Pengeluaran 7132125133 489.455.369,82

9 Giro Escrow  Bank Syariah Indonesia 7132126458 0,00

JUMLAH 1.078.148.525,14

Uraian Jumlah (Rp)

Saldo 31 Desember 2022 1.076.770.878,47

Setoran temuan BPK 118.950.476,90

pendapatan 132.915.838.681,45

belanja 133.033.411.511,68

Perhitungan saldo 31 Desember 2023 1.078.148.525,14



156 

 

b) Saldo Kas BLUD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp16.679.268.342,76 yang 

terdiri dari: 

(1) RSUD Sungai Lilin sebesar Rp5.754.947.717,79, yang terdiri dari: 

 

Tabel 5.34. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin 

 

 

 

 

 

Saldo kas tunai pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp30.552.100,00 adalah 

petty cash di kasir, pendapatan layanan pasien umum rawat inap, rawat jalan dan 

IGD pada tanggal 29 s.d 31  Desember 2023 yang disetor ke rekening Kas BLUD 

pada tanggal 2 Januari 2024. 

Perhitungan Kas BLUD RSUD Sungai Lilin per 31 Desember 2023 adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 5.35. Perhitungan Saldo Kas BLUD RSUD Sungai Lilin 

 

 

 

 

 

(2) BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp7.725.419.057,00, yang terdiri 

dari: 

Tabel 5.36. Rincian Saldo Kas BLUD RSUD Bayung Lencir 

 

 

 

 

 

 

Saldo kas tunai pada Bendahara Penerimaan sebesar Rp78.581.028,00 

adalah pendapatan layanan pasien umum rawat inap dan biaya MCU P3K 

tanggal 29 Desember 2023 yang disetor ke rekening Kas BLUD pada 

tanggal 2 Januari 2024. 

Perhitungan Kas BLUD RSUD Bayung Lencir per 31 Desember 2023 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.37. Perhitungan Kas BLUD RSUD Bayung Lencir  

 

 

 

 

No. Uraian Jumlah (Rp)

1 Saldo 31 Desember 2022 5.650.339.014,49

2 Pendapatan 21.244.340.114,30

3 Belanja 21.139.731.411,00

Perhitungan saldo 31 Des 2023 5.754.947.717,79

No. Uraian Jumlah (Rp)

1 Saldo 31 Desember 2022 11.821.910.001,00

2 Pendapatan 19.615.930.622,00

3 Belanja 23.712.421.566,00

Perhitungan saldo 31 Des 2023 7.725.419.057,00

No Uraian Jumlah (Rp)

1 Kas Tunai Bendahara Penerimaan 78.581.028,00

3 Bank Kas BLUD 176-301-0005 1.161.319,00

4 Bank Kas BLUD 383738377-3 7.645.676.710,00

JUMLAH 7.725.419.057,00

No Uraian Jumlah (Rp)

1 Kas Tunai Bendahara Penerimaan 30.552.100,00

2 Bank Kas BLUD 160-301-0004 263.134.601,00

3 Bank Kas BLUD 714-310-7544 5.461.261.016,79

JUMLAH 5.754.947.717,79
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(3) Kas Bendahara  BLUD Puskesmas sebesar Rp3.198.901.567,97. 

Saldo tersebut merupakan saldo kas Bendahara BLUD pada 28 

puskesmas per 31 Desember 2023, yang disimpan pada Bank BRI Kantor 

Cabang Sekayu. Perhitungan Kas Bendahara  BLUD Puskesmas per 31 

Desember 2023 adalah sebagai berikut. 

 Tabel 5.38. Perhitungan Kas BLUD 28 Puskesmas  

 

 

 

 

 

 

5) Kas di Bendahara FKTP 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp51.230.510,00 Rp64.174.386,00 

Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Dinas Kesehatan adalah fasilitas 

kesehatan yang melakukan layanan kesehatan non spesialis bagi individu. 

Bendahara pada FKTP adalah PNS yang ditugasi menerima pembayaran BPJS 

Kesehatan, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, 

mempertanggungjawabkannya. Saldo Kas di FKTP merupakan saldo kas 

Puskesmas Air Balui yang merupakan FKTP Non BLUD. 

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.230.510,00 

atau  turun sebesar Rp12.943.876,00 atau 20,17% dibandingkan dengan saldo Kas 

di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.174.386,00. 

Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.39. Perhitungan Kas FKTP 

 

 

 

 

 

 

Rekapitulasi Pendapatan dan Belanja BLUD per 31 Desember 2023 dapat dilihat 

pada Lampiran 1a. 

 

6) Kas di Bendahara BOS 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp21.000.000,00 Rp268.720.900,00 

Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah adalah saldo dana yang mencakup seluruh 

kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran sekolah yang 

Uraian Jumlah (Rp)

Saldo 31 Desember 2022 64.174.386,00

Pendapatan 258.977.430,00

Belanja 271.921.306,00

Saldo Akhir 31 Desember 2023 51.230.510,00

No. Uraian Jumlah (Rp)

1 Saldo 31 Desember 2022 4.002.507.226,20

2 Pendapatan 37.176.279.272,00

3 Belanja 37.979.884.930,23

Perhitungan saldo 31 Des 2023 3.198.901.567,97
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sumbernya berasal dari transfer pemerintah pusat. Sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri (PMDN) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah Pasal 41 ayat 1 dan 

2 yang menyatakan bahwa sisa Dana BOS pada akhir tahun tetap berada di 

rekening bank sekolah. Pasal 41 ayat 3 menyatakan bahwa Sisa Dana BOS yang 

terdapat pada rekening sekolah diakui sebagai SiLPA BOS dan menjadi bagian 

dari penerimaan pembiayaan pada APBD. 

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.000.000,00 

atau turun sebesar Rp247.720.900,00 atau 92,19% dibandingkan dengan saldo 

Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp268.720.900,00. 

Perhitungan Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 5.40. Kas di Bendahara BOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koreksi pengurangan belanja sebesar Rp21.000.000,00 merupakan hasil Cash 

Opname BPK pada SMP Negeri 2 Sekayu. 

Rekapitulasi Realisasi Dana BOS dan BOP per 31 Desember 2023 dapat dilihat 

pada Lampiran 1d s.d. 1g. 

 

7) Kas Lainnya 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp4.512.559.948,00 Rp351.900.000,00 

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.512.559.948,00 

meningkat sebesar Rp4.160.659.948,00 atau 1.182,34% dibandingkan Saldo Kas 

Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp351.900.000,00. Saldo Kas Lainnya 

per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.512.559.948,00 terdiri dari : 

(1) Saldo Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar 

Rp4.505.543.060,00. Saldo tersebut merupakan dana bantuan dari 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan  kepada Puskesmas  yang 

digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan 

masyarakat. Perhitungan saldo BOK per 31 Desember 2023 adalah sebagai 

berikut. 

 

Tabel 5.41. Kas di Bendahara BOK 

 

 

Uraian Jumlah (Rp)

Saldo 31 Desember 2022 268.720.900,00

saldo piutang lainnya 2022 26.607.000,00

Pendapatan setoran temuan APIP 209.986.317,00

pendapatan transfer 98.398.002.500,00

belanja 98.903.316.717,00

koreksi BPK 21.000.000,00

Saldo Akhir 31 Desember 2023 21.000.000,00

Uraian Jumlah (Rp)

Saldo 31 Desember 2022 0,00

pendapatan transfer 17.713.647.400,00

belanja 13.208.104.340,00

Saldo Akhir 31 Desember 2023 4.505.543.060,00
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(2) Saldo kas di Bendahara sekolah sebesar Rp7.016.888,00. Saldo tersebut 

merupakan potongan PPh Pasal 23 dan PPn yang belum disetor ke Kas 

Negara sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut : 

• SD Negeri Tenggulang Jaya, PPn Dalam Negeri sebesar Rp1.562.438,00 

• SD Negeri 2 Sekayu, PPn Dalam Negeri sebesar Rp1.899.999,00 

• SD Negeri 1 Babat, PPn Dalam Negeri sebesar Rp2.518.179,00 dan PPh 

Pasal 23 sebesar Rp1.036.272,00 

 

b. Piutang Pajak Daerah 

   31 Desember 2023 31 Desember 2022 

 Rp103.951.607.150,34 Rp95.130.064.293,34 

Piutang Pajak Daerah  per 31 Desember 2023 sebesar Rp103.951.607.150,34 

adalah gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan 

Retribusi Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. Nilai Saldo Piutang Pajak Daerah 

tahun 2023 tersebut naik sebesar Rp8.821.542.857,00 atau 9.27% dibandingkan 

nilai Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp95.130.064.293,34. 

Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.42. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutasi Piutang Pajak Daerah selama Tahun 2023 yaitu. 

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 Rp95.130.064.293,34 

Mutasi tambah:  

– Penambahan Piutang Pajak Daerah Rp11.360.423.775,00 

Mutasi kurang:  

– Koreksi Piutang Pajak Daerah (Rp108.006.210,00) 

– Penghapusan Piutang Pajak Daerah (Rp134.758.591,00) 

– Pembayaran Piutang Pajak Daerah (Rp11.360.423.775,00) 

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 Rp103.951.607.150,34 

dengan rincian sebagai berikut. 

No Piutang Pajak Daerah
Tahun 2023

(Rp)

Tahun 2022

(Rp)

1 Pajak Hotel 609.298.953,00              725.189.508,00                      

2 Pajak Restoran 643.705.365,00              742.580.347,00                      

3 Pajak Hiburan 2.034.664,00                  1.280.000,00                            

4 Pajak Reklame 189.255.260,00              127.409.375,00                      

5 Pajak Penerangan Jalan 2.795.662.201,34           2.342.790.845,34                  

6 Pajak Parkir 32.534.900,00                21.194.700,00                         

7 Pajak Air  Bawah Tanah 878.645.285,00              737.432.499,00                      

8 Pajak Sarang Burung Walet 1.750.000,00                  850.000,00                                 

9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 113.274.690,00              114.140.690,00                      

10 PBB Pedesaan Perkotaan 81.184.163.129,00         72.179.758.916,00               

11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah Bangunan 17.501.282.703,00         18.137.437.413,00               

103.951.607.150,34 95.130.064.293,34Jumlah
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1) Koreksi lebih catat piutang Pajak Daerah sebesar Rp108.006.210,00 yang 

terdiri dari: 

a) Koreksi lebih catat Pajak Restoran sebesar Rp75.265.770,00; 

b) Koreksi kurang catat PBB Pedesaan Perkotaan sebesar Rp91.800,00; 

dan 

c) Koreksi lebih catat Pajak BPHTB sebesar Rp32.832.240,00. 

2) Terdapat penghapusan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp134.758.591,00 

berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 521 Tahun 2023 tentang 

penghapusan Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Air Tanah, dan 

Pajak Penerangan Jalan dalam Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2016 

sampai dengan tahun 2017, yang terdiri dari: 

a) Pajak Hotel sebesar Rp116.068.646,00; 

b) Pajak Restoran sebesar Rp12.399.480,00; 

c) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp5.732.771,00; dan 

d) Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp557.694,00; 

3) Pembayaran Piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.296.116.117,00 yang 

terdiri dari: 

a) Piutang Pajak Hotel sebesar Rp22.784.137,00; 

b) Piutang Pajak Restoran sebesar Rp465.070.559,00; 

c) Piutang Pajak Reklame sebesar Rp36.918.938,00; 

d) Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp7.816.419,00; 

e) Piutang Pajak Parkir sebesar Rp12.049.700,00; 

f) Piutang Pajak Air Bawah tanah sebesar Rp8.874.186,00; 

g) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 

Rp1.566.000,00; 

h) Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp653.118.655,00; dan 

i) Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 

Rp1.087.917.523,00. 

4) Penambahan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp11.360.423.775,00 yang 

terdiri dari: 

a) Piutang Pajak Hotel sebesar Rp22.962.228,00; 

b) Piutang Pajak Restoran sebesar Rp453.860.827,00; 

c) Piutang Pajak Hiburan Rp754.664,00; 

d) Piutang Pajak Reklame sebesar Rp98.764.823,00; 

e) Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp466.420.546,00; 

f) Piutang Pajak Parkir sebesar Rp23.389.900,00; 

g) Piutang Pajak Air Bawah Tanah sebesar Rp150.644.666,00; 

h) Piutang Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp900.000,00; 

i) Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 

Rp700.000,00; 
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j) Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar Rp9.657.431.068,00; 

dan 

k) Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 

Rp484.595.053,00. 

 
c. Piutang Retribusi Daerah 

 31 Desember 2023 31 Desember 2022 

 Rp340.945.660,00 Rp244.234.067,00 

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp340.945.660,00 

meningkat sebesar Rp96.711.593,00 atau 39,60% dibandingkan nilai Piutang 

Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp244.234.067,00. Mutasi 

Piutang Retribusi Daerah selama Tahun 2023 yaitu. 

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 Rp244.234.067,00 

Mutasi tambah:  

– Penambahan Piutang Retribusi Daerah Rp336.530.660,00 

– Koreksi Piutang Retribusi Daerah Rp4.415.000,00 

Mutasi kurang:  

– Pembayaran Piutang Retribusi Daerah Rp244.234.067,00 

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 Rp340.945.660,00 

dengan rincian sebagai berikut. 

1. Pembayaran Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika sebesar Rp244.234.067,00; 

2. Penambahan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika tahun 2023 sebesar Rp336.530.660,00;  

3. Koreksi BPK atas kurang catat Piutang Retribusi Pemakaian Laboratorium 

pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.415.000,00. 

 

d. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 

    31 Desember 2023  31 Desember 2022 

  Rp5.529.270.431,81  Rp10.946.766.661,25 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah adalah piutang selain Pajak, Retribusi dan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Piutang Lain-Lain PAD yang 

Sah diantaranya Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, 

Piutang BLUD, dan Piutang Lain-Lain PAD. 

Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 adalah sebesar  

Rp5.529.270.431,81 turun sebesar Rp5.417.496.229,44 atau 49,49% dibanding 

Piutang Pajak Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp10.946.766.661,25. Adapun  rincian nilai Piutang Pajak Lain-lain PAD yang 

Sah sebagai berikut. 

1) Dinas Kesehatan 

Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan merupakan piutang 

BLUD yang timbul karena belum diterimanya pendapatan yang bersumber 

dari pendapatan jasa layanan umum BLUD. 
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Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas Kesehatan tahun 2023  

yaitu. 

Piutang per 31 Desember 2022 Rp8.870.620.436,81 

Mutasi tambah:  

– Penambahan Piutang  Rp3.154.959.888,00 

– Koreksi Piutang  Rp14.109.174,00 

Mutasi kurang:  

– Koreksi Piutang 4.317.500,00 

– Pembayaran Piutang  Rp7.923.100.426,00 

Piutang per 31 Desember 2023 Rp4.112.271.572,81 

dengan rincian sebagai berikut. 

a) Koreksi lebih catat Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar 

Rp4.317.500,00 pada BLUD RSUD Sekayu; 

b) Pembayaran Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar 

Rp7.923.100.426,00 dengan rincian : 

(1) BLUD Puskesmas Ngulak sebesar Rp2.193.000,00; 

(2) BLUD Puskesmas Babat Toman sebesar Rp9.904.000,00; 

(3) BLUD Puskesmas Tanah Abang sebesar Rp1.000.000,00; 

(4) BLUD Puskesmas Bukit Selabu sebesar Rp70.000,00; 

(5) BLUD Puskesmas Cinta Karya sebesar Rp3.000.000,00; 

(6) BLUD Puskesmas Suka Damai sebesar Rp7.885.000,00; 

(7) BLUD Puskesmas Tebing Bulang sebesar Rp7.520.000,00; 

(8) BLUD Puskesmas Jirak sebesar Rp1.635.000,00; 

(9) BLUD Puskesmas Lumpatan sebesar Rp4.500.000,00; 

(10) BLUD Puskesmas Lais sebesar Rp1.217.000,00; 

(11) BLUD Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp6.630.000,00; 

(12) BLUD Puskesmas Peninggalan sebesar Rp700.000,00; 

(13) BLUD Puskesmas Bandar Agung sebesar Rp9.115.000,00; 

(14) BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp271.983.041,00; 

(15) BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp439.243.100,00; dan 

(16) BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp7.156.505.285,00. 

c) Penambahan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar 

Rp3.154.959.888,00 dengan rincian: 

(1) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Ngulak untuk bulan 

Desember sebesar Rp70.297.000,00; 

(2) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Babat Toman untuk bulan 

Desember sebesar Rp48.294.000,00; 

(3) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Ulak Paceh untuk bulan 

Desember sebesar Rp12.400.000,00; 

(4) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Tanah Abang untuk bulan 

Desember sebesar Rp3.240.000,00; 

(5) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Bukit Selabu untuk bulan 

Desember sebesar Rp1.600.000,00; 
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(6) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Cinta Karya untuk bulan 

Desember sebesar Rp7.027.000,00; 

(7) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Suka Damai untuk bulan 

Desember sebesar Rp7.435.000,00; 

(8) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Sidorahayu untuk bulan 

Desember sebesar Rp17.952.000,00; 

(9) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Tebing Bulang untuk bulan 

Desember sebesar Rp11.635.000,00; 

(10) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Jirak untuk bulan Desember 

sebesar Rp5.600.000,00; 

(11) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Balai Agung untuk bulan 

Desember sebesar Rp21.690.000,00; 

(12) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Lumpatan untuk bulan 

Desember sebesar Rp12.970.000,00; 

(13) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Lais untuk bulan Desember 

sebesar Rp23.845.000,00; 

(14) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Teluk Kijing untuk bulan 

Desember sebesar Rp2.600.000,00; 

(15) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Tanjung Kerang untuk bulan 

Desember sebesar Rp5.600.000,00; 

(16) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Sungai Lilin untuk bulan 

Desember sebesar Rp23.065.000,00; 

(17) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Sri Gunung untuk bulan 

Desember sebesar Rp4.565.000,00; 

(18) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Karya Maju untuk bulan 

Desember sebesar Rp14.795.000,00; 

(19) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Mekarjaya untuk bulan 

Desember sebesar Rp3.031.000,00; 

(20) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Bayung Lencir untuk bulan 

Desember sebesar Rp17.580.000,00; 

(21) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Suka Jaya untuk bulan 

Desember sebesar Rp5.070.000,00; 

(22) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Peninggalan untuk bulan 

Desember sebesar Rp7.760.000,00; 

(23) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Sumber Harum untuk bulan 

Desember sebesar Rp11.940.000,00; 

(24) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Berojaya Timur untuk bulan 

Desember sebesar Rp9.600.000,00; 

(25) Klaim BPJS pada BLUD Puskesmas Karang Mukti untuk bulan 

November sebesar Rp8.200.000,00; 

(26) Klaim BPJS pada BLUD RSUD Sungai Lilin untuk bulan 

November dan Desember sebesar Rp187.828.361,00; 
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(27) Klaim BPJS pada BLUD RSUD Bayung Lencir untuk bulan 

Desember sebesar Rp1.664.914.617,00; dan 

(28) Klaim pada BLUD RSUD Sekayu untuk bulan Desember sebesar 

Rp944.425.910,00. 

d) Koreksi BPK atas kurang catat piutang lain-lain PAD yang Sah pada 7 

Puskesmas di Dinas Kesehatan berdasarkan hasil konfirmasi ke BPJS 

Kesehatan sebesar Rp14.109.174,00, yang terdiri dari: 

(1) Kurang catat Piutang BPJS pada BLUD Bandar Agung untuk 

bulan Desember sebesar Rp21.260.000,00; 

(2) Kurang catat Piutang BPJS pada BLUD Gardu Harapan untuk 

bulan Desember sebesar Rp5.505.000,00 

(3) Kurang catat Piutang BPJS pada  BLUD Lubuk Bintialo untuk 

bulan Desember sebesar Rp22.200.000,00; 

(4) Kurang catat Piutang BPJS pada BLUD Mekar Jaya untuk bulan 

Desember sebesar Rp4.000.000,00; 

(5) Lebih catat Piutang BPJS pada BLUD Ulak Paceh untuk bulan 

Desember sebesar Rp40.000,00; 

(6) Kurang catat Piutang BPJS pada PKM Air Balui untuk bulan 

Desember sebesar Rp800.000,00; dan 

(7) Lebih catat Piutang BPJS pada BLUD RSUD Sungai Lilin untuk 

bulan Desember sebesar Rp39.615.826,00. 

 

2) BPKAD 

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah per 31 Desember 2023 sama dengan saldo per 31 Desember 

2022. Piutang tersebut merupakan kelebihan bayar iuran  wajib PNS dan 

Pemerintah Daerah yaitu masing-masing sebesar 1 % atau Rp477.584,00 dan 

4% atau Rp2.387.897,00 akibat kelebihan potongan gaji kekurangan (rapel) 

PNS Daerah yang pensiun. 

3) Dinas Sosial 

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Sosial per 31 Desember 

2023 sebesar Rp4.447.959,00 yang merupakan koreksi BPK atas kurang catat 

penerimaan jasa giro atas rekening nomor 0164.01.002084.30.9 pada Bank 

BRI Kanca Sekayu. Rekening tersebut dikelola oleh Dinas Sosial dan 

digunakan untuk penyaluran dana bantuan sosial. Jasa giro telah disetor ke 

Kas Daerah pada tanggal 31 Januari 2024.  

4) Dinas Perdagangan dan Perindustrian  

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.000.000,00 merupakan 

koreksi BPK atas pemungutan Retribusi Tempat Parkir Khusus pada  Pasar 

Babat Toman yang belum dilaporkan dan disetor ke Kas Daerah per 31 

Desember 2023. 
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5) Perangkat Daerah 

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Perangkat Daerah per 31 

Desember 2023 sebesar Rp1.403.163.003,00. 

Mutasi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Perangkat Daerah selama tahun 

2023 yaitu sebagai berikut. 

a) Pembayaran atas pengembalian kelebihan belanja yang sudah di setor ke 

Kas Daerah pada 1 Januari  s.d. 31 Maret 2023 sebesar 

Rp2.073.758.327,44;  

b) Penambahan piutang atas pengembalian kelebihan pembayaran pengadaan 

kendaraan bermotor roda tiga dengan nomor kontrak 

525/53/SPK/DISBUN-IV/APBDP E-KATALOG/2023 tanggal 16 

November 2023 sebesar Rp31.267.272,00 pada Dinas Perkebunan; 

c) Koreksi BPK atas Kekurangan Kas pada Dinas PUPR sebesar  

37.644.262,00 dan Dinas PERKIM sebesar 24.804.638,00 yang telah 

dilengkapi SKTJM; 

d) Koreksi BPK terkait hasil pemeriksaan BPK atas pengembalian kelebihan 

belanja yang sudah disetor ke Kas Daerah pada 1 Januari s.d 16 April 2024 

sebesar Rp1.223.155.641,00, dengan rincian sebagai berikut. 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp7.851.960,00; 

(2) Dinas Kesehatan (RSUD Sekayu) sebesar Rp8.350.000,00; 

(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp4.914.772,00; 

(4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 

Rp1.637.500,00; 

(5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp7.389.239,00; 

(6) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp38.747.500,00; 

(7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 

Rp39.308.136,00; 

(8) Dinas Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar 

Rp34.041.180,00; 

(9) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp183.514.140,00; 

(10) Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah sebesar  

Rp43.621.784,00; 

(11) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 

Rp7.446.000; 

(12) Dinas Perikanan sebesar Rp8.627.510,00; 

(13) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar  

Rp10.476.845,00; 

(14) Dinas Perkebunan sebesar  Rp150.779.575,00; 

(15) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar  Rp69.774.600,00; 

(16) Sekretariat Daerah sebesar Rp109.042.073,00; 

(17) Sekretariat DPRD sebesar  Rp40.712.700,00; 

(18) Inspektorat sebesar  Rp199.859.260,00; 
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(19) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp110.337.851,00; 

(20) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 

Rp67.075.139,00; 

(21) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 

Rp50.242.400,00; 

(22) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM sebesar  

Rp13.047.827,00; 

(23) Kecamatan Babat Toman sebesar  Rp10.032.650,00; 

(24) Kecamatan Keluang sebesar Rp4.630.000,00;dan 

(25) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar  Rp1.695.000,00; 

e) Koreksi BPK terkait hasil pemeriksaan Inspektorat atas pengembalian 

kelebihan belanja yang sudah di setor ke Kas Daerah pada 1 Januari s.d 16 

April 2024 sebesar Rp86.291.190, dengan rincian sebagai berikut. 

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.500.000,00; 

(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar  

Rp8.100.210,00; 

(3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar  Rp52.050.900,00; 

(4) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar  Rp15.950.480,00; 

(5) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar  Rp5.320.000,00;dan 

(6) Sekretariat DPRD sebesar Rp369.600,00; 

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dapat 

dilihat pada Lampiran 2a dan 2b. 

 

e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

    31 Desember 2023  31 Desember 2022 

  Rp360.115,00  Rp51.209.701.016,00 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat merupakan nilai definitif atas Transfer 

Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan yang belum diterima sampai 

dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku. 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp360.115,00 turun sebesar Rp51.209.340.901,00 dibanding Piutang 

Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp51.209.701.016,00. Mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat selama 

tahun 2023 yaitu: 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2022 Rp51.209.701.016,00 

Mutasi tambah:  

– Penambahan Piutang Rp357.099,00 

Mutasi kurang:  

– Penyaluran Piutang  Rp51.209.698.000,00 

Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 Rp360.115,00 

dengan rincian sebagai berikut. 

1) Penyaluran atas pembayaran Piutang Transfer Pemerintah Pusat 

sebesar  Rp51.209.698.000,00 berdasarkan Keputusan Menteri 
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Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang 

penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih bayar 

dana bagi hasil pada tahun 2023. 

2) Penambahan Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp357.099 

yang terdiri dari: 

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

38/KM.7/2023 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi hasil 

dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 2023 

sebesar Rp8.099,00; dan 

b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 159 

Tahun 2023 tentang perubahan dana bagi hasil tahun anggaran 

2023 sebesar Rp349.000,00. 

Rincian mutasi Piutang Transfer Pemerintah Pusat per 31 Desember 2023 

dapat dilihat pada Lampiran 3. 

 

f. Piutang Transfer Antar Daerah 

    31 Desember 2023  31 Desember 2022 

  Rp45.557.880.475,00  Rp31.399.654.148,00 

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan piutang dana bagi hasil pajak 

daerah dan kurang salur  Belanja Bantuan Keuangan bersifat khusus dari 

Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-

Sumatera Selatan.   

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp45.557.880.475,00 naik sebesar Rp14.158.226.327,00 atau 45,09% 

dibanding Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp31.399.654.148,00. 

Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah selama tahun 2023 yaitu sebagai 

berikut. 

1) Penyaluran Tahun 2022 sebesar Rp31.399.654.148,00 pada tanggal 10 

Mei 2023, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan 

berikut. 

a) SK  Gubernur Sumsel Nomor 953/KPTS/BPKAD/2022 tentang 

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumsel Alokasi Triwulan 

IV 2022 sebesar Rp5.917.470.095,00; 

b) SK  Gubernur Sumsel Nomor 983/KPTS/BPKAD/2022 tentang 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumsel Alokasi November 

2022 sebesar Rp12.515.408.922,00;dan 

c) SK  Gubernur Sumsel Nomor 983/KPTS/BPKAD/2022 tentang 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumsel Alokasi Desember 

2022 sebesar Rp 12.966.775.131,00. 

2) Penambahan Piutang Transfer Antar Daerah Tahun 2023 sebesar Rp 

45.557.880.475,00 yang terdiri dari: 

a. Koreksi BPK atas kurang catat Piutang Pajak Rokok TW IV  

berdasarkan SK Gubernur No: 124/KPTS/BPKAD/2024 tgl 13 
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Februari 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Pajak Rokok 

triwulan IV Bulan Oktober 2023 sampai dengan Bulan November 

2023 untuk Pemerintah Kabupaten /Kota Se-sumatera Selatan 

Tahun Anggaran 2023. Alokasi Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin sebesar Rp5.398.943.196,00; 

b. Koreksi BPK atas kurang catat Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi 

Sumatera Selatan berdasarkan SK Gubernur No: 

125/KPTS/BPKAD/2024 tgl 13 Februari 2024 tentang Penetapan 

Alokasi Definitif, Realisasi, dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak 

Daerah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota Se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023. 

Alokasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar sebesar 

Rp35.000.912.079,00; dan 

c. Koreksi BPK atas kurang catat piutang dana bagi hasil provinsi 

sumsel  berdasarkan SK Gubernur No: 125/KPTS/BPKAD/2024 

tgl 13 Februari 2024 tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur 

Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota Tahun 2023 pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 

Alokasi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 

Rp5.158.025.200,00 

Rincian mutasi Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023 

dapat dilihat pada Lampiran 4. 

g. Piutang Lainnya 

31 Desember 2023  31 Desember 2022 

Rp104.134.225,15  Rp1.556.360.665,18 

Piutang Lainnya merupakan piutang atas Tuntutan Ganti Rugi. Piutang Lainnya 

per 31 Desember 2023 sebesar  Rp104.134.225,15 turun sebesar 

Rp1.452.226.440,03 atau 93,31% dibandingkan Piutang Lainnya per 31 

Desember 2022 sebesar Rp1.556.360.665,18. Mutasi  Piutang Lainnya selama 

tahun 2023 yaitu sebagai berikut. 

1) Koreksi lebih catat piutang  tuntutan ganti rugi sebesar Rp5.274.673,05 yang 

terdiri dari: 

a) Fadul Arfa (2016) sebesar Rp5.274.673,05 karena  telah dibayar pada 

Tahun 2022; dan 

b) Alva Elan.SST.SDA (2017) sebesar Rp0,05 karena telah dibayar pada 

Tahun 2017. 

2) Pembayaran piutang tuntutan ganti rugi sebesar Rp201.405.312,00 yang 

terdiri dari:  

a) Alva Elan, SST.MPSDA (2017) sebesar Rp121.405.312,00; 

b) Alva Elan, SST.MPSDA (2017) sebesar Rp75.000.000,00; dan 

c) Ir. Tri Yulisman Eka Putra,MM (2019) sebesar Rp5.000.000. 

3) Pembayaran piutang kendaraan roda empat sebesar Rp5.000.000,00 an. 

Bambang Irawan, SKM (BG 2111 BZ, SK Lelang Tahun 2015); dan 
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4) Koreksi BPK atas reklasifikasi dari Piutang Lainnya ke Aset Lainnya – Aset 

Lain-lain sebesar Rp1.240.546.454,98  yang terdiri dari: 

a. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian sebesar Rp1.144.223.054,98 pada 

BPPRD;  

b. Piutang Kendaraan Roda Dua sebesar Rp2.309.400,00 pada BPKAD;dan 

c. Piutang Kendaraan Roda Empat sebesar Rp94.014.000,00 pada BPKAD 

ke Aset Lainnya. 

Rekapitulasi seluruh Piutang per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 

5, 6, dan 7. 

 

h. Penyisihan Piutang 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

(Rp56.691.804.019,12) (Rp51.265.346.158,58) 

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase 

tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Penyisihan Piutang  per 31 

Desember  2023 sebesar (Rp56.691.804.019,12) turun sebesar  

Rp5.426.457.860,53 atau 10,59% dibandingkan Penyisihan Piutang per 31 

Desember 2022 sebesar (Rp51.265.346.158,58). Rincian mutasi Penyisihan 

Piutang per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 

1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah 

31 Desember 2023  31 Desember 2022 

 (Rp55.496.782.701,61)    (Rp48.813.559.033,51) 

Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar 

persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang. Penyisihan 

Piutang  per 31 Desember  2023 sebesar (Rp55.496.782.701,61) turun sebesar 

Rp6.683.223.668,10 atau 13.69% dibandingkan Penyisihan Piutang per 31 

Desember 2022 sebesar (Rp48.813.559.033,51). Saldo penyisihan piutang 

terdiri dari: 

 Tabel 5.43. Mutasi Penyisihan Piutang Pajak Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Pos Penyisihan Piutang
Penyisihan Piutang 

Tahun 2022 (Rp)
Koreksi Beban (Rp)

Pendapatan Lain-

lain -LO

Penyisihan Piutang 

Tahun 2023 (Rp)

1 2 3 4 5 6 7=3-4+5-6

1 Pajak Hotel 297.729.026,19 116.068.646,00 4.315.016,14               884.670,69                   185.090.725,64

2 Pajak Restoran 43.179.453,18 12.399.480,00 29.973.664,75             6.529.938,80                54.223.699,13

3 Pajak Hiburan 53.900,00 0,00 77.873,32                    0,00 131.773,32

4 Pajak Reklame 12.231.794,09 0,00 1.775.741,62               184.594,69                   13.822.941,02

5 Pajak Penerangan Jalan 188.617.503,22 5.732.771,00 110.431.673,34           39.082,10                     293.277.323,46

9 Pajak Parkir 469.063,50 0,00 622.634,50                  60.248,50                     1.031.449,50

6 Pajak Air Tanah 24.667.169,57 557.694,00 51.069.180,60             44.370,93                     75.134.285,24

7 Pajak Sarang Burung Walet 85.000,00 0,00 144.500,00                  -                               229.500,00

8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.952.970,38 0,00 9.886.200,63               7.830,00                       11.831.341,01

10 PBB Pedesaan Perkotaan 39.900.158.791,31 0,00 6.586.232.649,03        98.304.307,30              46.388.087.133,04

11 BPHTB 8.344.414.362,09 0,00 138.098.278,79           8.590.110,32                8.473.922.530,56

48.813.559.033,51 134.758.591,00 6.932.627.412,72 114.645.153,33 55.496.782.701,90Jumlah
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Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada 

Lampiran 8a. 

2) Penyisihan Piutang Retribusi 

31 Desember 2023  31 Desember 2022 

(Rp170.472.830,00)    (Rp1.221.170,34) 

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar 

(Rp170.472.830,00) turun sebesar Rp169.251.659,66 atau 13.859,79%  

dibandingkan penyisihan piutang per 31 Desember 2022 sebesar 

(Rp1.221.170,34). Mutasi penyisihan Piutang Retribusi sebagai berikut : 

Tabel 5.44. Rincian Penyisihan Piutang Retribusi 

 

 

 

 

 

 

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada 

Lampiran 8b. 

 

No Pos Penyisihan Piutang
Penyisihan Piutang 

Tahun 2022 (Rp)

Pendapatan lain-lain-LO 

(Rp) 
Koreksi BPK

Penyisihan Piutang

Tahun 2023 (Rp)

1 2 3 4 5 6 = 3-4+5

1 Menara Telekomunikasi 1.221.170,34                     1.221.170,34                     168.265.330,00                          168.265.330,00 

1 Laboratorium -                                    -                                    2.207.500,00                                  2.207.500,00 

1.221.170,34                     1.221.170,34                     170.472.830,00         170.472.830,00                 Jumlah
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3)  Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 

31 Desember 2023  31 Desember 2022 

(Rp967.431.374,93)  (Rp1.081.407.670,65) 

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah  per 31 Desember 2023 sebesar 

(Rp967.431.374,93) naik sebesar Rp113.976.295,72 atau 10,54% 

dibandingkan Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah  per 31 Desember 

2022 sebesar (Rp1.081.407.670,65). Mutasi penyisihan Lain-lain PAD yang 

Sah sebagai berikut: 

Tabel 5.45. Rincian Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada 

Lampiran 8c. 

 

 

No Pos Penyisihan Piutang
Penyisihan Piutang 

Tahun 2022 (Rp)
Beban (Rp)

Pendapatan Lain-

lain -LO (Rp) 
Koreksi BPK (Rp) 

Penyisihan Piutang

Tahun 2023 (Rp)

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5+6

1 BLUD PKM Ngulak 10.965,00 351.485,00 10.965,00 0,00 351.485,00

2 BLUD PKM Babat Toman 49.520,00 241.470,00 49.520,00 0,00 241.470,00

3 BLUD PKM Ulak Paceh 0,00 62.000,00 0,00 (200,00) 61.800,00

4 BLUD PKM Ngulak 5.000,00 16.200,00 5.000,00 0,00 16.200,00

5 BLUD PKM Lubuk Bintialo 0,00 0,00 0,00 111.000,00 111.000,00

6 BLUD PKM Bukit Selabu 350,00 8.000,00 350,00 0,00 8.000,00

7 BLUD PKM Cinta Karya 15.000,00 35.135,00 15.000,00 0,00 35.135,00

8 BLUD PKM Suka Damai 39.425,00 37.175,00 39.425,00 0,00 37.175,00

9 BLUD PKM Sidorahayu 0,00 89.760,00 0,00 0,00 89.760,00

10 BLUD PKM Tebing Bulang 37.600,00 58.175,00 37.600,00 0,00 58.175,00

11 BLUD PKM Jirak 8.175,00 28.000,00 8.175,00 0,00 28.000,00

12 BLUD PKM Balai Agung 0,00 108.450,00 0,00 0,00 108.450,00

13 BLUD PKM Lumpatan 22.500,00 64.850,00 22.500,00 0,00 64.850,00

14 BLUD PKM Lais 6.085,00 119.225,00 6.085,00 0,00 119.225,00

15 BLUD PKM Gardu Harapan 0,00 0,00 0,00 27.525,00 27.525,00

16 BLUD PKM Teluk Kijing 0,00 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

17 BLUD PKM Tanjung Kerang 0,00 28.000,00 0,00 0,00 28.000,00

18 BLUD PKM Sungai Lilin 33.150,00 115.325,00 33.150,00 0,00 115.325,00

19 BLUD PKM Sri Gunung 0,00 22.825,00 0,00 0,00 22.825,00

20 BLUD PKM Karya Maju 0,00 73.975,00 0,00 0,00 73.975,00

21 BLUD PKM Mekarjaya 0,00 15.155,00 0,00 20.000,00 35.155,00

22 BLUD PKM Bayung Lencir 0,00 87.900,00 0,00 0,00 87.900,00

23 BLUD PKM Suka Jaya 0,00 25.350,00 0,00 0,00 25.350,00

24 BLUD PKM Peninggalan 3.500,00 38.800,00 3.500,00 0,00 38.800,00

25 BLUD PKM Sumber Harum 0,00 59.700,00 0,00 0,00 59.700,00

26 BLUD PKM Berojaya Timur 0,00 48.000,00 0,00 0,00 48.000,00

27 BLUD PKM Bandar Agung 45.575,00 0,00 45.575,00 0,00 0,00

28 BLUD PKM Karang Mukti 0,00 41.000,00 0,00 106.300,00 147.300,00

29 PKM Air Balui 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00

30 BLUD S. LILIN 151.240.030,73 2.792.005,27 95.733.630,74 (198.079,13) 58.100.326,14

31 BLUD BYG LENCIR 19.244.817,50 8.324.573,09 2.196.215,50 0,00 25.373.175,09

32  BLUD RSUD Sekayu 910.407.187,72 8.875.755,42 37.678.678,93 0,00 881.604.264,21

33 bpjs 238.789,70 0,00 0,00 0,00 238.789,70

34 Dinsos- Jasa Giro 0,00 22.239,80 0,00 0,00 22.239,80

35 Disdagperin_retribusi kakus 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00

JUMLAH 1.081.407.670,65 21.838.528,58 135.885.370,17 70.545,87 967.431.374,93
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4) Penyisihan Piutang Lainnya 

31 Desember 2023  31 Desember 2022 

  (Rp57.117.112,58)  (Rp1.369.158.284,08) 

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar 

(Rp57.117.112,58), atau  naik sebesar Rp1.312.041.171,51 atau 95,83% 

dibandingkan Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar 

(Rp1.369.158.284,08). Mutasi penyisihan piutang Lainnya adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 5.46. Rincian Penyisihan Piutang Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian mutasi Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada 

Lampiran 8d. 

 

i. Beban Dibayar di Muka 

31 Desember 2023  31 Desember 2022 

Rp2.942.047.279,06  Rp1.679.930.917,87 

Beban Dibayar Dimuka adalah pengeluaran atas pembayaran jasa kepada pihak 

lain dimana sampai akhir periode pelaporan masih memiliki manfaat yang akan 

diterima oleh Pemerintah Daerah. Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember  2023 

sebesar Rp2.942.047.279,06 naik sebesar Rp1.262.116.361,19 atau 42,90% 

dibanding Belanja Dibayar Dimuka per 31 Desember  2022 sebesar 

Rp1.679.930.917,87. Saldo Beban dibayar dimuka merupakan premi asuransi 

yang dibayar dimuka oleh 26 SKPD Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

kepada perusahaan penyedia jasa asuransi namun manfaatnya belum diterima 

seluruhnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.942.047.279,06 dengan uraian 

sebagai berikut. 

Tabel 5.47. Rincian Beban Dibayar Dimuka  

 

 

 

 

 

 

No Uraian Jumlah (Rp)

1 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 1.557.557.144,40

2 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 175.959.413,34

3
Belanja Premi Sew a Kendaraan Bermotor 

Penumpang
1.208.530.721,32

Total 2.942.047.279,06

No Pos Penyisihan Piutang
Penyisihan Piutang Tahun 

2022 (Rp)
Beban (Rp)

Pendapatan lain-lain-LO 

(Rp) 
Koreksi BPK/ Reklasifikasi 

Penyisihan Piutang

Tahun 2023 (Rp)

1 2 3 4 5 6 7=3+4-5-6

1 Tuntutan Ganti  Rugi 1.267.834.884,08                   34.207.939,48                        100.702.656,00                      (1.144.223.054,98)                                           57.117.112,58 

2 Kendaraan Roda Empat                          99.014.000,00 0,00 5.000.000,00 (94.014.000,00)                                                                      -   

3 Kendaraan Roda Dua                            2.309.400,00 0,00 0,00 (2.309.400,00)                                                                        -   

1.369.158.284,08                   34.207.939,48                        105.702.656,00                      (1.240.546.454,98)                  57.117.112,58                        Jumlah
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Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada 

Lampiran 9 dan 10. 

 

b) Persediaan  

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp42.258.145.565,99 Rp44.251.142.838,15 

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang 

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan 

barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp42.258.145.565,99 turun sebesar Rp1.992.997.272,16 atau 4,50% 

dibandingkan saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp44.251.142.838,15. 

Rincian Rekapitulasi Persediaan dapat dilihat pada Lampiran 11 

 

5.3.1.2  Investasi Jangka Panjang  

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp719.851.501.784,85 
 

Rp709.805.700.565,24 

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis 

seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada 

masyarakat. Saldo Investasi Jangka Panjang pada Neraca per 31 Desember 2023 

sebesar Rp719.851.501.784,85 atau mengalami peningkatan sebesar 

Rp10.045.801.219,61 atau 1,42% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka 

Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp709.805.700.565,24. Rincian Investasi 

Jangka Panjang terdiri dari: 

a. Investasi Non Permanen 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp0,00 Rp2.092.056.977,00 

Saldo Investasi Non Permanen pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar  

Rp0,00. PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka 

Belitung telah membuka blokir simpanan giro tetap (beku) milik Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp2.092.056.977,00 berdasarkan Berita 

Acara Pembukaan Blokir Nomor 525/042/Disbun/2023 dan 

28/BA/SKY/4/B/2023 tanggal 19 Juni 2023 dan telah disetor ke kas daerah 

pada tanggal 29 Desember 2023. Rekapitulasi Investasi Non Permanen dapat 

dilihat pada Lampiran 12. 

b. Investasi Permanen 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp719.851.501.784,85 Rp707.713.643.588,24 
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Saldo Investasi Permanen pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp719.851.501.784,85 mengalami peningkatan sebesar Rp12.137.858.196,61 

atau 1,72% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 

Desember 2022 sebesar Rp707.713.643.588,24. Rincian Investasi Permanen 

adalah sebagai berikut. 

1) Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Randik 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp339.865.377.665,06               
 

Rp346.184.059.522,45 

Saldo Investasi pada PDAM Tirta Randik per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp339.865.377.665,06 mengalami penurunan  sebesar Rp6.318.681.857,39 

atau 1,83% dibandingkan dengan saldo Investasi  per 31 Desember 2022 

sebesar Rp346.184.059.522,45. 

Tabel 5.48. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PDAM Tirta Randik 

 

 

 

 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Randik” Kabupaten Musi 

Banyuasin merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor  13 Tahun  1987 

tanggal 2 November 1987. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin Nomor 12 Tahun  2005 tanggal 25 Juli 2005. PDAM 

“Tirta Randik” berkantor pusat di Kota Sekayu, sesuai dengan kebutuhan 

dan perkembangan daerah, maka Direksi PDAM dapat membentuk cabang 

atau perwakilan atau bagian perusahaan di kota-kota lainnya di dalam 

daerah pelayanan Kabupaten Musi Banyuasin. Nilai penambahan 

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 

Rp28.452.171.529,00. Pengurangan investasi sebesar Rp34.770.853.386,39 

merupakan perhitungan dengan metode ekuitas atas rugi PDAM Tirta 

Randik Tahun  2023  sehingga total investasi permanen pada PDAM Tirta 

Randik per 31 Desember 2023 sebesar Rp339.865.377.665,06. 

2) Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan Daerah 

Sumsel Babel 

Saldo Investasi pada  PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel per 31 

Desember 2023 sebesar  Rp129.051.643.431,23 mengalami kenaikan  

sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 2,79% dibandingkan dengan saldo 

Investasi  per 31 Desember 2022 sebesar Rp125.551.643.431,23. 

Tabel 5.49. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Bank Pembangunan  

Daerah Sumsel Babel 

 

 

 

 

No Nama Barang
Per 31 Desember 

2022

Mutasi Tambah 

(Rp)

mutasi Kurang 

(Rp)
Total (Rp)

1 PDAM Tirta Randik 346.184.059.522,45 28.452.171.529,00 34.770.853.386,39 339.865.377.665,06

Total 346.184.059.522,45 28.452.171.529,00 34.770.853.386,39 339.865.377.665,06

No Nama Barang
Per 31 Desember 

2022

Mutasi Tambah 

(Rp)

mutasi Kurang 

(Rp)

per 31 Desember 

2023

1
PT Bank Pembangunan 

Daerah Sumsel Babel
 125.551.643.431,23 3.500.000.000,00 0,00 129.051.643.431,23

Total  125.551.643.431,23 3.500.000.000,00 0,00 129.051.643.431,23
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3) Penyertaan Modal Pemerintah pada  PT Petro Muba Holding 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp251.752.820.781,56 Rp235.451.497.018,56 

Saldo Investasi pada PT Petro Muba Holding per 31 Desember 2023 

sebesar Rp251.752.820.781,56 mengalami peningkatan sebesar 

16.301.323.763,00 atau 6,92% dibandingkan dengan saldo Investasi per 31 

Desember 2022 sebesar Rp235.451.497.018,56, dengan rincian sebagai 

berikut. 

Tabel 5.50. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Petro Muba Holding 

 

 

 

 

Perusahaan PT Petro Muba didirikan melalui Akta Notaris Nomor 1 

tanggal 1 Februari 2002. Perusahaan ini mengalami perubahan Akta 

Notaris Nomor 05 tanggal 8 Mei 2009 dengan salinan akta Nomor 4 

tanggal 6 Juni 2009. Telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia RI Nomor  AHU-51915.AH.01.02 Tahun 2009 pada tanggal 28 

Oktober 2009. Aktivitas perusahaan terdiri dari lima perusahaan anak 

dengan satu perusahaan induk yang terdiri dari:  

a) PT Petro Muba sebagai Perusahaan Induk; 

b) PT Muba Link sebagai Perusahaan Anak; 

c) PT Kilang Muba sebagai Perusahaan Anak; 

d) PT Muba Electric Power sebagai Perusahaan Anak; 

e) PT Muba Sarana sebagai Perusahaan Anak;dan 

f)      PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari (PMBL) 

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin merealisasikan 

penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 pada PT Petro Muba 

Holding. Penambahan investasi sebesar Rp11.821.008.663,09 merupakan 

perhitungan dengan metode ekuitas atas laba unaudited PT Petro Muba 

Holding Tahun 2023. Pengurangan sebesar Rp519.684.900,09 merupakan 

koreksi atas rugi PT Petro Muba Holding Tahun 2023 yang telah diaudit 

oleh Kantor Akuntan Publik “Dra.Suhartati & Rekan”. Sehingga total 

investasi permanen per 31 Desember 2023 pada PT Petro Muba Holding 

sebesar Rp251.7752.820.781,56, dengan rincian sebagai berikut. 

a) PT Petro Muba 

Saldo awal (per 31 Desember 2022) PT Petro Muba adalah sebesar 

Rp19.878.780.265,00. Pada Tahun 2023, terdapat penambahan 

penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00. Penambahan investasi 

sesuai metode ekuitas atas laba unaudited PT Petro Muba sampai 

dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp20.117.887.132,40. 

Terdapat koreksi kurang atas laba PT Petro Muba sebesar 

Rp370.170.583,40 berdasarkan laporan keuangan audited. Sehingga 

No Nama Barang
Per 31 Desember 

2022

Mutasi Tambah 

(Rp)
Mutasi Kurang (Rp) Total (Rp)

1 PT Petro Muba Holding      235.451.497.018,56 16.821.008.663,09   (519.684.900,09)        251.752.820.781,56    

Total      235.451.497.018,56     16.821.008.663,09         (519.684.900,09) 251.752.820.781,56    
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total investasi permanen pada PT Petro Muba per 31 Desember 2023 

sebesar Rp44.626.496.814,00. 

b) PT Muba Link   

PT Muba Link didirikan di Sekayu dengan Akta Notaris Nomor 28 

tanggal 06 Januari 2003. Anggaran dasar perseroan ini  telah 

mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, tanggal 29 April Tahun 2008  Nomor 

AHU 21734.01.01 Tahun 2008. Anggaran dasar perusahan telah 

mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta Notaris Nomor 50 

tanggal 22 Oktober 2012 yang anggaran dasarnya mendapat 

persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan Pemberitahuan 

Perubahan Data Perseroan PT Muba Link tertanggal 21 Agustus 2013 

Nomor AHU-007764J.AH.0109 Tahun 2013. Perseroan ini bergerak 

di bidang pengolahan gedung, jasa perhotelan, event organizer dan 

jasa pariwisata. 

Saldo awal (per 31 Desember 2022) PT Muba Link adalah sebesar 

Rp9.213.779.955,14. Terdapat pengurangan investasi sesuai metode 

ekuitas atas rugi unaudited PT Muba Link Tahun 2023 sebesar 

Rp6.839.621.804,31. Terdapat koreksi tambah atas rugi PT Muba 

Link sebesar Rp0,69 berdasarkan laporan keuangan audited. Sehingga 

total investasi permanen pada PT Muba Link per 31 Desember 2023 

sebesar Rp2.374.158.150,14. 

c) PT Kilang Muba  

Saldo awal (per 31 Desember 2022) PT Kilang Muba adalah sebesar 

Rp6.609.581.500,00. PT Kilang Muba sudah tidak beroperasi lagi. 

Sehingga total investasi permanen pada PT Kilang Muba tidak 

berubah. 

d) PT Muba Electric Power   

PT Muba Electric Power didirikan di Sekayu dengan Akta Notaris 

Nomor 07 tanggal 30 September 2006. Anggaran dasar perseroan ini  

telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal  28 September Tahun  

2006  Nomor 105-00218 HT.01.01 Tahun 2006. Anggaran dasar 

perusahan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Akta 

Notaris Nomor 24 tanggal 25 November 2015. Perseroan ini bergerak 

di bidang Pertambangan, Perdagangan, Perindustrian, dan 

Pembangunan.  

Saldo awal (per 31 Desember 2022) PT Muba Electric Power adalah 

sebesar Rp202.411.473.226,42. Terdapat pengurangan investasi 

sesuai metode ekuitas atas rugi unaudited PT Muba Electric Power 

Tahun 2023 sebesar Rp625.212.689,00. Terdapat koreksi tambah atas 

rugi PT Muba Electric Power sebesar Rp121.172.558,00 berdasarkan 

laporan keuangan audited. Sehingga total investasi permanen pada PT 

Muba Electric Power per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp201.665.087.979,42. 
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e) PT Muba Sarana 

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

(RUPS-LS) pada tanggal 10 April 2023 disetujui pembekuan untuk 

sementara waktu terhadap seluruh aktivitas dan kegiatan usaha PT 

Muba Sarana. Saldo awal (per 31 Desember 2022) PT Muba Sarana 

adalah sebesar (Rp2.001.102.612,00). Terdapat koreksi atas rugi PT 

Muba Sarana sebesar Rp6.521.678,00 berdasarkan laporan keuangan 

audited. Sehingga total investasi permanen pada PT Muba Sarana per 

31 Desember 2023 menanggung rugi sebesar Rp2.007.624.290,00.     

f)      PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari 

PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari merupakan anak perusahaan 

PT Petro Muba Holding yang baru berdiri pada Tahun 2018 

berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia Nomor  AHU-0003398.AH.01.01 Tahun  2018 

tentang Pengesahan pendirian badan hukum PT Perkebunan Musi 

Banyuasin Lestari pada tanggal 24 Januari 2018 dengan Nomor 

Pendaftaran 4018012416103615 telah sesuai dengan persyaratan 

pengesahan pendirian Badan Hukum Perseroan. Perseroan ini 

bergerak di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pembangunan 

dan pertanian. 

Saldo awal (per 31 Desember 2022) PT Perkebunan Musi Banyuasin 

Lestari adalah sebesar (Rp661.015.316,00). Pengurangan investasi 

sesuai metode ekuitas atas rugi unaudited PT Perkebunan Musi 

Banyuasin Lestari Tahun 2023 sebesar Rp832.043.976,00. Terdapat 

koreksi tambah atas rugi PT Perkebunan Musi Banyuasin Lestari 

sebesar Rp21.820.080,00 berdasarkan laporan keuangan audited. 

Sehingga total investasi permanen pada PT Perkebunan Musi 

Banyuasin Lestari per 31 Desember 2023 menanggung rugi sebesar 

Rp1.514.879.372,00. 

4) Penyertaan Modal Pemerintah pada  PT Muba Energi Maju Berjaya 

(Perseroda) 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

(Rp818.340.093,00) Rp526.443.616,00 

Saldo Investasi pada PT Muba Energi Maju Berjaya per 31 Desember 2023 

adalah sebesar (Rp818.340.093,00).  

Tabel 5.51. Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah pada PT Muba Energi 

Maju Berjaya 

 

 

 

 

PT Muba Energi Maju Berjaya (PT MEMB) (Perseroda) yang dibentuk 

berdasarkan Perda No.1 Tahun 2021 pada tanggal 20 Januari 2021 adalah 

sebagai Pengelola Dana Participating Interest (PI) 10% dengan Akta 

No Nama Barang
Per 31 Desember 

2022

Mutasi Tambah 

(Rp)
Mutasi Kurang (Rp) Total (Rp)

1 PT Muba Energi Maju 

Berjaya

            526.443.616,00 1.344.783.709,00      (818.340.093,00)          

Total             526.443.616,00                               -        1.344.783.709,00 (818.340.093,00)          
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Notaris Nomor 123 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 dan telah 

mendapatkan pengesahan Kemenkumham Nomor AHU-0019734.H.01.01 

Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 sebagai usaha Pemerintah Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengantisipasi Kebijakan Otonomi 

Daerah di Indonesia dimana Daerah diberikan hak istimewa (privilege) 

untuk mengembangkan potensi daerahnya.  

Saldo awal PT MEMB (Perseroda) adalah sebesar Rp526.443.616,00. 

Terdapat pengurangan investasi sesuai metode ekuitas atas rugi unaudited 

PT MEMB Tahun 2023 sebesar Rp1.333.962.042,00. Terdapat koreksi 

tambah atas rugi PT MEMB sebesar Rp10.821.667,00 berdasarkan laporan 

keuangan audited. Sehingga total Investasi Permanen pada PT MEMB per 

31 Desember 2023 menanggung rugi sebesar (Rp818.340.093,00).  

Rincian Investasi Permanen per 31 Desember 2023, dapat dilihat pada Lampiran 

13. 
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5.3.1.3  Aset Tetap 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp6.075.517.949.934,17 Rp6.360.617.108.182,81 

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh 

masyarakat umum. 

Saldo Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp6.075.517.949.934,17 mengalami penurunan sebesar Rp285.099.158.248,64 

atau 4,48% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 

sebesar Rp6.360.617.108.182,81, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.52. Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 

 

 

 

 

 

 

 

a. Tanah 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp532.640.227.948,49 Rp625.804.972.951,18 

 

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp532.640.227.948,49 atau 

mengalami penurunan sebesar Rp93.164.745.002,69 atau 14,89% dibandingkan 

dengan Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp625.804.972.951,18. Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023, dengan 

rincian pada tabel berikut 

Tabel 5.53. Mutasi Aset Tetap Tanah 

 

  

 

 

 

Saldo Awal 1 Januari 2023 

   

Rp 

 

625.804.972.951,18 

Penambahan:   Rp 22.388.734.039,98 

 

1) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Belanja Modal APBD TA 2023 

sebesar Rp14.994.980.293,00 

 

1 Tanah 532.640.227.948,49 625.804.972.951,18 

2 Peralatan Mesin 1.382.659.857.852,82 1.286.882.857.970,12 

3 Gedung dan Bangunan 3.155.731.205.006,34 3.101.799.625.784,69 

4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi 9.451.608.697.807,24 9.038.653.512.392,72 

5 Aset Tetap Lainnya 84.408.139.489,25 83.459.094.489,25 

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 79.673.206.627,05 130.852.846.858,98 

7 Akumulasi Penyusutan (8.611.203.384.797,02) (7.906.835.802.264,13)

6.075.517.949.934,17 6.360.617.108.182,81

URAIAN
 NILAI PEROLEHAN PER 31 

DESEMBER 2023 

 NILAI PEROLEHAN PER 31 

DESEMBER 2022 

JUMLAH

NO.

Tambah (Rp) Kurang (Rp)

Tanah Persil                    458.885.340.208,64                   17.284.061.792,98              111.202.630.175,52                    364.966.771.826,10 

Tanah Non Persil                      34.297.181.199,78                        969.266.000,00                  1.788.163.000,00                      33.478.284.199,78 

Lapangan                    132.622.451.542,76                     4.135.406.247,00                  2.562.685.867,15                    134.195.171.922,61 

Jumlah                    625.804.972.951,18                   22.388.734.039,98              115.553.479.042,67                    532.640.227.948,49 

Saldo Akhir (Rp)Uraian Saldo Awal (Rp)
Mutasi
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Tabel 5.55. Penambahan Aset Tetap Tanah 
dari Belanja Barang Kesalahan Rekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Pengalihan Status Pengguna sebesar 

Rp2.956.773.002,98 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.56. Penambahan Aset Tetap Tanah 
dari Pengalihan Status Pengguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.54. Penambahan Aset Tetap Tanah  
dari Belanja Modal APBD 

 

 

 

 

2) Penambahan Aset Tetap Tanah yang berasal dari Belanja Barang Kesalahan Rekening 

sebesar Rp4.402.350.744,00 yang  dapat dilihat pada tabel berikut: 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Jenis Barang/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

1

SK Nomor : 715/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 2 

November 2023 

Tanah Dinas Camat Sekayu 

(Kantor UKK Imigrasi Kelas I TPI 

Palembang)

Kecamatan 

Sekayu

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

225.600.000,00 

2

SK Nomor : 559/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 28 

Agustus 2023 

Tanah Gedung Perjuangan Sekayu 

(Kantor KPU), Tanah Kantor LVRI

Bagian Umum 

Setda
Dinas Sosial 1.053.150.000,00 

3 Tanah Fasilitas Olahraga Kec.Lais 708.757.002,98 

4 Tanah Bumi Perkemahan 897.503.000,00 

5 Tanah BPP Pertanian Kec.Lais

Dinas Tanaman 

Pangan, 

Holtikultura dan 

Perternakan

38.418.000,00 

6 Tanah UPTD Perkebunan Kec.Lais Dinas Perkebunan 33.345.000,00 

2.956.773.002,98 

SK Nomor : 261/KPTS-

BPKAD-V/2023 Tanggal 

17 April 2023 

Bagian Tata 

Pemerintahan 

Setda

Dinas Pemuda, 

Olahraga dan 

Pariw isata

Jumlah

N o

N o mo r dan 

T anggal 

D o kumen

P erangkat 

D aerah
D ari Ke N ilai (R p)

1              592.018.000,00 

2           2.934.516.000,00 

3

Surat Pernyataan 

Nomor : B-

800/369/DISPOPAR-

I/2023 Tanggal 29 

Desember 2023

Tanah Lapangan 802.079.444,00 

4

SPK Nomor : 

115/SP/PPK/DISPOP

AR/2023 Tanggal 21 

September 2023

KJPP Konsultan 

Tanah Prasarana 

Kec.Lawang Wetan

73.737.300,00 

4.402.350.744,00 Jumlah

Surat Pernyataan 

Nomor : 

032/1051.18/PERKIM -

Sekrt/2023 Tanggal 

20 Desember 2023

Dinas 

Perumahan 

dan 

Pemukiman

Belanja 

Bahan-

bahan 

Bangunan 

dan 

Konstruksi

Belanja M odal 

Tanah Bangunan 

Perumahan/ 

Gedung Tempat 

Tinggal 

Dinas 

Pemuda 

Olahraga dan 

Pariwisata

Gedung 

Kantor 

Lainnya

1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                           858.632.708,00 

2 Dinas Perumahan dan Pemukiman                      14.099.950.933,00 

3 Dinas Perikanan                             36.396.652,00 

Jumlah                      14.994.980.293,00 

Perangkat Daerah Nilai (Rp)No
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No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1

SPK Nomor : 

08/SPK/PPK-

Bid.Pertanahan/APBD/P

ERKIM/2023

               74.597.550,00 

2

SPK Nomor : 

23.1/SPK/PPK-

Bid.Pertanahan/APBD-

P/PERKIM/2023

               74.081.400,00 

3

SPK Nomor : 

07.1/SPK/PPK-

Bid.Pertanahan/APBD-

P/PERKIM/2023

               49.683.600,00 

4

SPK Nomor : 

18.1/SPK/PPK-

Bid.Pertanahan/APBD-

P/PERKIM/2023

               74.081.400,00 

272.443.950,00 Jumlah

Jenis Barang/Nama Barang

Jasa Konsultan Pembebasan Lahan 

untuk Kantor Kepala Desa Karang Ringin 

II Kec.Law ang Wetan

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Pemukiman

Jasa Konsultan Pembebasan Lahan 

Masjid Agung Sekayu

Jasa Konsultan Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Pembebasan lahan untuk 

Pembangunan kantor UPTD IPAL dan 

Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) 

dalam Kec.Lalan

Jasa Konsultan Pembebasan lahan untuk 

Pembangunan kantor UPTD IPAL dan 

Instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) 

dalam Kec.Lalan

4) Koreksi kurang catat tanah pada SDN Mendis Jaya Dikbud sebesar Rp34.630.000,00 

terdiri dari Tahun 2020 sebesar Rp16.000.000,00 dan tahun 2023 sebesar 

Rp18.630.000,00. 

Tabel 5.57. Penambahan Aset Tetap Tanah dari Koreksi BPK  

 

 

 

 

 

 
 

1) Pengurangan Aset Tetap Tanah  dari Reklas ke Aset Lainnya Tahun Berkenaan 

sebesar Rp272.443.950,00 yang terdiri dari: 

Tabel 5.58. Pengurangan Aset Tetap Tanah 
dari Reklas ke Aset Lainnya Tahun Berkenaan 

 

 

 

 

 

Pengurangan:   Rp115.553.479.042,67 

 

N o

N o mo r dan 

T anggal 

D o kumen

Jenis Barang/Nama 

Barang

P erangkat 

D aerah
N ilai (R p)

1 Koreksi BPK
Tanah pada SDN M endis Jaya 

Dikbud 

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
               34.630.000,00 

34.630.000,00 Jumlah
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2) Pengurangan Aset Tetap Tanah  dari Penghapusan Hibah Barang sebesar 

Rp1.281.463.527,00 yang terdiri dari: 

Tabel 5.59. Pengurangan Aset Tetap Tanah 
dari Penghapusan Hibah Barang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
Nomor dan 

Tanggal Dokumen
Jenis Barang/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

1 Polindes Bangun Sari Desa Bangun Sari Kec.Babat Toman 4.950.000,00 

2 Poskesdes Toman Desa Toman Kec. Babat Toman 75.190.000,00 

3 Polindes Tenggaro Desa Tenggaro Kec.Keluang 4.200.000,00 

4 Polindes Sugi Raya Desa Sugi Raya Kec.Babat Toman 6.400.000,00 

5 Polindes Kasmaran Desa Kasmaran Kec.Babat Toman 5.100.000,00 

6 Kantor Desa Tenggaro
Kecamatan 

Keluang
Desa Tenggaro Kec.Keluang 35.000.000,00 

7 Fasum Desa
Desa Jembatan Gantung Kec.Jirak 

Jaya
50.000.000,00 

8 Fasum Desa Desa Talang Mandung Kec.Jirak Jaya 4.500.000,00 

9 Fasum Desa Desa Layan Kec.Jirak Jaya 10.500.000,00 

10 Kantor Desa Mandala Sari Desa Mandala Sari Kec.Lalan 25.000.000,00 

11 Kantor Desa Sari Agung Desa Sari Agung Kec.Lalan 25.000.000,00 

12 Kantor Desa Karang Sari Desa Karang Sari Kec.Lalan 4.000.000,00 

13 Kantor Desa Jaya Agung Desa Jaya Agung Kec.Lalan 25.000.000,00 

14 Kantor Desa Mulya Jaya Desa Mulya Jaya Kec.Lalan 22.500.000,00 

15 Kantor Desa Toman Desa Toman Kec.Babat Toman 3.696.000,00 

16 Kantor Kades Pangkalan Jaya
Desa Pangkalan Jaya Kec.Babat 

Toman
146.063.527,00 

17 TPU Desa Bangun Sari 371.250.000,00 

18 Kantor Desa Bangun Sari 1.365.000,00 

19 Kantor Desa Sugi Raya Desa Sugi Raya Kec.Babat Toman 7.680.000,00 

20 Kantor Desa Kasmaran Desa Kasmaran Kec.Babat Toman 3.200.000,00 

21
TPU Desa Bruge Kec. Babat 

Toman
213.225.000,00 

22 Kantor Desa Beruge 6.000.000,00 

23 Kantor Desa Sungai Angit Desa Sungai Angit Kec.Babat Toman 6.000.000,00 

24 Kantor Desa Sri Mulyo Desa Sri Mulyo Kec.Babat Toman 6.600.000,00 

25 Kantor Desa Sereka Desa Sereka Kec.Babat Toman 118.630.000,00 

26 Kantor Desa Sugi Waras Desa Sugi Waras Kec.Babat Toman 7.106.000,00 

27 Kantor Desa Muara Punjung 6.000.000,00 

28 Balai Desa Muara Punjung 87.308.000,00 

1.281.463.527,00 Jumlah

SK Nomor : 784/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 

24 Oktober 2023 

Dinas 

Kesehatan

Kecamatan 

Jirak Jaya

Kecamatan 

Lalan

Kecamatan 

Babat Toman

Desa Bangun Sari Kec.Babat Toman

Desa Beruge Kec.Babat Toman

Desa Muara Punjung Kec.Babat 

Toman
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No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

             664.200.000,00 

               26.124.000,00 

               33.215.000,00 

               21.560.000,00 

               12.600.000,00 

               10.000.000,00 

               14.025.000,00 

               37.500.000,00 

             645.200.000,00 

               17.100.000,00 

               25.000.000,00 

             124.400.000,00 

             796.500.000,00 

             100.950.000,00 

               23.755.680,00 

               46.152.640,00 

               46.152.960,00 

               56.277.640,00 

               55.376.740,00 

               54.387.640,00 

               37.602.640,00 

               67.808.890,00 

               56.165.140,00 

             143.352.640,00 

               13.788.640,00 

               46.715.140,00 

               38.259.640,00 

Penyertaaan Modal ke 

PDAM (Koreksi BPK)
1

Bagian Tata 

Pemerintahan 

Setda

Jenis Barang/Nama Barang

PDAM Desa Kertayu Kec.Sungai Keruh

PDAM Boster Pump PDAM Lais

Boster PDAM Desa Karya Maju

PDAM Lais Kec.Lais

PDAM Bayung Lencir Indah

Intake PDAM Balai Agung

PDAM Sungai Keruh

PDAM Desa Muara Teladan

PDAM Desa Jirak

PDAM Lalan Kec. Lalan

PDAM Desa Supat Kec.Babat Supat

PDAM Desa Ulak Paceh II Kec.Law ang 

PDAM Desa Senaw ar Jaya Kec.Bayung 

PDAM Desa Keban I Kec. Sanga Desa

PDAM Desa Kemang

PDAM Kayuara

PDAM Air Balui Kec.Sanga Desa

PDAM Babat Toman

Kantor dan Boster PDAM Kec.Keluang

PDAM BHL dan BPP Pertanian  Tanah 

Kantor PDAM Sekayu

Unit Pengelolaan PDAM Sekayu

PDAM Sungai Dua

Lahan Kososng ( Rencana PDAM 

Lahan Kosong ( Rencana PDAM Desa 

Galih Sari

PDAM Ngulak III Kec.Sanga Desa

PDAM Epil

3) Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Pengalihan Status Pengguna sebesar 

Rp2.956.773.002,98 yang terdiri dari: 

Tabel 5.60. Pengurangan Aset Tetap Tanah 
dari Pengalihan Status Pengguna 

 

 

 

 

 

 

4) Pengurangan Aset Tetap Tanah dari Kekurangan Volume belum tercatat sebesar 

Rp54.774.084,00 yang terdiri dari: 

Tabel 5.61. Pengurangan Aset Tetap Tanah 
dari Kekurangan Volume Belum Tercatat 

 

 

5) Reklasifikasi dari Tanah ke Aset ke Aset Lainnya (Kemitraan  Pihak Ketiga) 

PDAM sebagai penyertaan Modal PDAM sebesar Rp8.619.986.237,90 pada Setda 

Bagian Tata Pemerintahan yang terdiri dari: 

Tabel 5.62. Pengurangan Aset Tetap Tanah 
dari Aset ke Aset Lainnya (Kemitraan  Pihak Ketiga) PDAM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nomor dan Tanggal Dokumen Jenis Barang/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

1
SK Nomor : 715/KPTS-BPKAD/2023 

Tanggal 2 Nopember 2023 

Tanah Dinas Camat Sekayu (Kantor UKK Imigrasi Kelas I 

TPI Palembang)
Kecamatan Sekayu

Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu

225.600.000,00 

2
SK Nomor : 559/KPTS-BPKAD/2023 

Tanggal 28 Agustus 2023 

Tanah Gedung Perjuangan Sekayu (Kantor KPU), Tanah 

Kantor LVRI
Bagian Umum Setda Dinas Sosial 1.053.150.000,00 

3 Tanah Fasilitas Olahraga Kec.Lais 708.757.002,98 

4 Kebun Percontohan 969.266.000,00 

2.956.773.002,98 

SK Nomor : 261/KPTS-BPKAD-

V/2023 Tanggal 17 April 2023 

Bagian Tata Pemerintahan 

Setda

Dinas Pemuda, Olahraga 

dan Pariw isata

Jumlah

No Nilai (Rp)

1 54.774.084,00 

54.774.084,00 

Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah

Penimbunan Lahan MBR Desa Karang Waru 

Kec. Law ang Wetan

Dinas Perumahan dan 

Pemukiman

Jumlah
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No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp.)

     46.152.640,00 

     55.152.640,00 

     55.152.640,00 

     56.340.640,00 

     55.949.140,00 

     44.712.640,00 

     46.152.640,00 

     54.342.640,00 

   128.448.952,25 

     58.932.640,00 

     56.152.640,00 

   223.362.640,00 

     78.550.840,00 

     55.568.890,00 

   106.555.240,00 

     47.052.640,00 

     97.003.640,00 

     55.152.640,00 

     46.152.640,00 

     47.016.640,00 

     47.152.640,00 

     60.000.000,00 

     55.000.000,00 

   339.915.902,23 

     50.000.000,00 

     55.000.000,00 

     54.954.000,00 

     31.640.000,00 

     76.156.600,00 

     75.084.699,40 

     75.084.699,40 

     73.054.699,40 

     75.084.699,40 

     99.033.876,73 

   153.580.000,00 

   144.378.207,39 

   189.345.237,15 

   126.412.312,25 

   202.259.699,60 

   119.479.849,80 

   168.269.774,70 

   227.542.162,05 

   233.542.162,05 

     50.564.924,90 

   404.519.399,20 

   151.125.000,00 

   115.540.000,00 

   538.190.000,00 

8.619.986.237,90 

Penyertaaan Modal 

ke PDAM 

(Koreksi BPK)

Bagian Tata 

Pemerintaha

n Setda

PDAM Desa Air Putih Ilir

Jenis Barang/Nama Barang

PDAM Desa Suka Maju 

PDAM Desa Sungai Napal

PDAM Desa Bukit Indah

Intake PDAM Desa Sinar Jaya 

PDAM Desa Pinggap Kec. 

PDAM Desa Talang Leban 

PDAM Desa Sukajaya 

PDAM Desa Suka Damai 

PDAM Desa Sialang Agung 

PDAM Desa Warga Mulya 

Lahan Kosong (Rencana 

Lahan Kosong (Rencana 

PDAM Kel.Mangunjaya

PDAM Unit Pengelolan Bandar 

PDAM Lumpatan

PDAM Desa Karang Ringin I

PDAM Desa Mekar Jaya 

PDAM Desa Simpang Bayat

PDAM Desa Babat Banyuasin 

PDAM Kel. Sungai Lilin Jaya

PDAM Desa Pandan Dulang 

PDAM Desa Saud 

PDAM Bayung Lencir (Unit 

PDAM Desa Karang Waru 

PDAM Keban II Kec.Sanga 

PDAM Desa Sungai Angit

Lahan Kosong (Rencana Boster 

Boster PDAM Desa Lais

PDAM Desa Tenggaro 

PDAM Ulak Paceh Jaya

Lahan Kososng (Rencana 

Lahan Kosong (Rencana 

PDAM Desa Penggage

Lahan Kosong (Rencana 

PDAM Desa Sukarami 

PDAM Desa Sungai Medak 

PDAM Kel. Soak Baru 

Lanah Kosong ( Rencana 

PDAM Desa Ulak Embacang )

PDAM Desa Bailangu Kec. 

Sekayu

Lahan Kosong (PDAM Desa 

PDAM Desa Tanjung Agung 

PDAM Desa Sido Rahayu 

PDAM Desa Petaling Kec.Lais

Jumlah

PDAM Dusun Bilik Pancang 

PDAM Desa Air Putih Ulu 

PDAM Desa Rantau Sialang 

Lahan Kosong (Rencana 
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No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Perangkat Daerah Nilai (Rp)

600.000.000,00 

490.717.978,81 

683.107.462,35 

908.178.498,23 

757.703.357,94 

140.371.920,00 

1.843.062.222,02 

5.423.141.439,35 

Jenis Barang/Nama Barang

1

Jumlah

Koreksi BPK (P3D)

Lahan Kosong (SMK 2 Desa Tanjung 

Agung Utara)

SMKN 1 Batanghari Leko

SMAN 2 Sanga Desa

SMKN 1 Babat Supat

SMKN 1 Tungkal Jaya

SMAN 2 Lais

SMAN 4 Sekayu

6) Reklasifikasi pencatatan aset Tanah Personil, Peralatan, Pembiayaan dan 

Dokumen (P3D) ke Aset Lainnya pada Setda  Bagian Tapem sebesar 

Rp5.423.141.439,35 yang terdiri dari: 

Tabel 5.63. Pengurangan Aset Tetap Tanah 
dari Koreksi Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Reklasifikasi pencatatan aset Tanah ke Properti Investasi sebesar 

Rp96.944.896.801,44 pada enam Perangkat Daerah yang terdiri dari: 

Tabel 5.64. Pengurangan Aset Tetap Tanah ke Properti Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran 

15, 15.a-15.b 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Perangkat Daerah Nilai (Rp)

688.221.900,00 

303.834.000,00 

15.322.887.077,00 

42.999.190.389,00 

3.000.000.000,00 

17.173.366.736,00 

55.080.000,00 

597.540.000,00 

5
Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian
370.614.838,00 

11.452.865.281,44 

4.981.296.580,00 

6

Ruang Terbuka Hijau Balai Agung

Eks Lahan Rumah Dinas DTPHP

2

3

Terminal Penumpang Sungai Lilin

Dinas Perhubungan
Lahan Rencana Poltek Penerbangan 

Sekayu

4

Lahan Kebun Percontohan DTPHP
Dinas Tanaman Pangan, 

Hotikultura dan Peternakan

1

Lahan Rencana Sekolah Olah Raga 

Sekayu Dinas Pendidikan dan 

KebudayaanLahan Rencana SMPN 1 Law ang 

Wetan

Lahan Rencana Perumahan ASN 

Pemkab Musi Banyuasin Dinas Perumahan dan 

Kaw asan PemukimanLahan Rencana Mall Pelayanan Publik 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin

Bagian Tata Pemerintahan 

SetdaLahan Rencana Lapangan Tembak dan 

Pusat Pelatihan Atlit

Property Investasi (Koreksi 

BPK)

Jenis Barang/Nama Barang

Lahan Rencana Gudang Pupuk 

Disdagprin
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b. Peralatan dan Mesin    

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp1.382.659.857.852,82 Rp1.286.882.857.970,12 
 

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp1.382.659.857.852,82 atau mengalami kenaikan sebesar Rp95.776.999.882,70 atau 

7,44% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 

2022 sebesar Rp1.286.882.857.970,12 

Saldo tersebut merupakan saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2023, 

dengan rincian berikut. 

Tabel 5.65. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Modal sebesar 

Rp106.636.098.856,00 berasal dari: 

Tabel 5.66. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
dari Belanja Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Awal 1 Januari 2023  Rp 1.286.882.857.970,12 

Penambahan:  Rp 130.836.306.616,00 

Tambah (Rp) Kurang (Rp)

Alat Besar 54.011.522.802,66 21.440.414.621,00 223.342.958,00 75.228.594.465,66 

Alat Angkutan 377.835.249.740,08 11.602.048.966,00 12.013.710.667,30 377.423.588.038,78 

Alat Bengkel Dan Alat Ukur 15.206.236.027,77 592.019.196,00 43.078.859,00 15.755.176.364,77 

Alat Pertanian 15.065.813.896,00 1.379.152.500,00 53.625.200,00 16.391.341.196,00 

Alat Kantor Dan Rumah Tangga 275.427.484.369,70 35.106.054.716,00 7.484.641.123,00 303.048.897.962,70 

Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar 34.105.750.078,99 5.911.644.887,00 266.387.389,00 39.751.007.576,99 

Alat Kedokteran Dan Kesehatan 253.534.436.642,52 28.155.603.863,00 11.821.780.595,00 269.868.259.910,52 

Alat Laboratorium 60.146.199.218,11 2.372.731.679,00 406.762.962,00 62.112.167.935,11 

Alat Persenjataan 1.102.300.383,00 157.471.027,00 23.527.000,00 1.236.244.410,00 

Komputer 179.732.047.258,29 22.311.907.013,00 2.256.810.980,00 199.787.143.291,29 

Alat Eksplorasi 427.339.469,00 800.000,00 800.000,00 427.339.469,00 

Alat Pengeboran 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alat Produksi, Pengolahan Dan 

Pemurnian

98.981.000,00 0,00 0,00 98.981.000,00 

Alat Bantu Eksplorasi 0,00 0,00 0,00 0,00 

Alat Keselamatan Kerja 3.617.391.870,00 524.937.410,00 23.302.200,00 4.119.027.080,00 

Alat Peraga 82.471.682,00 15.930.000,00 0,00 98.401.682,00 

Peralatan Proses/Produksi 75.212.000,00 37.350.000,00 0,00 112.562.000,00 

Rambu - Rambu 6.473.716.387,00 406.754.000,00 373.230.000,00 6.507.240.387,00 

Peralatan Olah Raga 9.940.705.145,00 821.486.738,00 68.306.800,00 10.693.885.083,00 

Jumlah          1.286.882.857.970,12            130.836.306.616,00            35.059.306.733,30      1.382.659.857.852,82 

Uraian Saldo Awal (Rp)
Mutasi

Saldo Akhir (Rp.)

No Nilai (Rp)

1 11.861.151.100,00 

2 8.159.053.695,00 

3 19.796.654.450,00 

4 14.963.401.348,00 

5 1.912.510.740,00 

6 1.512.883.778,00 

7 702.372.000,00 

8 683.239.450,00 

9 1.417.379.640,00 

10 342.639.100,00 

11 372.060.400,00 

12 243.114.000,00 

13 3.728.499.000,00 

14 307.727.962,00 

Dinas Perumahan dan Kaw asan Pemukiman

Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

RSUD Sekayu

Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Polisi Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja BLUD sebesar 

Rp11.271.480.396,00 berasal dari: 

Tabel 5.67. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 
dari Belanja BLUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nilai (Rp)

1                                    234.805.000,00 

2                                    121.150.000,00 

3                                    172.300.000,00 

4                                        3.646.940,00 

5                                      55.663.000,00 

6                                      52.100.000,00 

7                                      45.650.000,00 

8                                      33.380.000,00 

9                                    194.559.040,00 

10                                    107.900.000,00 

11                                    444.076.791,00 

12                                    133.873.900,00 

13                                    266.214.600,00 

14                                      98.921.827,00 

15                                    121.107.900,00 Puskesmas Tanjung Kerang

Perangkat Daerah

Puskesmas Ngulak

Puskesmas Babat Toman

Puskesmas Ulak Paceh

Puskesmas Lubuk Bintialo

Puskesmas Bukit Selabu

Puskesmas Cinta Karya

Puskesmas Suka Damai

Puskesmas Sido Rahayu

Puskesmas Tebing Bulang

Puskesmas Jirak

Puskesmas Balai Agung

Puskesmas Lumpatan

Puskesmas Lais

Puskesmas Teluk Kijing

No Nilai (Rp)

15 272.692.000,00 

16 451.876.900,00 

17 820.034.000,00 

18 3.178.535.000,00 

19 241.708.900,00 

20 2.212.070.000,00 

21 906.116.400,00                               

22 1.801.256.900,00 

23 481.328.135,00 

24 678.344.800,00 

25 6.946.202.134,00 

26 1.657.903.500,00 

27 498.148.300,00 

28 1.148.571.100,00 

29 748.006.000,00 

30 809.899.000,00 

31 3.389.758.405,00 

32 168.852.544,00 

33 80.617.500,00 

34 159.604.740,00 

35 71.990.000,00 

36 159.251.900,00 

37 109.247.000,00 

38 135.621.400,00 

39 97.725.800,00 

40 172.500.000,00 

41 86.900.000,00 

42 81.895.200,00 

43 142.244.000,00 

44 186.965.000,00 

45 331.667.544,00 

46 181.569.000,00 

47 12.224.309.091,00                          

106.636.098.856,00 

Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan

Dinas Pemberdayaan Masyarakan dan Desa

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariw isata

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Dinas Perikanan

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan 

Dinas Perkebunan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kecamatan Bayung Lencir

Badan Kepegaw aian dan Pembangunan SDM

Sekretariat DPRD

Kecamatan Sekayu

Kecamatan Lais

Kecamatan Babat Toman

Kecamatan Keluang

Kecamatan Sanga Desa

Kecamatan Plakat Tinggi

Kecamatan Batanghari Leko

Kecamatan Sungai Keruh

Kecamatan Sungai Lilin

Jumlah

Kecamatan Lalan

Kecamatan Tungkal Jaya

Kecamatan Law ang Wetan

Kecamatan Babat Supat

Kecamatan Jirak Jaya

Sekretariat Daerah
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3) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp9.726.428.962,00 

4) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Tahun 

Berkenaan sebesar Rp1.393.100.991,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.68. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 
dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan 

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama 

Barang
Dari Ke Nilai (Rp)

1
Alat Kantor dan Rumah 

Tangga 25 unit

Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Setda
                 175.500.000,00 

2
Alat Kantor dan Rumah 

Tangga  14 unit

Bagian Administrasi Pembangunan 

Setda
                   41.220.000,00 

3 Komputer 2 unit
Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan Setda
                   56.150.000,00 

4
Komputer 4 unit, Alat Studio 1 

unit

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Setda
                   61.350.000,00 

5
Komputer 4 unit, Alat Kantor 

dan Rumah Tangga 2 unit
Bagian Kerja Sama Setda                    72.750.000,00 

6 Komputer 8 unit
Bagian Administrasi Pembangunan 

Setda
                   66.500.000,00 

7
Komputer  0 unit, Alat Kantor 

dan Rumah Tangga 1 unit
Bagian Hukum Setda                    81.750.000,00 

8 Laptop 1 unit Bagian Organisasi Setda                    99.600.000,00 

9 Komputer 3 unit
Bagian Perencanaan dan 

Keuangan Setda
                   43.650.000,00 

10 Komputer 6 unit Bagian Sumber Daya Alam Setda                    75.150.000,00 

Nota Dinas Nomor : 

012.2/367/IX/2023 

Tanggal 17 Mei 

2023

Nota Dinas Nomor : 

012.2/840/IX/2023 

Tanggal 12 

Oktober 2023

Bagian Umum 

Sekretariat Daerah

No Nilai (Rp)

16                                      53.526.728,00 

17                                    331.111.242,00 

18                                      81.264.000,00 

19                                      76.160.000,00 

20                                    546.780.200,00 

21                                      21.840.000,00 

22                                    161.850.000,00 

23                                      19.360.000,00 

24                                      15.000.000,00 

25                                      27.100.000,00 

26                                      37.544.000,00 

27                                 2.214.116.330,00 

28                                 4.565.420.898,00 

29                                 1.035.058.000,00 

11.271.480.396,00 

Puskesmas Bayung Lencir

Puskesmas Sukajaya

Puskesmas Peninggalan

BLUD RSUD Bayung Lencir

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Puskesmas Sumber Harum

Puskesmas Berojaya Timur

Puskesmas Bandar Agung

Puskesmas Karang Mukti

BLUD RSUD Sungai Lilin

Puskesmas Sungai Lilin

Puskesmas Sri Gunung

Puskesmas Karya Maju

Puskesmas Mekar Jaya

Perangkat Daerah

Jumlah
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5) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas Antar Aset Tetap 

Tahun Berkenaan Sebesar Rp196.786.680,00, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.69. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 
dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berkenaan 

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis 

Barang/Nama 

Barang

Dari Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1

Nota Dinas Nomor : 

B-

032/01/RT.PERL/RS

/XII/2023 Tanggal 

29 Desember 2023

AC SPLIT 1 PK 6 

Unit
RSUD Sekayu 29.956.680,00 

2

Nota Dinas Nomor: 

032/1051.17/Perkim-

Sekrt/2023 Tanggal 

20 Desember 2023

Trafo Stater

Dinas Penanaman Modan 

dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu

166.830.000,00 

196.786.680,00 

Gedung dan 

Bangunan

Jumlah

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama 

Barang
Dari Ke Nilai (Rp)

11
Alat Kantor dan Rumah 

Tangga 2 unit
Bagian Kerja Sama Setda                    11.590.000,00 

12 Laptop 2 unit
Bagian Administrasi Pembangunan 

Setda
                   57.300.309,00 

13
Laptop 1 unit, Alat Kantor dan 

Rumah Tangga 3 unit
Bagian Perekonomian Setda                    29.336.871,00 

14
Tab 1 unit, Hardist External 8 

unit

Bagian Perencanaan dan 

Keuangan Setda
                   20.260.190,00 

15

Laptop dan Tab 4 unit, Alat 

Kantor dan Umah Tangga 2 

unit

Bagian Sumber Daya Alam Setda                    69.837.441,00 

16 Komputer 2 unit
Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Setda
                   29.235.180,00 

17
Alat Studio, Komunikasi dan 

Pemancar 6 unit

Bagian Protokol dan Komunikasi 

Pimpinan Setda
                   43.480.000,00 

18
Alat Studio, Komunikasi dan 

Pemancar 4 unit

Bagian Kesejahteraan Rakyat 

Setda
                   38.060.000,00 

19

Printer 3 unit, Alat Kantor dan 

Rumah Tangga 2 unit, Alat 

Studio 2 unit

Bagian Kerja Sama Setda                    15.164.000,00 

20

Alat Kantor dan Rumah 

Tangga 1 unit, Alat Studio 5 

unit

Bagian Administrasi Pembangunan 

Setda
                   32.443.000,00 

21
Printer 1 unit, Alat Kantor dan 

Rumah Tangga 31 unit
Bagian Perekonomian Setda                    72.080.000,00 

22
Alat Studio 1 unit, Alat Kantor 

dan Rumah Tangga 4 unit
Bagian Hukum Setda                    17.596.000,00 

23 Laptop 3 unit, printer 3 unit
Bagian Perencanaan dan 

Keuangan Setda
                   64.650.000,00 

24
Alat Kantor dan Rumah 

Tangga 6 unit
Bagian Sumber Daya Alam Setda                    23.100.000,00 

25
Komputer 5 unit, Scaner 1 

unit, Printer 2 unit

Bagian Pengadaan Barang dan 

Jasa Setda
                   95.348.000,00 

1.393.100.991,00 Jumlah

Nota Dinas Nomor : 

012.2/1166/IX/2023 

Tanggal 15 

Desember 2023

Nota Dinas Nomor : 

012.2/734/IX/2023 

Tanggal 25 

September 2023

Bagian Umum 

Sekretariat Daerah
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6) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas antar Rekening dalam 

KIB Tahun Berkenaan Sebesar Rp189.700.000,00, dengan rincian sebagai 

berikut. 

Tabel 5.70. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 
dari Reklasifikasi antar Rekening dalam KIB Tahun Berkenaan 

7) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Jasa Konsultansi Perencanaan 

dan Pengawasan Fisik Sebesar Rp14.097.000,00, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.71. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Jasa Konsultansi 
Perencanaan dan Pengawasan Fisik 

 

 

 

 

 

 

 

8) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Pemeliharaan 

Teratribusi Sebesar Rp136.690.000,00, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.72. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja 
Pemeliharaan Teratribusi 

 

 

 

 

9) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Kesalahan 

Rekening sebesar Rp17.012.000,00, dengan rincian berikut. 

Tabel 5.73. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang 

Kesalahan Rekening 

 

 

 

 

 

 

 

No
Jenis Barang/Nama 

Barang
Dari Ke Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1
Kotak Sampah 3 (Tiga) 

Warna  100 unit
Alat Angkutan 

Alat Kantor dan 

Rumah Tangga
Dinas Lingkungan Hidup 189.700.000,00 

189.700.000,00 Jumlah

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1 7.048.500,00 

2 7.048.500,00 

14.097.000,00 Jumlah

Jenis Barang/Nama Barang

SPK Nomor :  

523/07/SPK/APBD/DISK

AN.I/IV/2023 Tanggal 04 

Maret 2023

Rak Kayu

Dinas Perikanan

Partisi

No Nilai (Rp)

1 25.390.000,00 

2 111.300.000,00 

136.690.000,00 Jumlah

Jenis/Nama Barang Perangkat Daerah

Lemari Plyw ood Dinas Komunikasi dan Informatika

A.C. Split Dinas Perikanan

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Perangkat Daerah Dari Ke Nilai (Rp)

1

Surat Pernyataan 

Nomor: 

032/2948/DINSOS/2023 

Tanggal 27 Desember 

2023

Dinas Sosial
Gedung dan 

Bangunan
Peralatan dan Mesin 8.300.000,00 

2

Surat Pernyataan Nomor 

: 032/88/KEC.BS/2023 

Tanggal 2 Juni 2023

Kecamatan Babat 

Supat

Belanja Alat/Bahan 

Kegiatan Kantor

Belanja Modal 

Komputer Unit 

Lainnya

8.712.000,00 

17.012.000,00 Jumlah
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10) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Pengguna 

tahun lalu sebesar Rp668.686.960,00. Dengan rincian berikut: 

Tabel 5.74. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  dari Pengalihan Status 
Pengguna Tahun Lalu 

11) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas antar Rekening dalam 

KIB sebesar Rp53.334.771,00, dengan rincian berikut: 

Tabel 5.75. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi antar 
Rekening dalam KIB 

 

 

 

 

 

 

 

12) Koreksi kurang catat hibah Peralatan dan Mesin dari kementerian pada Dinkes 

dan Puskesmas sebesar Rp532.890.000,00 yang terdiri dari: 

Tabel 5.76. Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  dari Hibah Barang Masuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Jenis 

Barang/Nama 

Barang

Dari Ke Nilai (Rp)

1

Usul Mutasi Nomor : B-

900/4814/KES/2023 

Tanggal 14 Agustus 2023

Kendaraan Dinas 

Roda 2 (dua) 3 unit

Dinas Kesehatan (Sub Unit 

Puskesmas Lais, 

Puskesmas Karang Mukti, 

Puskesmas Lubuk Bintialo)

Dinas Kesehatan 101.910.960,00 

2

SK Nomor : 694/KPTS-

BPKAD-V/2023 Tanggal 

26 Oktober 2023 

Kendaraan Dinas 

Roda 2 (dua) 1 unit

Dinas Perumahan dan 

Kaw asan Pemukiman

Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi
10.950.000,00 

3

SK Nomor : 559/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 28 

Agustus 2023 

Kendaraan Dinas 

Roda 4 (empat) 1 

unit

Bagian Umum Setda Sekretariat DPRD 555.826.000,00 

668.686.960,00 Jumlah

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

Tensimeter 6 unit dan 

Laptop 5 unit

Dinas 

Kesehatan
85.950.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Babat Toman 23.490.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Air Balui 7.900.000,00 

Laptop 1 unit Balai Agung 15.590.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Bayung Lencir 23.490.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Bukit Selabu 7.900.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Cinta Karya 7.900.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Gardu Harapan 7.900.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Jirak 7.900.000,00 

Koreksi BPK
Kementerian 

Kesehatan
1

No

Jenis 

Barang/Nama 

Barang

Dari Ke
Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1 Sound System
Alat Kantor 

Rumah Tangga
Alat Bengkel

Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
3.794.000,00 

2 Genset Alat -alat Berat
Alat 

Laboratorium

Dinas Pemuda 

Olahraga dan 

Pariw isata

31.290.771,00 

Alat 

Laboratorium
12.650.000,00 

Alat Studio 5.600.000,00 

53.334.771,00 

3 Genset Alat Besar
Bagian Umum 

Setda

Jumlah
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Pengurangan:   Rp 35.059.306.733,30 

1)  Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin dari Aset Extrakomptabel sebesar 

Rp5.294.343.537,00, yang dapat dilihat di rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.77. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  dari Aset Extrakomptabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

Antropometri Kit 1 unit Karang Mukti 7.900.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Karya Maju 7.900.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Lais 23.490.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Lubuk Bintialo 7.900.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Lumpatan 23.490.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Mekar Jaya 23.490.000,00 

Laptop 1 unit Ngulak 15.590.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Peninggalan 23.490.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Sidorahayu 23.490.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Sri Gunung 23.490.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Sukadamai 7.900.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Suka Jaya 23.490.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Sumber Harum 7.900.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Sungai Lilin 23.490.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Tanjung Kerang 23.490.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Tanah Abang 7.900.000,00 

Laptop 1 unit dan 

Antropometri Kit 1 unit
Tebing Bulang 23.490.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Teluk Kijing 7.900.000,00 

Antropometri Kit 1 unit Ulak Paceh 7.900.000,00 

Laptop 1 unit
RSUD Bayung 

Lencir
15.590.000,00 

Laptop 1 unit
RSUD Sungai 

Lilin
15.590.000,00 

532.890.000,00 Jumlah

1 Koreksi BPK
Kementerian 

Kesehatan

No Nilai (Rp)

1 3.811.391.755,00 

2 653.430.262,00 

3 86.961.000,00 

4 3.500.000,00 

5 2.513.020,00 

6 32.590.000,00 

7 17.000.000,00 

8 9.410.000,00 

9 33.110.000,00 

10 6.604.500,00 

11 36.814.000,00 

Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

RSUD Sekayu

Dinas Perumahan dan Kaw asan Pemukiman

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Satuan Polisi dan Pamong Praja

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan
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2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan Mesin dari Pengalihan Status Tahun 

Berkenaan sebesar Rp1.393.100.991,00 yang tediri dari: 

Tabel 5.78. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Jenis Barang/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

1 Alat Kantor dan Rumah Tangga 25 unit Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda                     175.500.000,00 

2 Alat Kantor dan Rumah Tangga 14 unit Bagian Administrasi Pembangunan Setda                       41.220.000,00 

3 Komputer 2 unit
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Setda
                      56.150.000,00 

4 Komputer 4 unit, Alat Studio 1 unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda                       61.350.000,00 

5
Komputer 4 unit, Alat Kantor dan Rumah 

Tangga 2 unit
Bagian Kerja Sama Setda                       72.750.000,00 

6 Komputer 8 unit Bagian Administrasi Pembangunan Setda                       66.500.000,00 

7
Komputer 10 unit, Alat Kantor dan Rumah 

Tangga 1 unit
Bagian Hukum Setda                       81.750.000,00 

8 Laptop 1 unit Bagian Organisasi Setda                       99.600.000,00 

9 Komputer 3 unit Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda                       43.650.000,00 

10 Komputer 6 unit Bagian Sumber Daya Alam Setda                       75.150.000,00 

11 Alat Kantor dan Rumah Tangga 2 unit Bagian Kerja Sama Setda                       11.590.000,00 

12 Laptop 2 unit Bagian Administrasi Pembangunan Setda                       57.300.309,00 

13
Laptop 1 unit, Alat Kantor dan Rumah Tangga 

3 unit
Bagian Perekonomian Setda                       29.336.871,00 

14 Tab 1 unit, Hardist External 8 unit Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda                       20.260.190,00 

15
Laptop dan Tab 4 unit, Alat Kantor dan Umah 

Tangga 2 unit
Bagian Sumber Daya Alam Setda                       69.837.441,00 

16 Komputer 2 unit Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda                       29.235.180,00 

17 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 6 unit
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 

Setda
                      43.480.000,00 

18 Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 4 unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda                       38.060.000,00 

19
Printer 3 unit, Alat Kantor dan Rumah Tangga 2 

unit, Alat Studio 2 unit
Bagian Kerja Sama Setda                       15.164.000,00 

20
Alat Kantor dan Rumah Tangga 1 unit, Alat 

Studio 5 unit
Bagian Administrasi Pembangunan Setda                       32.443.000,00 

21
Printer 1 unit, Alat Kantor dan Rumah Tangga 

31 unit
Bagian Perekonomian Setda                       72.080.000,00 

22
Alat Studio 1 unit, Alat Kantor dan Rumah 

Tangga 4 unit
Bagian Hukum Setda                       17.596.000,00 

23 Laptop 3 unit, printer 3 unit Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda                       64.650.000,00 

24 Alat Kantor dan Rumah Tangga 6 unit Bagian Sumber Daya Alam Setda                       23.100.000,00 

25 Komputer 5 unit, Scaner 1 unit, Printer 2 unit Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda                       95.348.000,00 

1.393.100.991,00 Jumlah

Nota Dinas Nomor : 

012.2/367/IX/2023 

Bagian Umum 

Sekretariat 

Daerah

Nota Dinas Nomor : 

012.2/840/IX/2023 

Tanggal 12 Oktober 

2023

Nota Dinas Nomor : 

012.2/1166/IX/2023 

Tanggal 15 

Desember 2023

Nota Dinas Nomor : 

012.2/734/IX/2023 

Tanggal 25 

September 2023

No Nilai (Rp)

12 13.046.000,00 

13 9.188.000,00 

14              59.670.800,00 

15 18.433.000,00 

16 6.351.000,00 

17 8.160.000,00 

18 32.185.000,00 

19 3.126.000,00 

20 20.700.000,00 

21 5.568.000,00 

22 49.520.000,00 

23 238.266.800,00 

24 4.650.000,00 

25 1.050.000,00 

26 768.000,00 

27 23.506.000,00 

28 722.000,00 

29 65.978.400,00 

30              40.130.000,00 

5.294.343.537,00

Kecamatan Lais

Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariw isata

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Jumlah

Kecamatan Babat Toman

Kecamatan Sanga Desa

Kecamatan Plakat Tinggi

Kecamatan Batang Hari Leko

Sekretariat Daerah

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan

Dinas Perkebunan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Dinas Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Badan Kepegaw aian dan Pembangunan SDM

Sekretariat DPRD

Kecamatan Sekayu
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3) Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan 

sebesar Rp178.573.780,00, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.79. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi  
Antar Aset Tahun Berkenaan 

 

 

 

 

4) Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Reklas Antar Rekening dalam KIB Tahun 

Berkenaan sebesar Rp189.700.000,00, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.80. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
dari Reklasifikasi Antar dalam KIB Tahun Berkenaan 

 

 

 

 

5) Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Kesalahan Rekening Belanja sebesar 

Rp8.350.000,00, yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.81. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 
dari Kesalahan Rekening Belanja 

 

 

 

 

6) Pengurangan Peralatan dan Mesin yang berasal dari Kategori Bukan Aset sebesar 

Rp1.084.304.461,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 5.82. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
dari Kategori Bukan Aset 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama 

Barang
Ke Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1

SPK Nomor : 

09/SPK/APBD/DISBUN-

III/2023 Tanggal 19 

September 2023

Bangunan Penampungan Air 

yang meliputi Instalasi 

Penampungan di Kecamatan 

Sekayu

Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perkebunan 178.573.780,00 

178.573.780,00 Jumlah

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1 Surat Pesanan Dinas Kesehatan 93.989.155,00                      

2

SPK Nomor : 

01/06.06/SP/PPK.FASJAL/

APBD/DISHUB/VI/2023  

Tanggal 06 Juni 2023

Dinas Perhubungan 373.230.000,00 

3                       27.428.800,00 

4                            278.000,00 

5                         2.849.000,00 

6                            556.000,00 

7                            504.000,00 

8                            192.000,00 

9 Nota Tanggal 23 Juni 2023 Kecamatan Batang Hari Leko 3.230.000,00 

10

BA Rekonsiliasi Nomor : B-

032/087/BPKAD-V/2023  

Tanggal 29 Desember 

2023

Sekretariat Daerah 582.047.506,00 

1.084.304.461,00 

4 Paket Surgical Needles

10 buah Taplak Meja Kain, 2 buah Cangkir, 2 lusin 

Cangkir bahan kaca

Alat Rumah Tangga

Jumlah

Jenis/Nama Barang

Peralatan Kantor Lainnya 

Rambu tidak bersuar lainnya 

SPK Nomor : 

520/16/SP/DAK/TPHP-

5/2023 Tanggal 07 Juli 

2023

112 Buah Alat Suntik Sapi

Dinas Tanaman Pangan, 

Holtikultura dan Peternakan

2 Kotak Handscoon

1 Box Needles Sapi

4 Buah Spuit

6 Kotak Surgical Blades

No
Jenis Barang/Nama 

Barang
Dari Ke Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1
Kotak Sampah 3 (Tiga) 

Warna  100 unit
Alat Angkutan 

Alat Kantor dan 

Rumah Tangga
Dinas Lingkungan Hidup 189.700.000,00 

189.700.000,00 Jumlah

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Perangkat Daerah Dari Ke Nilai (Rp)

1 Surat Pernyataan Dinas Kesehatan
Belanja Alat Kesehatan 

Umum Lainnya

Belanja Modal Bangunan 

Kesehatan
8.350.000,00 

8.350.000,00 Jumlah
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7) Pengurangan Peralatan dan Mesin dari Beban Hutang sebesar Rp17.372.827,00 

yang terdiri dari: 

Tabel 5.83. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 
dari Beban Hutang 

 

 

 

8) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Penghapusan Hibah Barang 

sebesar Rp6.392.047.354,00, dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.84. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin 
dari Penghapusan Hibah Barang 

9) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Penghapusan Lelang sebesar 

Rp4.528.948.892,30 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.85. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
dari Penghapusan Lelang 

 

 

 

 

 

 

 

10) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Pengalihan Status Pengguna 

tahun lalu sebesar Rp668.686.960,00, yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.86. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
dari Pengalihan Status Pengguna Tahun Lalu 

No Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1 11.909.626,00                                         

2 3.105.857,00 

3 2.357.344,00 

17.372.827,00 

Tang Cabut Gigi Anak 1 Set

Jumlah

Jenis/Nama Barang

Tooth Forcep  Dew asa 1 Set

Scaler  Pembersih Karang Gigi 1 Set Dinas Kesehatan

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama 

Barang
Dari Ke Nilai (Rp)

1
Kendaraan Roda 4 (empat) 1 

unit, Roda 2 (dua) 3 unit

TNI Angkatan Laut 

Palembang
557.331.800,00 

2
Kendaraan Roda 4 (empat) 1 

unit
Kejaksaan Negeri Sekayu 212.700.000,00 

3
Kendaraan Roda 4 (empat) 1 

unit
Lapas Kelas II.B Sekayu 201.149.510,00 

4
Kendaraan Roda 4 (empat) 1 

unit, Roda 2 (dua) 2 unit

Pangkalan TNI AU 

Palembang
487.000.000,00 

5
Kendaraan Roda 4 (empat) 1 

unit, Roda 2 (dua) 2 unit

Brimob Polda Sumatera 

Selatan
532.000.000,00 

6
Kendaraan Roda 4 (empat) 8 

unit
Polres Musi Banyuasin 3.098.046.044,00 

7
Kendaraan Roda 4 (empat) 1 

unit
BPS Musi Banyuasin 204.000.000,00 

8
Kendaraan Roda 4 (empat) 1 

unit, Roda 2 (dua) 1 unit
Kemenag Kab. Muba 339.500.000,00 

9

SK Nomor : 286/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 13 

Maret 2023 

Kendaraan Roda 4 (empat) 2 

unit
POLDA Sumsel 760.320.000,00 

6.392.047.354,00 Jumlah

SK Nomor : 735/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 29 

September 2023 Bagian Umum 

Setda 

Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Perangkat Daerah Nilai (Rp)

Dinas Kesehatan 582.306.851,00 

Dinas Lingkungan Hidup 961.770.940,00 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa
340.251.200,00 

Dinas Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana
251.780.857,30 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah
10.950.000,00 

Sekretariat Daerah 2.381.889.044,00 

4.528.948.892,30 Jumlah

Jenis/Nama Barang

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 3 unit, Motor 

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 2 unit, Roda 

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 1 unit

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 21 unit, 

Roda 3 (tiga) 17 unit

Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) 1 unit

Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) 4 unit

SK Nomor : 516/KPTS-

BPKAD-V/2023 Tanggal 

12 Juli 2023 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama 

Barang
Dari Ke Nilai (Rp)

1

Usul Mutasi Nomor : B-

900/4814/KES/2023 Tanggal 

14 Agustus 2023

Kendaraan Dinas Roda 2 

(dua) 3 unit
Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan (Sub Unit 

Puskesmas Lais, Puskesmas 

Karang Mukti, Puskesmas 

Lubuk Bintialo)

101.910.960,00 

2

SK Nomor : 694/KPTS-

BPKAD-V/2023 Tanggal 26 

Oktober 2023 

Kendaraan Dinas Roda 2 

(dua) 1 unit

Dinas Perumahan dan 

Kaw asan Pemukiman

Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi
10.950.000,00 

3

SK Nomor : 559/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 28 

Agustus 2023 

Kendaraan Dinas Roda 4 

(empat) 1 unit
Bagian Umum Setda Sekretariat DPRD 555.826.000,00 

668.686.960,00 Jumlah
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11) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas ke Aset Lainnya 

sebesar Rp14.155.176.659,00, yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.87. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
dari Reklas ke Aset Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklas antar Rekening dalam 

KIB sebesar Rp53.334.771,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.88. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
yang berasal dari Reklasifikasi Antar Rekening dalam KIB 

 

 

13) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Koreksi atas Peralatan dan 

Mesin menjadi barang pakai habis sebesar Rp11.844.840,00  yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

No

Jenis 

Barang/Nama 

Barang

Dari Ke Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1 Alat -alat Berat Alat Laboratorium
Dinas Pemuda, Olahraga 

dan Pariw isata
31.290.771,00 

Alat Laboratorium 12.650.000,00 

Alat Studio 5.600.000,00 

3 Sound System
Alat Kantor Rumah 

Tangga
Alat Bengkel

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan
3.794.000,00 

53.334.771,00 

Genset

2 Alat Besar Bagian Umum Setda

Jumlah

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Jenis/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp.)

1
 Surat Usulan Nomor : 

032/357/REKLAS/IX/2023

Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Laboratorium dan 

Komputer
Bagian Umum Setda 2.127.181.550,00 

2

 Surat Usulan Nomor : B-

900/710/DISHUB-I/2023 

Tanggal 31 Agustus 2023

Alat Penghancur Kertas Dinas Perhubungan 126.549.000,00 

3 Alat Kedokteran Gigi 12 unit 87.380.000,00 

4 Dilation dan Curret Abortus Set 17.900.000,00 

5 Alat Kedokteran Radiodiagnostic 135.468.000,00 

6 Alat Kedokteran Umum 177 unit 5.971.420.800,00 

7 Partus Set 15.744.000,00 

8 Focus Screen 4.500.000,00 

9 AutohaemotologiI Analyzer BG 3000 Plus 146.610.000,00 

10 Anaesthesi App 3 unit 1.258.350.000,00 

11 Automatic Film Processing Unit 135.468.000,00 

12 Bed Pasien Beroda Manual 6 unit 130.049.200,00 

13 Defibrilator 246.305.400,00 

14 Dental Chair 229.000.000,00 

15 Dental Unit 139.500.000,00 

16 Exercise Treadmil 2 unit 894.754.800,00 

17 Icu Bed Electric 2 unit 74.876.800,00 

18 Infusion Pump 16 unit 655.620.000,00 

19 Instrumen Cabinet 4.900.000,00 

20 Kompor Gas (Alat Dapur) 500.000,00 

21 Lemari Es 14.700.000,00 

22 Mayor Surgeri Set 6 unit 674.168.000,00 

23 Meja 1/2 Biro 10 unit 14.800.000,00 

24 Minor Surgeri Set 8 unit 178.658.000,00 

25 Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Gigi) 2 unit 17.800.000,00 

26 Laryngoscope Baby 3 Blades 5.900.000,00 

27 Oxygen Consentrator 59.040.000,00 

28 Neon Sign (Merk RSUD SEKAYU dan UGD) 2 unit 156.156.109,00 

29 Piston Engine Oiless Mobile Suction 6 unit 413.000.000,00 

30 Telephone (PABX) 30 unit 9.840.000,00 

31 Telephone Mobile 2 unit 10.000.000,00 

32 Hunging Blood Pressure Monitor 24 unit 139.067.000,00 

33 Digital Weight Scale 2 unit 35.600.000,00 

34 Dressing Trolley SS 2 unit 24.370.000,00 

14.155.176.659,00 Jumlah

 Surat Usulan Nomor : B-

032/1600/RSUD/IX/2023 

Tanggal 27 September 

2023

RSUD Sekayu
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No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1 Koreksi BPK
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan
1.083.500,00 

1.083.500,00 

Software

Jumlah

Jenis/Nama Barang

Tabel 5.89. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
yang berasal dari Reklasifikasi ke Barang Pakai Habis 

 

 

 

 

14) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi dari Peralatan 

dan Mesin ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp1.083.500,00  yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 5.90. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
yang berasal dari Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud 

 

15) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Reklasifikasi pencatatan aset 

Peralatan dan Mesin Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) ke 

Aset Lainnya pada 2 SKPD  yang belum diserahkan ke Provinsi Sumatera selatan 

sebesar Rp1.082.438.161,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.91. Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin  
yang berasal dari Reklasifikasi P3D 

 

 

 

 

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada 

lampiran 16, 16.a-16.b 

 

c. Gedung dan Bangunan 

 

Realisasi 2023 Realisasi 2022 

Rp3.155.731.205.006,34 Rp3.101.799.625.784,69 

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp3.155.731.205.006,34 atau mengalami kenaikan sebesar Rp53.931.579.221,65 

atau 1,74%  dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 

Desember 2022 sebesar Rp3.101.799.625.784,69. 

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 

2023,  dengan rincian mutasi pada tabel berikut. 

No Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1 Kasur/Spring Bed Puskesmas Jirak Jaya 4.800.000,00 

2 Alat Rumah Tangga Lain-lain-  Taplak Meja Puskesmas Sungai Lilin 3.000.000,00 

3 Alat Rumah Tangga Lain-lain- Taplak Meja RSUD Bayung Lencir 4.044.840,00 

11.844.840,00 Jumlah

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Perangkat Daerah Nilai (Rp)

130.067.961,00 

30.000.000,00 

2 P3D (Koreksi BPK)
Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah
922.370.200,00 

1.082.438.161,00 Jumlah

Jenis/Nama Barang

1 P3D (Koreksi BPK)
Alat Kantor dan Rumah Tangga Lainnya 10 unit

Alat Kantor dan Rumah Tangga 852 unit

Dinas Pendidikan dan 

KebudayaanMotor Matic untuk praktek 2 unit
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Tabel 5.92. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan 

 

Saldo Awal 1 Januari 2023 Rp 3.101.799.625.784,69 

Penambahan: Rp 197.531.194.741,32 

1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan TA. 2023  sebesar Rp161.376.448.033,58 yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 5.93. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja BLUD sebesar 

Rp4.114.099.359,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

No Nilai (Rp)

1                 88.120.022.500,00 

2 18.778.393.100,00               

3                      323.208.750,00 

4 32.963.261.000,00               

5                      108.866.800,00 

6                      676.796.920,00 

7 359.062.600,00                    

8                      241.992.168,00 

9                      750.000.000,00 

10                      714.620.529,00 

11 7.670.138.044,00                 

12                   1.567.916.840,00 

13                   5.176.977.850,00 

14                   2.750.706.369,00 

15                      242.510.000,00 

16                      199.724.000,00 

17                        26.429.156,58 

18 705.821.407,00                    

161.376.448.033,58 

Sekretariat Daerah

Jumlah

Dinas Perkebunan

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sekretariat DPRD

Kecamatan Sanga Desa

Kecamatan Bayung Lencir

Kecamatan Law ang Wetan

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariw isata

Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Kesehatan

RSUD Sekayu

Dinas Perumahan dan Kaw asan Pemukiman

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Dinas Sosial

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Perhubungan

Tambah (Rp) Kurang (Rp)

Bangunan Gedung 

Tempat Kerja
2.857.694.828.352,35 176.707.929.157,32 141.708.249.138,35 2.892.694.508.371,32 

Bangunan Gedung 

Tempat Tinggal
191.374.551.185,54 10.809.484.789,00 1.397.083.418,12 200.786.952.556,42 

Candi/Tugu 

Peringatan/Prasasti
19.067.410.523,81 1.545.241.000,00 15.897.963,20 20.596.753.560,61 

Bangunan Menara 

Perambuan
208.817.850,00 0,00 0,00 208.817.850,00 

Tugu/Tanda Batas 33.454.017.872,99 8.468.539.795,00 478.385.000,00 41.444.172.667,99 

Jumlah 3.101.799.625.784,69 197.531.194.741,32 143.599.615.519,67 3.155.731.205.006,34 

Uraian Saldo Awal (Rp)
Mutasi

Saldo Akhir (Rp)
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Tabel 5.94. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Belanja BLUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Status Tahun 

Berkenaan sebesar Rp4.151.601.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.95. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari  
Pengalihan Status Tahun Berkenaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Beban Hutang sebesar 

Rp591.005.900,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 5.96. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 
dari Beban Hutang 

 

 

 

 

No Nilai (Rp)

1 191.170.000,00 

2 139.570.000,00 

3 30.000.000,00 

4 153.663.000,00 

5 119.790.000,00 

6 197.214.000,00 

7 332.180.000,00 

8 19.000.000,00 

9 413.320.000,00 

10 49.700.000,00 

11 404.900.000,00 

12 115.987.000,00 

13 274.060.000,00 

14 227.220.000,00 

15 1.005.442.359,00 

16 440.883.000,00 

4.114.099.359,00 Jumlah

Puskesmas Tanah Abang

Puskesmas Bukit Selabu

Puskesmas Sido Rahayu

Puskesmas Jirak

Puskesmas Balai Agung

Puskesmas Lumpatan

Puskesmas Gardu Harapan

Puskesmas Sungai Lilin

Puskesmas Karya Maju

Puskesmas Bayung Lencir

Puskesmas Berojaya Timur

Puskesmas Bandar Agung

Puskesmas Karang Mukti

BLUD RSUD Bayung Lencir

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu

Perangkat Daerah

Puskesmas Ulak Paceh

No Nilai (Rp)

1 237.015.900,00 

2 236.920.000,00 

3 117.070.000,00 

591.005.900,00 Jumlah

Jenis/Nama Barang Perangkat Daerah

Pembangunan IGD RSUD Bayung Lencir

Dinas KesehatanPembangunan IGD RSUD Sungai Lilin 

Pembangunan Puskesmas Tenggulang Raya 

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis 

Barang/Nama 

Barang

Dari Ke Nilai (Rp)

1

Pembangunan Cor 

Beton Balai 

Serbaguna 

Lapangan Exponton 

Kelurahan Balai 

Agung

Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah

395.745.000,00 

2

Lanjutan 

Pembangunan 

Kantor Imigrasi 

Kab.Muba

Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu

440.706.000,00 

3
Bangunan Gedung 

Kantor Lain-lain

Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian

199.525.000,00 

4

Rehabilitasi Gedung 

Serbaguna 

Kecamatan Sungai 

Lilin

Kecamatan 

Sungai Lilin
435.981.000,00 

5
Pembangunan 

Gedung Aula
346.106.000,00 

6
Pembuatan Jalan 

Akses
28.703.000,00 

7

Nota Dinas 

Nomor : 

82/SP/PPK.UPT

D/DISPERKIM/VII

/2023 Tanggal 7 

Oktober 2023

Bangunan Gedung 

Kantor Permanen
1.921.038.000,00 

8

Nota Dinas 

Nomor : 

36/SP/PPK-

Bid.Prtnh/APBD-

P/PERKIM/2023 

Tanggal 11 

Agustus 2023

Bangunan Gedung 

Kantor Permanen
291.267.000,00 

9

SPK Nomor : 

34.2/SPK/PPK-

PSPAMPL/APB

D-

P/PERKIM/2023 

Tanggal 13 Nov 

2023

Pembangunan 

Plafon Kantor 

Camat Lais 

Kecamatan Lais

Kecamatan Lais 92.530.000,00 

4.151.601.000,00 

Nota Dinas 

Nomor : 

032/1051.17/PE

RKIM-

Sekrt/2023 

Tanggal 20 

Desember 2023

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Permukiman

Kecamatan 

Lalan

Kecamatan 

Babat Toman

Jumlah
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No
Nomor dan 

Tanggal Dokumen
Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1              59.496.000,00 

2              28.116.000,00 

3              59.518.200,00 

4              39.793.500,00 

5              19.769.100,00 

6              68.709.000,00 

7              69.597.000,00 

8              24.547.650,00 

9              19.713.600,00 

10              97.840.950,00 

11              29.592.600,00 

12                9.879.000,00 

13

SPK Nomor : 027/002-

05/SPK-

JK/PPK/IX/2023  

Tanggal 1 Maret 2023

74.911.680,00 

14

SPK Nomor : 027/007-

05/AdSPK-JK/IX/2023  

Tanggal 14 Juli 2023

99.583.650,00 

701.067.930,00 

Jenis Barang/Nama Barang

Konsultan Pengaw asan Pembangunan IGD 

RSUD Sungai Lilin

Konsultan Perencana Pembangunan Rumah 

Dinas PKM Air Balui dan Rumah PKM Gardu 

Harapan

Konsultan Pengaw asan Pembangunan IGD 

RSUD Bayung Lencir

Konsultan Pengaw asan PKM Tenggulang 

Raya, Pustu Desa Macang Sakti, Penataan 

Pagar Pustu Macang Sakti

Sekretariat Daerah

.Konsultan Pengaw asan Gedung 1, Gedung 

Arsip Bag. Keuangan, Interior Ruang Kerja 

Bupati

Jumlah

Konsultan Perencanaan Rehabilitasi PKM 

Bayung Lencir

Konsultan Pengaw asan Rehabilitasi PKM 

Bayung Lencir

Konsultan Pengaw asan Pembangunan 

Pagar dan Penataan Halaman PKM Karya 

Maju dan Pembangunan Pustu Karang 

Ringin
Konsultan Pengaw asan Pembangunan 

Pagar dan Penataan Halaman Pustu 

Perumnas Kec.Sekayu dan Pengaw asan 

Rehabilitasi Pustu Rantau Keroya Kec.Lais

Konsultan Pengaw asan Rehabilitasi Rumah 

Dinas PKM Bandar Agung

.Konsultan Perencanaan Gedung 1, Gedung 

Arsip Bag.Keuangan, Interior Ruang Kerja 

Bupati

BA REKON Nomor : B-

032/090/BPKAD-

V/2023 Tanggal 29 

Desember 2024

Dinas Kesehatan

Konsultan Pengaw as Pembangunan Rumah 

Dinas PKM Air Balui Dan Rumah Dinas PKM 

Gardu Harapan

Konsultan Review  Pengaw as 

Pembangunan Gedung IGD RSUD Sungai 

Lilin

Konsultan Review  Pengaw as 

Pembangunan Gedung IGD RSUD Bayung 

Lencir

5) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Jasa Konsultansi 

Perencanaan dan Pengawasan Fisik sebesar Rp701.067.930,00 yang dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 5.97. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Jasa Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan Fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

6) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Pemeliharaan 

Teratribusi sebesar Rp459.986.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
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No Nilai (Rp)

1 459.986.000,00 

459.986.000,00 

Jenis/Nama Barang Perangkat Daerah

Pemeliharaan Gedung UPT BLK
Dinas Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi

Jumlah

Tabel 5.98. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Belanja Pemeliharaan Teratribusi 

 

 

 

 

 

7) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang Kesalahan 

Rekening sebesar Rp9.973.420.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.99. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Belanja Barang Kesalahan Rekening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Belanja Pengalihan Status 

Pengguna sebesar Rp6.442.283.047,72 yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.100. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 
dari Belanja Pengalihan Status Pengguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Capital Expenditure sebesar 

Rp4.711.740.909,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Dari Ke Nilai (Rp)

1

Surat Pernyataan Nomor : 

445/1505/PKM-SJ/XII/2023 

Tanggal 30 Desember 2023

Dinas Kesehatan

Belanja Alat 

Kesehatan 

Umum Lainnya

Belanja Modal 

Bangunan 

Kesehatan

                   8.350.000,00 

2                  92.530.000,00 

3                435.981.000,00 

4                291.267.000,00 

5             2.322.675.000,00 

6

Belanja Modal 

Bangunan 

Fasilitas Umum

               395.745.000,00 

7

Belanja Modal 

Tugu/Tanda 

Batas Lainnya

               197.226.000,00 

8             3.186.644.000,00 

9             1.201.937.000,00 

10             1.239.995.000,00 

11                601.070.000,00 

9.973.420.000,00 Jumlah

Surat Pernyataan Nomor : 

032/1051.18/PERKIM-

Sekrt/2023 Tanggal 20 

Desember 2023

Dinas Perumahan 

dan Kaw asan 

Pemukiman

Belanja Barang 

untuk 

Dijual/Diserahk

an kepada 

Masyarakat

Belanja Modal 

Bangunan 

Gedung Kantor

Belanja Modal 

Bangunan Tempat 

Tinggal Lainnya

No
Nomor dan 

Tanggal Dokumen

Jenis 

Barang/Nama 

Barang

Dari Ke Nilai (Rp)

1

SK Nomor : 

715/KPTS-

BPKAD/2023 

Tanggal 2 Nopember 

2023 

Rumah Dinas Camat 

Sekayu (Kantor UKK 

Imigrasi Kelas I TPI 

Palembang)

Kecamatan 

Sekayu

Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu

1.163.670.374,00 

2 Kantor LVRI 133.582.844,00 

3 Pagar Kantor LVRI 20.500.000,00 

4 Kantor KPU 4.499.029.829,72 

5

Kantor 

KPU/Penataan 

Halaman

192.900.000,00 

6 Kantor KPU/Pagar 410.400.000,00 

7 Tugu Peringatan 10.300.000,00 

8 Kantor KPU/Tugu 11.900.000,00 

6.442.283.047,72 

SK Nomor : 

559/KPTS-

BPKAD/2023 

Tanggal 28 Agustus 

2023 

Bagian 

Umum 

Setda

Dinas Sosial

Jumlah
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No
Nomor dan 

Tanggal Dokumen
Jenis Barang/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

Penambahan Ruang Ispa, Ibi, 

Labor
178.150.000,00               

Gedung Puskesmas Rehab Dan 

Penambahan Ruang Kapus
139.570.000,00               

Rehabilitasi, Penataan Halaman 

Dan Pagar Pustu Perumnas Kec. 

Sekayu

386.028.477,00               

Rehabilitasi Pustu Reli Pkm. Balai 

Agung Kec. Sekayu
198.444.000,00               

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Muara Bahar
46.365.243,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Muara Merang
46.365.243,00 

3
Puskesmas Cinta 

Karya
183.272.074,00 

Peningkatan Gedung Puskesmas 

Karang Mukti
1.103.394.000,00 

Rehab Rumah Dinas Puskesmas 

Karang Mukti
1.103.394.000,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa TASA XIV
44.413.909,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa TASA X
44.413.909,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa TASA IV
33.486.009,00 

6
Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa Kayuare

Puskesmas 

Lumpatan
46.365.243,00 

Rehap total rumah bidan desa 

sereka Kec. Babat Toman
74.998.810,00 

pustu sereka 99.584.000,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa Baru Jaya
44.413.909,00 

poskesdes baru jaya 63.487.000,00 

peningkatan f isik poskesdes 

desa tasa VII
33.486.009,00 

poskesdes tasa VII 78.102.000,00 

pustu desa mangun 

jaya+lanjutan pmbangunan pagar 

Rp.199.654.000(th2014)  

256.065.607,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa Tasa VI
44.413.909,00 

poskesdes tasa VI 78.618.000,00 

peningkatan f isik poskesdes 

desa suka jaya
46.365.243,00 

Bangunan puskesdes suka jaya 119.480.000,00 

9 Pemeliharaan Rumah Dinas

Badan 

Penanggula

ngan 

Bencana 

Daerah

114.325.000,00 

10

Rehab Rumah Dinas Kepala 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Badan 

Perencanaa

n 

Pembangun

an Daerah

104.739.315,00 

4.711.740.909,00 

Koreksi BPK
Bagian Umum 

Setda

Jumlah

8
Puskesmas 

Sumber Harum

1

Koreksi BPK
Dinas 

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2
Puskesmas 

Bayung Lencir

4
Puskesmas 

Karang Mukti

5 Puskesmas Lais

7
Puskesmas Suka 

Damai

Tabel 5.101. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 

dari Capital Expenditure 
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10) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas Antar Aset Tetap 

sebesar Rp4.654.069.247,02 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.102. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 
dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp250.734.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.103. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 

dari Reklasifikasi dari KDP 

 

 

 

 

 

12) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas Antar Rekning dalam 

KIB sebesar Rp104.739.315,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.104. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 
dari Reklasifikasi Antar Rekening dalam KIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengurangan:  Rp143.599.615.519,67 

1) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Pengalihan Status Tahun 

Berkenaan sebesar Rp4.151.601.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

 

 

 

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis/Nama Barang Dari
Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1

Konsultansi Perencanaa DED 

Pembangunan Gedung IGD 

RSUD Sungai Lilin

99.495.000,00 

2

Konsultansi Perencanaan 

DED Pembangunan Gedung 

IGD RSUD Bayung Lencir

99.712.800,00 

3
Lapangan Stadion Mini Sepak 

Bola di Kec.Lalan
573.504.481,00 

4

Jasa Konsultan Pengaw as 

Pembangunan Stadion Mini 

Sepak Bola di Kec.Lalan

55.427.402,00 

5
Stadion Mini Sepak Bola di 

Kec.Lalan
3.738.733.947,02 

6

Jasa Konsultan Pengaw as 

Stadion Mini Sepak Bola  

Kec.Lalan

87.195.617,00 

4.654.069.247,02 Jumlah

BA Rekon Nomor : 

B-032/090/BPKAD-

V/2023  Tanggal 

29 Desember 

2024

Kontruksi 

Dalam 

Pengerjaan

Dinas 

Kesehatan

SPK Nomor : 

050/SP/PPK/DISP

OPAR/2023 

Tanggal 9 

Agustus 2023

Dinas 

Pemuda 

Olahraga 

dan 

Pariw isata

No

Jenis 

Barang/Nam

a Barang

Dari Ke
Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1

Rehab Rumah 

Dinas Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Bangunan 

Gedung 

Kantor 

Permanen

Rumah 

Negara Gol 

II Type A

Bagian 

Umum 

Setda

104.739.315,00 

104.739.315,00 Jumlah

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis/Nama Barang Dari
Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1 Koreksi BPK

Gerbang Perbatasan antar 

Kabupaten di Kec.Sanga 

Desa

Konstruksi 

Dalam 

Pengerjaan

Dinas 

Perumahan 

dan 

Kaw asan 

Pemukiman

250.734.000,00 

Jumlah 250.734.000,00 
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No Nomor dan Tanggal Dokumen

Jenis 

Barang/Nama 

Barang

Ke Perangkat Daerah Nilai (Rp.)

1

Nota Dinas Nomor : B-

032/01/RT.PERL/RS/XII/2023 

Tanggal 29 Desember 2023

AC SPLIT 1 PK 6 Unit RSUD Sekayu 29.956.680,00 

2

Nota Dinas Nomor : 

032/1051.17/Perkim-Sekrt/2023 

Tanggal 20 Desember 2023

Trafo Stater

Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu

166.830.000,00 

196.786.680,00 

Peralatan 

dan Mesin

Jumlah

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp.)

1

SPK Nomor : 027/001-05/SPK-

JK/PPk/DLH-V/2023  Tanggal 

27 Februari 2023

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

99.485.970,00 

99.485.970,00 

Jenis Barang/Nama 

Barang

Review  Perencanaan 

Teknis Pembangunan 

Jaringan Pejalan Kaki dan 

Jalur Hijau Kec.Bayung 

Lencir

Jumlah

Tabel 5.105. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 
dari Pengalihan Status Tahun Berkenaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas antar Aset Tetap 

Tahun Berkenaan sebesar Rp196.786.680,00 yang dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 Tabel 5.106. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Reklasifikasi Antar Aset Tetap Tahun Berkenaan 

3) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklas ke Aset Lainnya 

Tahun Berkenaan sebesar Rp99.485.970,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 5.107. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Reklasifikasi ke Aset Lainnya Tahun Berkenaan 

 

 

 

 

4) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi pencatatan 

aset Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain atas Hibah yang belum diserahkan 

dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp988.132.189,93  

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

1

Lanjutan Pembangunan Kantor 

Imigrasi Kabupaten Musi 

Banyuasin

          241.760.000,00 

2

Lanjutan Penataan Halaman Kantor 

Imigrasi Sekayu Kabupaten Musi 

Banyuasin

          198.946.000,00 

3

Rehab Gedunh TPA (Tempat 

Penitipan Anak) Permata Hati Kel. 

Serasan Jaya Kec.Sekayu

Dinas 

Perdagangan dan 

Perindustrian

          199.525.000,00 

4
Pembangunan Gedung Aula di 

Kantor Camat Lalan
Kecamatan Lalan           374.809.000,00 

5

Pembangunan Gedung Serba 

Guna RT.12 RW 04 Kel.Babat 

Kec.Babat Toman

       1.921.038.000,00 

6
Pembangunan Gedung Sekretariat 

Karang Taruna Kec.Babat Toman
          291.267.000,00 

7

Pembangunan Cor Beton Balai 

Serbaguna Lapangan Exponton 

Kel.Balai Agung

Badan 

Penaggulangan 

Bencana Daerah

          395.745.000,00 

8
Rehabilitasi Plafon Kantor Camat 

Lais Kec.Lais
Kecamatan Lais             92.530.000,00 

9
Rehabilitasi Gedung Serbaguna 

Kec.Sungai Lilin

Kecamatan Sungai 

Lilin
          435.981.000,00 

4.151.601.000,00 

Nota Dinas 

Nomor : 

032/1051,17/PE

RKIM-Sekrt/2023 

Tanggal 20 

Desember 2023

Dinas Perumahan 

dan Kaw asan 

Pemukiman

Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu Satu 

Pintu

Kecamatan Babat 

Toman

Jumlah
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No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1 Koreksi BPK

Dinas 

Perumahan 

dan Kaw asan 

Pemukiman

988.132.189,93      

988.132.189,93 Jumlah

Jenis Barang/Nama 

Barang

Gedung MUI Musi 

Banyuasin

Tabel 5.108. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Reklasifikasi ke Aset Lainnya atas Hibah yang belum diserahkan 

 

5) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kesalahan Rekening 

Belanja sebesar Rp17.233.343.242,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.109. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Kesalahan Rekening Belanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Dari Ke Nilai (Rp)

1           191.407.000,00 

2           286.978.000,00 

3        2.379.912.000,00 

4           199.058.000,00 

5           197.950.000,00 

6           197.949.000,00 

7           198.975.000,00 

8           389.903.000,00 

9           179.720.000,00 

10           199.239.000,00 

11           445.675.000,00 

12        1.967.198.000,00 

13           199.194.000,00 

14           796.187.000,00 

15           382.893.000,00 

16           789.663.000,00 

17           395.925.000,00 

18        2.450.018.000,00 

19           396.425.000,00 

20           198.153.000,00 

21           705.026.000,00 

22        2.472.471.000,00 

23           191.852.000,00 

24           179.230.000,00 

25           142.315.000,00 

26

Surat Pernyataan 

Nomor : 

032/2948/DINSOS/2023 

Tanggal 27 Desember 

2023

Dinas Sosial
Peralatan 

dan Mesin
8.300.000,00 

27

Surat Pernyataan 

Nomor : 027/026-

04/SPK-PPK/DLH/2023 

Tanggal 16 Nov 2023

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

Pemeliharaa

n
142.506.198,00 

28

SPK Nomor : 

115/SP/PPK/DISPOPAR/

2023 Tanggal 21 

September 2023

Dinas 

Pemuda 

Olahraga 

dan 

Pariw isata

Tanah 949.221.044,00 

17.233.343.242,00 

Gedung dan 

Bangunan

Jumlah

Surat Pernyataan 

Nomor : 

032/1051.18/PERKIM-

Sekrt/2023 Tanggal 20 

Desember 2023

Dinas 

Perumahan 

dan 

Kaw asan 

Pemukiman

Belanja Modal 

Pagar

Belanja 

Barang 

untuk 

Dijual/Disera

hkan 

kepada 

Pihak 

Ketiga/Pihak 

Lain
Belanja Modal 

Bangunan 

Gedung Kantor

Belanja 

Barang 

untuk 

Dijual/Disera

hkan 

kepada 

Masyarakat



206 

 

No Nilai (Rp)

1 17.146.441,69 

2 29.516.286,41 

3 22.847.247,24 

4 603.984.363,77 

5 32.771.625,14 

706.265.964,25 

Rehab dan Penataan Halaman Gedung Kantor Kecamatan Sanga Kecamatan Sanga Desa

Jumlah

Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah

Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Jirak Jaya

Dinas Perumahan dan 

Pemukiman

Lanjutan Pembangunan Asrama Santri Putri dan Pembangunan 

Pembangunan Rumah untuk Relokasi Rumah di Pinggiran 

Lanjutan Pembangunan Masjid Raya Desa Tanah Abang

No Nilai (Rp)

2.422.003,64                         

5.483.741,30                         

1.874.982,32                         

19.515.230,48                       

8.788.907,55                         

1.221.745,09                         

8.080.188,33                         

78.411.307,55                       

2.694.595,96                         

11.090.068,00                       

14.309.622,43                       

1.398.000,00                         

14.708.919,91                       

2.609.604,88 

3.971.810,07 

2.690.680,00 

10.126.914,51 

5.597.963,20 

5.493.083,30 

8.659.291,78 

6 2.922.303,60 

212.070.963,90 Jumlah

4

Pekerjaan Penataan Halaman Parkir Dan Instal Stable Berkuda 

Kecamatan Sekayu Dinas Pemuda, Olahraga 

dan Pariw isataKegiatan Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Stadion Mini 

Lapangan Sepak Bola Kecamatan Lalan

Pembangunan Gedung Aula Di Kantor Camat Lalan Kecamatan Lalan

3

Lab. dan Workshop Dinas Perkim Kab. Muba

Dinas Perumahan dan 

Pemukiman

Gedung Mui Musi Banyuasin

Rumah Jaga UPTD PALD

Rumah Untuk Relokasi Rumah Di Desa Ulak Teberau Kec. 

Law ang Wetan

Tugu Muba Maju Berjaya Khas Kec. Lalan

2

Pembangunan Puskesmas Tenggulang Raya Kec. Babat Supat

Dinas Kesehatan

Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Gardu Harapan Kec. 

Lais

Rehabilitasi Puskesmas Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir

Rehabilitasi Gedung IGD Bayung Lencir Kec. Bayung Lencir

Pembangunan Rumah Dinas Puskesmas Air Balui Kec. Sanga 

Desa

Rehabilitasi Gedung IGD Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin

Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah

Rehabilitasi Ruang Kelas 1 Bangun Harja Kec. Plakat Tinggi

Penambahan Ruang Kelas Baru  7 Sekayu Kec. Sekayu

Penataan Halaman  1 Sukarami Kec. Sekayu

1
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan

Penambahan Ruang Kelas Baru Mandala Sari Kecamatan Lalan

Rehabilitasi Ruang Kelas Sri Karang Rejo Kec. Lalan

Penambahan Ruang Kelas Baru Jaya Agung Kecamatan Lalan

Rehabilitasi Ruang Kelas  Madya Mulya Kec. Lalan

6) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Kekurangan Volume/ 

Kelebihan Pembayaran sebesar Rp706.265.964,25 dengan rincian sebagai 

berikut.  

Tabel 5.110. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Kekurangan Volume / Kelebihan Pembayaran 

 

7) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Koreksi Kurang Volume 

Gedung dan Bangunan pada lima OPD sebesar Rp212.070.963,90 dengan rincian 

sebagai berikut. 

Tabel 5.111. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Koreksi Kekurangan Volume / Kelebihan Pembayaran 
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No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1

SK Nomor : 621/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 28 

Agustus 2023 

1.112.473.625,00 

2

SK Nomor : 857/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 5 

Desember 2023 

3.236.660.430,00 

4.349.134.055,00 

Jenis/Nama Barang

 Gedung HCU Rumah 

Sakit Umum 
Dinas 

Kesehatan
Bangunan Rumah Sakit 

Umum

Jumlah

No
Nomor dan 

Tanggal Dokumen
Jenis Barang/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

1 Pagar Poskesdes Desa Layan 79.796.000,00 

2 Poskesdes Desa Layan 44.413.909,00 

3 Poskesdes Talang Simpang 
Desa Talang Simpang 

Kec.Jirak Jaya
165.375.000,00 

4
Poskesdes Desa Jembatan 

Gantung

Desa Jembatan 

Gantung Kec.Jirak Jaya
44.413.909,00 

5 Poskesdes Desa Bangkit Jaya 
Desa Bangkit Jaya 

Kec.Sungai Keruh
179.178.603,00 

6 Pagar Poskesdes Desa tenggaro 105.375.349,00 

7 Polindes Tenggaro 49.200.000,00 

8 Posyandu Tenggaro 24.500.000,00 

9 Poskesdes Sari Agung Desa Sari Agung 149.750.000,00 

10 Poskesdes Desa Karang Sari
Desa Karang Sari 

Kec.Lalan
215.490.000,00 

11 Poskesdes Sungai Angit 244.483.000,00 

12 Posyandu Desa Sungai Angit 157.682.612,00 

13 Poskesdes Sungai Angit 160.610.280,00 

14 Pagar Poskesdes Muara Punjung 
Desa Muara Punjung 

Kec.Babat Toman
99.720.000,00 

15 Poskesdes Desa Toman 179.600.000,00 

16 Halaman Poskesdes Desa Toman 199.653.000,00 

17
Poskesdes T54 Desa Toman (Tl. 

Bayung)
161.161.926,00 

18 Polindes Bangun Sari
Desa Bangun Sari 

Kec.Babat Toman
174.892.936,00 

19 Posyandu Desa Sri Mulyo 
Desa Sri Mulyo 

Kec.Babat Toman
147.840.000,00 

20 Poskesdes Jaya Agung 
Desa Jaya Agung P19 

Kec.Lalan
247.122.000,00 

21 Poskesdes Desa Srimulyo
Desa Desa Srimulyo 

Kec.Babat Toman
364.828.234,00 

Dinas 

Kesehatan

Desa Layan Kec.Jirak 

Jaya

Desa Tenggaro 

Kec.Keluang

Desa Sungai Angit 

Kec.Babat Toman

 Desa Toman 

Kec.Babat Toman

SK Nomor : 

784/KPTS-

BPKAD/2023 

Tanggal 24 Oktober 

2023 

8) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Pemusnahan 

sebesar Rp4.349.134.055,00 yang terdiri dari. 

 Tabel 5.112. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan  
dari Penghapusan Pemusnahan 

 

 

 

 

 

9) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Penghapusan Hibah Barang 

sebesar Rp5.399.285.631,87 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.113. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal  
dari Penghapusan Hibah Barang 
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No
Nomor dan 

Tanggal Dokumen
Jenis Barang/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

22
Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur Desa Sugi Raya 

Desa Sugi Raya Kec. 

Babat Toman
154.881.000,00 

23
Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur Desa Toman 

Desa Toman Kec. 

Babat Toman
147.350.000,00 

24
Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur Desa Kasmaran 

Desa Kasmaran Kec. 

Babat Toman
154.570.000,00 

25
Lumbung pangan dan Lantai 

Jemur Desa Bangun Sari 

Desa Bangun Sari Kec. 

Babat Toman
147.000.000,00 

26
Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur Desa Sungai Angit 

Desa Sungai Angit Kec. 

Babat Toman
147.000.000,00 

27

Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur di w ilyah perairan Desa 

Karang Sari 

Desa Karang Sari Kec. 

Lalan
154.030.000,00 

28
Lumbung Padi RMP Kap.1 ton 

Desa Mulya Jaya 

Desa Mulya Jaya Kec. 

Lalan
154.813.000,00 

29

Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur di w ilayah perairan Desa 

Mandala Sari 

Desa Mandala Sari Kec. 

Lalan
154.286.000,00 

30

Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur di w ilayah perairan Desa 

Sari Agung 

Desa Sari Agung Kec. 

Lalan
154.280.000,00 

31

Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur Wil.Daratan Desa 

Tenggaro

Desa Tenggaro Kec. 

Keluang
135.419.291,00 

32
Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur Desa Talang Mandung 

Desa Talang Mandung 

Kec. Sungai Keruh
154.399.000,00 

33
Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur Desa Rejo Sari 

Desa Rejo Sari Kec. 

Sungai Keruh
154.199.000,00 

34
Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur Desa Bangkit Jaya 

Desa Bangkit Jaya Kec. 

Sungai Keruh
154.799.000,00 

35
Lumbung Pangan dan Lantai 

Jemur Desa Layan 

Desa Layan Kec. 

Sungai Keruh
154.199.000,00 

36
MCK Sumur Gali Desa Jembatan 

Gantung 

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Desa Jembatan 

Gantung Kec. Sungai 

Keruh

82.973.582,87 

5.399.285.631,87 Jumlah

Dinas 

Ketahanan 

Pangan
SK Nomor : 

784/KPTS-

BPKAD/2023 

Tanggal 24 Oktober 

2023 

10) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Pengalihan Status Pengguna   

 sebesar Rp6.442.283.047,72 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.114. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal  
dari Pengalihan Status Pengguna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari koreksi capital expenditure 

sebesar Rp4.711.740.909,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama 

Barang
Dari Ke Nilai (Rp)

1

SK Nomor : 715/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 2 

Nopember 2023 

Rumah Dinas Camat 

Sekayu (Kantor UKK 

Imigrasi Kelas I TPI 

Palembang)

Kecamatan 

Sekayu

Dinas 

Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan 

Terpadu 

Satu Pintu

1.163.670.374,00 

2 Kantor LVRI 133.582.844,00 

3 Pagar Kantor LVRI 20.500.000,00 

4 Kantor KPU 4.499.029.829,72 

5
Kantor KPU/Penataan 

Halaman
192.900.000,00 

6 Kantor KPU/Pagar 410.400.000,00 

7 Tugu Peringatan 10.300.000,00 

8 Kantor KPU/Tugu 11.900.000,00 

6.442.283.047,72 

SK Nomor : 559/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 28 

Agustus 2023 

Bagian 

Umum 

Setda

Dinas Sosial

Jumlah
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No
Nomor dan 

Tanggal Dokumen
Jenis Barang/Nama Barang Dari Ke Nilai (Rp)

Penambahan Ruang Ispa, Ibi, 

Labor
178.150.000,00               

Gedung Puskesmas Rehab Dan 

Penambahan Ruang Kapus
139.570.000,00               

Rehabilitasi, Penataan Halaman 

Dan Pagar Pustu Perumnas Kec. 

Sekayu

386.028.477,00               

Rehabilitasi Pustu Reli Pkm. Balai 

Agung Kec. Sekayu
198.444.000,00               

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Muara Bahar
46.365.243,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Muara Merang
46.365.243,00 

3
Puskesmas Cinta 

Karya
183.272.074,00 

Peningkatan Gedung Puskesmas 

Karang Mukti
1.103.394.000,00 

Rehab Rumah Dinas Puskesmas 

Karang Mukti
1.103.394.000,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa TASA XIV
44.413.909,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa TASA X
44.413.909,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa TASA IV
33.486.009,00 

6
Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa Kayuare

Puskesmas 

Lumpatan
46.365.243,00 

Rehap total rumah bidan desa 

sereka Kec. Babat Toman
74.998.810,00 

pustu sereka 99.584.000,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa Baru Jaya
44.413.909,00 

poskesdes baru jaya 63.487.000,00 

peningkatan f isik poskesdes 

desa tasa VII
33.486.009,00 

poskesdes tasa VII 78.102.000,00 

pustu desa mangun 

jaya+lanjutan pmbangunan pagar 

Rp.199.654.000(th2014)  

256.065.607,00 

Peningkatan Fisik Poskesdes 

Desa Tasa VI
44.413.909,00 

poskesdes tasa VI 78.618.000,00 

peningkatan f isik poskesdes 

desa suka jaya
46.365.243,00 

Bangunan puskesdes suka jaya 119.480.000,00 

9 Pemeliharaan Rumah Dinas

Badan 

Penanggula

ngan 

Bencana 

Daerah

114.325.000,00 

10

Rehab Rumah Dinas Kepala 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah

Badan 

Perencanaa

n 

Pembangun

an Daerah

104.739.315,00 

4.711.740.909,00 

Koreksi BPK
Bagian Umum 

Setda

Jumlah

8
Puskesmas 

Sumber Harum

1

Koreksi BPK
Dinas 

Kesehatan

Dinas Kesehatan

2
Puskesmas 

Bayung Lencir

4
Puskesmas 

Karang Mukti

5 Puskesmas Lais

7
Puskesmas Suka 

Damai

Tabel 5.115. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 

dari Capital Expenditure 
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12) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi ke Aset 

Lainnya sebesar Rp99.004.746.551,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.116. Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal  
dari Reklasifikasi Ke Aset Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

784.999.000,00 

36.250.000,00 

4.035.000.000,00 

4.022.500.000,00 

180.000.000,00 

170.000.000,00 

375.000.000,00 

3.920.000.000,00 

2.550.000.000,00 

745.000.000,00 

580.000.000,00 

652.366.360,00 

3.920.000.000,00 

4.022.500.000,00 

157.000.000,00 

85.000.000,00 

565.000.000,00 

85.000.000,00 

150.000.000,00 

625.000.000,00 

Pagar Sekolah SMKN 3 Sekayu

Taman C (Taman Belakang/Arah Tribun) SMKN 3 

Sekayu

Taman E (Taman Belakang/Kolam Ikan) SMKN 3 

Sekayu

Mushola SMKN 3 Sekayu

Gedung II SMKN 3 Sekayu (Ruang Kelas Sebelah Kiri 

(Atas Dan Baw ah) Bagian Depan Masuk Dari Gedung 

I) 

Gedung III SMKN 3 Sekayu (Ruang Kelas Sebelah Kiri 

(Atas Dan Baw ah) Bagian Belakang Masuk Dari 

Gedung I) 

Tribun Lapangan Bola Kaki Belakang SMKN 3 Sekayu

Penataan Halaman V (Halaman Di Samping Rumah 

Dinas) SMKN 3 Sekayu

1 Koreksi BPK

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Jenis Barang/Nama Barang

Pembangunan Rumah Dinas Sman 1 Sungai Lilin

SMA PGRI Sekayu-Perpustakaan 

Gedung I SMKN 3 Sekayu (Ruang Kepsek, Waka, 

Ruang Guru, Ruang TU, Ruang Rapat/Pertemuan, 

Ruang Kelas Bagian Atas Sebelah Ruang Rapat)

Gedung V Smkn 3 Sekayu (Ruang Kelas Sebelah 

Kanan (Atas Dan Baw ah) Bagian Belakang Masuk 

Dari Gedung I) 

Pos Jaga SMKN 3 Sekayu

Penataan Halaman Vi (Halaman Diantara Rumah 

Dinas) SMKN 3 Sekayu

Lapangan Voli SMKN 3 Sekayu

Taman D (Taman Belakang/Depan Kantin) SMKN 3 

Sekayu

Gedung VII SMKN 3 Sekayu (Ruang Kelas Sebelah 

Kanan (Atas Dan Baw ah) Bagian Depan Masuk Dari 

Gedung I) 

Penataan Halaman I (Halaman Depan Gedung 

Sekolah) SMKN 3 Sekayu

Penataan Halaman IV (Halaman Masjid) SMKN 3 

Sekayu

Penataan Halaman VII (Halaman Belakang Mulai Dari 

Depan Kolam Renang Sampai Ke Kolam Retensi ) 

SMKN 3 Sekayu
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No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1.660.784.320,00 

1.200.000.000,00 

1.050.000.000,00 

650.000.000,00 

1.835.000.000,00 

750.000.000,00 

125.000.000,00 

555.000.000,00 

980.000.000,00 

555.000.000,00 

980.000.000,00 

502.000.000,00 

2.262.158.620,00 

2.262.158.620,00 

2.262.158.620,00 

3.259.532.073,84 

2.619.912.140,00 

8.177.531.760,00 

8.177.531.760,00 

7.814.981.098,26 

3.071.621.130,00 

280.500.000,00 

102.088.250,00 

1.497.297.969,90 

5.874.424.000,00 

4.761.209.164,00 

Dinas 

Pendidikan dan 

Kebudayaan

Koreksi BPK

Dinas 

Pekerjaaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Bangunan Pendukung Untuk Sumur Bor di SMK I Desa 

Sinar Tungkal Kec.Tungkal Jaya

Gedung Kelas Dan Lab Poltek Tahap 1

Gedung Direktorat Poltek

Gedung Kelas Dan Lab Poltek Tahap 2

Asrama Dosen (Poltek)

Asrama Mahasisw a /I - A (Poltek)

Asrama Mahasisw a /I - B (Poltek)

Asrama Mahasisw a /I - C (Poltek)

Gedung Yayasan (Poltek)

2

Pembangunan pagar dan Pemasangan Paving Block 

SMA Negeri 1 Kec.Sanga Desa

Penataan Halaman III (Halaman Tengah Sekolah) 

SMKN 3 Sekayu

Rumah Dinas II Di Lingkungan SMKN 3 Sekayu 

(Rumah Kepala Sekolah Tk Model)

Gedung Bengkel T. Refrigerasi - A (Poltek)

Gedung Bengkel T. Refrigerasi - B (Poltek)

Gedung Bengkel T. Refrigerasi - C (Poltek)

Gedung Serbaguna (Poltek)

1 Koreksi BPK

Rumah Dinas III Di Lingkungan SMKN  3 Sekayu (RDG 

TKN Model dan RDG SMKN 3)

Gedung VI SMKN 3 Sekayu (Ruang Kelas Sebelah 

Kanan (1 Lantai) Disamping Gedung V Masuk Dari 

Gedung I) 

Taman A (Taman Depan/Kebun Mangga) SMKN 3 

Sekayu

Taman B (Taman Tengah/Teather) SMKN 3 Sekayu

Perpustakaan SMKN 3 Sekayu

Gedung IV SMKN 3 Sekayu (Ruang Kelas Bagian 

Atas Dan Baw ah Yang Menghadap Ke Gedung I 

Masuk Dari Gedung I) 

Penataan Halaman II (Halaman Depan Aula) SMKN 3 

Sekayu

Lapangan Basket SMKN 3 Sekayu

Rumah Dinas IV Di Lingkungan SMKN 3 Sekayu (RDG 

SMKN 3)

Rumah Dinas I Di Lingkungan SMKN 3 Sekayu (Rumah 

Kepala Sekolah SMKN 3, Gudang SMKN 3 Dan RDG 

SMKN 3 Sekayu)

Jenis Barang/Nama Barang
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3

Dinas 

Perdagangan 

dan 

Perindustrian

197.899.100,00 

541.767.718,00 

671.890.000,00 

381.504.103,00 

626.556.756,00 

795.975.102,00 

199.375.791,00 

507.022.620,00 

541.383.701,00 

492.447.736,00 

571.938.634,00 

675.184.100,00 

249.984.228,00 

250.000.000,00 

797.075.882,00 

578.236.194,00 

99.004.746.551,00 

4

Dana Shering Pembangunan SMKN Lalan

Badan 

Pengelola 

Keuangan dan 

Aset Daerah

Sharing dan Pembangunan SMKN 1 Lais Tahun 2010 

(Block Grand Langsung Ke Panitia = 46, 43 % Rp. 

1.400.000.000,-

 Untuk SMKN 1 Sanga Desa 2 ruang 

 Sharing dana Pembangunan SMKN 1 Plakat Tinggi 

tahun 2011 

 Untuk SMKN 1 Lalan  Kantor + Ruang Guru 

 SMAN 3 Lais 

 Untuk SMKN 1 Sanga Desa 

Dana Shering Pembangunan SMKN Plakat Tinggi

SMAN 3 Babat Toman

Jumlah

SMAN 3 Babat Toman

 Untuk SMAN 3 Babat Toman 3 ruang 

Hibah APBN Dirjen Planologi Kehutanan

 SMKN 1 Lais 

Pembangunan SMK N 1 Lais

 Untuk SMAN 3 Babat Toman  Kantor + Ruang Guru 

Kios Kuliner Rumah GAMBO
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13) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari Reklasifikasi Antar Rekning 

dalam KIB sebesar Rp104.739.315,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.117. Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 
dari Reklasifikasi Antar Rekening dalam KIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dapat dilihat 

pada lampiran 17, 17.a-17.b 

 

d. Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

  

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

          Rp9.451.608.697.807,24  Rp9.038.653.512.392,72 

Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp9.451.608.697.807,24 atau mengalami kenaikan sebesar Rp412.955.185.414,52 atau 

4,57% dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 

2022 sebesar Rp9.038.653.512.392,72. 

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap-Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 

Desember 2023, dengan rincian pada tabel berikut. 

Tabel 5.118. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Jenis 

Barang/Nama 

Barang

Dari Ke
Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1

Rehab Rumah 

Dinas Badan 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah

Bangunan 

Gedung 

Kantor 

Permanen

Rumah 

Negara Gol 

II Type A

Bagian 

Umum 

Setda

104.739.315,00 

104.739.315,00 Jumlah

Tambah (Rp) Kurang (Rp)

Jalan 6.509.359.326.763,95 433.679.715.950,44 35.090.273.922,77 6.907.948.768.791,62 

Jembatan 1.011.916.252.968,03 37.545.413.000,00 10.034.983.838,23 1.039.426.682.129,80 

Bangunan Air Irigasi 85.313.389.083,04 1.625.692.000,00 0,00 86.939.081.083,04 

Bangunan Pengairan Pasang Surut 514.740.320.619,11 0,00 0,00 514.740.320.619,11 

Bangunan Pengembangan Raw a 

dan Polder
40.846.602.894,12 0,00 0,00 40.846.602.894,12 

Bangunan Pengaman 

Sungai/Pantai dan 

Penangggulangan Bencana Alam

232.072.270.101,10 14.148.837.000,00 1.586.758.312,84 244.634.348.788,26 

Bangunan Pengembangan Sumber 

Air dan Air Tanah
30.866.475.214,03 56.400.000,00 443.664.750,00 30.479.210.464,03 

Bangunan Air Bersih / Air Baku 45.299.744.144,96 7.352.848.649,00 912.220.219,50 51.740.372.574,46 

Bangunan Air Kotor 46.106.142.050,97 542.943.157,00 2.130.892.480,22 44.518.192.727,75 

Instalasi Air Bersih / Air Baku 81.453.568.074,62 3.946.791.200,00 38.618.471.133,36 46.781.888.141,26 

Instalasi Air Kotor 11.939.406.000,00 0,00 2.205.000,00 11.937.201.000,00 

Instalasi Pengolahan Sampah 7.585.697.600,00 0,00 1.590.000,00 7.584.107.600,00 

Instalasi Pengolahan Bahan 

Bangunan
7.300.000,00 0,00 0,00 7.300.000,00 

Instalasi Pembangkit Listrik 2.965.596.450,00 0,00 67.596.600,00 2.897.999.850,00 

Instalasi Gardu Listrik 10.920.376.249,67 0,00 268.714.600,00 10.651.661.649,67 

Instalasi PeRTahanan 0,00 0,00 0,00 0,00 

Instalasi Gas 1.370.774.966,07 0,00 0,00 1.370.774.966,07 

Instalasi Pengaman 271.912.768,00 0,00 5.000.000,00 266.912.768,00 

Instalasi Lain 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jaringan Air Minum 21.919.382.040,00 0,00 0,00 21.919.382.040,00 

Jaringan Listrik 372.121.683.020,86 3.832.655.615,00 613.740.300,00 375.340.598.335,86 

Jaringan Telepon 407.252.626,00 0,00 0,00 407.252.626,00 

Jaringan Gas 11.170.038.758,19 0,00 0,00 11.170.038.758,19 

Jumlah 9.038.653.512.392,72 502.731.296.571,44 89.776.111.156,92 9.451.608.697.807,24 

Uraian Saldo Awal (Rp)
Mutasi

Saldo Akhir (Rp)
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1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Belanja Modal Jalan Irigasi 

dan Jaringan TA 2023 sebesar Rp434.337.839.983,34 yang dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 Tabel 5.119. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari 
Belanja Modal 

 

 

 

 

 

 

2) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Reklasifikasi antar Aset 

Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp53.326.394.671,41 pada tabel berikut. 

Tabel 5.120. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari 
Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berkenaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Awal 1 Januari 2023   Rp9.038.653.512.392,72 

Penambahan:   Rp502.731.296.571,44 

Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Jenis Barang/Nama Barang Dari Perangkat Daerah Nilai (Rp)

620/12/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.PT/2022, tanggal 

Peningkatan Jalan Dusun II Desa w arga Mulya

Dengan beton , Kec. Plakat Tinggi
319.445.584,81 

620/09/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.SKY/2022, 

tanggal 21/09/2022

Lanjutan Pembangunan Jalan Mutiara Hikmah

RT.019 RW.006, Kel. Serasan Jaya Kec. Sekayu 548.354.457,75 

620/09/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.BHL/2022 tanggal 

12/10/2022

Lanjutan Peningkatan Jalan dari Desa Penagturan

Kecamatan batanghari Leko Menuju Sungai Besok

Ilo Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman

dengan Beton

556.004.683,60 

620/08/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.KELUANG/2022 tanggal 

12/10/2022

Peningkatan Jalan Dusun II dan Dusun III Desa

Mulya Asih dengan Beton, Kec. Keluang 576.747.154,62 

620/11/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.PT/2022 tanggal 

Peningkatan Jalan Desa Air Putih Ilir Dengan Beton, 

Kec. Plakat Tinggi
641.291.154,62 

620/06/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.KELUANG/2022 tanggal 

30/09/2022

Peningkatan Jalan Desa Karya Maju dengan Beton, 

Kec. Keluang 658.774.751,61 

620/01/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.KELUANG/2022 tanggal 

27/09/2022

Peningkatan Jalan dalam Dusun II, III, IV Desa

Sidorejo, Kec. Keluang 687.996.541,97 

620/08/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.SL/2022 

tanggal 10/10/2022

Peningkatan Jalan Desa Berlian Makmur dengan

Beton, Kec. Sungai Lilin 717.034.577,33 

620/04/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.BBT/2022 

tanggal 11/10/2022

Peningkatan Jalan Desa Sungai Besok Ilo menuju

Talang Bedeng Seng Desa Kasmaran dengan

Beton, Kec. Babat Toman

751.252.652,24 

20/05/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.KELUANG/2022 tanggal 

30/09/2022

Peningkatan Jalan Desa Sri Damai Menuju Tegal

Mulyo, Kec. Keluang 774.677.579,74 

620/10/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.PT/2022 

tanggal 13/10/2022

Peningkatan Jalan Dusun I s/d Dusun IV Desa

Tanjung Keputran Dengan Beton, Kec. Plakat

Tinggi

776.855.217,28 

620/10/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.TJ/2022 

tanggal 05/10/2022

Peningkatan Jalan dari Desa Suka Damai Menuju

Ibukota Kec. Tungkal Jaya 838.897.191,33 

620/01/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.BBT/2022 

tanggal 05/10/2022

Peningkatan Jalan Desa Sungai Angit, Kec. Babat

Toman 1.090.781.620,62 

620/4/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.LW/2022 

tanggal 11/10/2022

Peningkatan jalan Dusun I sampai Dusun IV Desa

Ulak Paceh, Kec. Law ang Wetan 1.108.054.462,81 

620/09/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.LAIS/2022 

tanggal 04/10/2022

Peningkatan Jalan dari Tanjung Agung Barat

Menuju Tanjung Agung Timur Dengan Beton, Kec.

Lais

1.194.768.952,25 

620/01/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.SK/2022 

tanggal 05/10/2022

Pembangunan Jalan Dalam Desa Keramat Jaya,

Kec. Sungai Keruh 1.283.970.236,00 

620/07/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.SKY/2022 

tanggal 03/10/2022

Peningkatan Jalan Desa Sungai Batang dengan

Beton, Kec. Sekayu
1.448.015.459,51 

620/06/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.SKY/2022 

tanggal 04/10/2022

Lanjutan Pembangunan Jalan di Belakang GMP

Jalan Danau Laut RT.39 ke Jalan Selarai RT.18

Kec. Sekayu
1.487.294.329,00 

620/03/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.BS/2022 

No.08/YBM/IX/2022 

tanggal 30/09/2022

Peningkatan Jalan dari Desa Supat Menuju Desa

Letang Dengan Beton, Kec. Babat supat
1.550.612.331,47 

620/12/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.BHL/2022 

tanggal 03/10/2022

Penimbunan dan Peningkatan Jalan Depati Senen,

Kec. Batanghari Leko
1.558.810.754,90 

Konstruksi Dalam Pengerjaan
dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat

No Nilai (Rp)

1 373.431.680.640,34 

2 56.572.392.200,00 

3 50.255.902,00 

4 60.107.000,00 

5 712.038.000,00 

6 163.930.157,00 

7 1.168.706.964,00 

8 598.997.070,00 

9 344.785.750,00 

10 345.400.000,00 

11 293.100.000,00 

12 596.446.300,00 

434.337.839.983,34 

Perangkat Daerah

dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

dinas Perumahan dan Kaw asan Pemukiman

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

dinas Perikanan

Kec. Sanga Desa

Kec. Sungai Lilin

Kec. Bayung Lencir

Jumlah

dinas Perdagangan dan Perindustrian

Sekretariat DPRD

Kec. Sekayu

Kec. Babat Toman

Kec. Keluang
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3) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Beban Hutang sebesar 

Rp12.929.384.250,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.121. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal  
dari Beban Hutang 

 

 

 

No Jenis/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1

Peningkatan Jalan Dusun Iii Desa Tanjung 

Agung Timur Kec. Lais. ( Apbd-P)

35.251.450,00 

2
Pembangunan Jalan Lingkar Dusun 3 Desa 

Sungai Angit, Kec. Babat Toman

35.296.750,00 

3

Peningkatan Jalan Rt.003, Rw . 004 Desa 

Sungai Lilin Jaya Dengan Beton, Kec. Sungai 

Lilin

35.420.050,00 

4
Pembangunan       Jalan       Desa       Tanjung 

Durian, Kec. Law ang Wetan

37.888.800,00 

5

Peningkatan Jalan Garuda Yaksa 

Penghubung Desa Sido Mulyo Menuju Desa 

Bandar Jaya Dengan Beton,  Kec.Tungkal 

Jaya

38.101.100,00 

6
Pembangunan Jalan Akses Menuju Danau 

Ulak Libok Desa Kemang, Kec. Sanga Desa

41.379.500,00 

7

Pembangunan Jalan Dari Desa Kertayu 

Menuju Desa Bangkit Jaya, Kec. Sungai 

Keruh

44.113.200,00 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang

Nomor dan Tanggal Dokumen Jenis Barang/Nama Barang Dari Perangkat Daerah Nilai (Rp)

620/01/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.JJ/2022 tanggal 03/10/2022

Peningkatan Jalan Rukun Rahayu - Sungai Menang

Kec. Jirak Jaya
1.583.889.503,00 

620/03/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.PT/2022 tanggal 16/09/2022

Pembangunan Jalan dari Desa air Putih Ulu Menuju

Desa Sialang Agung dan Desa Tanjung Keputran,

Kec. Plakat Tinggi
1.682.849.944,65 

620/02/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.BBT/2022 tanggal 03/10/2022

Peningkatan Ruas Jalan Kasmaran - Pinggap Kec.

Babat Toman
1.916.987.971,50 

620/3/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.LW/2022 tanggal 05/10/2022

Peningkatan Ruas Jalan Ulak Paceh - Sp. Sari,

Kec. Law ang Wetan
2.129.311.598,93 

620/15/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.SKY/2022 tanggal 10/10/2022

Lanjutan Peningkatan Jalan dari Dusun IV Talang

Sungai Putih Kec. Sekayu Menuju Dusun IV Desa

Tanah abang, Kec. Batanghari Leko
2.786.573.821,00 

620/04/SPPKF/APBD//PU-

PR/KEC.SKY/2022 tanggal 14/09/2022

Lapis Ulang Jal;an Sukarami - Sp. Sari - Tanah

Abang - Saud - Sp. Selabu - Daw as - Berlian

Makmur (C2) - Jalan Negara
2.807.430.986,00 

600/34/SPPKF/APBD/PU-

PR/BID.SDA/2022 tanggal 06/10/2022

Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Sungai

Ahmad Sumantri Desa Sukarami, Kec. Sekayu
2.849.725.269,00 

620/06/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.JJ/2022 tanggal 03/10/2022

Peningkatan Ruas Jalan Jirak - Mekar Jaya dengan

beton, Kec. Jirak Jaya
3.431.746.344,00 

620/01/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.PT/2022 tanggal 14/09/2022

Peningkatan Jalan Sido Rahayu (B2) - Bukit Indah

(B3) - Mekar Jaya Kec. Plakat Tinggi
3.574.498.982,87 

620/08/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.BL/2022 tanggal 23/09/2022

Peningkatan Jalan RT. 06 RW. 01 Kel. Bayung

Lencir Indah Dengan Beton, kec. Bayung Lencir
3.593.918.182,00 

620/14/SPPKF/APBD/PU-

PR/KEC.BHL/2022 tanggal 04/11/2022

Peningkatan Jalan di Desa Bukit Sejahtera dengan

Beton dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Box Precast

Kec. Batanghari Leko
8.221.248.595,00 

SPK Nomor : 09/SPK/APBD/diSBUN-

III/2023 Tanggal 19 September 2023

Bangunan Penampungan Air yang meliputi Instalasi 

Penampungan di Kec. Sekayu Peralatan dan Mesin dinas Perkebunan 178.573.780,00 

53.326.394.671,41 Jumlah

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat
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No Jenis/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp)

8

Pembangunan Jalan Dari Desa Lubuk Harjo 

Menuju Desa Muara Bahar Dengan Beton, 

Kec. Bayung Lencir

46.020.950,00 

9
Peningkatan Jalan Dalam Desa Bukit Indah 

Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi

46.425.650,00 

10
Peningkatan Jalan Dusun I Desa Warga Mulya 

Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi

46.433.350,00 

11
Peningkatan Jalan Dusun Ii Desa Bukit Indah 

Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi

46.479.600,00 

12

Peningkatan Jalan Rw .04 Teluk Kemang Kel. 

Sungai Lilin Jaya Dengan Beton, Kec. Sungai 

Lilin

46.919.200,00 

13
Pembangunan Jalan Dusun 4 Dan 5 Desa 

Tegal Mulyo, Kec. Keluang

47.053.600,00 

14

Pembangunan    Jalan    Penghubung    Desa 

Napal   Menuju   Desa   Rantau   Kasih   Kec. 

Law ang Wetan

47.096.500,00 

15
Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju Dusun 3 

Desa Tanjung Dalam, Kec, Keluang

47.117.150,00 

16
Peningkatan Jalan  Rt.14 Dusun 4 Desa 

Margo Mulyo,,Kec.Tungkal Jaya

47.155.200,00 

17
Peningkatan Jalan Dusun 2, Dusun 3 Dan 

Dusun 6 Desa Tenggaro, Kec. Keluang

47.223.700,00 

18
Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Desa 

Layan. Kec. Jirak Jaya

47.315.200,00 

19

Peningkatan   Jalan   Dusun   2   Desa   Ulak 

Paceh  Jaya   Dengan   Beton   Kec.   

Law ang Wetan

47.365.000,00 

20

Peningkatan Jalan Dusun Ii Ke Dusun Iii 

Menuju Wahana Tirto Mulyo Desa Tegal 

Mulyo Dengan Beton, Kec. Keluang

47.611.500,00 

21
Pelebaran Jalan Dusun 1 Dan Dusun 2 Desa 

Air Putih Ilir , Kec. Plakat Tinggi

47.627.700,00 

22
Peningkatan Jalan Dalam Desa Dusun 6 - 7 

Desa Air Putih Ulu, Kec. Plakat Tinggi

47.685.650,00 

23
Peningkatan Jalan Dusun 1 Desa Toman 

Dengan Beton, Kec. Babat Toman

47.724.300,00 

24
Peningkatan Jalan Inpres Dari C7 Menuju 

Desa Talang Piase, Kec. Sekayu

47.857.350,00 

25

Pembangunan Jalan Dari Dusun 7 Talang 

Sungai Bongen Desa Kasmaran Kecamatan 

Babat Toman Menuju Dusun 3 Desa 

Pengaturan Kecamatan Batanghari Leko

47.882.900,00 

26
Pembangunan Jalan Dusun V Desa Sungai 

Angit Dengan Beton, Kec. Babat Toman

47.915.300,00 

27
Peningkatan Jalan Dalam Kelurahan Keluang, 

Kec. Keluang

47.917.450,00 

28

Peningkatan Jalan Dari Desa Tanjung Bali 

Menuju Desa Tanah Abang  Dengan Beton, 

Kec. Batanghari Leko

47.925.700,00 

29
Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Rt 04 

Dusun 3 Desa Karang Agung, Kec. Lalan

47.954.050,00 

30

Peningkatan Jalan Menuju Puskesmas Rw . 02 

(Tsm) Kel. Sungai Lilin Dengan Beton, Kec. 

Sungai Lilin

48.062.650,00 

31
Peningkatan Jalan Dusun 2 Desa Sungai 

Angit, Kec. Babat Toman

48.181.900,00 

32

Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan Di 

Danau Ulak Lia Menuju Danau Linta Kel. Soak 

Baru, Kec. Sekayu

48.808.700,00 

33
Peningkatan Jalan Dusun 4 Desa Sri Gunung 

Dengan Beton, Kec. Sungai Lilin

50.085.000,00 

34
Peningkatan Jalan Dusun 3 Dan Dusun 4 

Desa Pagar Kaya, Kec. Sungai Keruh

51.286.900,00 

35
Peningkatan  Jalan  Dusun  4  Desa  Talang 

Piase Dengan Beton Kec. Law ang Wetan

51.920.000,00 

36
Peningkatan Jalan Dusun 2 Dan Dusun 3 

Desa Sukalali, Kec. Sungai Keruh

52.055.400,00 

37

Peningkatan Jalan Dusun I - Dusun Iv Desa 

Tanjung Keputran Dengan Beton, Kec. Plakat 

Tinggi

52.171.350,00 

38
Peningkatan Jalan Dusun 1 Desa Talang 

Buluh Dengan Beton, Kec. Batang Hari Leko

52.526.350,00 

39
Peningkatan Jalan  Rt.03 Dusun 1 Desa 

Sumber Sari,  Kec.Tungkal Jaya

56.376.200,00 

40
Peningkatan Jalan Desa Linggo Sari B3 

Dengan Beton, Kec. Sungai Lillin

57.363.800,00 

41
Peningkatan Jalan Muara Bahar, Kec. Bayung 

Lencir

58.987.816,00 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang
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No Jenis/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp)

42

Peningkatan Jalan Menuju Makam Dusun Ii 

Desa Warga Mulya Dengan Beton, Kec. 

Plakat Tinggi

60.011.200,00 

43

Peningkatan Jalan Penghubung Dari Dusun 8 

Desa Supat Timur Menuju Jalan Negara, Kec. 

Babat Supat.

60.333.850,00 

44

Peningkatan Jalan Pangkalan Aman Menuju 

Jalan Mitra Ogan Desa Toman, Kec. Babat 

Toman

60.922.100,00 

45
Peningkatan Jalan Rt.02,Rt.05,Rt.12 Dan 

Rt.14 Kelurahan Ngulak 1 Kec. Sanga Desa

61.439.000,00 

46
Peningkatan Jalan Kertapati Menuju Jalan 

Mitra Ogan Desa Toman, Kec. Babat Toman

61.663.250,00 

47
Peningkatan Jalan Dusun 02 Desa Bayat Ilir 

Dengan Beton, Kec. Bayung Lencir

66.710.300,00 

48
Peningkatan Jalan Dusun 2 Desa Mekar Jadi 

Dengan Aspal Hotmix, Kec. Sungai Lilin

69.165.400,00 

49

Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Rt.17 

Dusun 2 Desa Margo Mulyo,  Kec. Tungkal 

Jaya

69.561.650,00 

50
Peningkatan Jalan Desa Perumpung Raya 

Menuju Desa Madya Mulya, Kec. Lalan

71.252.600,00 

51
Peningkatan Jalan  Pandan Sari Menuju Desa 

Margo Mulyo, Kec.Tungkal Jaya

71.456.950,00 

52

Peningkatan Jalan Poros Dari Simpang Tsm 

Menuju Dusun V Desa Beji Mulyo Ke Mangsa 

,  Kec.Tungkal Jaya

71.768.600,00 

53

Peningkatan Jalan Dalam Desa Ulak Kembang 

Dengan Beton, Kec. Batang Hari Leko

71.971.200,00 

54

Peningkatan Jalan Pal 11 Pagar Kaya Dusun 

V Desa Baru Jaya Dengan Beton, Kec. Jirak 

Jaya

72.321.450,00 

55

Pembangunan 1 (Satu) Jembatan 

Penghubung Dari Dusun 1 Ke Dusun 2 Desa 

Epil Kecamatan  Lais

72.949.400,00 

56

Peningkatan Jalan Dari Desa Bandar Jaya 

Menuju Dusun 4 Talang Sungai Putih Dengan 

Aspal Hotmix, Kec. Sekayu

73.360.300,00 

57

Peningkatan Jalan Desa Kertajaya Menuju 

Desa Tebing Bulang Dengan Beton, Kec. 

Sungai Keruh

74.768.500,00 

58
Peningkatan Jalan Desa Karya Maju Menuju 

Desa Mulyo Asih, Kec. Keluang

76.006.750,00 

59

Pembangunan Baru Jalan Lingkar Rompok 

Sabah Umbai Dusun 1 Desa Bailangu, Kec. 

Sekayu

76.648.250,00 

60

Peningkatan Jalan Poros Bukit Jaya Sampai 

Dengan Simpang Tugu Pt. Perdana, Kec. 

Sungai Lilin

84.302.450,00 

61
Lanjutan Pembangunan Jalan Dari Dusun Iv 

Ke Dusun Iii  Desa Sukarami, Kec. Sekayu

86.264.850,00 

62

Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton 

Penghubung Desa  Margo Mulyo - Desa  

Panda Sari ,  Kec. Tungkal Jaya

86.437.450,00 

63
Pembangunan Jembatan (Komposit) Rt. 04 

Dusun 2 Desa Karya Mukti, Kec. Lalan

92.979.700,00 

64
Peningkatan Jalan Dalam Desa Sialang Agung 

Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi

93.729.550,00 

65
Peningkatan Jalan Dusun Iii Desa Warga 

Mulya Dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi

94.923.500,00 

66
Peningkatan Jalan Desa Mekar Jaya Dengan 

Beton, Kec. Bayung Lencir

96.012.950,00 

67

Lapis Ulang Dalam Desa Sukarami Dan 

Penimbunan Jalan Dusun Iii Sp. Sukarami, 

Kec. Sekayu

96.277.400,00 

68

Peningkatan Ruas Jalan Dari Desa Sumber 

Harum Menuju Desa Berlian Jaya ( A2) 

Dengan Aspal Hotmix,  Kec.Tungkal Jaya

96.362.850,00 

69

Peningkatan Jalan Penghubung Desa Rimba 

Ukur Kec. Sekayu Menuju Desa Kerta Jaya, 

Kec. Sungai Keruh

96.439.850,00 

70

Lanjutan Peningkatan Jalan Penghubung 

Desa Lokajaya Menuju Desa Mekar Sari Dan 

Kel. Keluang Dengan Beton, Kec. Keluang

96.711.100,00 

71
Peningkatan Ruas Jalan Talang Bayung -

Lubuk Buah, Kec. Batanghari Leko

96.796.350,00 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang
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No Jenis/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp)

72

Peningkatan Jalan Dalam Desa Talang 

Simpang Dengan Aspal Hotmix , Kec. Jirak 

Jaya

96.928.250,00 

73

Peningkatan Jalan Dari Desa Tanah Abang 

Menuju Desa Tanjung Bali Dengan Beton, 

Kec. Batanghari Leko

96.956.100,00 

74

Peningkatan Jalan Dari Desa Air Putih Ilir Ke 

Desa Cinta Karya Dengan Aspal Hotmix, Kec. 

Plakat Tinggi

97.224.250,00 

75
Peningkatan Jalan Desa Pagar Desa Dengan 

Beton, Kec. Bayung Lencir

97.527.900,00 

76

Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Perumahan 

Pancaroba Golden City Pal 4 Kel. Soak Baru 

Dengan Beton, Kec. Sekayu

97.609.500,00 

77
Peningkatan  Ruas  Jalan  Karang  Ringin  - 

Pengadang Kec. Law ang Wetan

97.740.000,00 

78

Peningkatan Jalan Depati Senen (Ruas Tanah 

Abang - Pinggap - Pengaturan), Kec. 

Batanghari Leko

98.137.200,00 

79
Peningkatan Jalan Desa Kepayang Dusun Iii 

Dengan Beton, Kec. Bayung Lencir.

104.066.850,00 

80
Peningkatan Jalan Dusun Iv Mulyo Asih 

Dengan Beton, Kec. Keluang

105.071.350,00 

81

Lanjutan Peningkatan Jalan Batas Muba 

Muara Jambi Desa Muara Bahar, Kec. 

Bayung Lencir

106.095.800,00 

82

Pembangunan Turap Jembatan Pada Ruas 

Jalan Dari Desa Macang Sakti Menuju 

Jembatan Muara, Raw as, Kec. Sanga Desa

120.240.000,00 

83
Peningkatan Jalan Desa Mulyo Asih Dengan 

Beton, Kec. Keluang

122.500.200,00 

84

Peningkatan Jalan Dari Desa Bangun Harja 

(Sp.6) Menuju Desa Sukamaju (Sp.5) Dengan 

Aspal Hotmix, Kec. Plakat Tinggi

122.563.650,00 

85

Peningkatan Jalan Desa Sumber Agung 

Menuju Desa Karya Maju Dengan Beton, Kec. 

Keluang

138.075.350,00 

86

Peningkatan Jalan Desa Cipta Praja Menuju 

Desa Sido Rejo Dengan Beton, Kec. Keluang

138.183.750,00 

87
Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Loka Jaya 

Dengan Aspal Hotmix, Kec. Keluang

145.330.850,00 

88
Peningkatan Ruas Jalan Desa Ulak Paceh Sp. 

Sari Kec. Law ang Wetan

145.805.000,00 

89

Peningkatan Ruas Jalan Sp. Sukarami - Sp. 

Sari - Tanah Abang - Sp. Saut - Daw as - Sp. 

Jalan - Negara (C.2)

146.171.900,00 

90

Peningkatan Jalan Menuju Lapangan Bola 

Dusun Iii Rt. 06 Desa Warga Mulya Dengan 

Beton, Kec. Plakat Tinggi

166.235.600,00 

91

Pembangunan 1 ( Satu ) Unit Jembatan Beton 

Penghubung Desa Bandar Jaya - Desa Sri 

Mulyo ,  Kec. Tungkal Jaya

178.481.550,00 

92

Peningkatan Jalan Desa Sp. Kurdi Rt. 01 Dan 

Rt. 24 Dusun I Desa Sukajaya Dengan Beton, 

Kec. Bayung Lencir

183.209.650,00 

93

Peningkatan Jalan Dari Sumber Harum (A1) 

Menuju Desa Sido Mulyo (A5),Kec.Tungkal 

Jaya

194.295.500,00 

94

Lanjutan Peningkatan Jalan Dari Samping 

Kantor Camat Lais - Menuju Dalam Desa 

Petaling Dengan Aspal Hotmix, Kec. Lais.

194.602.850,00 

95
Lanjutan Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu 

Dengan Aspal Hotmix, Kec. Sekayu

211.011.400,00 

96

Lapis Ulang Ruas Jalan Lais - Bonot - Sp. 

Jalan Negara  ( Babat Banyuasin ) Dengan 

Aspal Hotmix, Kec. Lais

242.543.850,00 

97
Peningkatan Jalan Macang Sakti-Ulak 

Embacang, Kec. Sanga Desa

308.257.684,00 

98

Pembangunan 1 (Satu) Unit Jembatan 

Penghubung Dari Desa Bandar Agung 

Menuju Desa Mandala Sari, Kec. Lalan

330.769.400,00 

99
Peningkatan Jalan Dusun Blok J Desa Karya 

Maju Kecamatan Keluang

342.454.700,00 

100 Lapis Ulang Dalam Kota Sekayu 344.039.600,00 

101

Peningkatan Ruas Jalan Sp. Saud - Bukit 

Selabu - Bukit Sejahtera - Bukit Pangkuasan - 

Lubuk Buah, Kec. Batanghari Leko

344.242.750,00 

102
Peningkatan Jalan Dari Jalan Merdeka - Sp. 

Sdn 10 Sekayu, Kec. Sekayu

389.227.900,00 

103

Lanjutan Pembangunan Jembatan Teluk Kijing 

/ Petaling Menuju Desa Rantau Kroya, Kec. 

Lais ( Tahap V ).

495.744.000,00 

104

Peningkatan Jalan Penghubung Dari Desa 

Tanjung Agung Timur Menuju Desa Tanjung 

Agung Barat Kecamatan Lais

516.992.700,00 

105

Peningkatan Jalan Dari Jembatan Lalan (P.11) 

Menuju Desa Mekar Jadi (B.2) - Sp. Jalan 

Negara, Kec. Lalan

591.943.250,00 

106

Peningkatan Jalan Pada Ruas Jalan Sekayu - 

Tl. Care, Sp. Sari - Bandar Jaya, Bandar Jaya 

- Keluang, Keluang - Sp. Siku

1.523.571.300,00 

12.929.384.250,00 Jumlah

Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan 

Ruang
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4) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Belanja 

Barang Kesalahan Rekening sebesar Rp199.359.000,00 yang dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 5.122. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari 
Belanja Barang Kesalahan Rekening 

 

 

 

 

 

5) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari 

Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp529.722.523,44 pada tabel berikut. 

Tabel 5.123. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal  
dari Reklasifikasi antar Aset Tetap 

 

 

 

 

 

 

6) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Reklasifikasi dari Aset 

Lainnya Tahun Berkenaan sebesar Rp11.161,25 yang dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 5.124. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
dari Reklasifikasi dari Aset Lainnya Tahun Berkenaan 

 

 

 

7) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari 

Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

sebesar Rp1.408.584.982,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.125. Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal  
dari Reklasifikasi antar Aset Tetap 

 

 

 

 

 

 

Pengurangan                                                                      Rp89.776.111.156,92 

1) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Reklasifikasi antar Aset 

Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp12.580.376.216,00 pada tabel berikut. 

  

No Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1
dinas Perdagangan dan 

Perindustrian
11.161,25 

11.161,25 

Jenis Barang/Nama Barang

Koreksi Nilai KV

Jumlah

No Nomor dan Tanggal Dokumen Perangkat Daerah dari Ke Nilai (Rp)

1 99.728.000,00 

2 99.631.000,00 

199.359.000,00 

Surat Pernyataan Nomor : 

032/1051.18/PERKIM-SekRT/2023 

Tanggal 20 Desember 2023

dinas Perumahan dan 

Kaw asan Pemukiman

Belanja Barang untuk 

dijual/diserahkan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain

Belanja Modal 

Bangunan 

Pembaw a Air 

Kotor

Jumlah

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis/Nama 

Barang
dari

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1

SPK Nomor : 

34/SP/PPK-Bid. 

Permukiman/DPK

P/APBD/2023 

Tanggal 22 Mei 

2023

Jalan Lingkungan 

menuju Rumah 

Khusus di Dusun 

II Desa Letang, 

Kec.Babat Supat

Konstruksi 

dalam 

Pengerjaan

dinas Perumahan 

dan Kaw asan 

Pemukiman

529.722.523,44 

529.722.523,44 Jumlah

No

Nomor dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis/Nama Barang dari
Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1 Koreksi BPK

Peningkatan Jalan 

Mekarjaya - Sp.Rukun 

Rahayu dengan Cor 

Beton

Konstruksi 

dalam 

Pengerjaan

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

   1.408.584.982,00 

1.408.584.982,00 Jumlah
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No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen
Perangkat Daerah dari Ke Nilai (Rp)

1

Surat Pernyataan Nomor 

: 032/1051.18/PERKIM-

SekRT/2023 Tanggal 20 

Desember 2023

Dinas Perumahan dan 

Kaw asan Pemukiman

Belanja Modal 

Jalan Lainnya

Belanja 

Barang untuk 

dijual/diserah

kan kepada 

Masyarakat

97.726.000,00 

97.726.000,00 Jumlah

No Nilai (Rp)

1 19.879.851,32 

2 82.000.255,50 

3 11.199.587,03 

4 29.149.618,99 

5 62.286.760,00 

6 11.855.095,50 

7 419.189.313,46 

8 802.867.269,79 

9 724.071.114,06 

10 634.010.138,94 

11 459.164.170,22 

12 807.626.789,20 

13 807.254.540,49 

14 386.112.244,27 

15 740.568.738,09 

16 515.319.310,22 

17 527.828.217,76 

18 287.731.370,72 

19 658.553.746,00 

Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah

Pembangunan Drainase Desa Air Putih Ilir Kec.Plakat 

Tinggi

Pembangunan Drainase Desa Muara 

Teladan,Kec.Sekayu

Pembuatan Saluran Drainase RW.08 LK.II,Kel. Balai 

Agung,Kec.Sekayu

Pembangunan Drainase Sepanjang Jalan Inpress 

Penjara/Abdul Somad

Pengembangan Jaringan distribusi dan Sambungan 

Rumah (SR) di Desa Linggo Sari Kec.Sungai Lilin

Pengembangan Jaringan distribusi dan Sambungan 

Rumah (SR) di Desa Nusa Serasan Kec.Sungai Lilin

Pembangunan Jalan Lingkungan menuju Saw ah 

Masyarakat, Desa Air Balui menuju Desa Panai,Kec. 

Sanga Desa

Pembangunan Jalan Pemukiman Dusun 1, 2 dan 3 

Desa Loka Jaya Kec. Keluang

Peningkatan Jalan dengan Beton Desa Karang TiRTa 

Kec.Lalan

Peningkatan Jalan dengan Beton Dusun III Blok E 

Desa Bumi Kencana,Kec. Sungai Lilin

Dinas Perumahan 

dan Pemukiman

Peningkatan Jalan Lingkungan di Kelurahan Mangun 

Jaya,Kec.Babat Toman

Pembangunan Jalan Dusun I, Ill,VI Desa Sumber 

Rezeki, Kec. Sungai Lilin

Pembangunan Jalan Dusun IV Desa Mekar Jaya 

Kec.Bayung Lencir

Peningkatan Jalan dalam Komplek Perumahan Green 

Village Selarai Kelurahan Balai Agung,Kec.Sekayu

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sumber Agung 

Kec.Keluang

Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun I Desa Mulya 

Agung Kec. Lalan

Penigkatan Jalan Lingkungan Dusun II Desa Karya 

Mukti, Kec.Lalan

Pembangunan Jalan dengan Cor Beton Permukiman 

Warga di RT 03 Kec lalan

Peningkatan Jalan Lingkungan IRWin Zulyani Azim 

Desa Cipta Praja Kec. Keluang

Tabel 5.126. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
dari Reklasifikasi antar Aset Tetap Tahun Berkenaan 

 

 

 

 

 

 

2) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Kesalahan 

Rekening Belanja sebesar Rp97.726.000,00  yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 5.127. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari 
 Kesalahan Rekening Belanja 

3) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Kekurangan 

Volume / Kelebihan Pembayaran sebesar Rp13.193.710.249,62 yang dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

 Tabel 5.128. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari  
Kekurangan Volume / Kelebihan Pembayaran 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama 

Barang
Ke

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1

620 / 06 / SPPKF / APBD /

PU-PR / KEC.BL / 2023

Tanggal 28 Agustus 2023

Peningkatan Jalan Muara

Bahar, Kec. Bayung Lencir 997.163.816,00 

2

620 / 09 / SPPKF / APBD /

PU-PR / KEC.BHL / 2023

Tanggal 26 September 2023

Peningkatan Jalan Depati

Senen (Ruas Tanah Abang -

Pinggap - Pengaturan), Kec.

Batanghari Leko

1.668.332.400,00 

3

630 / 08 / SPPKF / APBD /

PU-PR / KEC.LAIS / 2023

Tanggal 08 September 2023

Lanjutan Pembangunan

Jembatan Teluk

Kijing/Petaling menuju Desa

Rantau Kroya, Kec. Lais

(Tahap V)

9.914.880.000,00 

12.580.376.216,00 

Konstruksi dalam 

Pengerjaan

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang

Jumlah
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No Nilai (Rp)

1

532.500.750,00     

2

516.523.854,60     

3

406.378.186,40     

4

237.860.582,40     

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang

Perangkat DaerahJenis/Nama Barang

Peningkatan Jalan Sidorahayu (B2) - Bukit Indah (B3) - Mekar Jaya 

Kec.Plakat Tinggi 

Peningkatan Jalan di Desa Bukit Sejahtera dengan Beton dan 

Pembangunan 2 (Dua) Unit Box Precast, Kec.Batanghari Leko 

Lapis Ulang Jalan Sukarami - Sp.Sari - Tanah Abang - Saud - 

Sp.Selabu - Daw as - Berlian Makmur (C2) - Jalan Negara 

 Peningkatan Jalan RT.06 RW.01 Kel. Bayung Lencir Indah dengan 

Beton, Kec.Bayung Lencir 

No Nilai (Rp)

20 298.309.753,87 

21 674.729.448,86 

22 109.045.183,36 

23 470.003.758,80 

24 317.322.306,56 

25 489.474.919,54 

26 608.932.507,04 

27 553.674.006,51 

28 385.784.000,00 

29 262.440.492,59 

30 403.470.461,37 

31 395.344.904,00 

32 26.882.996,80 

33 74.947.700,00 

34 9.282.358,55 

35 24.788.196,06 

36 11.503.086,13 

37 43.849.371,80 

38 47.256.666,22 

13.193.710.249,62 

Peningkatan Jalan dengan Beton Dusun I Desa Beji 

Mulyo,Kec. Tungkal Jaya

Jumlah

Pembangunan Jalan Lingkungan RT.11 menuju RT.12 

Dusun 3, Desa Kaliberau, Kec. Bayung Lencir

Pembangunan Jalan Lingkungan di RT 013/003 di 

Desa Kaliberau Kec. Bayung Lencir

Pembangunan Jalan Lingkungan Lingkar Dusun II 

menuju Dusun III, Desa Teluk, Kec. Lais

Pembangunan Jalan Dusun I Desa Bumi 

Ayu,Kec.Law ang Wetan

Pembangunan Jalan Lingkungan RT. 01 dan RT.15 

RW.01,Kel.Serasan Jaya,Kec.Sekayu

Peningkatan Jalan Dusun 1, Desa Toman,Kec. Babat 

Toman

Peningkatan Jalan menuju Ke Pemakaman Umum 

Pangkalan Aman,Desa Toman,Kec.Babat Toman 

dengan Cor Beton

Dinas Perumahan 

dan Pemukiman

Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Desa Air Putih 

Ulu (C1) dengan Cor Beton Kec. Plakat Tinggi

Pembangunan Jalan Permukiman Dusun 9 Desa Air 

Putih Ulu, Kec. Plakat Tinggi

Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 1 Desa 

Tanjung Keputren, Kec. Plakat Tinggi

Lanjutan Pembangunan Jalan menuju Lokasi 

Pemakaman Selarai, Kec.Sekayu

Pembangunan Jalan Lingkungan RT.016 RW.006 

Kelurahan KayuaraKelurahan Kayu Ara Kec. 

Sekayu

Peningkatan Jalan Lingkungan di Dusun 5,Desa 

Keramat Jaya,Kec. Sungai Keruh

Pembangunan Jalan dengan Cor Beton di Dusun 2 

RT.04 Desa Pangkalan Bayat Kec. Bayung Lencir

Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Sungai Medak 

Kec.Sekayu

Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah

Peningkatan Jalan Dusun III sampai Dusun V Talang 

Kembang Desa Bangun Sari, Kec. Babat Toman

Pembangunan jalan Dusun III dengan Cor Beton Desa 

Sungai Angit Kec. Babat Toman

Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Kemang 

Umur, Kec. Lais

 

4) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Beban Utang 2023 sebesar 

Rp4.294.426.204,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 5.129. Mutasi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi 
dari Beban Utang 
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No Nilai (Rp)

5 225.973.020,60                                 

6 223.382.343,50                                 

7 174.554.869,50                                 

8 165.803.038,60                                 

9 162.727.723,20                                 

10 150.517.785,60                                 

11 146.323.075,50                                 

12 142.397.065,00                                 

13 126.261.928,80                                 

14 109.984.974,90                                 

15 99.804.702,80                                   

16 96.465.217,20                                   

17 92.743.862,40                                   

18 91.143.808,80                                   

19 77.459.049,30                                   

20 76.034.842,80                                   

21 73.366.215,90                                   

22 59.277.044,40                                   

23 54.795.826,40                                   

24 53.018.345,10                                   

25 50.705.259,10                                   

26 50.287.857,80                                   

27 47.470.072,00                                   

28 17.941.459,00                                   

29 17.150.786,40                                   

30 15.572.656,00                                   

4.294.426.204,00                              

Peningkatan Jalan Dusun I s/d Dusun IV Desa Tanjung Keputran 

dengan Beton, Kec.Plakat Tinggi 

Peningkatan Jalan Desa Sri Damai menuju Tegal Mulyo, Kec.Keluang 

Jenis/Nama Barang

Lanjutan Peningkatan Jalan dari Dusun IV Talang Sungai Putih 

Kec.Sekayu menuju Dusun IV Desa Tanah Abang Kec.Batanghari 

Leko 

 Peningkatan Ruas Jalan Jirak - Mekar Jaya dengan Beton, Kec.Jirak 

Jaya 

Pembangunan Dinding Penahan Tanah di Sungai Ahmad Sumantri 

Desa Sukarami, Kec.Sekayu

Peningkatan Ruas Jalan Kasmaran - Pinggap, Kec.Babat Toman

Peningkatan Ruas Jalan Ulak Paceh - Sp. Sari, Kec.Law ang Wetan

Pembangunan Jalan dari Desa Air Putih Ulu menuju Desa Sialang 

Agung dan Desa Tanjung Keputran, Kec.Plakat Tinggi 

Peningkatan Jalan Dusun 1 Sampai Dusun IV Desa Ulak Paceh, 

Kec.Law ang Wetan 

Peningkatan Jalan Desa Karya Maju dengan Beton, Kec.Keluang

Perangkat Daerah

Peningkatan Jalan Dusun II dan Dusun III Desa Mulya Asih dengan 

Beton, Kec.Keluang 

 Peningkatan Jalan Dusun II Desa Warga Mulya dengan Beton, 

Kec.Plakat Tinggi 

Jumlah

Lanjutan Pembangunan Jalan Mutiara Hikmah RT.019 RW.006, 

Kel.Serasan Jaya, Kec.Sekayu 

Peningkatan Jalan dalam Dusun II, III dan IV Desa Sidorejo, 

Kec.Keluang 

Peningkatan Jalan Desa Sungai menuju Talang Bedeng Seng Desa 

Kasmaran dengan Beton, Kec.Babat Toman 

Peningkatan Jalan Desa Berlian Makmur dengan Beton, Kec.Sungai 

Lilin 

Pembangunan Jalan dalam Desa Keramat Jaya, Kec.Sungai Keruh 

Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang

Peningkatan Jalan Desa Sungai Batang dengan Beton, Kec.Sekayu 

 Lanjutan Peningkatan Jalan dari Desa Pengaturan Kec.Batanghari 

Leko menuju Sungai  Desa Kasmaran Kec.Babat Toman dengan Beton 

Lanjutan Pembangunan Jalan dibelakang GMP Jalan Danau Laut RT.39 

ke Jalan Selarai RT.18 Kec.Sekayu 

Peningkatan Jalan dari Desa Supat menuju Desa Letang dengan 

Beton, Kec.Babat Supat 

Peningkatan Jalan Desa Air Putih Ilir dengan Beton, Kec.Plakat Tinggi 

Peningkatan Jalan dari Desa Suka Damai menuju Ibukota Kec. 

Kec.Tungkal Jaya 

Peningkatan Jalan Rukun Rahayu - Sungai Menang Kec.Jirak Jaya 

Peningkatan Jalan Desa Sungai Angit, Kec.Babat Toman 

Penimbunan dan Peningkatan Jalan Depati Senen, Kec.Batanghari 

Leko 

 

5) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi dari Penghapusan Hibah sebesar 

Rp959.819.480,22 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 
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No Nilai (Rp)

1 298.874.621,30 

2 73.373.515,77 

3 48.738.638,29 

4 158.455.060,83 

5 68.623.965,92 

6 54.370.237,72 

7 268.215.166,10 

8 63.725.335,78 

9 56.376.746,48 

10 42.485.432,47 

11 19.308.754,55 

12 13.455.249,87 

13 21.796.231,20 

14 47.157.792,09 

15 1.069.969.581,66 

16 503.545.971,42 

17 475.764.083,01 

18 425.566.609,44 

19 380.781.667,94 

20 328.538.297,31 

21 279.897.503,06 

22 183.829.277,37 

Lanjutan Lapis Ulang dalam Kota Sekayu 

dengan Aspal Hotmix, Kec.Sekayu

Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah

Lanjutan Peningkatan Jalan Galih Sari - 

Sukajadi - Bandar Agung Kec.Lalan

Lanjutan Peningkatan Jalan dari SP.2 

menuju Desa Tanjung Bali dengan Beton, 

Kec.Batanghari Leko

Pembangunan Jalan menuju SDN 1 Dusun 

II Desa Bailangu, Kec.Sekayu

Pembangunan Jalan dari Desa Pangkalan 

Bulian menuju Desa Ulak Kembang, 

Kec.Batanghari Leko

Peningkatan Jalan Desa Suka Damai Baru 

dengan Aspal Hotmix Kec.Sungai Lilin

Peningkatan Jalan dari SP. Jalan Negara 

menuju Sumber Rezeki, dengan Aspal 

Hotmix Kec.Sungai Lilin

Peningkatan Jalan Desa Banjar Jaya 

dengan Aspal Hotmix, Kec.Tungkal Jaya

Lapis Ulang dalam Kota Sekayu dengan 

Aspal Hotmix, Kec.Sekayu

Lanjutan Peningkatan Jalan Tebing Bulang-

Sungai Dua dengan Aspal Hotmix, 

Kec.Sungai Keruh

Peningkatan Jalan Desa Toman dengan 

Aspal Hotmix, Kec.Babat Toman

Peningkatan Jalan Dusun 4 dan Dusun 5 

Desa Sido Rahayu dengan Aspal Hotmix, 

Kec.Plakat Tinggi
Peningkatan Jalan dari Desa Sido Rahayu 

menuju Desa Warga Mulya dengan Aspal 

Hotmix, Kec.Plakat Tinggi

Peningkatan Jalan dari Sp. Jalan Negara 

menuju Desa Nusa Serasan, Kec.Sungai 

Lilin

Peningkatan Ruas Jalan Talang Bayung-

Lubuk Buah

Lanjutan Peningkatan Jalan Desa Muara 

Bahar dengan Beton, Kec.Bayung Lencir

Peningkatan Jalan dari Talang Panai Air 

Balui-Sp.6, Kec.Sanga Desa

Peningkatan Jalan Lingkar Jalur Simpang 3 

Kalangan Ke Simpang 4 Desa Tebing 

Bulang, Kec.Sungai Keruh
Peningkatan Jalan dari Dusun 1,2,3,4 

menuju Dusun 5,6,7 Desa Pulai 

Gading,Kec. Bayung Lencir 
Peningkatan Jalan Makam Baru menuju RT 

07 Desa Pangkalan Bayat dengan Beton 

dan Pembangunan Tembok 
Peningkatan Jalan Penghubung antara 

Desa KeRTajaya menuju Rimba Ukur, 

Kec.Sungai Keruh

Peningkatan Jalan Seberang Kayuara-

Sindang Marga-Gajah Mati, Kec.Sekayu

dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang

 Tabel 5.130. Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
dari Penghapusan Hibah 

 

 

 

 

 

 

 

6) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Kekurangan 

Volume belum tercatat sebesar Rp8.382.567.752,06 terdiri dari  dengan rincian 

berikut.  

 Tabel 5.131. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal  
dari Kekurangan Volume Belum Tercatat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama 

Barang
dari Ke Nilai (Rp)

1
MCK Umum Desa Karang 

Sari 
463.219.480,22 

2

MCK Kombinasi dan IPAL 

Komunal Desa Kel. 

Karang Sari (DAK)

496.600.000,00 

959.819.480,22 

SK Nomor : 784/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 24 

Oktober 2023 

dinas Perumahan dan 

Kaw asan Pemukiman

Jumlah

Desa Karang Sari 

Kec.Lalan
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No Nilai (Rp.)

23 175.864.292,21 

24 217.847.859,45 

25 589.233.055,96 

26 202.166.194,01 

27 200.006.394,59 

28 183.265.483,40 

29 175.238.415,00 

30 171.196.421,96 

31 142.057.952,42 

32 132.332.995,19 

33 129.067.297,39 

34 128.924.129,34 

35 122.572.633,87 

36 91.027.734,12 

37 101.970.111,41 

38 103.287.237,31 

39 100.928.073,30 

40 81.156.553,30 

41 66.315.158,19 

42 64.625.578,48 

43 24.879.003,12 

44 62.010.102,52 

45 51.330.544,52 

46 38.385.468,93 

47 36.025.245,00 

48 25.061.385,35 

49 13.354.459,87 

50 6.252.008,43 

51 21.049.972,40 

52 13.129.849,28 

53 11.900.331,78 

54 7.757.914,48 

55 5.372.011,42 

56 4.126.144,48 

8.382.567.752,06 

Peningkatan Jalan Sp. Rukun Rahayu - 

Rukun Rahayu

Peningkatan Jalan dalam Dusun 1 Village 

IX Desa Teluk Kijing lll dengan Beton, 

Kec.Lais

Peningkatan Jalan Dusun V Desa Mulya 

Asih dengan Beton, Kec.Keluang

Peningkatan Jalan Rimba Ukur (C.5) - 

Rantau Sialang

Peningkatan Jalan Desa Sido Rahayu 

dengan Beton, Kec.Plakat Tinggi

Peningkatan Jalan Dusun 2 Desa Air Putih 

Ulu dengan Beton, Kec.Plakat Tinggi

Jumlah

Peningkatan Jalan Kelurahan Keluang 

dengan Aspal Hotmix, Kec.Keluang

Pelebaran Jalan dengan Beton dan 

Pembangunan Tembok Penahan Dusun II 

Desa Teluk, Kec.Lais

Peningkatan Jalan Dusun III Desa Tanah 

Abang, Kec.Batanghari Leko

Lanjutan Peningkatan Jalan dari RT.10 RW 

02 Kel.Bayung Lencir Indah menuju Jalan 

Negara RT.16 RW.03 Desa Senaw ar 

Peningkatan Jalan Desa Sialang Agung 

dengan Beton, Kec.Plakat Tinggi

Peningkatan Jalan dari Desa Rukun 

Rahayu menuju Talang Mandung, 

Kec.Jirak Jaya

dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang

Peningkatan Jalan Desa Pangkalan Jaya 

dengan Beton, Kec.Babat Toman

Peningkatan Jalan Suka Makmur (Sp.4)- 

Suka Maju (Sp.5), Kec.Plakat Tinggi

Peningkatan Jalan Desa Wono Rejo dari 

Senaw ar Jaya menuju Dusun Kampung 

Saw ah Mendis Jaya dengan Beton, 

Kec.Bayung Lencir

Peningkatan Jalan dalam Desa Talang 

Simpang dengan Beton, Kec.Jirak Jaya

Peningkatan Jalan Komplek Griya Bumi 

Lestari dengan Beton, Kec.Sekayu

Lanjutan Peningkatan Jalan Samping 

Kantor Lurah Kel.Bayung Lencir Indah, 

Kec.Bayung Lencir

Peningkatan Jalan dalam Desa Karang 

Ringin II dengan Beton, Kec.Law ang 

Wetan

Peningkatan Jalan Desa Tanjung Raya 

Kec. Sanga Desa menuju Desa Suka 

Damai (Sp.2) Kec.Plakat Tinggi dengan 

Beton

Peningkatan Jalan dari Desa Talang Buluh 

menuju Desa Sungai Napal, 

Kec.Batanghari Leko

Peningkatan Jalan dari Desa Ulak 

Kembang Kec.Batanghari Leko menuju 

Desa Sungai Angit Kec.Babat Toman

Peningkatan Jalan Desa Suka Damai, 

Kec.Tungkal Jaya

Peningkatan Jalan Dusun 4 Desa Lais 

Utara menuju Desa Lais, Kec.Lais

Peningkatan Jalan RT.09 RW.02 

Kel.Bayung Lencir, Kec.Bayung Lencir

Peningkatan Jalan Dusun I Desa Muara 

Medak dengan Beton, Kec.Bayung Lencir

Peningkatan Jalan Pasar Sungai Lilin - 

Puskesmas-TSM, Kec.Sungai Lilin

Peningkatan Jalan Desa Panca Tunggal 

dengan Beton, Kec.Sungai Lilin

Peningkatan Jalan Dusun I Desa Mulya 

Asih dengan Beton, Kec.Keluang

Peningkatan Jalan RT.01 Desa Pagar Desa 

menuju Desa Pangkalan Bayat, 

Kec.Bayung Lencir

Peningkatan Jalan Desa Panai dengan 

Beton, Kec.Sanga Desa

Pembangunan Jalan dari Desa Karang Sari 

menuju Desa Sari Agung, Kec.Lalan

Peningkatan Jalan Dusun IV Desa Bukit 

Selabu dengan Beton, Kec.Batanghari 

Leko

Pembangunan Jalan dari Desa KeRTajaya 

menuju Desa Keramat Jaya, Kec.Sungai 

Keruh

Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah
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7) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Reklas ke Aset 

Lainnya sebesar Rp455.309.000,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.132. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari 
  Reklasifikasi ke Aset Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

8) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Reklasifikasi 

ke Aset Lainnya sebesar Rp43.624.311.673,60 terdiri dari  dengan rincian berikut.  

Tabel 5.133. Mutasi Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi  
dari Reklasifikasi ke Aset Lainnya  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No

Nomor 

dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama 

Barang
Ke

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

Pembangunan Sumur Bor 

untuk Kelompok Tani 

Makmur Bersama Desa 

Bangun Sari Kec.Babat 

Toman

129.280.000,00 

Pembangunan Sumur Bor 

di Dusun I Desa Sialang 

Agung Kec.Plakat Tinggi

127.900.000,00 

2

Drainase di Rumah Dinas 

Kejaksanaan Negeri Musi 

Banyuasin

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Pemukiman

198.129.000,00 

455.309.000,00 

1

Koreksi BPK
Aset 

Lainnya

Dinas 

Pekerjaaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Jumlah

No

Nomor 

dan 

Tanggal 

Dokumen

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

24.932.000,00 

42.212.000,00 

29.365.000,00 

658.362.000,00 

675.107.515,74 

104.405.280,00 

443.664.750,00 

256.230.000,00 

45.950.000,00 

281.580.000,00 

281.878.000,00 

279.800.000,00 

281.865.000,00 

588.038.000,00 

4.495.877.566,05 

7.599.416.120,00 

1.252.282.800,00 

960.973.280,00 

3

Koreksi BPK

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Pemukiman

Pipa Transmisi dari Desa 

Langkap ke Desa Tanjung 

Kerang Kec. Babat Supat

-3.0422047153115273'   

103.76839368604124'

Instalasi Pipa Air Minum Kel. 

Kayuara, Kec. Sekayu  Lat -

2.848816°  Long 103.858676°

Pembangunan Toilet Umum di 

SMK 1 Bayung Lencir Kec. 

Bayung Lencir

Pembangunan Toilet Umum di 

SMK 1 Law ang Wetan Kec. 

Law ang Wetan

Pembangunan Toilet Umum di 

SMK 1 Babat Supat Kec. Babat 

Supat

Pembangunan Toilet Umum di 

SMK 1 Tungkal Jaya Kec. 

Tungkal Jaya

Saluran Pembuangan Air ( 

Drainase ) Desa Muara Teladan 

Kec. Sekayu

2,88334° S, 104,03596°

Jenis Barang/Nama Barang

1

Pemasangan Baru Listrik SMAN 
Dinas Pendidikan 

dan Kebudayaan
 SMKN 1 Sanga Desa 

 SMKN 1 Law ang Wetan 

2

Normalisasi Drainase dan Rehab 

Pagar SMKN 1 Kec.Sekayu

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang

Pembangunan jalan dari SMAN 

Mangun Jaya menuju Sp. Jalan 

Negara, Kec. Babat Toman

Pemeliharaan Jalan Depan SMA 

N 2, Desa Tanjung Kerang, 

Kecamatan Babat Supat

Pembangunan Sumur Artesis di 

SMK I Desa Sinar Tungkal Kec. 

Tungkal Jaya

Pembangunan Jaringan Listrik 

Pedesaan di SMAN 1 Sungai 

Lilin Kec. Bayung Lencir

Pembuatan KM/WC SMAN 1 

Babat Toman
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No

Nomor 

dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama Barang
Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

Jaringan Pipa Distribusi dari Simpang 

Dusun Lama Menuju Simpang Danau 

Ulak Lia, Kel. Soak Baru, Kec. Sekayu  

Lat -2°52'41.54232"S Long 

103°49'15.54582"E

191.030.000,00 

Instalasi Pengolahan Air Bersih 

Kapasitas 10 Liter/Detik Beserta 

Jaringan Perpipaan di Desa Mangsang 

Kec. Bayung Lencir  -2,1658S 

103,9921E

7.317.870.334,88 

Jaringan Distribusi dan Sambungan 

Rumah (SR) di Desa Linggo Sari Kec. 

Sungai Lilin  -2.498385, 104.054675

2.783.502.240,00 

Jaringan Distribusi dan Sambungan 

Rumah (SR) di Desa Nusa Serasan Kec. 

Sungai Lilin  -2.512209, 104.089783

3.845.422.904,50 

Jaringan Pipa Transmisi dalam Kec. 

Sekayu (3° 0'28.24"S 103°44'37.96"T)
3.946.791.200,00 

PDAM / Instalasi Pengelolaan Air Bersih 

dan Pipa Transmisi PDAM Desa Langkap 

Kec. Babat Supat (-

2.742527,104,140731)

6.151.162.832,43 

 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 

dan telepon 24.027.000,00 

Penambahan daya Listrik SMAN 3 

Sekayu
49.865.000,00 

Penambahan daya listrik SMAN 1 Babat 

Toman
49.352.500,00 

 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 

dan telepon 22.235.600,00 

 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 

dan telepon 198.164.800,00 

Belanja modal pengadaan instalasi listrik 

dan telepon
44.375.000,00 

Belanja modal pengadaan instalasi listrik 

dan telepon
24.105.600,00 

 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 

dan telepon 18.558.200,00 

Penambahan daya listrik SMKN 2 sekayu 49.801.650,00 

Aset dari BLHPP Kab. Muba (Alat 

Pembuatan Lubang Biopori) TA 2015
245.000,00 

Aset dari BLHPP Kab. Muba (Alat 

Pembuatan Lubang Biopori) TA 2015
245.000,00 

aset dari BLHPP kab. muba (alat 

Pembuatan lubang Biopori) TA 2015
245.000,00 

aset dari BLHPP Kab. Muba (alat 

pembuatan lubang Biopori) TA 2015
245.000,00 

aset dari BLHPP Kab. Muba (alat 

pembuatan lubang biopori) TA 2015
490.000,00 

aset dari BLHPP Kab. Muba (alat 

pembuatan lubang biopori) TA 2015
245.000,00 

aset dari BLHPP Kab. Muba (alat 

pembuatan lubang biopori) TA 2015
245.000,00 

aset dari BLHPP Kab. Muba (alat 

pembuatan lubang biopori) TA 2015
245.000,00 

Aset Dari BLHPP Kab. Muba (Tempat 

Pengomposan)
795.000,00 

Aset dari BLHPP Kab. Muba (Tempat 

Pengomposan) TA. 2015
795.000,00 

Belanja modal pengadaan instalasi listrik 

dan telepon SMKN 1 Batang Hari Leko
31.761.000,00 

Belanja modal pengadaan instalasi listrik 

dan telepon SMKN 1 Batang Hari Leko
35.835.600,00 

Penambahan  Daya Listrik SMAN 1 

Sekayu
44.297.200,00 

Penambahan  Daya Listrik SMAN 1 

Keluang
48.987.400,00 

Penambahan  Daya Listrik SMAN 1 

Sanga Desa
48.987.400,00 

Koreksi BPK4

Badan Pengelola 

Keuangan dan 

Aset Daerah
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9) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari Kekurangan 

Volume/Kelebihan Pembayaran sebesar Rp6.187.864.581,42 yang dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

 Tabel 5.134. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang berasal dari  
Kekurangan Volume / Kelebihan Pembayaran terdiri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp)

Peningkatan Jalan dari Jalan 

Merdeka - Sp. SDN 10 Sekayu, 

Kec. Sekayu

15.941.074,60 

Lanjutan Lapis Ulang Dalam Kota 

Sekayu Dengan Aspal Hotmix, 

Kec. Sekayu

102.824.015,54 

Lapis Ulang dalam Kota Sekayu 382.448.918,98 

Lapis Ulang dalam Desa Sukarami 

dan Penimbunan Jalan Dusun III Sp. 

Sukarami, Kec. Sekayu

16.819.989,53 

Peningkatan dari Jalan Negara - 

Sumber Rezeki (B1)
143.244.716,11 

Peningkatan dari Jalan Negara 

Linggosari (B3) Mulyo Rejo (B4)
261.734.730,70 

Peningkatan Jalan Dusun III Desa 

Warga Mulya Dengan Beton, Kec. 

Plakat Tinggi

94.346.734,24 

Peningkatan Jalan menuju 

Lapangan Bola Dusun III RT. 06 

Desa Warga Mulya dengan Beton, 

Kec. Plakat Tinggi

186.782.220,80 

Peningkatan Jalan dalam Desa 

Dusun 6 - 7 Desa Air Putih Ulu, 

Kec. Plakat Tinggi

29.473.957,27 

Pelebaran Jalan Dusun 1 dan 

Dusun 2 Desa Air Putih Ilir, Kec. 

Plakat Tinggi

12.162.545,08 

Peningkatan Jalan Dusun I Desa 

Warga Mulya Dengan Beton, Kec. 

Plakat Tinggi

88.563.800,00 

Peningkatan Jalan Dalam Desa 

Bukit Indah Dengan Beton, Kec. 

Plakat Tinggi

92.119.601,80 

1

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang

No

Nomor 

dan 

Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama Barang
Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

Penambahan Daya Listrik SMAN 2 

Keluang
12.217.000,00 

Penambahan  Daya Listrik SMKN 1 

Bayung Lencir
89.293.600,00 

Instalasi Penangkal Petir Manual - 

Anthena Penangkal Petir
5.000.000,00 

Pengadaan Instalasi Listrik SMKN 3 

Model Sekayu
110.224.800,00 

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik 49.977.500,00 

Belanja Modal Pengadaan Istalasi Listrik 49.908.000,00 

Rehab/Pengadaan Listrik SMKN 1 

Sekayu
9.800.000,00 

 SMAN 1 Batang Hari Leko 
26.070.000,00 

 SMAN 2 Keluang 
39.953.000,00 

43.624.311.673,60 Jumlah

4 Koreksi BPK

Badan Pengelola 

Keuangan dan 

Aset Daerah
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No Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp)

Peningkatan Jalan Dusun II Desa 

Bukit Indah Dengan Beton, Kec. 

Plakat Tinggi

167.852.443,20 

Peningkatan Jalan Dalam Desa 

Sialang Agung Dengan Beton, Kec. 

Plakat Tinggi

34.276.987,46 

Peningkatan Jalan dari Desa Air 

Putih Ilir ke Desa Cinta Karya 

dengan Aspal HotMix, Kec. Plakat 

Tinggi

116.039.379,84 

Peningkatan Jalan dari Desa 

Bangun Harja (SP.6) menuju Desa 

Sukamaju (SP.5) dengan Aspal 

Hotmix, Kec. Plakat Tinggi

144.295.942,03 

Peningkatan Jalan Dalam Desa 

Talang Simpang dengan Aspal 

Hotmix , Kec. Jirak Jaya

40.214.106,05 

Pembangunan 1 (Satu) Unit 

Jembatan Desa Layan, Kec. Jirak 

Jaya

3.900.000,00 

Peningkatan Jalan Sumber Harum - 

Berlian Jaya
122.271.392,66 

Pembangunan Jalan dari Desa 

Kertayu Menuju Desa Bangkit 

Jaya, Kec. Sungai Keruh

9.951.935,77 

Peningkatan Jalan Desa Kertajaya 

Menuju Desa Tebing bulang 

dengan Beton, Kec. Sungai Keruh

189.973.264,82 

Peningkatan Jalan pada Ruas Jalan 

Sekayu - Tl. Care, Sp. Sari - 

Bandar Jaya, Bandar Jaya - 

Keluang, Keluang - Sp. Siku

321.255.931,33 

Peningkatan jalan Desa Mulyo Asih 

Dengan Beton, Kec. Keluang
380.009.361,71 

Lanjutan Peningkatan Jalan Desa 

Loka Jaya dengan Aspal Hotmix, 

Kec. Keluang

73.791.258,01 

Peningkatan Jalan Dusun 1 Menuju 

Dusun 3 Desa Tanjung Dalam, Kec. 

Keluang

153.582.895,71 

Peningkatan Jalan Desa Sumber 

Agung Menuju Desa Karya Maju 

Dengan Beton, Kec. Keluang

390.112.518,83 

Peningkatan Jalan Desa Cipta Praja 

Menuju Desa Sido Rejo Dengan 

Beton, Kec. Keluang

476.060.500,69 

Peningkatan Jalan Dusun II ke 

Dusun III Menuju Wahana Tirto 

Mulyo Desa Tegal Mulyo Dengan 

Beton, Kec. Keluang

91.855.859,99 

Peningkatan Jalan dalam Desa 

Berlian Makmur dengan Beton, 

Kec. Sungai Lilin

3.714.606,49 

Peningkatan Jalan Dusun 4 Desa 

Sri Gunung dengan Beton, Kec. 

Sungai Lilin

5.616.593,73 

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang

1
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No Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp)

Peningkatan Jalan Dusun 2 Desa 

Mekar Jadi dengan Aspal Hotmix, 

Kec. Sungai Lilin

68.211.916,09 

Peningkatan Jalan dari Jembatan 

Lalan (P.11) Menuju Desa Mekar 

Jadi (B.2) - SP. Jalan Negara, Kec. 

Lalan

3.475.011,75 

Pembangunan 1 (Satu) Unit 

Jembatan Penghubung dari Desa 

Bandar Agung Menuju Desa 

Mandala Sari, Kec. Lalan

13.730.193,61 

Pembangunan 1 (Satu) Unit 

Jembatan Rt. 04 Dusun 3 Desa 

Karang Agung, Kec. Lalan

55.132.778,88 

Peningkatan Jalan Desa Kepayang 

Dusun III dengan Beton, Kec. 

Bayung Lencir

155.573.771,90 

Pembangunan Jalan Dari Desa 

Lubuk Harjo Menuju Desa Muara 

Bahar Dengan Beton, Kec. Bayung 

Lencir

2.261.587,12 

Peningkatan Jalan dari Desa Lubuk 

Harjo Menuju SMPN 10 Bayung 

Lencir dengan Beton, Kec. Bayung 

Lencir

56.658.771,40 

Peningkatan Jalan Pandan Sari 

Menuju Desa Margo Mulyo, Kec. 

Tungkal Jaya

70.897.723,86 

Peningkatan Ruas Jalan dari Desa 

Sumber Harum Menuju Desa 

Berlian Jaya (A2) dengan Aspal 

Hotmix, Kec. Tungkal Jaya

34.779.638,76 

Peningkatan Jalan Garuda Yaksa 

penghubung Desa Sido Mulyo 

menuju Desa Banjar Jaya dengan 

Beton, Kec. Tungkal

804.475,70 

Peningkatan Jalan RT. 14 Dusun 4 

desa Margo Mulyo, Kec. Tungkal 

Jaya

13.583.721,25 

Pembangunan 1 (Satu) Unit 

Jembatan Beton Penghubung Desa 

Margo Mulyo - Desa Panda Sari, 

Kec. Tungkal Jaya

21.060.764,84 

Pembangunan 1 (Satu) Unit 

Jembatan Beton Penghubung Desa 

Banjar Jaya - Desa Sri Mulyo, Kec. 

Tungkal Jaya

9.985.604,73 

Pembangunan 1 (Satu) Unit 

Jembatan RT. 17 Dusun 2 Desa 

Margo Mulyo, Kec. Tungkal Jaya

10.165.709,14 

Peningkatan Jalan dari Desa Tanah 

Abang menuju Desa Tanjung Bali 

dengan Beton, Kec. Batanghari 

Leko

1.770.370,97 

Peningkatan Jalan dari Desa 

Tanjung Bali menuju Desa Tanah 

Abang dengan Beton, Kec.Batang 

Hari Leko

28.421.622,33 

Peningkatan Jalan Dalam Desa Ulak 

Kembang dengan Beton, Kec. 

Batang Hari Leko

221.198.370,10 

Peningkatan Jalan Dusun 1 Desa 

Talang Buluh Dengan Beton, Kec. 

Batang Hari Leko

9.411.133,22 

Peningkatan Jalan dusun 2 Desa 

Sungai Angit, Kec. Babat Toman
23.714.201,96 

1

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang
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No Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp)

Peningkatan Jalan Desa Kasmaran 

dengan Beton, Kec. Babat Toman
218.962,24 

Pembangunan Jalan Akses Menuju 

Danau Ulak Libok Desa Kemang, 

Kec. Sanga Desa

2.425.547,68 

Pembangunan Jalan Desa Tanjung 

Durian, Kec. Law ang Wetan
62.512,15 

Pembangunan Jalan Penghubung 

Desa Napal menuju Desa Rantau 

Kasih, Kec. Law ang Wetan

453.213,09 

Peningkatan Jalan Dusun 4 Desa 

Talang Piase Dengan Beton, Kec. 

Law ang Wetan

24.010.026,54 

Lapis Ulang Ruas Jalan Lais - 

Bonot - Sp. Jalan Negara (Babat 

Banyuasin) dgn Aspal Hotmix, 

Kec. Lais

149.016.647,65 

Lanjutan Peningkatan Jalan dari 

Samping Kantor Camat Lais - 

menuju dalam Desa Petaling 

dengan Aspal Hotmix, Kec. Lais

14.043.006,24 

Pembangunan 1(Satu) Jembatan 

Penghubung Dr Dsn 1 ke Dsn 2 Ds 

Epil Kec. Lais

6.128.787,03 

Pembangunan Jalan Lingkungan 

Desa Sungai Medak (C7) 

Kecamatan Sekayu

22.457.236,75 

Lanjutan Pembangunan Jalan 

Lingkungan Menuju Rumah Khusus 

Di Dusun Ii Desa Letang 

Kecamatan Babat Supat

120.936.912,70 

Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 

09 Dusun 2 Desa Bero Jaya Timur 

Kec. Tungkal Jaya

84.835.487,49 

Peningkatan Jalan Lingkungan Rt. 

14, 15. 16 Dusun 4 Desa Margo 

Mulyo Kec. Tungkal Jaya

58.290.544,80 

Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 

06 s.d 07 Dusun 2 Desa Bero Jaya 

Timur Kec. Tungkal Jaya

111.723.290,89 

Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 

08 Dusun 2 Desa Bero Jaya Timur 

Kec. Tungkal Jaya

51.224.137,63 

Peningkatan Jalan Lingkungan 

Dusun I Desa Cipta Praja Kec 

Keluang

36.755.155,06 

Peningkatan Jalan Lingkungan 

Dusun Ii Desa Cipta Praja Kec 

Keluang

31.743.088,53 

peningkatan jalan lingkungan 

Dusun III Desa Cipta Praja Kec. 

Keluang

48.228.088,12 

Pembangunan Jalan Cor Beton 

Desa Karang Mukti Kec. Lalan
6.133.858,72 

Pembangunan Jalan Cor Beton 

Desa Purw o Agung Menuju 

Puskesmas Kec. Lalan

48.097.116,90 

Pembangunan Jalan Lingkungan 

dalam Desa Ngunang kec. Sanga 

desa

42.989.797,45 

Peningkatan Jalan Dari Dalam Desa 

Tanjung Dalam Kec.Keluamg
52.123.477,60 

Rehabilitas Jalan Menuju Masjid 

Istiqomah Desa Ulak Paceh 

Kecamatan Law ang Wetan

28.705.180,00 

Lanjutan Pembangunan Jalan 

Lingkungan Dalam Desa Sungai 

Medak Kec Sekayu

41.018.292,00 

1

Dinas Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan Ruang

2
Dinas Perumahan 

dan Pemukiman
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Tambah (Rp) Kurang (Rp)

Bahan Perpustakaan 50.971.200.231,00 13.984.239.535,00 13.236.543.535,00 51.718.896.231,00 

Barang Bercorak Kebudayaan 15.376.018.577,00 417.758.000,00 216.409.000,00 15.577.367.577,00 

Hew an 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00 

Biota Perairan 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tanaman 21.000.000,00 0,00 0,00 21.000.000,00 

Barang Koleksi Non Budaya 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aset Tetap Dalam Renovasi 17.078.875.681,25 12.194.000,00 12.194.000,00 17.078.875.681,25 

Jumlah 83.459.094.489,25 14.414.191.535,00 13.465.146.535,00 84.408.139.489,25 

Uraian
Mutasi

Saldo Awal (Rp) Saldo Akhir (Rp)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 dapat 

dilihat pada lampiran 18, 18.a-18. 

e. Aset Tetap Lainnya 

 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp84.408.139.489,25   Rp83.459.094.489,25  

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp84.408.139.489,25, atau 

mengalami kenaikan sebesar Rp949.045.000,00 atau 1,14% dibandingkan dengan nilai 

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp83.459.094.489,25. 

Saldo tersebut merupakan saldo Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya  per 31 Desember 2023, 

dengan rincian pada tabel berikut. 

 Tabel 5.135. Mutasi Aset Tetap Lainnya 

 

1) Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari dari Belanja Modal APBD sebesar 

Rp603.523.000,00 yang terdiri dari. 

Tabel 5.136. Koreksi BPK Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal  
dari Belanja Modal APBD 

Saldo Awal 1 Januari 2023  Rp 83.459.094.489,25 

Penambahan:  Rp 14.414.191.535,00 

No Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 274.168.000,00 

2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 12.194.000,00 

3 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 317.161.000,00 

603.523.000,00 Jumlah

No Jenis Barang/Nama Barang Perangkat Daerah Nilai (Rp)

Pembangunan Jalan Lingkungan 

Dengan Cor Beton Dusun 3 Desa 

Petaling Kecamatan Lais

87.286.500,09 

Pekerjaan Peningkatan Jalan 

Lingkungan dengan Cor Beton di 

Desa Penggage Kec. Sanga Desa

35.961.158,70 

Pembangunan Jalan Lingkungan 

Rendra Squad Rt 06 Dusun 2 Desa 

Pandan Sari Kec Sekayu

83.706.906,60 

Pembangunan Jalan Lingkungan 

Garuda Jaya RT. 12 menuju RT. 13 

Dusun 4 Desa Sumber Harum Kec. 

Tungkal Jaya

47.214.998,21 

Jumlah 6.187.864.581,42 
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No Nilai (Rp)

1 13.135.791.535,00 

2 189.961.000,00 

13.325.752.535,00

Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Jumlah

2) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Belanja Bantuan Operasional 

Sekolah (BOS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp13.062.972.535,00. 

3) Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Jasa Konsultasi Perencanaan dan 

Pengawasan Fisik sebesar Rp747.696.000,00 yang dapat dilihat sebagai berikut. 

Tabel 5.137. Koreksi BPK Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal  
dari Jasa Konsultasi Perencanaan dan Pengawasan Fisik 

 

 

 

 

1) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Aset Ekstrakomptabel sebesar 

Rp13.325.752.535,00, yang dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 5.138. Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Aset Ekstrakomptabel 

2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari Reklas ke Aset Lainnya Tahun 

Berkenaan sebesar Rp139.394.000,00, yang dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 5.139. Pengurangan Aset Tetap Lainnya  
dari Reklas ke Aset Lainnya Tahun Berkenaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aset Hewan berupa Anak Satwa Rusa Totol (Axis-axis sp) sebanyak 8 (delapan) ekor 

dengan kondisi baik, berlokasi di Rumah Dinas Kepala Daerah Kabupaten Musi 

Banyuasin. 

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada lampiran 

19, 19.a-19.b. 

 

Pengurangan:  Rp 13.465.146.535,00 

No
Nomor dan Tanggal 

Dokumen

Jenis Barang/Nama 

Barang
Ke

Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1

SPK

 Nomor: 

027/003/SPK/DPMD-

SEKRET/APBD/2023 

Tanggal 21 Maret 2023

Software
Aset 

Lainnya

Dinas 

Pemberdayaan 

Masyarakat dan 

Desa

12.194.000,00 

2

SPK Nomor : 

041/284/SPK/DPK/2023 

Tanggal 22 September 

20223

Audio Visual (e-Book  916 

Judul, didalam aplikasi I-

Muba)

Aset 

Lainnya

Dinas 

Perpustakaan dan 

Kearsipan Daerah

127.200.000,00 

139.394.000,00 Jumlah

No Nomor dan Tanggal Dokumen
Perangkat 

Daerah
Nilai (Rp)

1 373.515.000,00 

2 374.181.000,00 

747.696.000,00 Jumlah

Jenis Barang/Nama 

Barang

SPK Nomor : T-

660/0003/KLHS/KTRAK/DLH-III/2023 

Kajian Lingkungan Hidup Dinas 

Lingkungan Kajian Lingkungan Hidup 
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f. Konstruksi Dalam Pengerjaan   

 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp79.673.206.627,05 Rp130.852.846.858,98 

Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.673.206.627,05, 

atau mengalami pengurangan sebesar Rp51.179.640.231,93 atau 39,11% dibandingkan 

dengan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp130.852.846.858,98. 

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 merupakan kontrak 

pekerjaan di TA 2022 yang belum selesai pengerjaannya dengan rincian pada tabel 

berikut. 

Tabel 5.140. Mutasi Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Yang  

Berasal dari Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan 

a. Mutasi Penambahan 

1) Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan Rp 12.580.376.216,00 

Jumlah Penambahan Rp 12.580.376.216,00 

b. Mutasi Pengurangan   

1) Kekurangan Volume / Kelebihan Pembayaran  Rp 38.878.129,56 

2) Reklas Antar Aset Tetap Rp 59.990.931.643,87 

3) Kekurangan Volume belum tercatat Rp 3.730.206.674,50 

Jumlah Pengurangan Rp 63.760.016.447,93 

a. Mutasi Penambahan 

1) Penambahan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang berasal dari 

Reklas antar Aset Tetap Tahun Berkenaan sebesar Rp12.580.376.216,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

- Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Muara Bahar, Kec.Bayung Lencir sebesar Rp997.163.816,00 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  

- Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Depati Senen (Ruas Tanah Abang - Pinggap - Pengaturan), 

Kec.Batanghari Leko sebesar Rp1.668.332.400,00 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat 

- Reklasifikasi dari Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Lanjutan 

Pembangunan Jembatan Teluk Kijing/Petaling menuju Desa Rantau 

Kroya, Kec.Lais (Tahap V) sebesar Rp9.914.880.000,00 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

b. Mutasi Pengurangan 

1) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang berasal dari 

Kekurangan Volume/Kelebihan Pembayaran sebesar Rp38.878.129,56 terdiri 

dari: 
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- Pembangunan Jalan Lingkungan Menuju Permukiman Rumah Khusus 

Dusun II Desa Letang, Kec.Babat Supat sebesar Rp38.878.129,56 pada 

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

2) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang berasal dari 

Reklas antar Aset Tetap sebesar Rp59.990.643,87 terdiri dari:  

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berdasarkan Koreksi BPK 

berupa Peningkatan Jalan Mekar Jaya - Sp.Rukun Rahayu dengan Beton 

Kec.Sungai Keruh sebesar Rp1.408.584.982,00 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Lanjutan 

Pembangunan Jalan di Belakang GMP Jalan Danau Laut RT39 ke Jalan 

Selarai RT18 Kec.Sekayu sebesar Rp319.445.584,81 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Lanjutan 

Pembangunan Jalan Mutiara Hikmah RT019 RW006, Kel. Serasan Jaya 

Kec.Sekayu sebesar  Rp548.354.457,75 pada Dinas Pekerjaan Umum 

dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Lapis Ulang Jalan 

Sukarami - Sp. Sari - Tanah Abang - Saud - Sp. Selabu - Dawas - Berlian 

Makmur (C2) - Jalan Negara sebesar Rp556.004.683,60  pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Desa Sungai Batang dengan Beton, Kec. Sekayu sebesar 

Rp576.747.154,62 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Lanjutan Peningkatan 

Jalan dari Dusun IV Talang Sungai Putih Kec. Sekayu menuju Dusun IV 

Desa Tanah Abang, Kec.Batanghari Leko sebesar Rp641.291.154,62 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Sido Rahayu (B2) - Bukit Indah (B3) - Mekar Jaya Kec. Plakat Tinggi 

sebesar Rp658.774.751,61 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Pembangunan Jalan 

dari Desa Air Putih Ulu menuju Desa Sialang Agung dan Desa Tanjung 

Keputran, Kec. Plakat Tinggi sebesar Rp687.996.541,97 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Desa Air Putih Ilir dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi sebesar 

Rp717.034.577,33 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Dusun I s/d Dusun IV Desa Tanjung Keputran dengan Beton, Kec. Plakat 

Tinggi sebesar  Rp751.252.652,24 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 
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- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Dusun II Desa warga Mulya dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi sebesar 

Rp774.677.579,74 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Rukun Rahayu - Sungai Menang Kec. Jirak Jaya sebesar 

Rp776.855.217,28 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Ruas 

Jalan Jirak - Mekar Jaya dengan Beton, Kec. Jirak Jaya sebesar 

Rp838.897.191,33 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Dusun I sampai Dusun IV Desa Ulak Paceh, Kec. Lawang Wetan sebesar 

Rp1.090.781.620,62 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Ruas 

Jalan Ulak Paceh - Sp. Sari, Kec. Lawang Wetan sebesar 

Rp1.108.054.462,81 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Ruas 

Jalan Kasmaran - Pinggap Kec. Babat Toman sebesar 

Rp1.194.768.952,25 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Desa Sungai Angit, Kec. Babat Toman sebesar Rp1.283.970.236,00 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Desa Sungai Besok Ilo menuju Talang Bedeng Seng Desa Kasmaran 

dengan Beton, Kec. Babat Toman sebesar Rp1.448.015.459,51 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan di 

Desa Bukit Sejahtera dengan Beton dan Pembangunan 2 (dua) Unit Box 

Precast Kec. Batanghari Leko sebesar Rp1.487.294.329,00 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Penimbunan dan 

Peningkatan Jalan Depati Senen, Kec. Batanghari Leko sebesar 

Rp1.550.612.331,47 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Lanjutan Peningkatan 

Jalan dari Desa Penagturan Kecamatan Batanghari Leko Menuju Sungai 

Besok Ilo Desa Kasmaran Kecamatan Babat Toman dengan Beton 

sebesar Rp1.558.810.754,90 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

dari Desa Suka Damai menuju Ibukota Kec. Tungkal Jaya sebesar 

Rp1.583.889.503,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 
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- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

RT06 RW01 Kel.Bayung Lencir Indah dengan Beton, Kec. Bayung 

Lencir sebesar  Rp1.682.849.944,65 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

dari Tanjung Agung Barat menuju Tanjung Agung Timur dengan Beton, 

Kec. Lais sebesar Rp1.916.987.971,50 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

dari Desa Supat menuju Desa Letang dengan Beton, Kec. Babat Supat 

sebesar Rp2.129.311.598,93 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Desa Berlian Makmur dengan Beton, Kec. Sungai Lilin sebesar 

Rp2.786.573.821,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

dalam Dusun II, III, IV Desa Sidorejo, Kec. Keluang sebesar 

Rp2.807.430.986,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Desa Karya Maju dengan Beton, Kec. Keluang sebesar 

Rp2.849.725.269,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Desa Sri Damai menuju Tegal Mulyo, Kec. Keluang sebesar 

Rp3.431.746.344,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Peningkatan Jalan 

Dusun II dan Dusun III Desa Mulya Asih dengan Beton, Kec. Keluang 

sebesar  Rp3.574.498.982,87 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Pembangunan Jalan 

dalam Desa Keramat Jaya, Kec. Sungai Keruh sebesar 

Rp3.593.918.182,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Pembangunan 

Dinding Penahan Tanah di Sungai Ahmad Sumantri Desa Sukarami, Kec. 

Sekayu sebesar  Rp8.221.248.595,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat; 

- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Konsultansi Perencanaa 

DED Pembangunan Gedung IGD RSUD Sungai Lilin sebesar 

Rp99.495.000,00 pada Dinas Kesehatan; 
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- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Konsultansi Perencanaan 

DED Pembangunan Gedung IGD RSUD Bayung Lencir sebesar 

Rp99.712.800,00 pada Dinas Kesehatan; 

- Reklasifikasi ke Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Lingkungan 

menuju Rumah Khusus di Dusun II Desa Letang, Kec. Babat Supat 

sebesar  Rp529.722.523,44 pada Dinas Perumahan dan Kawasan 

Pemukiman. 

- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berdasarkan Koreksi BPK berupa 

Gerbang Perbatasan antar Kabupaten Kec. Sanga Desa  sebesar 

Rp250.734.000,00 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan; 

- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan berupa Pagar Lapangan Bola 

Kec. Lalan sebesar Rp4.454.861.447,02 pada Dinas Pemuda Olahraga 

dan Pariwisata. 

3) Pengurangan Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan yang berasal dari 

Kekurangan Volume belum tercatat sebesar Rp3.730.206.674,50 terdiri dari : 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan dari 

Tanjung Agung Barat menuju Tanjung Agung Timur dengan Beton, Kec. 

Lais sebesar Rp48.626.447,75 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Ruas Jalan Ulak 

Paceh - Sp.Sari, Kec. Lawang Wetan sebesar Rp391.788.924,07 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Ruas Jalan 

Kasmaran - Pinggap sebesar Rp455.843.867,50 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Lanjutan Pembangunan 

Jalan Mutiara Hikmah RT19 RW6, Kel. Serasan Jaya, Kec. Sekayu 

sebesar Rp10.038.001,25 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan Desa 

Sungai Batang dengan Beton, Kec. Sekayu sebesar Rp159.711.616,49 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan 

Sidorahayu (B2) - Bukit Indah (B3) - Mekar Jaya sebesar 

Rp113.561.767,13 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Pembangunan Jalan dari 

Desa Air Putih Ulu menuju Desa Sialang Agung dan Desa Tanjung 

Keputran, Kec. Plakat Tinggi sebesar Rp35.561.441,35 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan Desa Air 

Putih llir dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi sebesar Rp6.920.651,38 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan Dusun I 

s/d Dusun IV Desa Tanjung Keputran dengan Beton, Kec. Plakat Tinggi 
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sebesar Rp18.782.626,72 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan Dusun I 

sampai Dusun IV Desa Ulak Paceh, Kec. Lawang Wetan sebesar 

Rp69.751.746,19 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan Desa 

Sungai Angit, Kec. Babat Toman sebesar Rp68.661.196,38 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa Peningkatan Jalan Desa 

Sungai Besok menuju Talang Bedeng Sanga Desa Kasmaran dengan 

Beton, Kec.Babat Toman sebesar Rp26.526.219,76 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa Peningkatan Jalan Desa Bukit 

Sejahtera dengan Beton dan Pembangunan 2 (Dua) Unit Box Precast, 

Kec. Batanghari Leko sebesar Rp211.349.660,00 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa Penimbunan dan Peningkatan 

Jalan Jalan Depati Senen, Kec. Batanghari Leko sebesar Rp6.057.907,10 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Lanjutan Peningkatan Jalan 

dari Desa Pengaturan Kec. Batanghari Leko menuju Sungai Besok Desa 

Kasmaran Kec. Babat Toman dengan Beton sebesar  

Rp828.782.881,40 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan dari Desa 

Suka Damai menuju Ibukota Kec. Tungkal Jaya sebesar 

Rp44.153.953,67 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan dari Desa 

Supat menuju Desa Letang dengan Beton, Kec. Babat Supat sebesar 

Rp254.709.443,53 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan Desa 

Berlian Makmur dengan Beton, Kec. Sungai Lilin sebesar 

Rp105.179.181,67 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan dalam 

Dusun II, Ill dan IV Desa Sidorejo, Kec. Keluang sebesar 

Rp134.465.716,03 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan Desa 

Karya Maju dengan Beton, Kec. Keluang sebesar Rp56.813.347,39 pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan Desa Sri 

Damai menuju Tegal Mulyo, Kec. Keluang sebesar Rp143.044.646,26 

pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 

- Kekurangan Volume belum tercatat berupa  Peningkatan Jalan Dusun II 

dan Dusun III Desa Mulya Asih dengan Beton, Kec. Keluang sebesar  

Rp113.997.238,38 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 
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- Kekurangan Volume belum tercatat berupa Lanjutan Pembangunan 

Jembatan Teluk Kijing/Petaling menuju Desa Rantau Kroya, Kec. Lais 

(Tahap IV) sebesar Rp425.878.193,10 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang; 

Beberapa informasi terkait Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 2023 

diantaranya disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.141. Informasi Terkait Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Tahun 

2023 

No Nama SKPD
Nama/ Lokasi 

Pekerjaan
Nilai Kontrak

Jangka 

Waktu 

Penyele

saian

Jumlah yang telah 

Dibayarkan

Utang 

Pihak 

Ketiga

Nilai KDP
Nilai 

Retensi

Sumber 

Pembiayaa

n

1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

1

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Mekar 

Jaya - Keluang 

Kec.Sungai 

Keruh

 Rp     2.143.666.454,00  Rp                          -   APBD

2

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Mekar 

Jaya - 

SP.Rukun 

Rahayu 

Kec.Sungai 

Keruh

 Rp     1.408.584.982,00  Rp                          -   APBD

3

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penbuatan Oprit 

pada Jembatan 

Lubuk Buah 

Kec.Batanghari 

Leko

 Rp        774.771.400,00 

01 

Agustus 

2017 - 

28 

Desemb

er 2017

 Rp                          -   APBD

4

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Jaringan Listrik 

Pedesaan 

Village 13 

Kec.Babat 

Supat

 Rp     2.718.491.148,25  Rp                          -   

APBD (Ex. 

DISTAMBEN

)

5

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Jaringan Listrik 

Pedesaan 

Talang Palibo 

Kec.Sekayu

 Rp     7.119.564.000,00  Rp                          -   

APBD (Ex. 

DISTAMBEN

)

6

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Jaringan Listrik 

Pedesaan 

Talang Sungai 

Labi Kayuare 

ke Sungai Labi 

Bailangu 

Kec.Sekayu

 Rp        985.364.000,00  Rp                          -   

APBD (Ex. 

DISTAMBEN

)

7

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Jaringan Listrik 

Pedesaan 

Bandar Jaya 

Kec.Sekayu

 Rp     1.493.200.000,00  Rp                          -   

APBD (Ex. 

DISTAMBEN

)

8

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Jaringan Listrik 

di Village VIII 

Kec.Babat 

Supat

 Rp        295.616.000,00  Rp                          -   

APBD (Ex. 

DISTAMBEN

)

9

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Perkuatan 

Tebing Sungai 

Musi di Desa 

Bailangu Barat 

Kec.Sekayu 

Tahap I (AP)

 Rp          74.644.386,00  Rp                          -   

APBD (Ex. 

Dinas PU 

CK)

10

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Tembok 

Penahan Tebing 

Desa Bailangu 

Kec.Sekayu

 Rp     4.195.343.044,55  Rp                          -   

APBD (Ex. 

Dinas PU 

CK)



240 

 

No Nama SKPD
Nama/ Lokasi 

Pekerjaan
Nilai Kontrak

Jangka 

Waktu 

Penyele

saian

Jumlah yang telah 

Dibayarkan

Utang 

Pihak 

Ketiga

Nilai KDP
Nilai 

Retensi

Sumber 

Pembiayaa

n

1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

11

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Tembok 

Penahan Tebing 

Desa Bailangu 

Kec.Sekayu

 Rp        446.391.130,00  Rp                          -   

APBD (Ex. 

Dinas PU 

CK)

12

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Jaringan Lampu 

Jalan
 Rp          80.347.604,00  Rp                          -   

APBD (Ex. 

DKPPLJ)

13

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Fasilitas 

Perlengkapan 

Stadion 

Serasan Sekate 

Sekayu

 Rp     1.619.391.565,00  Rp                          -   

APBD (Ex. 

Dinas PU 

CK)

14

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Jembatan Pada 

Jalan 

Kabupaten 

Strategis 

Kabupaten

 Rp   23.753.050.100,00  Rp                          -   APBD

15

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Jembatan Pada 

Jalan 

Kabupaten 

Strategis 

Kabupaten

 Rp     1.244.980.400,00  Rp                          -   APBD

16

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Lanjutan 

Pembangunan 

Jalan di 

belakang GMP 

Jalan Danau 

Laut RT.39 ke 

Jalan Selarai 

RT.18 

Kec.Sekayu

 Rp     1.487.294.329,00 

05 

Oktober 

2022 - 

15 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

17

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Lanjutan 

Pembangunan 

Jalan Mutiara 

Hikmah RT.019 

RW.006, Kel. 

Serasan Jaya 

Kec.Sekayu

 Rp        558.392.459,00 

23 

Septemb

er 2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

18

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Lapis Ulang 

Jalan Sukarami - 

Sp. Sari - 

Tanah Abang - 

Saud - Sp. 

Selabu - 

Daw as - 

Berlian Makmur 

(C2) - Jalan 

Negara

 Rp     2.807.430.986,00 

16 

Septemb

er 2022 - 

14 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

19

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Desa 

Sungai Batang 

dengan Beton, 

Kec.Sekayu

 Rp     1.607.727.076,00 

05 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

20

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Lanjutan 

Peningkatan 

Jalan dari 

Dusun IV 

Talang Sungai 

Putih 

Kec.Sekayu 

menuju Dusun 

IV Desa Tanah 

Abang, 

Kec.Batanghari 

Leko

 Rp     2.786.573.821,00 

11 

Oktober 

2022 - 

15 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD
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No Nama SKPD
Nama/ Lokasi 

Pekerjaan
Nilai Kontrak

Jangka 

Waktu 

Penyele

saian

Jumlah yang telah 

Dibayarkan

Utang 

Pihak 

Ketiga

Nilai KDP
Nilai 

Retensi

Sumber 

Pembiayaa

n

1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

21

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Sido 

Rahayu (B2) - 

Bukit Indah (B3) 

- Mekar Jaya 

Kec.Plakat 

Tinggi

 Rp     3.688.060.750,00 

16 

Septemb

er 2022 - 

14 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

22

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Jalan dari Desa 

Air Putih Ulu 

menuju Desa 

Sialang Agung 

dan Desa 

Tanjung 

Keputran, 

Kec.Plakat 

Tinggi

 Rp     1.718.411.386,00 

23 

Septemb

er 2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

23

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Desa Air 

Putih Ilir dengan 

Beton, 

Kec.Plakat 

Tinggi

 Rp        648.211.806,00 

12 

Oktober 

2022 - 

18 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

24

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Dusun I 

s/d Dusun IV 

Desa Tanjung 

Keputran 

dengan Beton, 

Kec.Plakat 

Tinggi

 Rp        795.637.844,00 

17 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

25

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Dusun II 

Desa w arga 

Mulya dengan 

Beton , 

Kec.Plakat 

Tinggi

 Rp        319.445.584,81 

12 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

26

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Rukun 

Rahayu - 

Sungai Menang 

Kec.Jirak Jaya

 Rp     1.583.889.503,00 

05 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

27

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Ruas Jalan 

Jirak - Mekar 

Jaya dengan 

Beton, 

Kec.Jirak Jaya

 Rp     3.431.746.344,00 

05 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

28

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

jalan Dusun I 

sampai Dusun 

IV Desa Ulak 

Paceh, 

Kec.Law ang 

Wetan

 Rp     1.177.806.209,00 

11 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

29

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Ruas Jalan Ulak 

Paceh - 

Sp.Sari, Kec. 

Law ang Wetan

 Rp     2.521.100.523,00 

05 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

30

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Ruas Jalan 

Kasmaran - 

Pinggap 

Kec.Babat 

Toman

 Rp     2.372.831.839,00 

03 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD
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No Nama SKPD
Nama/ Lokasi 

Pekerjaan
Nilai Kontrak

Jangka 

Waktu 

Penyele

saian

Jumlah yang telah 

Dibayarkan

Utang 

Pihak 

Ketiga

Nilai KDP
Nilai 

Retensi

Sumber 

Pembiayaa

n

1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

31

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Desa 

Sungai Angit, 

Kec.Babat 

Toman

 Rp     1.159.442.817,00 

05 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

32

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Desa 

Sungai Besok 

Ilo menuju 

Talang Bedeng 

Seng Desa 

Kasmaran 

dengan Beton, 

Kec. Babat 

Toman

 Rp        777.778.872,00 

11 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

33

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan di Desa 

Bukit Sejahtera 

dengan Beton 

dan 

Pembangunan 2 

(Dua) Unit Box 

Precast 

Kec.Batanghari 

Leko

 Rp     8.432.598.255,00 

07 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

34

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Penimbunan 

dan 

Peningkatan 

Jalan Depati 

Senen, 

Kec.Batanghari 

Leko

 Rp     1.564.868.662,00 

04 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

35

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Lanjutan 

Peningkatan 

Jalan dari Desa 

Penagturan 

Kecamatan 

batanghari Leko 

Menuju Sungai 

Besok Ilo Desa 

Kasmaran 

Kecamatan 

Babat Toman 

dengan Beton

 Rp     1.384.787.565,00 

13 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

36

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan dari Desa 

Suka Damai 

menuju Ibukota 

Kec.Tungkal 

Jaya

 Rp        883.051.145,00 

05 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

37

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan RT.06 

RW.01 

Kel.Bayung 

Lencir Indah 

dengan Beton, 

Kec.Bayung 

Lencir

 Rp     3.593.918.182,00 

23 

Septemb

er 2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

38

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan dari 

Tanjung Agung 

Barat menuju 

Tanjung Agung 

Timur dengan 

Beton, Kec.Lais

 Rp     1.243.395.400,00 

04 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

39

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan dari Desa 

Supat menuju 

Desa Letang 

dengan Beton, 

Kec.Babat 

Supat

 Rp     1.805.321.775,00 

30 

Septemb

er 2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD
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No Nama SKPD
Nama/ Lokasi 

Pekerjaan
Nilai Kontrak

Jangka 

Waktu 

Penyele

saian

Jumlah yang telah 

Dibayarkan

Utang 

Pihak 

Ketiga

Nilai KDP
Nilai 

Retensi

Sumber 

Pembiayaa

n

1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

40

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Desa 

Berlian Makmur 

dengan Beton, 

Kec.Sungai Lilin

 Rp        822.213.759,00 

12 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

41

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan dalam 

Dusun II, III, IV 

Desa Sidorejo, 

Kec.Keluang

 Rp        822.462.258,00 

28 

Septemb

er 2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

42

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Desa 

Karya Maju 

dengan Beton, 

Kec.Keluang

 Rp        715.588.099,00 

03 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

43

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Desa Sri 

Damai menuju 

Tegal Mulyo, 

Kec.Keluang

 Rp        917.722.226,00 

03 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

44

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Dusun II 

dan Dusun III 

Desa Mulya 

Asih dengan 

Beton, 

Kec.Keluang

 Rp        690.744.393,00 

13 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

45

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Jalan dalam 

Desa Keramat 

Jaya, 

Kec.Sungai 

Keruh

 Rp     1.283.970.236,00 

06 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

46

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pembangunan 

Dinding 

Penahan Tanah 

di Sungai 

Ahmad 

Sumantri Desa 

Sukarami, 

Kec.Sekayu

 Rp     2.849.725.269,00 

06 

Oktober 

2022 - 

20 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

47

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Lanjutan 

Pembangunan 

Jembatan Teluk 

Kijin/Petaling 

menuju Desa 

Ranta Kroya 

Kec.Lais 

(Tahap IV)

 Rp   15.487.264.041,12 

06 

Septemb

er 2022 - 

14 

Desemb

er 2022

 Rp                          -   APBD

48

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Muara 

Bahar, 

Kec.Bayung 

Lencir

 Rp                             -   

30 

Agustus 

2023 - 

10 

Desemb

er 2023

 Rp                          -   APBD

49

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Jalan Depati 

Senen (Ruas 

Tanah Abang - 

Pinggap - 

Pengaturan), 

Kec.Batanghari 

Leko

 Rp                             -   

26 

Septemb

er 2023 - 

15 

Desemb

er 2023

 Rp                          -   APBD

50

Dinas 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Lanjutan 

Pembangunan 

Jembatan Teluk 

Kijing/Petaling 

menuju Desa 

Rantau Kroya, 

Kec.Lais 

(Tahap V)

 Rp                             -   

08 

Septemb

er 2023 - 

06 

Desemb

er 2023

 Rp                          -   APBD
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No Nama SKPD
Nama/ Lokasi 

Pekerjaan
Nilai Kontrak

Jangka Waktu 

Penyelesaian

Jumlah yang telah 

Dibayarkan

Utang 

Pihak 

Ketiga

Nilai KDP
Nilai 

Retensi

Sumber 

Pembiayaa

n

1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

51

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

DED 

Pembangunan 

Jaringan 

Pejalan Kaki 

dan Jalur Hijau 

 Rp        464.046.000,00 

Ijin pemanfaatan 

ruang milik jalan 

tidak disetujui oleh 

BBPJN Sumatera 

Selatan 

 Rp   464.046.000,00  Rp    464.046.000,00 APBD

52

Dinas 

Lingkungan 

Hidup

DED Lanjutan 

Pembangunan 

Taman LH di 

Kec.Batanghari 

Leko

 Rp        415.503.000,00 

Pembangunan 

Taman Kec. 

Batanghari Leko 

belum menjadi 

prioritas kembali 

 Rp   415.503.000,00  Rp    415.503.000,00 APBD

53

Dinas 

Perdangangan 

dan 

Perindustrian

Master 

PlanPengemban

gan Pasar 

Randik

 Rp        397.314.000,00 
Belum Bisa 

Ditentukan
 Rp   397.314.000,00  Rp    397.314.000,00 APBD

54

Dinas Pemuda, 

Olahraga dan 

Pariw isata

Pembangunan 

Padepokan IPSI 

di Sekayu

 Rp     2.070.833.331,23 2024  Rp2.070.833.331,23  Rp 2.070.833.331,23 APBD

55
Dinas 

Kesehatan

Pembangunan 

Puskesmas 

Bandar 

Tenggulang

 Rp          54.723.000,00 
Pembangunan 

Sudah Selsai
 Rp     54.723.000,00  Rp      54.723.000,00 APBD

56

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Pemukiman

Perencanaan 

Jembatan 

Gantung di 

Danau Ulak Lia

 Rp        478.390.000,00 

Pembangunannya 

belum menjadi 

Prioritas Dinas 

PERKIM karena 

Pembangunan tidak 

 Rp   478.390.000,00  Rp    478.390.000,00 APBD

57

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Pemukiman

DED RTH 

(Ruang Terbuka 

Hijau Desa Sido 

Rejo 

Kec.Keluang)

 Rp          88.935.000,00 

Pembangunannya 

belum menjadi 

Prioritas Dinas 

PERKIM karena 

Pembangunan tidak 

 Rp     88.935.000,00  Rp      88.935.000,00 APBD

58

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Pemukiman

DED Kantor 

KONI Kab.Musi 

Banyuasin 

Kec.Sekayu

 Rp        338.250.000,00 

Pembangunannya 

belum menjadi 

Prioritas Dinas 

PERKIM karena 

Pembangunan tidak 

 Rp   338.250.000,00  Rp    338.250.000,00 APBD

59

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Pemukiman

DED Gerbang 

Perbatasan 

Antar 

Kabupaten di 

Kec.Sanga 

 Rp        250.734.000,00 
Sudah selesai di 

Bangun TA. 2023
 Rp   250.734.000,00  Rp    250.734.000,00 APBD

60

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Pemukiman

Master 

Plan/DED 

Puskesmas 

Lais, Ulak 

Paceh dan 

 Rp          99.289.500,00 -  Rp     99.289.500,00  Rp      99.289.500,00 APBD

61

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Pemukiman

DED Penataan 

Kaw asan 

Kumuh di 

Kel.Balai Agung 

Kec.Sekayu

 Rp        198.117.000,00 

Akan di Usulkan 

pada APBD TA. 

2025, BANGUB dan 

DAK TA. 2025

 Rp   198.117.000,00  Rp    198.117.000,00 APBD

62 RSUD Sekayu
DED Utility 

Pow er House
 Rp        481.222.500,00 

Pembangunan 

Dibatalkan 

Terkendala 

Anggaran

 Rp   481.222.500,00  Rp    481.222.500,00 APBD

63

Dinas Pemuda, 

Olahraga dan 

Pariw isata

Lapangan 

Stadion Mini 

Sepak Bola di 

Kec.Lalan

 Rp        573.504.481,00  Rp                        -    Rp                          -   APBD

64

Dinas Pemuda, 

Olahraga dan 

Pariw isata

Jasa Konsultan 

Pengaw as 

Pembangunan 

Stadion Mini 

Sepak Bola di 

 Rp          55.427.402,00  Rp                        -    Rp                          -   APBD

65

Dinas Pemuda, 

Olahraga dan 

Pariw isata

Stadion Mini 

Sepak Bola di 

Kec.Lalan

 Rp     3.738.733.947,02  Rp                        -    Rp                          -   APBD
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No Nama SKPD
Nama/ Lokasi 

Pekerjaan
Nilai Kontrak

Jangka Waktu 

Penyelesaian

Jumlah yang telah 

Dibayarkan

Utang 

Pihak 

Ketiga

Nilai KDP
Nilai 

Retensi

Sumber 

Pembiayaa

n

1 2 3 4 5 6 7 8 (6+7) 9 10

66

Dinas Pemuda, 

Olahraga dan 

Pariw isata

Jasa Konsultan 

Pengaw as 

Stadion Mini 

Sepak Bola 

Kec.Lalan

 Rp            87.195.617,00  Rp                              -    Rp                              -   APBD

67
Dinas 

Kesehatan

Konsultasi 

Perencanaa 

DED 

Pembangunan 

Gedung IGD 

 Rp            99.495.000,00  Rp                              -    Rp                              -   APBD

68
Dinas 

Kesehatan

Konsultasi 

Perencanaan 

DED 

Pembangunan 

Gedung IGD 

 Rp            99.712.800,00  Rp                              -    Rp                              -   APBD

69

Dinas 

Perumahan dan 

Kaw asan 

Pemukiman

Jalan 

Lingkungan 

menuju 

Permukiman 

Rumah Khusus 

 Rp          568.600.653,00  Rp                              -    Rp                              -   APBD

Total  Rp   130.852.846.858,98  Rp     5.337.357.331,23  Rp         -    Rp     5.337.357.331,23  Rp         -   

 

Rincian mutasi Aset Tetap konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dapat 

dilihat pada lampiran 20, 20.a-20.b 

g. Akumulasi Penyusutan 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

(Rp8.611.203.384.797,02) (Rp7.906.835.802.264,13) 

Akumulasi Penyusutan adalah akumulasi alokasi yang sistematis atas nilai suatu 

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset 

yang bersangkutan. 

Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi 

akumulasi penyusutan. Aset tetap yang tidak disusutkan yaitu Tanah, Aset Tetap 

Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. 

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.611.203.384.797,02 

atau mengalami kenaikan sebesar Rp704.367.582.532,89 atau 8,91% 

dibandingkan dengan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp7.906.835.802.264,13.  Rincian Akumulasi Penyusutan Aset diuraikan sebagai 

berikut. 

Tabel 5.142. Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6 8=3-7

1 Tanah 532.640.227.948,49 0,00 0,00 0,00 0,00 532.640.227.948,49

2 Peralatan dan Mesin 1.382.659.857.852,82 933.896.905.069,78 161.591.857.484,00 24.791.609.052,30 1.070.697.153.501,48 311.962.704.351,34

3 Gedung dan Bangunan 3.155.731.205.006,34 630.226.897.652,00 71.755.689.574,00 31.827.258.677,00 670.155.328.549,00 2.485.575.876.457,34

4 Jalan. Irigasi dan Jaringan 9.451.608.697.807,24 6.342.711.999.542,35 540.717.507.757,03 13.078.604.552,84 6.870.350.902.746,54 2.581.257.795.060,70

5 Aset Tetap Lainya 84.408.139.489,25 0,00 0,00 0,00 0,00 84.408.139.489,25

6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 79.673.206.627,05 0,00 0,00 0,00 0,00 79.673.206.627,05

JUMLAH 14.686.721.334.731,19 7.906.835.802.264,13 774.065.054.815,03 69.697.472.282,14 8.611.203.384.797,02 6.075.517.949.934,17

Akumulasi Penyusutan 31 

Desember 2023

Nilai Buku Per 31 Desember 

2023
No Uraian Nilai Perolehan

Akumulasi Penyusutan 1 

Januari 2023
Penambahan Penyusutan

Pengurangan 

Penyusutan
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1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp1.070.697.153.501,48 atau mengalami peningkatan sebesar 

Rp136.800.248.431,70 atau 14,65% dari nilai Akumulasi Penyusutan 

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 sebesar Rp933.896.905.069,78. 

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin diuraikan 

sebagai berikut : 

 

 

 

Tabel 5.143. Rincian Penambahan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin  

per 31 Desember 2023 

 

 

 

 

 

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 

2023 sebesar Rp24.791.609.052,30 yang dapat dilihat pada tabel berikut:  

 Tabel 5.144. Rincian Pengurangan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin  
per 31 Desember 2023 

 

 

 

 

 

 

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 

2023 sebesar Rp670.155.328.549,00 atau mengalami kenaikan sebesar 

Rp39.928.430.897,00 atau 6,34% dibandingkan dengan Nilai Akumulasi 

Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp630.226.897.652,00 dengan 

rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan diuraikan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Saldo Awal 1 Januari 2023  Rp 933.896.905.069,78 

Penambahan:  Rp 161.591.857.484,00 

Saldo Awal 1 Januari 2023  Rp 630.226.897.652,00 

Penambahan:  Rp 71.755.689.574,00 

Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 

2023 sebesar Rp71.755.689.574,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

1 2 3

1 Beban Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA. 2023 161.171.112.204,00

2 Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin 362.201.946,00

3 Koreksi Audited atas Penyusutan Peralatan dan Mesin TA. 2023 58.543.334,00

JUMLAH 161.591.857.484,00

No Uraian Nilai (Rp)

1 Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Peralatan dan Mesin 362.201.946,00

2 Penghapusan lelang Aset Tetap Peralatan dan Mesin 4.528.948.892,30

3 Penghapusan hibah Aset Tetap Peralatan dan Mesin 4.660.078.515,00

4 Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang di reklasif ikasi ke Rusak Berat 14.155.176.659,00

5 Koreksi Audited atas Akumulasi Peralatan dan Mesin TA. 2023 1.085.203.040,00

JUMLAH 24.791.609.052,30

No Uraian Nilai (Rp)
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Tabel 5.145. Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan  
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 

 

 

 

 

 

 

Pengurangan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 

Desember 2023 sebesar Rp31.827.258.677,00 yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

 Tabel 5.146. Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan  
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 

 

 

 

 

 

 

3) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 

Desember 2023 sebesar Rp6.870.350.902.746,54 atau mengalami kenaikan 

sebesar Rp527.638.903.204,19 atau 8,32% dibandingkan dengan Nilai 

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp6.342.711.999.542,35 dengan Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 

Jalan, Jaringan, dan Irigasi diuraikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 
Tabel 5.147. Rincian Mutasi Penambahan Akumulasi Penyusutan  

Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 

 

 

 

 

 

 

Saldo Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.078.604.552,84 yang dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Saldo Awal 1 Januari 2023  Rp 6.342.711.999.542,35 

Penambahan:  Rp 540.717.507.757,03 

Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi 

per 31 Desember 2023 sebesar Rp540.717.507.757,03 yang dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

1 2 3

1 Beban Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA. 2023 67.714.636.229,00

2 Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan 1.614.904.051,00

3 Reklasif ikasi Aset Anak ke Induk atas Capital Expenditure  Aset Tetap Gedung dan Bangunan 1.391.969.918,00

4 Koreksi BPK atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan 1.034.179.376,00

JUMLAH 71.755.689.574,00

No Uraian Nilai (Rp)

1 Mutasi Pindah Perangkat Daerah Aset Tetap Gedung dan Bangunan 1.614.904.051,00

2 Hibah  Aset Tetap Gedung dan Bangunan 1.248.386.454,00

3 Penghapusan Pemusnahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan 1.071.572.596,00

4 Koreksi kurang volume 15.009.956,00

5 Reklasif ikasi Aset Anak ke Induk atas Capital Expenditure  Aset Tetap Gedung dan Bangunan 1.391.969.918,00

6 Koreksi BPK atas Aset Tetap Gedung dan Bangunan 26.485.415.702,00

JUMLAH 31.827.258.677,00

No Uraian Nilai (Rp)

1 2 3

1 Beban Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi  TA. 2023 539.308.922.775,03

2 Koreksi BPK Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi  TA. 2023 1.408.584.982,00

JUMLAH 540.717.507.757,03

No Uraian Nilai (Rp)
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Tabel 5.148. Rincian Mutasi Pengurangan Akumulasi Penyusutan  
Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 

 

 

 

 

 

Rincian atas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Kabupaten Musi Banyuasin 

dapat dilihat pada Lampiran 21 dan 21a-21d. 

 

5.3.1.4 Properti Investasi  

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp136.371.032.912,44 Rp0,00 

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa, 

meningkatkan nilai aset, atau keduanya. Aset Properti Investasi tidak digunakan 

dalam kegiatan operasional pemerintahan, tidak dimanfaatkan oleh masyarakat 

umum, tidak dalam produksi atau penyediaan barang/jasa, tidak untuk tujuan 

administratif, dan tidak dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan 

kepada masyarakat.  

Saldo Properti Investasi pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp136.371.032.912,44 mengalami kenaikan sebesar Rp136.371.032.912,44 atau 

100% dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2022 

sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Properti Investasi 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp149.183.312.857,44 Rp0,00 

Properti Investasi pada Neraca per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp149.183.312.857,44 mengalami kenaikan sebesar Rp149.183.312.857,44 atau 

100% dibandingkan dengan saldo Properti Investasi per 31 Desember 2022 

sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Aset Properti Investasi Tanah Penambahan Aset Lainnya - Kerjasama 

Pemanfaatan Rp96.944.896.801,44 

1. Penambahan Aset Lainnya yang berasal dari Koreksi BPK berupa 

Property Investasi Tanah terdiri dari : 

1 2 3

1 Hibah Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi  TA. 2023 209.526.140,00

2 Koreksi kurang volume 6.977.272.379,19

3 Koreksi BPK Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan  TA. 2023 5.891.806.033,65

JUMLAH 13.078.604.552,84

No Uraian Nilai (Rp)
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Tabel 5.149. Penambahan Aset Lainnya yang berasal 

dari Koreksi BPK berupa Properti Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Aset Properti Investasi Gedung dan Bangunan Penambahan Aset 

Lainnya - Kerjasama Pemanfaatan Rp52.238.416.056,00 

(a) Penambahan Aset Lainnya  yang berasal dari Koreksi BPK berupa 

Property Investasi Gedung dan Bangunan terdiri dari : 

Tabel 5.150. Penambahan Aset Lainnya yang berasal 

dari Koreksi BPK berupa Properti Investasi Gedung dan Bangunan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

(Rp12.812.279.945,00) Rp0,00 

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi pada Neraca per 31 Desember 2023 

sebesar Rp12.812.279.945,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.812.279.945,00 

No

Nomor 

dan 

Tanggal 

Dokumen

Perangkat Daerah Nilai (Rp)

11.452.865.281,44

4.981.296.580,00

15.322.887.077,00

42.999.190.389,00

3.000.000.000,00

17.173.366.736,00

688.221.900,00

303.834.000,00

55.080.000,00

597.540.000,00

6
Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian
370.614.838,00

     96.944.896.801,44 

Jenis Barang/Nama Barang

1

Koreksi BPK

Bagian Tata Pemerintahan 

Setda

Ruang Terbuka Hijau Balai 

Agung

Lahan Rencana Lapangan 

Tembak dan Pusat Pelatihan 

Atlit

2
Dinas Perumahan dan 

Kaw asan Pemukiman

Lahan Rencana Perumahan 

ASN Pemkab Musi Banyuasin

Lahan Rencana Mall Pelayanan 

Publik Pemerintah Kabupaten 

Musi Banyuasin

Jumlah

3 Dinas Perhubungan

Terminal Penumpang Sungai 

Lilin

Lahan Rencana Poltek 

Penerbangan Sekayu

4
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan

Lahan Rencana Sekolah Olah 

Raga Sekayu

Lahan Rencana SMPN 1 

Law ang Wetan

5

Dinas Tanaman Pangan, 

Holtikultura dan 

Peternakan

Lahan Kebun Percontohan 

DTPHP

Eks Lahan Rumah Dinas 

DTPHP

Lahan Rencana Gudang Pupuk 

Disdagprin

No
Nomor dan 

Tanggal Dokumen
Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1.497.297.969,90

5.874.424.000,00

4.761.209.164,00

2.262.158.620,00

2.262.158.620,00

2.262.158.620,00

3.259.532.073,84

2.619.912.140,00

8.177.531.760,00

8.177.531.760,00

7.814.981.098,26

3.071.621.130,00

3
Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian
197.899.100,00

       52.238.416.056,00 Jumlah

Gedung Bengkel T. Refrigerasi - B (Poltek)

Gedung Bengkel T. Refrigerasi - C (Poltek)

Gedung Serbaguna (Poltek)

Asrama Dosen (Poltek)

Asrama Mahasisw a /I - A (Poltek)

Asrama Mahasisw a /I - B (Poltek)

Jenis Barang/Nama Barang

1

Koreksi BPK

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang

Gedung Kelas dan Lab Tahap 1 (Poltek)

Gedung Direktorat (Poltek)

Gedung Kelas Dan Lab Tahap 2 (Poltek)

2
Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan

Gedung Bengkel T. Refrigerasi - A (Poltek)

Asrama Mahasisw a /I - C (Poltek)

Gedung Yayasan (Poltek)

Pembangunan Kios Kuliner Rumah Gambo
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atau 100% dibandingkan dengan saldo Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 
Tabel 5.151. Akumulasi Penyusutan Properti Investasi 

 

I 2 3

1 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 509.081.315,00                       

2 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 1.997.304.160,00                    

3 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 1.523.586.938,00                    

4.029.972.413,00                    

1 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 497.674.893,00                       

2 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 497.674.893,00                       

3 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 497.674.893,00                       

4 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 717.097.060,00                       

5 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 576.380.664,00                       

6 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 1.799.056.994,00                    

7 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 1.799.056.994,00                    

8 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 1.719.295.842,00                    

9 Bangunan Gedung Pendidikan Permanen 675.756.644,00                       

8.779.668.877,00                    

1 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen 2.638.655,00                           

2.638.655,00                           

12.812.279.945,00                   TOTAL

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Aset Penyertaan Modal PDAM
 Akumulasi Penyusutan 31 

Desember 2023 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.
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5.3.1.5  Aset Lainnya 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp546.433.202.233,22 Rp697.346.108.778,82 

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp546.433.202.233,22 mengalami 

penurunan sebesar Rp150.912.906.545,60 atau 21,64%  dibandingkan dengan 

saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp697.346.108.778,82, 

dengan rincian sebagai berikut. 
 

 Tabel 5.152. Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a. Tagihan Penjualan Angsuran 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp501.428.296,00 Rp405.104.896,00 

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima 

dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran yaitu tagihan 

penjualan kendaraan dinas dan penjualan tanah milik pemerintah. Tagihan 

Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar Rp501.428.296,00 

mengalami kenaikan sebesar Rp96.323.400,00 atau 23,78% dibandingkan 

dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp405.104.896,00. Kenaikan 

tersebut karena terdapat koreksi BPK atas reklasifikasi Piutang Lainnya ke 

Tagihan Penjualan Angsuran, yaitu reklasifikasi Piutang Lainnya ke Aset 

Lain-lain - Tagihan Penjualan Angsuran atas Penjualan Kendaraan Roda 

Empat dan Roda Dua sebesar Rp96.323.400,00 dengan rincian sebagai 

berikut : 

1) Penjualan Roda Empat atas nama Drs. H. Yuliansyah MM sebesar 

Rp42.750.000,00; 

2) Penjualan Roda Empat atas nama Bambang Irawan. SKM sebesar 

Rp13.614.000,00; 

3) Penjualan Roda Empat atas nama Hermanto, SE sebesar 

Rp37.650.000,00; 

4) Penjualan Roda Empat atas nama Diryana B sebesar Rp600,00; dan 

5) Penjualan Roda Dua atas nama Rachmat sebesar Rp2.308.800,00. 

Rincian Tagihan Penjualan Angsuran dapat dilihat pada lampiran 22a. 

 

Tambah (Rp) Kurang (Rp) Tambah (Rp) Kurang (Rp)

1 Tagihan Penjualan Angsuran 405.104.896,00 0,00 0,00 96.323.400,00 0,00 501.428.296,00

2 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 0,00 0,00 888.137.689,01 0,00 888.137.689,01

3
Aset Tak Berwujud

67.114.845.698,46 7.529.203.009,00 99.478.000,00 1.083.500,00 123.381.067,00 74.422.273.140,46

4 Amortisasi Aset Tak Berwujud (45.790.072.137,30) (3.150.881.317,67) 0,00 11.238.300,00 1.083.500,00 (48.930.798.654,97)

5 Aset Lain-lain 243.231.744.105,40 43.335.120.108,07 91.532.216.995,13 114.086.112.115,31 74.305.000,00 309.046.454.333,65

6 Akumulasi Aset Lain-lain (93.689.183.318,74) (20.965.767.069,00) (70.051.760.405,81) (19.681.531.589,00) 0,00 (64.284.721.570,93)

7 Dana Treasury Deposite Facility 

(TDF)
526.073.669.535,00 0,00 526.073.669.535,00 274.790.429.000,00 0,00 274.790.429.000,00

Jumlah 697.346.108.778,82 26.747.674.730,40 547.653.604.124,32 370.191.792.415,32 198.769.567,00 546.433.202.233,22

No Uraian
Per 31 Desember 2022

(Rp)

Mutasi Per 31 Desember 2023

(Rp)

Koreksi BPK
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b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp888.137.689,01 Rp0,00 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan proses yang dilakukan 

terhadap pegawai negeri bukan bendahara untuk menuntut penggantian atas 

suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat 

langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum 

yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan 

tugas kewajibannya. Atas TGR yang belum diterbitkan Surat Keputusan 

Pembebanan Penggantian Kerugian dapat diakui sepanjang sudah terdapat 

kata sepakat antara pemeriksa auditor internal (Inspektorat) maupun 

eksternal (BPK) dengan pihak terperiksa dan hasil temuan dituangkan 

dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang sudah teregister, Tuntutan 

Ganti Kerugian Daerah tersebut dicatat pada kelompok Aset Lainnya. 

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tahun 2023 sebesar Rp888.137.689,01 

mengalami kenaikan sebesar Rp888.137.689,01 atau 100% dibandingkan 

dengan saldo Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Kenaikan tersebut karena 

terdapat koreksi BPK atas Reklasifikasi Piutang Lainnya ke Tagihan 

Penjualan Angsuran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah. 

Reklasifikasi Piutang Lainnya ke Aset Lain-lain - Tuntutan Ganti Kerugian 

Daerah dilakukan atas kerugian daerah yang telah memiliki SKTJM yaitu 

sebesar Rp888.137.689,01, dengan rincian sebagai berikut: 

1) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Haryadi, E., M.Si dengan sisa 

angsuran sebesar Rp44.135.000,00; 

2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Yoyong Saripli (Mantan Kades 

Letang Kec. Babat Supat) atas kelalaian dalam pengawasan 

pelaksanaan Kegiatan ADD/K TA 2013 Desa Letang Kecamatan 

Babat Supat sebesar Rp504.747.850,00; 

3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Deddy Adrian, ST., MM atas 

kelalaian dalam pengawasan pelaksanan pekerjaan penyelesaian 

pembangunan Asrama Putri Randik Yogyakarta sebesar 

Rp96.825.914,33; 

4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Hasbullah Gofar atas kelalaian 

dalam pembayaran gaji dan tunjangan tidak sesuai dengan ketentuan 

dan kelebihan pembayaran TPP dengan sisa angsuran sebesar 

Rp1.187.225,00; 

5) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Arifsyah, SE atas 

penyalahgunaan Dana UEF Tahap II TA 2015 Kelurahan Serasan Jaya 

Kecamatan Sekayu untuk kepentingan pribadi sebesar 

Rp67.000.000,00; 

6) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Aswandi Kades Tanjung Durian 

atas kehilangan sepeda motor honda revo BG 4546 BZ sebesar 

Rp10.778.000,00; 

7) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Alva Elan, S.S.T., M.P.S.D.A 

atas kelalaian dalam pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Tembok 

Penahan Tanah Desa Bandar Jaya Kecamatan Sekayu dengan sisa 

setoran sebesar Rp121.405.312,00; 

8) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. H. Herman Mayori atas kelalaian 

dalam pengawasan pelaksanaan Pekerjaan Peningkatan Jalan pada 
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Ruas Jalan Negara menuju MTS Desa Bumi Ayu Kec. Lawang Wetan 

sebesar Rp25.202.387,68; dan 

9) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Saiman, S.Pd.SD atas pekerjaan 

Dana BOS yang kurang volume dan tidak dilaksanakan sebesar 

Rp5.256.000,00 dan kelebihan pembayaran dana BOS karena selisih 

lebih jumlah siswa  sebanyak 58 orang sebesar Rp11.600.000,00. 

Adapun rincian tuntutan ganti kerugian daerah dapat dilihat pada lampiran 

22b. 

 

c. Aset Lainnya – Aset Tak Berwujud 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp74.422.273.140,46 Rp67.114.845.698,46 

Aset Tidak Berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi 

dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam 

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya 

termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset non keuangan tersebut bukan 

merupakan Kas atau Setara Kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk 

kas. 

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp74.422.273.140,46 

mengalami kenaikan sebesar Rp7.307.427.442,00 atau  10,89% 

dibandingkan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp67.114.845.698,46. Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

 Tabel 5.153. Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akumulasi 

Amortisasi
Nilai Buku

s.d. 2022 (Rp) s.d. 2022 (Rp)

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.767.249.611,00 1.640.592.444,33 126.657.166,67

2 Dinas Kesehatan 3.204.695.566,00 1.840.662.308,00 1.364.033.258,00

BLUD RSUD Bayung Lencir 287.589.750,00 190.009.650,00 97.580.100,00

BLUD RSUD Sungai Lilin 311.982.750,00 195.175.525,00 116.807.225,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu 2.048.391.129,10 1.968.484.542,65 79.906.586,45

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 28.632.691.050,00 16.803.857.704,83 11.828.833.345,17

5 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 13.538.707.000,00 10.906.844.716,00 2.631.862.284,00

6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 99.440.000,00 29.832.000,00 69.608.000,00

7 Dinas Sosial 537.395.000,00 429.223.240,00 108.171.760,00

8 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 698.741.400,00 586.054.505,00 112.686.895,00

9 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 326.000.000,00 326.000.000,00 0,00

10 Dinas Ketahanan Pangan 55.739.050,00 8.787.353,00 46.951.697,00

11 Dinas Lingkungan Hidup 826.145.970,00 501.885.175,67 324.260.794,33

12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 25.313.290,00 12.671.396,00 12.641.894,00

13 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 196.989.880,00 191.073.284,33 5.916.595,67

14 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 186.560.000,00 186.560.000,00 0,00

15 Dinas Perhubungan 2.765.203.000,00 1.705.872.101,33 1.059.330.898,67

16 Dinas Komunikasi dan Informatika 1.641.414.032,00 1.003.556.382,06 637.857.649,94

17 Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah 585.013.000,00 585.013.000,00 0,00

18 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 758.275.100,00 343.836.893,17 414.438.206,83

19 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 605.196.840,00 171.518.561,50 433.678.278,50

20 Dinas Perikanan 672.374.600,00 511.545.590,00 160.829.010,00

21 Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata 1.557.812.800,00 1.157.413.285,00 400.399.515,00

22 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 558.080.000,00 281.025.499,67 277.054.500,33

No. Perangkat Daerah Nilai Perolehan (Rp)
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No Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1 Dinas Kesehatan 226.949.300,00

2 Dinas Komunikasi Dan Informatika 49.783.500,00

3 Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 49.839.000,00

4 Badan Pengelola Keuangan dan Retribusi Daerah 199.033.600,00

1 BLUD RSUD Sungai Lilin 98.956.500,00

2 BLUD RSUD Bayung Lencir 99.234.000,00

3 Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman 1.817.331.000,00

1 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 54.000.000,00

2.595.126.900,00Jumlah

1. Software

2. Kajian

3. Nilai Sejarah/Budaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 dirinci sebagai berikut. 

Saldo Awal 1 Januari 2023      Rp67.114.845.698,46 

Penambahan:        Rp  7.529.203.009,00 

1) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Belanja Modal per 

31 Desember 2023 sebesar Rp4.361.541.889,00 yang dapat dilihat pada 

tabel berikut. 

Tabel 5.154. Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Belanja Modal 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) Penambahan Aset Tidak Berwujud yang berasal dari Belanja Jasa 

Konsultasi Bidang Telematika per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp2.595.126.900,00 yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 5.155. Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Belanja Jasa Bidang Telematika 

No Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1 Dinas Perkebunan 99.700.200,00

2 Dinas Sosial 75.000.000,00

1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 12.194.000,00

1 Dinas Perkebunan 183.016.689,00

2 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 1.377.841.000,00

3 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.613.790.000,00

Jumlah 4.361.541.889,00

1. Hak Cipta

2. Software

3. Kajian

Akumulasi 

Amortisasi
Nilai Buku

s.d. 2022 (Rp) s.d. 2022 (Rp)

23 Dinas Perkebunan 674.028.822,00 214.250.646,00 459.778.176,00

24 Dinas Perdagangan dan Perindustrian 3.305.692.400,00 1.389.499.008,00 1.916.193.392,00

25 Sekretariat Daerah 2.800.636.238,00 2.116.598.041,33 684.038.196,67

26 Sekretariat DPRD 202.499.298,36 170.599.298,36 31.900.000,00

27 Inspektorat 318.065.000,00 91.016.533,00 227.048.467,00

28 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2.469.552.000,00 2.092.351.485,15 377.200.514,85

29 Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 325.573.000,00 192.394.038,50 133.178.961,50

30 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 1.997.185.564,00 897.577.128,25 1.099.608.435,75

31 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 427.040.000,00 184.315.395,83 242.724.604,17

32 Kecamatan Sungai Lilin 15.000.000,00 4.701.923,00 10.298.077,00

Jumlah 74.422.273.140,46 48.930.798.654,97 25.491.474.485,49

No. Perangkat Daerah Nilai Perolehan (Rp)
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No Perangkat Daerah Nilai (Rp)

1 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 127.200.000,00

2 Dinas Perumahan dan Kaw asan Permukiman 272.443.950,00

3 Dinas Lingkungan Hidup 99.485.970,00

4 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariw isata 73.404.300,00

572.534.220,00Jumlah

 

3) Penambahan Aset Tidak Berwujud karena reklasifikasi dari Aset Tetap 

per 31 Desember 2023 sebesar Rp499.129.920,00, yang dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel 5.156. Penambahan Aset Tak Berwujud Berasal dari Reklas dari Aset Tetap 

 

Pengurangan               Rp99.478.000,00 

Pengurangan Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp99.478.000,00 merupakan belanja yang akan diserahkan kepada 

masyarakat sehingga tidak memenuhi kriteria Aset Tidak Berwujud yaitu 

atas DED Pembangunan Masjid Al - Ikhlas Desa Karang Anyar Kec. 

Lawang Wetan. 

 

Koreksi BPK             Rp124.464.567,00 

Terdapat koreksi BPK atas Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 

sebesar Rp124.464.567,00 dengan rincian sebagai berikut. 

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tidak 

Berwujud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp1.083.500,00; 

2) Koreksi atas belanja barang yang tidak memenuhi kriteria ATB pada 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp93.730.000,00; 

3) Koreksi atas belanja barang yang tidak memenuhi kriteria ATB pada 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp12.194.000,00; 

dan 

4) Koreksi BPK atas pengembalian temuan pemeriksaan Tahun 2023 yang 

telah disetor pada Dinas Perkebunan sebesar Rp17.457.067,00. 

Rincian mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 dapat dilihat 

pada Lampiran 23, 23a dan 23b. 

 

d. Aset Lainnya – Aset Lain-lain 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp309.046.454.333,65 Rp769.305.413.640,40 

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat 

diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap 

Dana Cadangan. Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp309.046.454.333,65 mengalami penurunan sebesar 

Rp460.258.959.306,75 atau 59,83% dibandingkan saldo Aset Lain-lain per 

31 Desember 2022 sebesar Rp769.305.413.640,40. 

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar                                       

Rp769.305.413.640,40 dapat dilihat pada tabel berikut. 
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 Tabel 5.157. Rekapitulasi Aset Lain-lain 
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Mutasi Aset Lainnya- Aset Lain- Lain Tahun 2023 dirinci sebagai berikut. 

Saldo Awal 1 Januari 2023     Rp769.305.413.640,40 

Penambahan:                   Rp43.335.120.108,07 

Mutasi penambahan atas Aset Lainnya-Aset Lain-lain selama tahun 2023 

adalah sebagai berikut. 

1) Penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari Rusak Berat per 31 

Desember 2023 sebesar Rp14.155.176.659,00 terdiri dari : 

a) Penambahan Aset Rusak Berat pada Rumah Sakit Umum Daerah 

Sekayu karena reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin 

sebesar Rp11.901.446.109,00; 

b) Penambahan Aset Rusak Berat pada Dinas Perhubungan karena 

reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp126.549.000,00; dan 

c) Penambahan Aset Rusak Berat pada Sekretariat Daerah karena 

reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp2.127.181.550,00. 

2) Penambahan Aset Lain-lain yang berasal dari kekurangan volume 

pekerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.179.943.449,07. 

 

Pengurangan:       Rp892.396.315.530,13 

Mutasi pengurangan atas Aset Lainnya-Aset Lain-lain selama tahun 2023 

adalah sebagai berikut. 

1) Pengurangan Aset Lain-lain yang berasal dari setoran pengembalian 

atas kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan 

Beban Kerja an. Febrina Utami yang telah dibayar pada tanggal 23 

Oktober 2023 sebesar Rp9.832.000,00. 

2) Pengurangan Aset Lain-lain yang berasal dari penghapusan Aset 

Rusak Berat per 31 Desember 2023 sebesar Rp70.819.065.997,81. 

Pada Tahun 2023, telah dilakukan penghapusan barang milik daerah 

dari daftar barang pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang 

atas Aset Rusak Berat yang terdiri dari. 

a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 

Rp445.251.700,00; 

b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 

Rp3.199.506.357,14; 

c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 

Rp1.724.832.860,00; 

SALDO AKHIR PER 31 

DESEMBER 2023

Tambah Kurang

627.347.925,00 0,00 9.832.000,00 0,00 74.305.000,00 543.210.925,00

8.809.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.809.440,00

71.494.882.314,81 14.155.176.659,00 70.819.065.997,81 0,00 0,00 14.830.992.976,00

39.238.904.008,64 29.179.943.449,07 12.367.250.671,60 6.456.513.852,88 0,00 62.508.110.638,99

131.861.800.416,95 0,00 8.336.068.325,72 0,00 0,00 123.525.732.091,23

-
Tuntutan Ganti Kerugan 

Daerah
0,00 0,00 0,00 669.949.065,65 0,00 669.949.065,65

- Hibah Desa 0,00 0,00 0,00 1.443.441.189,93 0,00 1.443.441.189,93

-
Personil, Peralatan, 

Pembiayaan, dan Dokumen
0,00 0,00 0,00 57.763.854.491,09 0,00 57.763.854.491,09

- Penyertaan Modal 0,00 0,00 0,00 47.752.353.515,76 0,00 47.752.353.515,76

526.073.669.535,00 0,00 526.073.669.535,00 0,00 0,00 0,00

769.305.413.640,40 43.335.120.108,07 617.605.886.530,13 114.086.112.115,31 74.305.000,00 309.046.454.333,65 JUMLAH 

Dana Treasury Deposit Facility 

(TDF)

KURANG VOLUME PEKERJAAN 

Aset Tetap yang tidak Digunakan 

dalam Operasional Pemerintah

Koreksi BPK

REKAPITULASI TEMUAN GAJI,TPP, 

DAN HONOR

PPH 21

Nilai Perolehan ALL Rusak Berat 

Per 31 Desember 2021

URAIAN
SALDO AWAL PER 31 

DESEMBER 2022
TAMBAH KURANG
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d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 

Rp1.819.849.744,00; 

e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 

Rp347.500.000,00; 

f) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp26.004.416.766,02; 

g) Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah sebesar 

Rp892.932.934,00; 

h) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

sebesar Rp1.850.857.324,00; 

i) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar 

Rp2.166.191.629,00; 

j) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar 

Rp3.602.573.729,00; 

k) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.422.775.000,00 terdiri dari. 

(1) Bagian Organisasi Rp313.675.000,00; 

(2) Bagian Ekonomi  Rp548.408.000,00; dan 

(3) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sebesar 

Rp560.692.000,00. 

l) Sekretariat DPRD sebesar Rp14.127.439.221,18; 

m) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 

Rp764.203.193,00; 

n) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 

Rp1.697.953.731,00; 

o) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 

Rp6.528.420.068,47; 

p) Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp1.559.130.750,00; 

q) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp1.775.836.000,00; 

r) Kecamatan Tungkal Jaya sebesar Rp517.471.491,00; dan 

s) Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp374.923.500,00; 

3) Pengurangan Aset Lain-lain yang berasal dari pembayaran atas 

kekurangan volumen pekerjaan per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp12.367.250.671,60 terdiri dari. 

a) Pengurangan yang berasal dari pembayaran kekurangan volume 

tahun 2023 sebesar Rp9.672.039.998,60 terdiri dari : 

(1) Puskesmas Lumpatan sebesar Rp4.437.470,27 merupakan 

pembayaran kekurangan volume atas pengadaan meubeler 

dan peralatan kantor; 

(2) Puskesmas Karya Maju sebesar Rp64.332.850,19 

merupakan pembayaran kekurangan volume atas 

Rahabilitasi Gedung Kantor; 

(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 

Rp10.428.846.373,80 merupakan pembayaran kekurangan 

volume atas kegiatan pembuatan penahan tanah, kegiatan 

normalisasi sungai, kegiatan pembuatan dan peningkatan 

jalan, dan kegiatan pembangunan jembatan; 

(4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 

Rp1.661.297.682,80 merupakan pembayaran kekurangan 

volume atas kegiatan Penataan TPU, kegiatan penimbunan, 

kegiatan Pembuatan Drainase dan Jaringan, dan kegiatan 

Pembangunan Gedung Kantor dan Bangunan; 

(5) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp37.248.423,07 

merupakan pembayaran kekurangan volume atas kegiatan 

Penataan Kawasan Ekonomi dan Penataan Halaman Jalan; 
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(6) Dinas Perhubungan sebesar Rp36.446.399,59 merupakan 

pembayaran kekurangan volume atas Pembangunan 

Drainase Bandara; 

(7) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar 

Rp27.013.022,71 merupakan pembayaran kekurangan 

volume atas Renovasi Bangunan Gedung; 

(8) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

sebesar Rp11.882.754,65 merupakan pembayaran 

kekurangan volume atas Pembangunan Kantor; 

(9) Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar 

Rp80.288.167,38 merupakan pembayaran kekurangan 

volume atas Pembangunan Pasar dan Jalan; 

(10) Sekretariat Daerah sebesar Rp15.446.366,09 merupakan 

pembayaran kekurangan volume atas Rehabilitasi Mess dan 

Gedung; 

b) Pengurangan yang berasal dari pembayaran atas kekurangan 

volume pekerjaan Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang sebesar Rp 2.695.210.673,00 yang merupakan 

pembayaran kekurangan volume atas 10 kegiatan Peningkatan 

Jalan. 

4) Pengurangan Aset Lain-lain yang berasal dari Hibah pada Pemerintah 

Desa berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp8.336.068.325,72 yang terdiri dari : 

a) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp2.742.003.688,77; 

b) Kecamatan Keluang sebesar Rp316.425.280,00; 

c) Kecamatan Batang Hari Leko sebesar Rp134.300.000,00; 

d) Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp2.169.712.850,00; 

e) Kecamatan Lalan sebesar Rp2.623.866.506,95; dan 

f) Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp349.760.000,00. 

5) Pengurangan Dana Treasury Deposit Facility tahun 2022 sebesar 

Rp526.073.669.535,00. Pada tahun 2023 rekening untuk Dana 

Treasury Deposit Facility (TDF) pada Aplikasi FMIS sudah tersedia 

sehingga tidak bergabung dengan rekening Aset Lain-lain. 

 

Koreksi BPK        

Penambahan       Rp114.086.112.115,31 

1) Mutasi tambah Aset Lain-lain karena koreksi BPK atas kekurangan 

volume pekerjaan pada tujuh SKPD sebesar Rp6.456.513.852,88 

dengan rincian sebagai berikut. 

a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas 57 paket 

pekerjaan sebesar Rp5.159.885.025,33; 

b) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atas lima kegiatan 

dari Belanja Barang dan Jasa, 19 kegiatan Jalan, dan tujuh 

kegiatan dari Belanja Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp1.084.510.842,39; 

c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas tujuh kegiatan dari 

Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp47.386.798,71; 

d) Dinas Kesehatan atas enam kegiatan dari Belanja Gedung dan 

Bangunan sebesar 122.612.513,85; 

e) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata atas dua kegiatan dari 

Belanja Barang dan Jasa, dan dua kegiatan Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp38.882.160,59; 
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f) Dinas Perkebunan atas satu kegiatan dari Belanja Barang dan Jasa 

sebesar Rp314.208,41; dan 

g) Kecamatan Lalan atas satu kegiatan dari Belanja Gedung dan 

Bangunan sebesar Rp2.922.304. 

2) Mutasi tambah karena koreksi BPK yaitu reklasifikasi dari Piutang 

Lainnya ke Aset Lain-lain atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang 

tidak memiliki Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 

sebesar Rp669.949.065,65 dengan rincian sebagai berikut: 

a) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Drs. Zulkarnain Indra 

sebesar Rp35.095.000,00; 

b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Sumarwan, SH sebesar 

Rp24.428.250,00; 

c) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Achmad Abraham SA, 

ST.,MT sebesar Rp99.376.615,65; 

d) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. dr. H. Herman Eka Permana, 

M.Pd sebesar Rp96.572.500,00; 

e) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Dedi Dores, SE., M.Si 

sebesar Rp35.376.500,00; 

f) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. H. Zainal Arifin, ST., MM 

sebesar Rp128.700.200,00; 

g) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Muhclis Bakar sebesar 

Rp30.110.000,00; 

h) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah an. Salim Jundan sebesar 

Rp220.290.000,00; 

3) Mutasi tambah Aset Lain-lain yaitu terkait aset yang termasuk dalam 

penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) ke 

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan aset yang telah digunakan 

dalam kegiatan operasional PDAM dengan total sebesar 

Rp57.763.854.491,09 dengan rincian sebagai berikut : 

a) Aset P3D berupa Tanah sebesar Rp5.423.141.439,35 pada Bagian 

Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; 

b) Aset P3D berupa Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp1.082.438.161,00 dengan rincian sebagai berikut. 

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 

Rp922.370.200,00; dan 

(2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp160.067.961,00. 

c) Aset P3D berupa Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp46.766.330.495,00 dengan rincian sebagai berikut. 

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 

Rp7.880.342.565,00; 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 

Rp382.588.250,00; dan 

(3) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp38.503.399.680,00. 

d) Aset P3D berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 

Rp4.491.944.395,74 dengan rincian sebagai berikut. 

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 

Rp1.086.592.850,00; 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 

Rp2.183.719.545,74; 

(3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 

Rp1.125.123.000,00; dan 
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(4) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp96.509.000,00. 

4) Mutasi tambah Aset Lain-lain atas aset yang telah digunakan dalam 

kegiatan operasional PDAM sebesar Rp47.752.353.515,76 dengan 

rincian sebagai berikut. 

1. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar 

Rp8.619.986.237,90; dan 

2. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar 

Rp39.132.367.277,86, 

Pengurangan                Rp74.305.000,00 

Pengurangan Aset Lain-lain karena koreksi BPK atas delapan setoran 

Temuan gaji, TPP dan Honor yang telah dibayar sebesar Rp74.305.000,00. 

Adapun rincian mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dapat dilihat 

pada Lampiran 24, 24a s.d. 24s. 

 

e. Aset Lainnya – Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

(Rp48.930.798.654,97) (Rp45.790.072.137,30) 

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat 

didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Amortisasi yang dilakukan 

pada Aset Tidak Berwujud untuk aset yang memiliki masa manfaat terbatas 

berupa software, sistem/aplikasi, dan lisensi. Nilai yang dapat diamortisasi 

merupakan nilai perolehan/nilai wajar yang tercantum dalam Laporan 

Keuangan per 31 Desember 2023. Dalam hal nilai perolehan tidak 

diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Amortisasi 

atas Aset Tidak Berwujud memberikan dampak pada penyajian laporan 

keuangan dalam hal koreksi ekuitas sebagai akibat dari amortisasi atas Aset 

Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2022, dan beban amortisasi sebagai 

beban tahun 2023. 

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp48.930.798.654,97 mengalami penurunan sebesar Rp3.140.726.517,67 

atau 6,86% dibandingkan dengan Akumulasi Amortisasi Aset Tidak 

Berwujud per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.790.072.137,30. 

Rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dapat dilihat 

pada Lampiran 23.b. 

 

f. Aset Lainnya – Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

(Rp64.284.721.570,93) (Rp93.689.183.318,74) 

Akumulasi penyusutan adalah kumpulan dari beban penyusutan periodik. 

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp64.284.721.570,93 mengalami penurunan sebesar Rp29.404.461.747,81  

atau 31,38% dibandingkan dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.689.183.318,74. Saldo Akumulasi 

Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp64.284.721.570,93 dapat dilihat pada 

tabel berikut. 



261 

 

Tabel 5.158. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penambahan:         Rp20.965.767.069,00 

1) Mutasi penambahan atas Akumulasi Aset Lain-lain Rusak Berat 

selama tahun 2023 sebesar Rp14.180.176.659,00 dengan rincian 

sebagai berikut. 

a) Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu sebesar Rp11.901.446.109; 

b) Dinas Perhubungan sebesar Rp126.549.000,00; dan 

c) Dinas Sekretariat Daerah sebesar Rp2.127.180.550,00 dan 

Rp25.000.000,00. 

2) Mutasi penambahan atas Akumulasi Aset Lain-lain yang digunakan 

oleh Pemerintah Desa sebesar Rp6.785.590.410,00 dengan rincian 

sebagai berikut : 

a) Kecamatan Keluang sebesar Rp1.365.636.490,00; 

b) Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp876.875.963,00; 

c) Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp1.268.093.007,00; 

d) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp1.678.382.548,00; 

e) Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp1.456.327.049,00; dan 

f) Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp140.275.353,00. 

Pengurangan:         Rp70.051.760.405,81 

1) Mutasi pengurangan Akumulasi Aset Lain-lain atas penghapusan Aset 

Rusak Berat selama tahun 2023 sebesar Rp68.268.529.528,81 dengan 

rincian sebagai berikut : 

a) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 

Rp442.251.700,00; 

b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 

Rp3.195.506.357,14; 

c) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 

Rp1.724.832.860,00; 

d) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 

Rp1.819.849.744,00; 

e) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar 

Rp347.500.000,00; 

f) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp26.004.416.766,02; 

g) Dinas Koperasi, Usahan Kecil dan Menengah sebesar 

Rp892.932.934,00; 

h) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

sebear Rp1.834.948.324,00; 

i) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebesar 

Rp97.334.160,00; 

j) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar 

Rp3.602.573.729,00; 

URAIAN
SALDO AWAL PER 

1  JANUARI 2022
TAMBAH KURANG KOREKSI BPK

SALDO AKHIR PER 

31 DESEMBER 2022

Rusak Berat 68.849.725.088,81 14.180.176.659,00 68.268.529.528,81 0,00 14.761.372.219,00 

Aset Lain2 yang digunakan 

oleh pemerintah desa (Hibah)
24.839.458.229,93 6.785.590.410,00 1.783.230.877,00 0,00 29.841.817.762,93 

Hibah Desa 0,00 0,00 0,00 7.943.903,00 7.943.903,00 

Personil, Peralatan, 

Pembiayaan, dan Dokumen
0,00 0,00 0,00 16.858.626.999,00 16.858.626.999,00 

Penyertaan Modal PDAM 0,00 0,00 0,00 2.814.960.687,00 2.814.960.687,00 

JUMLAH 93.689.183.318,74 20.965.767.069,00 70.051.760.405,81 19.681.531.589,00 64.284.721.570,93 
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k) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.349.775.000,00 dan 

Rp25.000.000,00; 

l) Sekretariat DPRD sebesar Rp13.883.489.221,18; 

m) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar 

Rp764.203.193,00; 

n) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar 

Rp1.697.953.731,00; 

o) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 

Rp6.358.600.068,47; 

p) Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp1.559.130.750,00; 

q) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp1.775.836.000,00; 

r) Kecamatan Tungkal Jaya sebesar Rp517.471.491,00; dan 

s) Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp374.923.500,00. 

2) Mutasi pengurangan Akumulasi Aset Lain-lain atas penghapusan Aset 

Lain-lain yang digunakan oleh Pemerintah Desa sebesar 

Rp1.783.230.877,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp629.628.594,00; 

b) Kecamatan Keluang sebesar Rp69.086.188,00; 

c) Kecamatan Batang Hari Leko sebesar Rp23.950.167,00; 

d) Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp497.126.591,00; 

e) Kecamatan Lalan sebesar Rp508.060.670,00; dan 

f) Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp55.378.667,00. 

 

Koreksi BPK         Rp19.681.531.589,00 

1) Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan ke Aset Lain-lain 

atas Hibah yang belum diserahkan dari Belanja Modal Gedung dan 

Bangunan sebesar Rp1.646.887,00; 

2) Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi ke Aset Lain-

lain atas Hibah yang belum diserahkan dari Belanja Modal Jalan, 

Jaringan, dan Irigasi  sebesar Rp6.297.016,00; 

3) Aset P3D berupa Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.082.438.161,00 

dengan rincian sebagai berikut. 

a) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 

Rp922.370.200,00; dan 

b) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp160.067.961,00. 

4) Aset P3D berupa Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp13.645.839.125,00 dengan rincian sebagai berikut. 

a) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 

Rp2.089.741.468,00; 

b) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 

Rp82.127.650,00; dan 

c) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp11.473.970.007,00. 

5) Aset P3D berupa Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar 

Rp2.130.349.713,00 dengan rincian sebagai berikut. 

a) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar 

Rp445.966.973,00; 

b) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 

Rp1.459.265.633,00; 

c) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 

Rp171.112.457,00; dan 
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d) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp54.004.650,00. 

6) Aset Lain-lain atas aset yang telah digunakan dalam kegiatan 

operasional PDAM sebesar Rp2.814.960.687,00. 

 

g. Dana Treasury Deposit Facility (TDF) 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp274.790.429.000,00 Rp0,00 

Treasury Deposit Facility yang selanjutnya disingkat TDF adalah fasilitas 

yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah 

untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk 

penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank 

Indonesia. 

Dana TDF per 31 Desember 2023 sebesar Rp274.790.429.000,00 

mengalami kenaikan sebesar Rp274.790.429.000,00 atau 100% 

dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp0,00. 

Rincian Dana Treasury Deposit Facility dapat dilihat pada Lampiran 25. 

5.3.2 Kewajiban 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp57.276.230.240,46 Rp133.292.609.340,23 
 

Kewajiban adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi 

keuangan masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi Kewajiban Jangka Pendek 

dan Kewajiban Jangka Panjang. 

Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp57.276.230.240,46 turun                 

sebesar Rp76.016.379.099,77 atau 57,03% dibandingkan nilai Kewajiban per                          

31 Desember 2022 sebesar Rp133.292.609,340,23. Kewajiban Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

5.3.2.1  Kewajiban Jangka Pendek 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp57.276.230.240,46 Rp133.292.609.340,23 

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp57.276.230.240,46 turun sebesar Rp76.016.379.099,77 atau 57,03% 

dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar 

Rp133.292.609.340,23. Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp7.975.773,00 Rp0,00 

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 adalah 

sebesar Rp7.975.773,00 mengalami kenaikan 100% dibandingkan nilai 
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Utang PFK per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00. Saldo Utang Perhitungan 

Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.975.773,00 dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.159. Rekapitulasi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terdapat Koreksi Tambah Audit dari BPK yaitu Saldo Kas di Bendahara 

Sekolah sebesar Rp7.016.888,00 yang merupakan potongan PPh Pasal 23 

dan PPn yang belum disetor ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 

2023 dengan rincian sebagai berikut: 

1) SD Negeri Tenggulang Jaya, PPn Dalam Negeri sebesar Rp1.562.438,00; 

2) SD Negeri 2 Sekayu, PPn Dalam Negeri sebesar Rp1.899.999,00; dan 

3) SD Negeri 1 Babat, PPn Dalam Negeri sebesar Rp2.518.179,00 dan PPh 

Pasal 23 sebesar Rp1.036.272,00. 

Rincian Utang PFK dapat dilihat pada Lampiran 26. 

b. Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp0,00 Rp90.673.143.000,00 

Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan bukan Bank adalah jumlah 

bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan 

Nama
Sisa per 31 

Desember 2022
Diterima 2023 Disetor 2023 KOREKSI

Sisa per 31 

Desember 2023

IWP(1%) Iuran Wajib Pegaw ai 0,00 3.436.523.647,00 3.436.424.267,00                      -   99.380,00

IWP (8%) Iuran Wajib Pegaw ai 0,00 24.970.034.029,00 24.969.616.702,00                      -   417.327,00

BPJS Kesehatan PNS 0,00 13.716.668.009,00 13.716.270.548,00                      -   397.461,00

Jaminan Kecelakaan Kerja 

(JKK)

0,00 838.488.801,00 838.477.622,00                      -   11.179,00

Jaminan Kematian (JKM) 0,00 2.515.453.040,00 2.515.419.502,00                      -   33.538,00

PPh Pasal 21 Pembayaran 

Sekaligus 

JHT/Pensiun/Pesangon

0,00 99.957.144,00 99.957.144,00                      -   0,00

PPh Pasal 21 Kehormatan/dll 

Pejabat/PNS/TNI/Polri/Pensiun

0,00 4.146.813.311,00 4.146.813.311,00                      -   0,00

PPh Pasal 22 Pemungutan oleh 

Bendaharaw an APBD

0,00 2.960.223.141,00 2.960.223.141,00                      -   0,00

PPh Pasal 23 Jasa 0,00 2.047.052.615,00 2.047.052.615,00 1.036.272,00 1.036.272,00

PPh Pasal 4 (2) Pengalihan 

Hak Tanah dan/atau Bangunan

0,00 9.297.368,00 9.297.368,00                      -   0,00

PPh Pasal 4 (2) Sew a Tanah 

dan/atau Bangunan

0,00 26.312.576,00 26.312.576,00                      -   0,00

PPh Pasal 4 (2) Jasa 

Konstruksi

0,00 13.615.208.684,00 13.615.208.684,00                      -   0,00

PPN Pemungutan oleh 

Bendaharaw an APBD

0,00 107.424.046.607,00 107.424.046.607,00 5.980.616,00 5.980.616,00

IWP (3,25%) Iuran Wajib 

Pegaw ai PPPK

0,00 2.306.877.555,00 2.306.877.555,00                      -   0,00

BPJS Kesehatan PPPK 0,00 2.999.037.133,00 2.999.037.133,00                      -   0,00

PPh Pasal 21 Gaji & Tunjangan 

PNS

0,00 27.772.920.389,00 27.772.920.389,00                      -   0,00

IWP (1%) Iuran Wajib Pegaw ai 

PPPK

0,00 742.434.776,00 742.434.776,00                      -   0,00

PPh Pasal 21 Anggota DPRD 0,00 1.389.243.967,00 1.389.243.967,00                      -   0,00

PPh Pasal 21 Pihak Ketiga 0,00 26.635.000,00 26.635.000,00                      -   0,00

PPh Final (Hadiah,/Undian) 0,00 27.720.461,00 27.720.461,00                      -   0,00

Pajak Daerah 0,00                     55.106.431,00                          55.106.431,00                      -   0,00

JUMLAH 0,00 211.126.054.684,00 211.125.095.799,00    7.016.888,00 7.975.773,00
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dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo akhir 

Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp0,00 

karena saldo akhir Tahun 2022 sudah dibayar kepada PT SMI (Persero) 

dengan rincian sebagai berikut: 

1) Pembayaran Pokok Pinjaman Nomor: 00893/BPKAD/6.2.03.04/LS/2023 

tanggal 14 Maret 2023 sebesar Rp30.224.381.000,00; 

2) Pembayaran Pokok Pinjaman Nomor: 04691/BPKAD/6.2.03.04 

/SPP.LS/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebesar Rp30.224.381.000,00; dan 

3) Pembayaran Pokok Pinjaman Nomor: 04692/BPKAD/6.2.03.04 

/SPP.LS/2023 tanggal 22 Juni 2023 sebesar Rp30.224.381.000,00.  

Rincian Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dapat 

dilihat pada Lampiran 27. 
 

c. Pendapatan Diterima Dimuka  

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp102.635.472,56 Rp52.109.014,86 

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang telah diterima 

lebih dahulu pada tahun berjalan atau sebelumnya menjadi pendapatan 

pemerintah daerah pada tahun berjalan. 

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan bagian dari kewajiban Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin kepada Pihak Ketiga yang telah diterima uang 

namun jasanya belum diberikan di tahun anggaran 2023. Saldo Pendapatan 

Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp102.635.472,56 

mengalami kenaikan sebesar Rp50.526.457,70 atau 96,96% dibandingkan 

saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.109.014,86. 

 Tabel 5.160. Mutasi Pendapatan Diterima Dimuka  

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan mutasi kurang sebesar Rp52.109.014,86 yaitu merupakan 

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun Anggaran 2022 yang jasanya telah 

diberikan di tahun 2023. 

Adapun penjelasan mutasi tambah sebesar Rp102.635.472,56 yaitu: 

1) RSUD Sekayu mutasi tambah sebesar Rp20.884.931,51 dengan 

rincian sebagai berikut: 

a) Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 29 Februari 2024 

sebesar Rp2.983.561,64 merupakan sewa atas Ruang ATM 

berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD Sekayu dengan 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Sekayu 

tentang Penyediaan Ruang ATM (Anjungan Tunai Mandiri) BRI 

Nomor: 119/022/RS/IV/2022 tanggal 11 April 2022; dan 

SKPD Saldo Awal Mutasi Kurang Mutasi Tambah Saldo

RSUD Sekayu 44.070.374,83         44.070.374,83         20.884.931,51 20.884.931,51

Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset 

Daerah

7.839.726,03 7.839.726,03 65.980.551,05 65.980.551,05

Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi 

Daerah

198.914,00 198.914,00 15.769.990,00 15.769.990,00

Jumlah 52.109.014,86         52.109.014,86         102.635.472,56       102.635.472,56       
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b) Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 18 April 2024 

sebesar Rp17.901.369,86 merupakan sewa atas Ruang Kantor 

dan ATM berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD 

Sekayu dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan 

dan Bangka Belitung Cabang Sekayu tentang Sewa Menyewa 

Ruangan Kantor Kas dan ATM Nomor: 119/028/RS/V/2021 dan 

Nomor: 028.1/SKY/PK/4/B/2021 tanggal 19 Mei 2021. 

2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Pendapatan Diterima Dimuka sampai dengan 13 Juli 2028 sebesar 

Rp65.980.551,05 merupakan Sewa Ruangan Kantor dan ATM PT 

Bank Sumsel Babel berdasarkan Perjanjian antara PT Bank 

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung 

Cabang Sekayu dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Musi Banyuasin tentang Sewa Menyewa Kantor Kas dan 

ATM Nomor 039/SKY/PK/4/B/2021 dan Nomor: B-

970/749/BPKAD-I/2021 tanggal 19 Juni 2023. 

3) Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah  

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp15.769.990,00 merupakan 

lebih bayar PBB atas setoran PBB Tahun 2023 dan dikarenakan 

secara aplikasi dan sistem belum dapat dilaksanakan, maka 

diperhitungkan sebagai pembayaran PBB tahun 2024. 

Rincian mutasi Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dapat 

dilihat pada Lampiran 28. 

 

d. Utang Belanja 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp29.265.045.993,90 Rp19.628.736.283,37 

Utang Belanja merupakan utang karena belum dibayarkannya Belanja 

Barang dan Jasa atas kegiatan yang telah selesai dilaksanakan oleh 

pemerintah daerah dan diakui sebagai Beban pada Laporan Operasional di 

tahun berjalan. 

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.265.045.993,90 

mengalami kenaikan sebesar Rp9.636.309.710,53 atau 49,09% dibandingkan 

dengan Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp19.628.736.283,37. 

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 dengan rincian pada tabel 

berikut. 
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 Tabel 5.161. Mutasi Utang Belanja 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Tahun 2023, terdapat Koreksi atas Utang Belanja per 31 Desember 

2022 yang terdiri dari: 

1) Koreksi tambah sebesar Rp44.200.251,00 yang sebelumnya 

merupakan salah catat pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai 

berikut. 

a) RSUD Sekayu sebesar Rp1,00; dan 

b) Puskesmas Jirak sebesar Rp44.200.250,00. 

2) Koreksi kurang sebesar Rp130.076.315,37 atas kurang catat Utang 

Belanja pada Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut: 

a) RSUD Sekayu sebesar Rp77.388.442,87; 

b) Puskesmas Karang Mukti sebesar Rp429.000,00; 

c) Puskesmas Sidorahayu sebesar Rp44.200.250,00; 

d) Puskesmas Teluk Kijing sebesar Rp8.050.622,00;  

e) Kecamatan Lalan sebesar Rp8.000,00; dan 

f) Koreksi BPK pada Puskesmas Sidorahayu sebesar Rp0,50. 

 

Pada Tahun 2023, terdapat Mutasi atas Utang Belanja Tahun 2023 yang 

terdiri dari: 
 

1) Pembayaran Utang Belanja sebesar Rp19.514.232.719,50 yang 

dapat dirinci sebagai berikut. 

a) Pembayaran Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar 

Rp9.398.094.697,50 terdiri dari. 

(1) BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp6.860.202.855,00; 

(2) BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp792.299.160,00; 

(3) BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp399.942.640,00; 

Saldo Awal (Rp) Saldo Akhir (Rp)

Per 01/01/2023 Tambah Kurang Pembayaran Penambahan Per 31/12/2023

1 2 3 4 3 4 6=2-3+4+5

Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan
93.754.100,00         -                             -                         93.754.100,00         -                              -                              

Dinas Kesehatan 19.149.947.870,37  44.200.251,00       130.068.315,37 19.035.452.306,50  23.517.524.594,40  23.546.152.093,90  

Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang
20.000.000,00         -                             -                         20.000.000,00         5.625.326.800,00    5.625.326.800,00    

Satuan Polisi Pamong 

Praja
17.256.700,00         -                             -                         17.256.700,00         -                              -                              

Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa
17.370.142,00         -                             -                         17.370.142,00         -                              -                              

Sekretariat Daerah 316.599.271,00       -                             -                         316.599.271,00       85.264.700,00         85.264.700,00         

Kecamatan Sekayu 7.243.800,00           -                             -                         7.243.800,00           -                              -                              

Kecamatan Babat 

Toman
4.467.600,00           -                             -                         4.467.600,00           -                              -                              

Kecamatan Keluang 766.000,00              -                             -                         766.000,00              -                              -                              

Kecamatan Bayung 

Lencir
1.030.800,00           -                             -                         1.030.800,00           -                              -                              

Kecamatan Lalan 300.000,00              -                             8.000,00            292.000,00              -                              -                              

Kecamatan Batang Hari 

Leko
-                              -                             -                         -                              8.302.400,00           8.302.400,00           

JUMLAH 19.628.736.283,37 44.200.251,00 130.076.315,37 19.514.232.719,50 29.236.418.494,40 29.265.045.993,90

Uraian
Mutasi TA. 2023 (Rp)Koreksi
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(4) Puskesmas Mekar Jaya sebesar Rp61.455.065,00; 

(5) Puskesmas Bayung Lencir sebesar Rp14.806.500,00; 

(6) Puskesmas Peninggalan sebesar Rp17.684.251,00; 

(7) Puskesmas Sumber Harum sebesar Rp24.560.319,00; 

(8) Puskesmas Berojaya Timur sebesar Rp59.474.750,00; 

(9) Puskesmas Bandar Agung sebesar Rp77.797.000,00; 

(10) Puskesmas Karang Mukti sebesar Rp82.857.602; 

(11) Puskesmas Ngulak sebesar Rp62.464.290,00; 

(12) Puskesmas Babat Toman sebesar Rp141.104.000,00; 

(13) Puskesmas Cinta Karya sebesar Rp75.901.950,00; 

(14) Puskesmas Suka Damai sebesar Rp62.800.435,00; 

(15) Puskesmas Jirak sebesar Rp44.200.250,00; 

(16) Puskesmas Sido Rahayu sebesar Rp48.628.724,00; 

(17) Puskesmas Lumpatan sebesar Rp230.074.434,00; 

(18) Puskesmas Teluk Kijing sebesar Rp7.841.478,00; 

(19) Puskesmas Tanah Abang sebesar Rp5.978.850,00; 

(20) Puskesmas Bukit Selabu sebesar Rp1.956.000,00; 

(21) Puskesmas Tebing Bulang sebesar Rp35.947.389,00; 

(22) Puskesmas Balai Agung sebesar Rp16.183.335,00; 

(23) Puskesmas Lais sebesar Rp75.153.350,00; 

(24) Puskesmas Tanjung Kerang sebesar Rp45.890.750,00; 

(25) Puskesmas Karya Maju sebesar Rp127.476.595,50; 

(26) Puskesmas Sukajaya sebesar Rp6.012.500,00; dan 

(27) Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp19.400.225,00. 

 

b) Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar 

Rp9.561.640.609,00 terdiri dari: 

(1) BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp9.228.512.584,00; 

(2) BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp21.108.250,00; 

(3) BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp276.065.225,00; 

(4) Puskesmas Sukajaya sebesar Rp6.328.000,00; 

(5) Puskesmas Lubuk Bintialo sebesar Rp9.901.550,00; 

(6) Puskesmas Lais sebesar Rp9.000.000,00; dan 

(7) Puskesmas Tebing Bulang sebesar Rp10.725.000,00. 

 

c) Pembayaran Utang Belanja Jasa sebesar Rp554.268.813,00 terdiri 

dari: 

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 

Rp93.754.100,00; 

(2) Dinas Kesehatan sebesar Rp75.717.000,00; 

(3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 

Rp20.000.000,00; 

(4) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp17.256.700,00; 

(5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar 

Rp17.370.142,00; 

(6) Sekretariat Daerah sebesar Rp316.370.671,00; 
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(7) Kecamatan Sekayu sebesar Rp7.243.800,00; 

(8) Kecamatan Babat Toman sebesar Rp4.467.600,00; 

(9) Kecamatan Keluang sebesar Rp766.000; 

(10) Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp1.030.800,00; dan 

(11) Kecamatan Lalan Rp292.000,00. 

 

d) Pembayaran Utang Beban Persediaan pada Sekretariat Daerah 

sebesar Rp228.600,00.  

 

2) Penambahan Utang Belanja Tahun 2023 sebesar 

Rp29.236.418.494,40 yang dapat dirinci sebagai berikut: 

a) Penambahan Utang Belanja Pegawai BLUD sebesar 

Rp4.362.938.378,40 terdiri dari: 

(1) BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp1.621.527.421,00; 

(2) BLUD RSUD Bayung Lencir sebesar Rp810.026.758,40; 

(3) Puskesmas Mekar Jaya sebesar Rp87.278.839,00; 

(4) Puskesmas Bayung Lencir sebesar Rp176.091.222,00; 

(5) Puskesmas Peninggalan sebesar Rp1.841.400,00; 

(6) Puskesmas Sumber Harum sebesar Rp16.356.930,00; 

(7) Puskesmas Berojaya Timur sebesar Rp7.960.000,00; 

(8) Puskesmas Bandar Agung sebesar Rp213.898.466,00; 

(9) Puskesmas Karang Mukti sebesar Rp67.505.266,00; 

(10) Puskesmas Ngulak sebesar Rp131.302.720,00; 

(11) Puskesmas Babat Toman sebesar Rp235.808.420,00; 

(12) Puskesmas Ulak Paceh sebesar Rp62.294.236,00; 

(13) Puskesmas Cinta Karya sebesar Rp68.032.723,00; 

(14) Puskesmas Suka Damai sebesar Rp113.672.570,00; 

(15) Puskesmas Jirak sebesar Rp84.158.183,00; 

(16) Puskesmas Sido Rahayu sebesar Rp30.486.835,50; 

(17) Puskesmas Lumpatan sebesar Rp13.633.400,00; 

(18) Puskesmas Teluk Kijing sebesar Rp48.776.249,00; 

(19) Puskesmas Tanah Abang sebesar Rp33.594.405,00; 

(20) Puskesmas Lubuk Bintialo sebesar Rp34.125.096,50; 

(21) Puskesmas Bukit Selabu sebesar Rp43.141.936,00; 

(22) Puskesmas Tebing Bulang sebesar Rp74.289.024,00; 

(23) Puskesmas Balai Agung sebesar Rp133.919.947,50; 

(24) Puskesmas Karya Maju sebesar Rp44.788.000,00 

(25) Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp149.484.245,50; dan 

(26) Puskesmas Sri Gunung sebesar Rp58.944.082,00. 

 

b) Penambahan Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar 

Rp18.899.331.844,00 terdiri dari: 

(1) BLUD RSUD Sekayu sebesar Rp17.718.905.073,00; 

(2) BLUD RSUD Sungai Lilin sebesar Rp1.175.176.771,00; dan 

(3) Puskesmas Bukit Selabu sebesar Rp5.250.000,00. 



270 

 

 

c) Penambahan Utang Belanja Jasa sebesar Rp348.821.472,00 

terdiri dari: 

(1) Dinas Kesehatan sebesar Rp255.254.372,00; 

(2) Sekretariat Daerah sebesar Rp85.264.700,00; dan 

(3) Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp8.302.400,00; 

d) Penambahan Utang Belanja Pemeliharaan pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp5.625.326.800,00. 

Rincian Mutasi Utang Belanja per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada 

Lampiran 29, 29a dan 29.b. 

 

e. Utang Jangka Pendek Lainnya   

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp27.900.573.001,00 Rp22.938.621.042,00  

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban jangka pendek yang 

berasal dari utang belanja selain dari Belanja Barang dan Jasa. 

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp27.900.573.001,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.961.951.959,00 

atau 21,63% dibandingkan dengan Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 

Desember 2022 sebesar Rp22.938.621.042,00. Rincian Utang Jangka 

Pendek Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 Tabel 5.162. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya 
 

 

 

 

 

 

 

Terdapat pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar 

Rp22.938.617.031,00 atas saldo Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2022. 

 

Terdapat penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar 

Rp27.900.568.990,00 dapat dirinci sebagai berikut: 

1) Dinas Kesehatan 

Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp591.005.900,00 

yaitu: 

a) Belanja Modal Bangunan Kesehatan pada BLUD RSUD Bayung 

Lencir sebesar Rp237.015.900; 

b) Belanja Modal Bangunan Kesehatan pada BLUD RSUD Sungai Lilin 

sebesar Rp236.920.000; dan 

c) Belanja Modal Bangunan Kesehatan pada Puskesmas Tenggulang 

Raya sebesar Rp117.070.000. 

 

Sisa (Rp) Sisa (Rp)

Per 31/12/2022 Pembayaran Penambahan Per 31/12/2023

1 2 3 4 5=2+3-4

Dinas Kesehatan 17.372.827,00         17.372.827,00         591.005.900,00 591.005.900,00       

Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang
4.294.426.204,00    4.294.426.204,00    12.929.384.250,00 12.929.384.250,00  

Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah
18.626.822.011,00  18.626.818.000,00 14.380.178.840,00 14.380.182.851,00  

JUMLAH 22.938.621.042,00 22.938.617.031,00 27.900.568.990,00 27.900.573.001,00

Uraian
Mutasi TA. 2023 (Rp)
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2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar 

Rp12.929.384.250,00 yaitu: 

a) Dana APBD Pemeliharaan 5% sebesar Rp11.604.554.150,00; 

b) Dana APBD Tambahan Waktu Penyelesaian sebesar 

Rp465.382.700,00; dan 

c) Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 

Rp859.447.400,00. 

 

3) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar 

Rp14.380.178.840,00 yaitu: 

a) Bagi Hasil dari PBB Sektor Pertambangan sebesar Rp1.521,00; 

b) Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp753.330,00; 

c) Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) sebesar 

Rp731.006.427,00; 

d) Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp295.260.621,00; 

dan 

e) Bagi Hasil dari Pertambangan dan Gas Alam sebesar 

Rp13.353.156.941,00. 

 

Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dapat 

dilihat pada Lampiran 30, 30a s.d. 30c. 

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 

Kesehatan, dasar perhitungan Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah 

(PPU) untuk Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, atau Anggota Polri mengalami perluasan dari 

sebelumnya terdiri atas Gaji atau Upah pokok dan tunjangan keluarga 

menjadi terdiri atas Gaji atau Upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 

jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau 

tambahan penghasilan bagi PNS daerah. Hal ini mengakibatkan penambahan 

kewajiban iuran bagi pemerintah daerah sebagai pemberi kerja dan bagi 

peserta PPU. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin belum mencatat tambahan kewajiban tersebut 

karena belum melakukan proses rekonsiliasi dengan BPJS Kesehatan 

Cabang Palembang. 

 

5.3.3 Ekuitas 

31 Desember 2023 31 Desember 2022 

Rp7.686.534.601.891,04 Rp7.879.319.015.972,47 

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah  Kabupaten Musi Banyuasin yang 

merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.686.534.601.891,04. 
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Saldo Ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan 

Ekuitas. Ekuitas  pada 31 Desember 2023 sebesar Rp7.686.534.601.891,04 turun 

sebesar Rp192.784.414.081,43 atau 2,45% dibandingkan dengan nilai Ekuitas per 

31 Desember 2022 sebesar Rp7.879.319.015.972,47. 
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5.4 Laporan Operasional (LO) 

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah 

ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional 

terdiri dari Pendapatan-LO dan Beban-LO yang dihasilkan dari kegiatan 

operasional Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selama periode Tahun 2023, 

nilai Defisit-LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tercatat sebesar 

Rp194.974.634.190,87.  

Penjelasan lebih lanjut mengenai Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan 

kelompok kegiatan operasional adalah sebagai berikut: 

 

5.4.1  Pendapatan-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp3.293.190.868.606,34 Rp2.999.533.643.148,07 

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 

kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan 

wewenang entitas pemerintah. 

Pendapatan-LO Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebesar 

Rp3.293.190.868.606,34. Pendapatan tersebut naik sebesar Rp 293.657.225.458,27 

atau 9,79% dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun 2022 sebesar 

Rp2.999.533.643.148,07. 

Tabel 5.163. Realisasi Pendapatan per Kelompok Pendapatan-LO  

per 31 Desember 2023 

 

 

 

 

 

 

 Realisasi masing-masing akun pendapatan dapat dijelaskan sebagai berikut. 

5.4.1.1  Pendapatan Asli Daerah-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp363.888.618.554,34 Rp347.737.805.937,28 

Pendapatan Asli Daerah-LO menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) pada Laporan Operasional  untuk periode Tahun Anggaran 2023 dan 

2022. Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2023 adalah sebesar 

Rp363.888.618.554,34, pendapatan tersebut naik sebesar Rp16.150.812.617,06 

atau 4,64% dibandingkan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 sebesar 

Rp347.737.805.937,28 dengan rincian sebagai berikut. 

 

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Pendapatan Asli Daerah-LO 363.888.618.554,34             347.737.805.937,28             16.150.812.617,06               4,64             

2 Pendapatan Transfer-LO 2.924.762.566.256,00          2.531.335.807.958,79          393.426.758.297,21             15,54           

3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO 4.539.683.796,00                 120.460.029.252,00             (115.920.345.456,00)           (96,23)          

JUMLAH 3.293.190.868.606,34          2.999.533.643.148,07          293.657.225.458,27             9,79             

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  (%) 
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 Tabel 5.164. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo Pendapatan-LO masing-masing jenis PAD dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Pendapatan Pajak Daerah-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp95.575.633.282,00 Rp114.068.864.233,44 

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut 

dan dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten 

Musi Banyuasin. Pendapatan Pajak Daerah-LO disajikan dengan basis 

akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas 

pendapatan pada Tahun 2023, sehingga nilai Pendapatan Pajak Daerah pada 

Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada Tahun 2023 

ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat 

Keterangan pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 

2023.  

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah–LO Tahun 2023 sebesar 

Rp95.575.633.282,00 turun sebesar Rp18.493.230.951,44 atau  16,21% 

dibandingkan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar 

Rp114.068.864.233,44 dengan rincian pada tabel berikut. 

Tabel 5.165. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Pajak Hotel 1.171.666.707,00 1.320.418.851,00 (148.752.144,00)                (11,27)      

2 Pajak Restoran 15.034.110.940,00 15.696.552.078,00 (662.441.138,00)                (4,22)        

3 Pajak Hiburan 53.746.029,00 55.245.075,00 (1.499.046,00)                    (2,71)        

4 Pajak Reklame 1.413.609.390,00 1.225.155.639,75 188.453.750,25                 15,38       

5 Pajak Penerangan Jalan 35.910.848.983,00 33.422.081.474,69 2.488.767.508,31              7,45         

6 Pajak Parkir 536.757.315,00 404.246.100,00 132.511.215,00                 32,78       

7 Pajak Air Tanah 499.276.034,00 835.444.354,00 (336.168.320,00)                (40,24)      

8 Pajak Sarang Burung Walet 232.760.000,00 277.200.000,00 (44.440.000,00)                  (16,03)      

9 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 1.843.773.396,00 1.364.432.834,00 479.340.562,00                 35,13       

10
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan (PBB2)
28.670.935.358,00 27.745.170.791,00 925.764.567,00                 3,34         

11
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB)
10.208.149.130,00 31.722.917.036,00 (21.514.767.906,00)           (67,82)      

Jumlah 95.575.633.282,00      114.068.864.233,44    (18.493.230.951,44)           (16,21)      

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  (%) 

Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1  Pajak Daerah -LO 95.575.633.282,00 114.068.864.233,44     (18.493.230.951,44)      16,21    

2 Retribusi Daerah-LO 6.451.615.190,00 5.183.469.978,75         1.268.145.211,25         24,47    

3
Hasil Pengelolan Kekayaan Daerah 

yang dipisahkan-LO 28.082.895.564,79
19.065.474.112,22       9.017.421.452,57         47,30    

4 Lain-lain PAD yang Sah-LO-LO 233.778.474.517,55 209.419.997.612,87     24.358.476.904,68       11,63    

JUMLAH 363.888.618.554,34     347.737.805.937,28     16.150.812.617,06       4,64      

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  (%) 
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Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO dengan Pendapatan Pajak 

Daerah-LRA disajikan pada tabel berikut ini : 

 Tabel 5.166. Rekonsiliasi Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan Pajak Daerah menurut LRA adalah sebesar 

Rp86.526.896.700,00, sedangkan menurut LO adalah sebesar 

Rp95.575.633.282,00, terdapat perbedaan sebesar  Rp9.048.736.582,00 yang 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

1) Mutasi Kurang sebesar Rp2.311.886.107,00 terdiri dari : 

a) Pembayaran Piutang Pajak Hotel sebesar Rp22.784.137,00; 

b) Pembayaran Piutang Pajak Restoran sebesar  Rp465.070.559,00; 

c) Pembayaran Piutang Pajak Reklame sebesar  Rp36.918.938,00; 

d) Pembayaran Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar 

Rp7.816.419,00; 

e) Pembayaran Piutang Pajak Parkir sebesar Rp12.049.700,00; 

f) Pembayaran Piutang Pajak Air Bawah Tanah sebesar 

Rp8.874.186,00; 

g) Pembayaran Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

sebesar Rp1.566.000,00; 

h) Pembayaran Piutang Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar 

Rp653.118.655,00;  

i) Pembayaran Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan sebesar Rp1.087.917.523,00; dan 

j) Pendapatan diterima dimuka PBB Pedesaan dan Perkotaan Tahun 

2023 sebesar Rp15.769.990,00; 

 

2) Mutasi tambah sebesar Rp11.360.622.689,00 terdiri dari : 

a) Penambahan Piutang Pajak Hotel sebesar Rp22.962.228,00; 

b) Penambahan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp453.860.827,00; 

c) Penambahan Piutang Pajak Hiburan Rp754.664,00; 

d) Penambahan Piutang Pajak Reklame sebesar Rp98.764.823,00; 

1 2 3 4 5 5= 3-4+5

1 Pajak Hotel 1.171.488.616,00            22.784.137,00              22.962.228,00              1.171.666.707,00                

2 Pajak Restoran 15.045.320.672,00          465.070.559,00            453.860.827,00            15.034.110.940,00              

3 Pajak Hiburan 52.991.365,00                 0,00                              754.664,00                   53.746.029,00                     

4 Pajak Reklame 1.351.763.505,00            36.918.938,00              98.764.823,00              1.413.609.390,00                

5 Pajak Penerangan Jalan 35.452.244.856,00          7.816.419,00                466.420.546,00            35.910.848.983,00              

6 Pajak Parkir 525.417.115,00               12.049.700,00              23.389.900,00              536.757.315,00                   

7 Pajak Air Tanah 357.505.554,00               8.874.186,00                150.644.666,00            499.276.034,00                   

8 Pajak Sarang Burung Walet 231.860.000,00               0,00                              900.000,00                   232.760.000,00                   

9 Pajak Mineral Bukan Logam 

dan Batuan

1.844.639.396,00            1.566.000,00                700.000,00                   
1.843.773.396,00                

10 Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB2)

19.682.194.021,00          668.888.645,00            9.657.629.982,00         

28.670.935.358,00              

11

Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan 

(BPHTB)

10.811.471.600,00          1.087.917.523,00         

484.595.053,00            10.208.149.130,00              

jumlah 86.526.896.700,00          2.311.886.107,00         11.360.622.689,00       95.575.633.282,00              

No Uraian Pendapatan LRA (Rp) Mutasi Kurang   (Rp) Pendapatan-LO (Rp)Mutasi Tambah  (Rp)
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e) Penambahan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar 

Rp466.420.546,00; 

f) Penambahan Piutang Pajak Parkir sebesar Rp23.389.900,00; 

g) Penambahan Piutang Pajak Air Bawah Tanah sebesar 

Rp150.644.666,00; 

h) Penambahan Piutang Pajak Sarang Burung Walet sebesar 

Rp900.000,00; 

i) Penambahan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 

sebesar Rp700.000,00; 

j) Penambahan Piutang Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan sebesar 

Rp9.657.431.068,00;  

k) Penambahan Piutang Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan sebesar Rp484.595.053,00;dan 

l) Pendapatan diterima dimuka PBB Pedesaan dan Perkotaan Tahun 

2022 sebesar Rp198.914,00; 

b. Pendapatan Retribusi Daerah - LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp6.451.615.190,00 Rp5.183.469.978,75 

Retribusi Daerah-LO dipungut dan dikelola oleh sebelas SKPD. Pendapatan 

Retribusi Daerah-LO terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat 

yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Jumlah 

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2023 sebesar Rp6.451.615.190,00 

naik sebesar  Rp1.268.145.211,25 atau 24,47% dibandingkan dengan 

Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp5.183.469.978,75 

yang dapat diuraikan pada tabel berikut: 

Tabel 5.167. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5=3-4 6

1    Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO 22.957.900,00 16.510.000,00 6.447.900,00                              39,05       

2    Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO 266.343.000,00 313.039.000,00 (46.696.000,00)                           (14,92)      

3    Retribusi Pelayanan Pasar-LO 210.285.000,00 207.949.000,00 2.336.000,00                              1,12         

4    Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO 148.589.000,00 135.901.003,00 12.687.997,00                            9,34         

5    Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO 199.387.500,00 173.850.000,00 25.537.500,00                            14,69       

6    Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO 28.050.000,00 22.800.000,00 5.250.000,00                              23,03       

7    Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO 428.696.500,00 397.577.500,00 31.119.000,00                            7,83         

8
   Retribusi Pengaw asan dan Pengendalian Menara 

Telekomunikasi-LO
883.991.690,00 896.166.246,00 (12.174.556,00)                           (1,36)        

9    Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO 1.991.558.080,00 1.554.034.260,00 437.523.820,00                          28,15       

10    Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO 312.125.000,00 298.902.140,00 13.222.860,00                            4,42         

11    Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO 190.065.000,00 181.583.000,00 8.482.000,00                              4,67         

12    Retribusi Rumah Potong Hew an-LO 40.250.000,00 40.115.000,00 135.000,00                                 0,34         

13    Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO 5.900.000,00 53.250.000,00 (47.350.000,00)                           (88,92)      

14    Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO 190.892.000,00 230.380.000,00 (39.488.000,00)                           (17,14)      

15    Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO 1.532.524.520,00 661.412.829,75 871.111.690,25                          131,70     

Jumlah 6.451.615.190,00        5.183.469.978,75        1.268.145.211,25                       24,47       

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  (%)  Kenaikan/Penurunan (Rp) 



277 

 

Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO dengan Pendapatan Retribusi 

Daerah -LRA disajikan pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.168. Rekonsiliasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan Retribusi Daerah menurut LRA sebesar Rp6.354.903.597,00, 

sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah menurut LO adalah sebesar 

Rp6.451.615.190,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp96.711.593,00 

yang terdiri dari : 

1. Pembayaran Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi  sebesar 

Rp244.234.067,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika; 

2. Penambahan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi  sebesar 

Rp336.530.660,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika; dan 

3. Koreksi BPK atas kurang catat Piutang Laboratorium sebesar 

Rp.4.415.000 pada Dinas Lingkungan Hidup. 

 

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp28.082.895.564,79 Rp19.065.474.112,22 

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan 

Pendapatan Asli Daerah dari pembagian laba atas Penyertaan Modal 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin pada Perusahaan Daerah atau Badan 

Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan-LO Tahun 2023 sebesar Rp28.082.895.564,79, atau naik sebesar 

1 2 3 4 5 5= 3-4+5

1 Retribusi Pelayanan Kesehatan 22.957.900,00                    0,00                              0,00                              22.957.900,00                   

2
Retribusi Pelayanan 

Persampahan/ Kebersihan

266.343.000,00                  
0,00                              0,00                              266.343.000,00                 

3 Retribusi Pelayanan Pasar 210.285.000,00                  0,00                              0,00                              210.285.000,00                 

4 Retribusi Pengujian Kendaraan 

Bermotor

148.589.000,00                  0,00                              0,00                              
148.589.000,00                 

5 Retribusi Pemeriksaan Alat 

Pemadam Kebakaran

199.387.500,00                  0,00                              0,00                              
199.387.500,00                 

6 Retribusi Penyediaan dan/atau   

Penyedotan Kakus

28.050.000,00                    0,00                              0,00                              
28.050.000,00                   

7 Retribusi Pelayanan Tera/Tera 

Ulang

428.696.500,00                  0,00                              0,00                              
428.696.500,00                 

8 Retribusi Pengaw asan dan 

Pengendalian Menara 

Telekomunikasi

791.695.097,00                  244.234.067,00            336.530.660,00            

883.991.690,00                 

9 Retribusi Pemakaian Kekayaan 

Daerah

1.987.143.080,00               0,00                              4.415.000,00                
1.991.558.080,00              

10 Retribusi Pasar Grosir dan/atau 

Pertokoan

312.125.000,00                  0,00                              0,00                              
312.125.000,00                 

11 Retribusi Tempat Khusus Parkir 190.065.000,00                  0,00                              0,00                              190.065.000,00                 

12 Retribusi Rumah Potong Hew an 40.250.000,00                    0,00                              0,00                              40.250.000,00                   

13
Retribusi Pelayanan 

Kepelabuhanan

5.900.000,00                      0,00                              
0,00                              5.900.000,00                     

14
Retribusi Tempat Rekreasi dan 

Olahraga

190.892.000,00                  0,00                              
0,00                              190.892.000,00                 

15 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 1.532.524.520,00               0,00                              0,00                              1.532.524.520,00              

jumlah 6.354.903.597,00               244.234.067,00            340.945.660,00            6.451.615.190,00              

No Uraian Pendapatan LRA (Rp) Mutasi Kurang   (Rp) Pendapatan-LO (Rp)Mutasi Tambah  (Rp)
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Rp9.017.421.452,57 atau 47,30% dibandingkan dengan Pendapatan Hasil  

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2022 sebesar 

Rp19.065.474.112,22 dan tidak dapat perbedaan dengan Pendapatan Hasil 

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA. 

d. Lain-Lain PAD yang Sah-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp233.778.474.517,55 Rp209.419.997.612,87 

 

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan komponen 

penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi 

Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Lain-lain 

PAD yang Sah-LO meliputi antara lain Hasil Penjualan BMD yang Tidak 

Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, 

Pendapatan Bunga, Penerimaan atas tuntutan Ganti Kerugian, Penerimaan 

Komisi, Pendapatan Denda, Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan, 

Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, Pendapatan JKN dan 

Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya. 

Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2023 adalah sebesar  

Rp233.778.474.517,55 naik sebesar Rp24.358.476.904,68 atau 11,63% 

dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp209.419.997.612,87  dengan rincian 

sebagai berikut. 

Tabel 5.169. Rincian Lain-lain PAD Yang Sah- LO TA 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kenaikan/ 

Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1
Hasil Penjualan BMD yang Tidak 

Dipisahkan-LO
82.211.000,00 0,00 82.211.000,00             0,00              

2
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 

Dipisahkan-LO
15.609.174,98 20.278.976,05 (4.669.801,07)              (23,03)           

3  Jasa Giro-LO 6.610.462.326,47 4.505.982.433,00 2.104.479.893,47        46,70            

4 Pendapatan Bunga-LO 11.652.622.411,67 1.469.554.949,33 10.183.067.462,34      692,94          

5
Penerimaan atas Tuntutan Ganti 

Kerugian Keuangan Daerah-LO
6.594.580.398,14               6.279.423.409,77 315.156.988,37           5,02              

6
Penerimaan Komisi, Potongan, atau 

Bentuk Lain-LO

1.073.850.588,12 225.863.514,00 847.987.074,12           
375,44          

7
Pendapatan Denda atas 

Keterlambatan Pelaksanaan 

948.055.747,02 1.643.671.366,81 (695.615.619,79)          
(42,32)           

8 Pendapatan Denda Pajak-LO 408.588.085,08 395.604.278,00 12.983.807,08             3,28              

9
Pendapatan Hasil Eksekusi atas 

Jaminan-LO
85.478.150,00 0,00 85.478.150,00             0,00              

10 Pendapatan dari Pengembalian-LO 85.473.867,00 9.542.485.750,00 (9.457.011.883,00)       (99,10)           

11 Pendapatan BLUD-LO 206.221.542.769,07           223.173.352,00                 205.998.369.417,07    92.304,20     

12

Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) pada 

Fasilitasi Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP)-LO

0,00                                    180.734.826.894,17          (180.734.826.894,17)   (100,00)         

13 Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya-LO 0,00                                    4.379.132.689,74              (4.379.132.689,74)       (100,00)         

JUMLAH 233.778.474.517,55           209.419.997.612,87          24.358.476.904,68      11,63            

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  (%) 
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Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah Lainnya-LO dengan Pendapatan Lain-

Lain PAD yang Sah-LRA disajikan pada tabel berikut ini. 

Tabel 5.170. Rekonsiliasi Lain-lain PAD yang Sah- LO TA 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebesar Rp248.485.877.831,93 

sedangkan menurut Pendapatan Asli Daerah Lainnya menurut  LO adalah 

sebesar Rp233.778.474.517,55, sehingga terdapat perbedaan sebesar  

Rp14.707.403.314,38  yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

1) Mutasi kurang  sebesar  Rp18.309.484.786,34 yang terdiri dari : 

a) Pembayaran Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 

Rp7.923.100.426,00 pada Dinas Kesehatan-BLUD; 

b) Pembayaran Piutang Tuntutan Ganti Kerugian sebesar 

Rp201.405.312,00 pada BPPRD; 

c) Pembayaran Piutang Lelang Kendaraan Roda Empat sebesar 

Rp5.000.000,00 pada BPKAD; 

d) Penambahan Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar 

Rp20.884.931,51 pada RSUD Sekayu; 

e) Penambahan Pendapatan diterima dimuka tahun 2023 sebesar 

Rp65.980.551,05 pada BPKAD; 

f) Surplus Penjualan atas aset nonlancar tahun 2023 sebesar  

Rp1.038.400.000,00; 

g) Defisit Penjualan atas aset nonlancar tahun 2023 sebesar 

Rp10.671.500; 

1 2 3 4 5 6 = 3-4+5

1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak 

Dipisahkan-LO

1.131.282.500,00                 1.049.071.500,00             0,00                                  82.211.000,00                  

2
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak 

Dipisahkan-LO

73.750.000,00                      65.980.551,05                  7.839.726,03                    
15.609.174,98                  

3  Jasa Giro-LO 6.606.014.367,47                 0,00                                  4.447.959,00                    6.610.462.326,47             

4 Pendapatan Bunga-LO 11.817.040.333,00               164.417.921,33                0,00                                  11.652.622.411,67           

5 Penerimaan atas Tuntutan Ganti 

Kerugian Keuangan Daerah-LO

15.680.609.854,59               9.086.029.456,45             0,00                                  
6.594.580.398,14             

6
Penerimaan Komis, Potongan, atau 

Bentuk Lain-LO

697.196.238,02                    0,00                                  376.654.350,10                
1.073.850.588,12             

7 Pendapatan Denda atas Keterlambatan 

Pelaksanaan Pekerjaan -LO

948.055.747,02                    0,00                                  0,00                                  
948.055.747,02                

8 Pendapatan Denda Pajak-LO 408.588.085,08                    0,00                                  0,00                                  408.588.085,08                

9 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-

LO

85.478.150,00                      0,00                                  0,00                                  
85.478.150,00                  

10 Pendapatan dari Pengembalian-LO 85.473.867,00                      0,00                                  0,00                                  85.473.867,00                  

11 Pendapatan BLUD-LO 210.952.388.689,75             7.943.985.357,51             3.213.139.436,83             206.221.542.769,07         

JUMLAH 248.485.877.831,93             18.309.484.786,34           3.602.081.471,96             233.778.474.517,55         

No Uraian
Pendapatan-LRA 

(Rp)

Mutasi Kurang

(Rp)

Pendapatan-LO

(Rp)

Mutasi Tambah

(Rp)
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h) Pembayaran aset lain-lain (pengembalian TPP) sebesar 

Rp9.832.000,00;  

i) Bunga Treasury Deposit Facility Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rp164.417.921,33; dan 

j) Kurang volume  sebesar Rp8.869.792.144,45 terdiri dari: 

1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp53.308.605,36; 

2. Dinas Koperasi dan UMKM sebesar Rp27.013.022,71; 

3. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp33.747.334,76; 

4. Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebesar Rp11.882.754,65; 

5. Puskesmas Karya Maju sebesar Rp64.332.850,19; 

6. Sekretariat Daerah sebesar Rp15.446.366,09; 

7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar 

Rp1.629.233.542,83;dan 

8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar 

Rp7.034.827.667,86. 

 

2) Mutasi tambah sebesar Rp3.602.081.471,96  yang terdiri dari : 

1) Penambahan Piutang Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 

Rp3.154.959.888,00 pada Dinas Kesehatan-BLUD; 

2) Surplus atas pembayaran Piutang  sebesar Rp357.454.350,10; 

3) Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 sebesar Rp44.070.374,83 

pada RSUD Sekayu; dan 

4) Pendapatan diterima dimuka Tahun 2022 sebesar Rp7.839.726,03 

pada BPKAD; 

5) Koreksi BPK atas kurang catat Piutang Jasa Giro Kasda Dinas 

Sosial pada Bank BRI Kanca Sekayu yang telah di setor tanggal 31 

Januari 2024 sebesar Rp4.447.959,00;  

6) Koreksi BPK atas kurang catat Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 

(BPJS) pada 7 Faskes di Dinkes sebesar Rp14.109.174,00; 

7) Koreksi BPK atas pemungutan retribusi parkir pasar babat toman 

yang belum di laporkan dan disetor ke kasda per 31 Desember 

2023  sebesar  Rp7.000.000,00;dan 

8) Koreksi BPK atas pemungutan retribusi parkir pasar babat toman 

yang langsung digunakan untuk belanja operasional pasar. 

Pemungutan retribusi ini tidak disertai dengan SKRD, sehingga 

dikoreksi ke Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar 

Rp12.200.000,00 

 

1.4.1.2 Pendapatan Transfer– LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp2.924.762.566.256,00 Rp2.531.335.807.958,79 

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi Saldo Pendapatan Transfer-LO Tahun 2023 sebesar 
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Rp2.924.762.566.256,00 naik sebesar Rp393.426.758.297,21 atau 15,54% 

dibandingkan dengan Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 sebesar 

Rp2.531.335.807.958,79 rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.171. Rincian Pendapatan Transfer-LO 

 

 

 

 

 

 

 

a. Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp2.672.476.837.588,00 Rp2.353.549.288.806,00 

Saldo Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan-LO 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebesar 

Rp2.672.476.837.588,00 naik sebesar Rp318.927.548.782,00 atau 13,55% 

dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–Dana 

Perimbangan-LO Tahun 2022 sebesar Rp2.353.549.288.806,00 dengan 

rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.172. Rincian Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LRA Tahun 2023 

sebesar Rp2.965.323.836.668,00, sedangkan menurut Pendapatan Transfer 

Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2023 adalah sebesar 

Rp2.672.476.837.588,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar 

Rp292.846.999.080,00 yang dapat diuraikan sebagai berikut. 

1) Dana Bagi Hasil Pajak-LO 

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak menurut LRA sebesar 

Rp2.222.038.745.210,00 sedangkan menurut Pendapatan Dana Bagi 

Hasil Pajak menurut LO sebesar Rp1.929.191.746.130,00. Sehingga 

terdapat perbedaan sebesar Rp292.846.999.080,00, dengan rincian 

sebagai berikut: 

a) Mutasi kurang sebesar Rp591.663.546.375,00 yang  terdiri dari: 

Kenaikan/Penurunan

(Rp)

1 2 3 4 5=3-4 6

1
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dana Perimbangan-LO
2.672.476.837.588,00          2.353.549.288.806,00          318.927.548.782,00             13,55           

2
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-

Lainnya LO
23.878.101.000,00               11.203.104.000,00               12.674.997.000,00               113,14         

3 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO 228.407.627.668,00             166.583.415.152,79             61.824.212.515,21               37,11           

JUMLAH 2.924.762.566.256,00          2.531.335.807.958,79          393.426.758.297,21             15,54           

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  (%) 

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp) Kenaikan/Penurunan (Rp)  % 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Dana Bagi Hasil (DBH)-LO 1.929.191.746.130,00    1.746.249.324.991,00         182.942.421.139,00                10,48     

2
Dana Alokasi Umum (DAU)-

LO
401.856.285.900,00       371.455.549.531,00            30.400.736.369,00                  8,18       

3
Dana Alokasi Umum Fisik-

LO
74.851.861.250,00         88.170.570.707,00              (13.318.709.457,00)                (15,11)   

4
Dana Alokasi Khusus 

(DAK) Non Fisik
266.576.944.308,00       147.673.843.577,00            118.903.100.731,00                80,52     

JUMLAH 2.672.476.837.588,00    2.353.549.288.806,00         318.927.548.782,00                13,55     
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1. Penyaluran kurang bayar berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KM.7/2023 tentang 

penyaluran kurang bayar dana bagi hasil dan penyelesaian lebih 

bayar dana bagi hasil pada tahun 2023 sebesar 

Rp51.209.698.000,00;  

2. Penambahan lebih bayar berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan No 90 tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar 

dan Lebih Bayar Dana bagi Hasil Pada Tahun 2023 sebesar 

Rp14.380.178.840,00; dan 

3. Treasury Deposit Facility Tahun Anggaran 2022 sebesar 

Rp526.073.669.535,00. 

 

b) Mutasi tambah sebesar Rp298.816.547.295,00 yang terdiri dari: 

1.  Penyelesaian atas Lebih Bayar sebesar Rp18.626.818.000,00 

berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 38/KM.7/2023 tentang penyaluran kurang bayar dana bagi 

hasil dan penyelesaian lebih bayar dana bagi hasil pada tahun 

2023; 

2. Penambahan kurang bayar berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan No 90 tahun 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan 

Lebih Bayar Dana bagi Hasil Pada Tahun 2023 sebesar 

Rp357.099,00; 

4. Treasury Deposit Facility Tahun Anggaran 2023 sebesar 

Rp274.790.429.000,00;dan 

5. Koreksi BPK atas kurang catat piutang Pajak Rokok TW IV  

berdasarkan SK Gubernur No: 124/KPTS/BPKAD/2024 tgl 13 

Februari 2024  tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok 

Triwulan IV  bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan 

November 2023 untuk pemerintah kabupaten/Kota Se-Sumatera 

Selatan TA 2023. Alokasi Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin sebesar Rp5.398.943.196,00 

  

2) Dana Alokasi Umum-LO  

Pendapatan Dana Alokasi Umum-LRA sebesar Rp401.856.285.900,00 

sehingga tidak terdapat perbedaan dengan Pendapatan Dana Alokasi   

Umum-LO;  

3) Dana Alokasi Khusus Fisik-LO  

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA sebesar Rp74.851.861.250,00 

sehingga tidak terdapat perbedaaan dengan  Pendapatan Dana Alokasi 

Khusus Fisik-LO. 

4) Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO  

Pendapatan Dana Alokasi Khusus-LRA sebesar Rp266.576.944.308,00 

sehingga tidak terdapat perbedaaan dengan  Pendapatan Dana Alokasi 

Khusus Non Fisik-LRA 
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b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp23.878.101.000,00 Rp11.203.104.000,00 

Saldo Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin Tahun 2023 sebesar Rp23.878.101.000,00 naik sebesar 

Rp12.674.997.000,00 atau 113,14% dibandingkan dengan Pendapatan 

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO Tahun 2022 sebesar 

Rp11.203.104.000,00.  

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LRA sebesar 

Rp251.326.230.600,00 sehingga terdapat perbedaan dengan Pendapatan 

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO sebesar Rp227.448.129.600,00. 

Perbedaan tersebut merupakan Realisasi Dana Desa LRA. 

 

c. Transfer Antar Daerah-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp228.407.627.668,00 Rp166.583.415.152,79 

Transfer Antar Daerah –LO merupakan penerimaan transfer dari Pemerintah 

Provinsi Sumatera Selatan ke Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Saldo 

Transfer Antar Daerah -LO Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 

2023 sebesar Rp228.407.627.668,00 naik sebesar Rp61.824.212.515,21 atau 

37,11% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 

2022 sebesar Rp166.583.415.152,79. 

Transfer Antar Daerah –LRA Tahun 2023 sebesar Rp219.648.344.537,00 

sehingga terdapat perbedaan dengan Transfer Antar Daerah –LO Tahun 2023 

sebesar Rp8.759.283.131,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp156.872.719.668,00 Rp152.930.356.152,79 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2023 adalah sebesar 

Rp156.872.719.668,00, naik sebesar Rp3.942.363.515,21 atau 2,58% dari 

pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Tahun 2022 sebesar 

Rp152.930.356.152,79. 

Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA Tahun 2023 sebesar 

Rp153.271.461.737,00. Sehingga terdapat perbedaan sebesar 

Rp3.601.257.931,00 yang terdiri dari: 

1. Penyaluran Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar 

Rp31.399.654.148,00 pada tanggal 10 Mei 2023,yang terdiri dari 3 

(tiga) Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan yaitu: 

a) SK  Gubernur Sumsel Nomor 953/KPTS/BPKAD/2022 tentang 

Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Provinsi Sumsel Alokasi Triwulan 

IV 2022 sebesar Rp5.917.470.095,00; 



284 

 

b) SK  Gubernur Sumsel Nomor 983/KPTS/BPKAD/2022 tentang 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumsel Alokasi November 

2022 sebesar Rp12.515.408.922,00;dan 

c) SK  Gubernur Sumsel Nomor 983/KPTS/BPKAD/2022 tentang 

Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Sumsel Alokasi Desember 

2022 sebesar Rp 12.966.775.131,00. 

2. Koreksi  BPK atas kurang catat piutang dana bagi hasil provinsi 

sumsel  berdasarkan SK Gubernur No: 125/KPTS/BPKAD/2024 

tgl 13 Februari 2024 tentang Penetapan Alokasi Definitif, 

Realisasi, dan Utang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi 

Sumatera Selatan Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar 

Rp35.000.912.079,00 

2) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi- LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp71.534.908.000,00 Rp13.653.059.000,00 

Saldo Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi- LO 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023 sebesar 

Rp71.534.908.000,00 naik  sebesar Rp57.881.849.000,00 atau 

423,95% dibandingkan dengan Bantuan Keuangan Khusus dari 

Pemerintah Provinsi-LO Tahun 2022 sebesar 

Rp13.653.059.000,00.  

Sedangkan Bantuan Keuangan-LRA Tahun 2023 sebesar 

Rp66.376.882.800,00 sehingga terdapat perbedaan dengan Bantuan 

Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi-LO sebesar 

Rp5.158.025.200,00 yang merupakan koreksi BPK atas kurang 

catat piutang dana bagi hasil provinsi sumsel  berdasarkan SK 

Gubernur No: 125/KPTS/BPKAD/2024 tgl 13 Februari 2024 

tentang Alokasi Anggaran Kurang Salur Belanja Bantuan 

Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota 

Tahun 2023 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Alokasi 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebesar 

Rp5.158.025.200,00 

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp4.539.683.796,00 Rp120.460.029.252,00 

Lain-Lain Pendapatan yang Sah-LO merupakan seluruh pendapatan daerah selain 

Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah-LO diakui pada saat hak diterima atau terealisasi berdasarkan dokumen 

penetapan pendapatan-LO terkait. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO 

diukur berdasarkan pada nilai yang tercantum pada dokumen pendapatan-LO 

terkait. 
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Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2023 sebesar Rp4.539.683.796,00 

turun  sebesar Rp115.920.345.456,00 atau 96,23% dibandingkan dengan realisasi 

Tahun 2022 sebesar Rp120.460.029.252,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 

 Tabel 5.173. Rincian Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO 

 

 

 

 

 

 

 

a. Pendapatan Hibah-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp4.280.706.366,00 Rp24.435.329.957,00 

Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp4.280.706.366,00 turun 

sebesar Rp20.154.623.591,00 atau  82,48% dibandingkan pendapatan Hibah-

LO Tahun 2022 sebesar Rp24.435.329.957,00. 

 Tabel 5.174. Rincian Pendapatan Hibah-LO TA 2023 

 

 

 

 

 

Pendapatan Hibah-LRA Tahun 2023 sebesar Rp1.800.000.000,00 sedangkan 

menurut Pendapatan Hibah-LO Tahun 2023 sebesar Rp4.280.706.366,00 

sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp2.480.706.366,00 yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1) Puskesmas Sungai Lilin mendapatkan Hibah dari BKKBN berupa 

Barang Pakai Habis (obat) sebesar Rp26.274.885,00; 

2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mendapatkan hibah dari 

Kemendagri Dirjen Dukcapil berupa barang pakai habis (blangko KTP 

Elektronik) sebesar Rp453.099.000,00; 

3) RSUD Sekayu mendapatkan Hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan berupa Barang Pakai Habis (obat) sebesar 

Rp124.606.898.00;  

4) Puskesmas Berojaya Timur mendapatkan Hibah dari BKKBN berupa 

Barang Pakai Habis (obat) sebesar Rp19.686.621,00; 

5) Koreksi BPK atas kurang catat pendapatan Hibah dari BKKBN (obat)  

sebesar Rp70.378.360,00; 

Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Pendapatan Hibah-LO 4.280.706.366,00             24.435.329.957,00           (20.154.623.591,00)              (82,48)       

2 Pendapatan Lainnya 258.977.430,00                96.024.699.295,00           (95.765.721.865,00)              (99,73)       

JUMLAH 4.539.683.796,00             120.460.029.252,00         (115.920.345.456,00)            (96,23)       

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  % 

 Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Pendapatan Hibah-LO 4.280.706.366,00            24.435.329.957,00          (20.154.623.591,00)      (82,48)       

JUMLAH 4.280.706.366,00            24.435.329.957,00          (20.154.623.591,00)      (82,48)       

No Uraian Tahun 2023  (Rp) Tahun 2022 (Rp)  % 
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6) Koreksi BPK atas realisasi belanja terhadap dana dari pusat ke daerah 

pada BPBD sebesar Rp158,550,000,00; 

7) Koreksi BPK atas realisasi belanja terhadap dana dari pusat ke daerah 

pada Disbun sebesar Rp1.095.220.602,00 terdiri dari Kegiatan Sarpras 

sebesar Rp212.771.211,00 dan PSR sebesar Rp882.449.391,00; dan 

8) Koreksi BPK atas kurang catat hibah Peralatan dan Mesin dari 

kementerian pada Dinkes dan Puskesmas sebesar Rp532.890.000,00. 

 

b. Pendapatan Lainnya-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp258.977.430,00 Rp96.024.699.295,00 

Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp258.977.430,00 turun 

sebesar Rp95.765.721.865,00 atau  99,73% dibandingkan pendapatan Hibah-

LO Tahun 2022 sebesar Rp96.024.699.295,00. Pendapatan Lainnya-LRA 

Tahun 2023 sebesar Rp258.977.430,00 sehingga tidak terdapat perbedaan 

dengan Pendapatan Lainnya-LO. 

 

5.4.2 Beban 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp3.458.572.163.036,81 Rp3.229.362.813.887,47 

Beban Daerah Tahun Anggaran 2023 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah. Beban Daerah LO disajikan dengan prinsip akrual yang 

disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full 

accrual accounting cycle).  

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode 

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau 

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. 

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa 

sehubungan dengan berlalunya waktu, terjadinya konsumsi aset saat adanya 

pengeluaran kas maupun konsumsi aset non kas, dan timbulnya kewajiban saat 

terjadinya peralihan hak dari pihak lain tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas 

Umum Daerah. Nilai beban dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam 

dokumen tagihan pihak ketiga atau dokumen sumber seperti listing pegawai, nota 

perjanjian, Surat Keputusan dan dokumen lainnya yang direkonsiliasi dengan 

utang, reklasifikasi, kapitalisasi belanja, beban dibayar dimuka dan akun lainnya 

Beban Operasi terbagi menjadi: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban 

Bunga, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Beban 

Penyusutan dan Amortisasi, Beban Bantuan Keuangan, dan Beban Tak Terduga. 

Beban Transfer terdiri dari Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi 

atau Kabupaten/Kota ke Desa. 
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Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan 

terjadi pada Tahun 2023. Beban untuk Periode 31 Desember 2023 sebesar 

Rp3.458.572.163.036,81. Beban naik sebesar Rp229.209.349.149,34 atau 7,10% 

dibandingkan dengan beban Tahun 2022 sebesar Rp3.229.362.813.887,47.  

Rincian mengenai Beban dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 5.175. Rincian Beban 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Penjelasan rincian realisasi beban operasional adalah sebagai berikut. 

5.4.2.1  Beban Operasi 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp2.414.719.411.260,76 Rp2.184.115.386.078,84 

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan 

uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat 

melakukan fungsinya dengan baik. Beban Operasi Tahun 2023 adalah sebesar 

Rp2.414.719.411.260,76, beban tersebut naik sebesar Rp230.604.025.181,93 atau 

10,56% dibandingkan Beban Operasi-LO Tahun 2022 sebesar 

Rp2.184.115.386.078,84 dengan rincian sebagai berikut. 

 Tabel 5.176. Rincian Beban Operasi-LO 

 

 

 

 

 

Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Pegawai 1.043.953.269.938,58 982.009.502.633,37 61.943.767.305,21         6,31          

2 Beban Barang dan Jasa 995.339.363.604,74 1.136.471.289.770,46 (141.131.926.165,72)     (12,42)      

3 Beban Bunga 2.229.803.709,00 11.088.298.859,00 (8.858.495.150,00)          (79,89)      

4 Beban Hibah 338.178.806.751,81 23.168.817.836,00 315.009.988.915,81       1.359,63  

5 Beban Bantuan Sosial 27.858.950.000,00 291.500.000,00 27.567.450.000,00         9.457,10  

6 Beban Penyisihan Piutang 7.159.217.256,64 31.085.976.980,01 (23.926.759.723,38)        (76,97)      

7 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 161.228.054.159,00 159.559.118.458,11 1.668.935.700,89           1,05          

8 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 68.723.165.860,00 65.484.545.764,00 3.238.620.096,00           4,95          

9 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 539.777.309.139,38 570.784.873.861,52 (31.007.564.722,14)        (5,43)        

10 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 3.139.643.017,67 2.508.440.946,00 631.202.071,67               25,16       

11 Beban Bantuan Keuangan 270.963.579.600,00 244.562.720.349,00 26.400.859.251,00         10,80       

12 Beban Tak Terduga 21.000.000,00 2.347.728.430,00 (2.326.728.430,00)          (99,11)      

JUMLAH 3.458.572.163.036,81 3.229.362.813.887,47 229.209.349.149,34       7,10          

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp) %

Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Pegaw ai 1.043.953.269.938,58 982.009.502.633,37 61.943.767.305,21       6,31        

2 Beban Barang dan Jasa 995.339.363.604,74 1.136.471.289.770,46 (141.131.926.165,72)    (12,42)     

3 Beban Bunga 2.229.803.709,00 11.088.298.859,00 (8.858.495.150,00)        (79,89)     

4 Beban Hibah 338.178.806.751,81 23.168.817.836,00 315.009.988.915,81     1.359,63 

5 Beban Bantuan Sosial 27.858.950.000,00 291.500.000,00 27.567.450.000,00       9.457,10 

6 Beban Penyisihan Piutang 7.159.217.256,64 31.085.976.980,01 (23.926.759.723,38)      (76,97)     

JUMLAH 2.414.719.411.260,76               2.184.115.386.078,84                  230.604.025.181,92     10,56      

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  (%) 
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a. Beban Pegawai 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp1.043.953.269.938,58 Rp982.009.502.633,37 

Beban Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp1.043.953.269.938,58 naik sebesar 

Rp61.943.767.305,21 atau 6,31% dibandingkan Beban Pegawai Tahun 2022 

sebesar Rp982.009.502.633,37 dengan rincian sebagai berikut: 

 Tabel 5.177. Rincian Beban Pegawai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.178. Rekonsiliasi antara Belanja Pegawai-LRA dengan Beban Pegawai-LO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanja Pegawai-LRA Sebesar Rp1.049.080.026.130,18 sedangkan beban 

pegawai-LO sebesar Rp1.043.953.269.938,58, sehingga terdapat perbedaan 

sebesar Rp5.126.756.191,60 dengan rincian sebagai berikut: 

1) Mutasi tambah Utang Beban Pegawai BLUD sebesar 

Rp4.362.938.378,40; 

2) Mutasi kurang  sebesar 9.489.694.570,00 terdiri dari:  

a) Pembayaran Utang Beban Pegawai BLUD sebesar 

Rp9.398.094.697,50; 

b) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Beban Gaji dan 

Tunjangan ASN sebesar Rp17.407.502,00; dan 

c) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Beban Tambahan 

Penghasilan ASN sebesar Rp74.192.370,00. 

 

Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN 530.888.013.972,00 491.289.136.486,00 39.598.877.486,00 8,06

2 Beban Tambahan Penghasilan ASN 260.928.329.383,00 258.657.687.648,50 2.270.641.734,50 0,88

3 Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan 

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

116.850.618.928,00 106.345.212.455,00 10.505.406.473,00 9,88

4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD 25.984.337.598,00 32.501.021.216,00 (6.516.683.618,00) (20,05)

5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 808.984.837,00 1.132.554.402,00 (323.569.565,00) (28,57)

6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD 

serta KDH/WKDH

993.120.000,00 993.120.000,00 0,00
0,00

7 Beban Pegaw ai BLUD 107.499.865.220,58 91.090.770.425,87 16.409.094.794,71 18,01

1.043.953.269.938,58 982.009.502.633,37 61.943.767.305,21 6,31

 % 

Jumlah

No Beban Pegawai Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)

1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN 530.905.421.474,00               0,00 17.407.502,00                      530.888.013.972,00                    

2 Beban Tambahan Penghasilan ASN 261.002.521.753,00               0,00 74.192.370,00                      260.928.329.383,00                    

3
Tambahan Penghasilan berdasarkan 

Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
116.850.618.928,00               0,00 0,00 116.850.618.928,00                    

4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD 25.984.337.598,00                 0,00 0,00 25.984.337.598,00                      

5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH 808.984.837,00                      0,00 0,00 808.984.837,00                           

6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH993.120.000,00                      0,00 0,00 993.120.000,00                           

7 Beban Pegaw ai BLUD 112.535.021.540,18               4.362.938.378,40                9.398.094.698,00                 107.499.865.220,58                    

1.049.080.026.130,18 4.362.938.378,40 9.489.694.570,00 1.043.953.269.938,58

NO URAIAN MUTASI TAMBAH

Jumlah

SALDO 

31 DESEMBER 2023
MUTASI KURANGBELANJA - LRA
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Rincian beban pegawai dapat dilihat pada lampiran 31. 

b. Beban Barang dan Jasa 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp995.339.363.604,74 Rp1.136.471.289.770,46 

Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran 

kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang-barang yang bukan 

merupakan Aset Tetap selama tahun anggaran 2023. Nilai tersebut dicatat 

sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah 

memperhitungkan persediaan awal tahun 2023, pembelian atau perolehan 

persediaan selama tahun 2023, persediaan akhir per 31 Desember 2023, 

belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi 

penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya. 

Beban Barang dan Jasa merupakan pengakuan atas pembayaran dan/atau 

kewajiban pemerintah daerah atas Belanja Barang dan Jasa dalam kelompok 

belanja langsung. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar 

Rp995.339.363.604,74 turun sebesar Rp141.131.926.165,72 atau 12,42% 

dibandingkan Beban Barang dan Jasa Tahun 2022 sebesar 

Rp1.136.471.289.770,46 dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.179.  Rincian Beban Barang dan Jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun rincian dari Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut: 

1) Beban Persediaan 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp148.448.847.193,32 Rp308.458.293.530,42 

Beban Persediaan merupakan biaya pemakaian persediaan selama satu tahun 

anggaran. Beban Persediaan Tahun 2023 sebesar Rp148.448.847.193,32 

turun sebesar Rp160.009.446.337,10 atau 51,87% dibandingkan Beban 

persediaan Tahun 2022 sebesar Rp308.458.293.530,42 dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

 

Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Persediaan 148.448.847.193,32    308.458.293.530,42   (160.009.446.337,10)     (51,87)   

2 Beban Jasa 451.297.656.868,81    457.371.273.068,59 (6.073.616.199,78)         (1,33)     

3 Beban Pemeliharaan 93.261.110.321,95      71.310.499.572,76     21.950.610.749,19        30,78    

4 Beban Perjalanan Dinas 129.965.912.614,09 128.340.688.557,00 1.625.224.057,09          1,27      

5 Beban Uang dan/atau Jasa Untuk 

Diberikan Kepada Pihak ketiga/Pihak 

lain/Masyarakat

1.417.521.500,00        30.931.342.380,00     (29.513.820.880,00)       (95,42)   

6 Beban Barang dan Jasa BOS 76.074.285.220,00 70.668.601.109,00 5.405.684.111,00          7,65      

7 Beban Barang dan Jasa BLUD 94.874.029.886,57 69.390.591.552,69 25.483.438.333,88        36,72    

995.339.363.604,74 1.136.471.289.770,46 (141.131.926.165,72)     (12,42)   

 % 

Jumlah

No Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)
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 Tabel 5.180.  Rincian Beban Persediaan 

 

 

 

 

 

 

 Tabel 5.181. Rekonsiliasi antara Belanja Persediaan dengan Beban Persediaan 

 

 

 

 

 

 

Belanja Persediaan-LRA sebesar Rp332.100.346.564,00, sedangkan beban 

persediaan-LO sebesar Rp148.448.847.193,32 sehingga terdapat perbedaan 

sebesar  Rp183.651.499.370,68, dengan rincian sebagai berikut: 

a) Mutasi Tambah sebesar Rp71.969.631.123,69 terdiri dari: 

(1) Persediaan awal Tahun 2023 sebesar Rp35.624.958.668,28; 

(2) Aset Tidak Berwujud pada Dinas Permukiman sebesar 

Rp99.478.000,00; 

(3) Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp18.056.486.520,00; 

(4) Koreksi Aset Tetap sebesar Rp17.222.518.906,00 yang terdiri dari: 

- Kecamatan Batanghari Leko sebesar Rp3.230.000,00; 

- Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar 

Rp31.807.800,00; 

- Sekretariat Daerah sebesar Rp582.047.506,00; 

- Dinas Perhubungan sebesar Rp373.230.000,00; 

- Puskesmas Air Balui sebesar Rp1.161.600,00 

- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 

Rp16.231.042.000,00 

(5) Hibah Barang Pakai Habis dari Pemerintah Pusat sebesar 

Rp623.667.404,00 yang terdiri dari: 

- Hibah sebesar Rp124.606.898,00 berupa Obat-Obatan ke Rumah 

Sakit Umum Daerah Sekayu dari Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Selatan; 

- Hibah sebesar Rp45.961.506,00 berupa Barang Persediaan 

Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi ke Dinas 

Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dari Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

Provinsi Sumatera Selatan; dan 

Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Barang Pakai Habis 129.253.815.074,44    289.388.267.430,42   (160.134.452.355,98)     (55,34)   

2 Beban Barang Tak Habis Pakai 1.138.545.598,88 19.070.026.100,00 (17.931.480.501,12)       (94,03)   

3 Beban Barang Ekstra Kompatable 18.056.486.520,00 0,00 18.056.486.520,00        100,00  

148.448.847.193,32 308.458.293.530,42 (160.009.446.337,10) (51,87)   

 % 

Jumlah

No Beban Persediaan Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)

1 2 3 4 5 6

1 Beban Barang Pakai Habis 331.931.692.924,00 52.943.252.644,81               255.621.130.494,37 129.253.815.074,44

2 Beban Barang Tak Pakai Habis 168.653.640,00 969.891.958,88 0,00 1.138.545.598,88

3 Beban Barang Ekstra kompatable 0,00 18.056.486.520,00 0,00 18.056.486.520,00

332.100.346.564,00 71.969.631.123,69 255.621.130.494,37 148.448.847.193,32

LO (Rp)Mutasi Kurang (Rp)Mutasi Tambah (Rp)

Jumlah

No Beban Persediaan LRA (Rp)
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- Hibah sebesar Rp453.099.000,00 berupa Blanko KTP Elektronik 

ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari Direktorat 

Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam 

Negeri Republik Indonesia. 

(6) Koreksi BPK sebesar Rp342.521.625,41 terdiri dari: 

- Koreksi atas kurang catat persediaan awal obat-obatan Puskesmas 

Lumpatan sebesar Rp59.500.895,00; 

- Koreksi atas kurang catat persediaan awal obat-obatan Puskesmas 

Bayung Lencir sebesar Rp2.923.370,41; 

- Koreksi atas pemungutan retribusi parkir Pasar Babat Toman yang 

langsung digunakan untuk belanja operasional pasar. Pemungutan 

retribusi ini tidak disertai dengan SKRD, sehingga dikoreksi ke 

Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah pada Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian sebesar Rp5.400.000,00; 

- Koreksi atas realisasi belanja terhadap dana dari pusat ke daerah 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 

Rp56.914.000,00; 

- Koreksi atas realisasi belanja terhadap dana dari pusat ke daerah 

pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 

Rp2.636.000,00; 

- Koreksi atas realisasi belanja terhadap dana dari pusat ke daerah 

pada Dinas Perkebunan sebesar Rp144.769.000,00; dan 

- Koreksi Kurang catat pendapatan Hibah dari BKKBN pada Dinas 

Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar 

Rp70.378.360,00. 

b) Mutasi Kurang sebesar Rp255.621.130.494,37 terdiri dari: 

1) Persedian Akhir Tahun 2023 sebesar Rp30.253.069.976,96; 

2) Penambahan Piutang pada Dinas Perkebunan sebesar 

Rp31.267.272,00; 

3) Koreksi Penganggaran Aset Tetap sebesar Rp13.699.675.000,00 

yang terdiri dari: 

- Dinas Permukiman sebesar Rp13.690.963.000,00; dan 

- Kecamatan Babat Supat sebesar Rp8.712.000,00. 

4) Pembayaran Utang Tahun 2022 pada Sekretariat Daerah sebesar 

Rp228.600,00; dan 

5) Koreksi BPK sebesar Rp211.636.889.645,41 terdiri dari: 

- Kekurangan Kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman sebesar Rp11.998.100,00 yang telah dilengkapi 

SKTJM; 

- Kekurangan Kas pada Dinas PUPR sebesar  Rp9.664.350,00 yang 

telah dilengkapi SKTJM; 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Koperasi, 

Usahan Kecil dan Menengah sebesar Rp18.900.000,00; 
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- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Perikanan 

sebesar Rp3.266.010,00; 

- Mutasi tambah kurang volume 2023 pada Tiga SKPD sebesar 

Rp45.126.635,41; 

- Reklasifikasi pencatatan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan 

kepada Masyarakat  sebesar Rp3.314.642.000,00 dan Beban 

Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 

sebesar Rp13.147.448.000,00 ke Beban yang seharusnya pada 

Beban Hibah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman; 

- Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp3.616.700.000,00; 

- Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Koperasi UKM sebesar Rp2.919.023.068,00; 

- Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Pendidikan sebesar Rp25.102.040.400,00; 

- Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Perhubungan sebesar Rp205.000.000,00; 

- Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Perikanan Rp1.260.175.000,00; 

- Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Perkebunan Rp12.969.317.198,00; 

- Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Rp117.310.439.122,00; 

- Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan 

Rp12.631.986.026,00; dan 

- Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar 

Rp19.071.163.736,00. 

 Rincian beban persediaan dapat dilihat pada Lampiran 32. 
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2) Beban Jasa 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp451.297.656.868,81 Rp457.371.273.068,59 

Beban Jasa merupakan biaya pemakaian Jasa selama satu tahun anggaran. 

Beban Jasa Tahun 2023 sebesar Rp451.297.656.868,81 turun sebesar 

Rp6.073.616.199,78 atau 1,33% dibandingkan Beban Jasa Tahun 2022 

sebesar Rp457.371.273.068,59 dengan rincian sebagai berikut: 

 Tabel 5.182. Rincian Beban Jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.183. Rekonsiliasi antara Belanja Jasa-LRA dengan Beban Jasa-LO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belanja Jasa-LRA Sebesar Rp461.178.924.230,00, sedangkan beban Jasa-

LO sebesar Rp451.297.656.868,81 sehingga terdapat perbedaan sebesar 

Rp9.881.267.361,19, dengan rincian sebagai berikut: 

a) Mutasi Tambah sebesar Rp2.360.971.389,87 terdiri dari : 

(1) Pemakaian asuransi dibayar dimuka untuk Tahun 2023 sebesar 

Rp1.679.930.917,87; 

(2) Penambahan Utang Jasa Kantor Tahun 2023 sebesar 

Rp93.567.100,00 yang terdiri dari: 

 Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Jasa Kantor 377.387.414.963,00 373.232.212.418,30 4.155.202.544,70 1,11

2 Beban Iuran Jaminan/Asuransi 42.123.809.549,13 55.296.966.990,29 (13.173.157.441,16) (23,82)

3 Beban Sew a Tanah 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00

4 Beban Sew a Peralatan dan Mesin 4.499.979.546,68 3.670.208.292,00 829.771.254,68 22,61

5 Beban Sew a Gedung dan Bangunan 6.619.263.258,00 5.788.035.933,00 831.227.325,00 14,36

6 Beban Jasa Konsultansi Konstruksi 7.528.680.008,00 2.837.551.215,00 4.691.128.793,00 165,32

7
Beban Jasa Konsultansi Non 

Konstruksi
1.040.685.400,00 5.740.486.220,00 (4.699.800.820,00) (81,87)

8 Beban Beasisw a Pendidikan PNS 350.773.000,00 958.289.000,00 (607.516.000,00) (63,40)

9

Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 

Bimbingan Teknis serta Pendidikan 

dan Pelatihan

11.742.251.144,00 9.847.523.000,00 1.894.728.144,00 19,24

Jumlah 451.297.656.868,81 457.371.273.068,59 (6.073.616.199,78) (1,33)

No Beban Jasa Tahun 2023 (Rp)  % Tahun 2022 (Rp)

1 2 3 4 5 6

1 Belanja Jasa Kantor 377.913.542.426,00 223.237.100,00 749.364.563,00 377.387.414.963,00

2 Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 42.065.632.007,00 1.935.185.289,87 1.877.007.747,74 42.123.809.549,13

3 Belanja Sewa Tanah 0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00

4 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 5.656.710.268,00 51.800.000,00 1.208.530.721,32 4.499.979.546,68

5 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 6.579.238.258,00 40.025.000,00 0,00 6.619.263.258,00

6 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 15.087.980.127,00 93.730.000,00 7.653.030.119,00 7.528.680.008,00

7
Belanja Jasa Konsultansi Non 

Konstruksi

1.782.797.000,00 12.194.000,00 754.305.600,00
1.040.685.400,00

8 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 350.773.000,00 0,00 0,00 350.773.000,00

9

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 

Bimbingan Teknis serta Pendidikan 

dan Pelatihan

11.742.251.144,00 0,00 0,00

11.742.251.144,00

461.178.924.230,00 2.360.971.389,87 12.242.238.751,06 451.297.656.868,81Jumlah

LO (Rp)Mutasi Kurang (Rp)Mutasi Tambah (Rp)No Beban Jasa LRA (Rp)
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- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp85.264.700,00 

pada Sekretariat Daerah; dan 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar 

Rp8.302.400,00 pada Kecamatan Batanghari Leko; 

(3) Penambahan Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan 

Kesehatan bagi Non ASN pada Dinas Kesehatan sebesar 

Rp255.254.372,00; 

(4) Koreksi BPK atas Beban Jasa Kantor sebesar Rp129.670.000,00  

yang terdiri dari: 

- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan terhadap dana dari pusat ke daerah pada 

Dinas Perkebunan sebesar Rp30.620.000,00; 

- Belanja Paket/Pengiriman terhadap dana dari pusat ke daerah 

pada Dinas Perkebunan sebesar Rp50.000,00; dan 

- Belanja Lembur terhadap dana dari pusat ke daerah pada Dinas 

Perkebunan sebesar Rp99.000.000,00. 

(5) Koreksi BPK atas pemungutan retribusi parkir Pasar Babat Toman 

yang langsung digunakan untuk belanja operasional pasar. 

Pemungutan retribusi ini tidak disertai dengan SKRD, sehingga 

dikoreksi ke Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah  sebesar 

Rp4.800.000; 

(6) Koreksi BPK atas Beban Sewa Peralatan dan Mesin sebesar 

Rp51.800.000,00  yang terdiri dari: 

- Beban Sewa Alat Ukur Universal terhadap dana dari pusat ke 

daerah pada Dinas Perkebunan sebesar Rp36.000.000,00; dan 

- Beban Sewa Alat Kantor Lainnya terhadap dana dari pusat ke 

daerah pada Dinas Perkebunan sebesar Rp15.800.000,00; 

(7) Koreksi BPK atas Beban Sewa Gedung dan Bangunan pada Dinas 

Perkebunan terhadap dana dari pusat ke daerah sebesar 

Rp40.025.000,00; 

(8) Koreksi BPK atas belanja barang yang tidak memenuhi kriteria ATB 

sebesar Rp93.730.000,00 pada Dinas PUPR. 

(9) Koreksi BPK atas belanja barang yang tidak memenuhi kriteria ATB 

sebesar Rp12.194.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa. 

 

b) Mutasi Kurang sebesar Rp12.242.238.751,06 terdiri dari: 

(1) Pembayaran asuransi dibayar dimuka untuk Tahun 2023 sebesar 

Rp2.942.047.279,06 yang terdiri dari Beban Iuran Jaminan/Asuransi 

sebesar Rp1.733.516.557,74 dan Beban Sewa Peralatan dan Mesin 

sebesar Rp1.208.530.721,32; 

(2) Penambahan Aset Tetap sebesar Rp1.462.860.930,00 pada; 

- Dinas Kesehatan sebesar Rp526.572.600,00; 
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- Dinas Perikanan sebesar Rp14.097.000,00; 

- Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp747.696.000,00; dan 

- Sekretariat Daerah sebesar Rp174.495.330,00. 

(3) Pembayaran Utang Jasa Kantor sebesar Rp478.551.813,00 yang 

terdiri dari: 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp93.754.100,00 

pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp4.467.600,00 

pada Kecamatan Babat Toman; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp1.030.800,00 

pada Kecamatan Bayung Lencir; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp166.000,00 

pada Kecamatan Keluang; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp7.243.800,00 

pada Kecamatan Sekayu; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp1.636.300,00 

pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp14.290.700,00 

pada Satuan Polisi Pamong Praja; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp292.000,00 

pada Kecamatan Lalan; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar Rp95.049.694,00 

pada Sekretariat Daerah; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar 

Rp15.733.842,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 

Desa; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar 

Rp2.966.000,00 pada Satuan Polisi Pamong Praja; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar 

Rp219.583.089,00 pada Sekretariat Daerah; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV 

Berlangganan sebesar Rp20.000.000,00 pada Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV 

Berlangganan sebesar Rp600.000,00 pada Kecamatan Keluang; 

- Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV 

Berlangganan sebesar Rp1.737.888,00 pada Sekretariat Daerah; 

(4) Pembayaran Utang Beban Iuran Jaminan/Asuransi pada Dinas 

Kesehatan sebesar Rp75.717.000,00; 

(5) Aset Tidak Berwujud Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar 

Rp6.190.169.189,00; dan 

(6) Aset Tidak Berwujud Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar 

Rp754.305.600,00. 
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(7) Koreksi BPK atas Beban Jasa Kantor sebesar Rp270.812.750,00  

yang terdiri dari: 

- Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 

Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp17.569.500,00; 

- Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim 

Pelaksana Kegiatan sebesar 214.972.000,00; 

- Beban Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp32.100.000,00; 

- Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar 

Rp400.000,00; dan 

- Beban Lembur sebesar Rp5.771.250,00. 

(8) Koreksi BPK terkait reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa 

Diserahkan ke Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban 

Hibah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar 

Rp67.774.190,00; 

Rincian beban jasa dapat dilihat pada Lampiran 33. 

 

3) Beban Pemeliharaan 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp93.261.110.321,95 Rp71.310.499.572,76 

Beban Pemeliharaan Tahun 2023 sebesar Rp93.261.110.321,95 naik sebesar 

Rp21.950.610.749,19 atau 30,78% dibandingkan dengan Beban 

pemeliharaan Tahun 2022 sebesar Rp71.310.499.572,76 dengan rincian 

sebagai berikut. 

Tabel 5.184. Rincian Beban Pemeliharaan 

 

 

 

 

 

 

 

          Tabel 5.185. Rekonsiliasi antara Belanja Pemeliharaan-LRA 

         dengan Beban Pemeliharaan-LO 

 

 

. 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Beban Pemeliharaan 

Peralatan dan Mesin

21.777.291.197,00 2.000.000,00 199.631.524,00 21.579.659.673,00

2 Beban Pemeliharaan 

Gedung dan 

Bangunan

14.283.027.761,10 142.506.198,00 596.676.000,00 13.828.857.959,10

3 Beban Pemeliharaan 

Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi

52.152.140.562,00 5.625.326.800,00 11.451.672,15 57.766.015.689,85

4 Beban Pemeliharaan 

Aset Tetap Lainnya

86.577.000,00 0,00 0,00 86.577.000,00

Jumlah 88.299.036.520,10 5.769.832.998,00 807.759.196,15 93.261.110.321,95

No
Beban 

Pemeliharaan
LRA (Rp) Mutasi Tambah (Rp) LO (Rp)Mutasi Kurang (Rp)

 Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 21.579.659.673,00 19.884.714.806,00 1.694.944.867,00 8,52

2 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 13.828.857.959,10 10.371.795.170,00 3.457.062.789,10 33,33

3 Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan 

Irigasi

57.766.015.689,85 40.976.280.996,76 16.789.734.693,09 40,97

4 Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 86.577.000,00 77.708.600,00 8.868.400,00 11,41

Jumlah 93.261.110.321,95 71.310.499.572,76 21.950.610.749,19 30,78

No Beban Pemeliharaan Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)  % 
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Belanja Pemeliharaan-LRA sebesar Rp88.299.036.520,10, sedangkan Beban 

Pemeliharaan-LO sebesar Rp93.261.110.321,95 sehingga terdapat perbedaan 

sebesar Rp4.962.073.801,85, dengan rincian sebagai berikut: 

a) Mutasi Tambah sebesar Rp5.769.832.998,00 yang terdiri dari: 

(1) Koreksi penganggaran pada Dinas Lingkungan Hidup dari Belanja 

Modal Gedung dan Bangunan ke Belanja Pemeliharaan sebesar 

Rp142.506.198,00; dan 

(2) Penambahan Utang Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Tahun 2023 sebesar Rp5.625.326.800,00; dan 

(3) Koreksi BPK atas pemungutan retribusi parkir Pasar Babat Toman 

yang langsung digunakan untuk Belanja Operasional Pasar. 

Pemungutan retribusi ini tidak disertai dengan SKRD, sehingga 

dikoreksi ke Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp2.000.000,00. 

b) Mutasi Kurang sebesar Rp807.759.196,15 yang terdiri dari: 

(1) Mutasi ke Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp596.676.000,00 pada: 

- Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp25.390.000,00; 

- Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Rp459.986.000,00; dan 

- Dinas Perhubungan sebesar Rp111.300.000,00. 

(2) Koreksi BPK atas Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 

Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar 

Rp199.631.524,00 yang terdiri dari: 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit Inspektorat pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp4.500.000,00; 

- Kekurangan Kas pada Dinas PUPR yang telah dilengkapi 

SKTJM sebesar Rp11.701.262,00; 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.467.989,00; 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp5.000.000,00; 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Sekayu sebesar Rp8.350.000,00; 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Koperasi, 

Usahan Kecil dan Menengah sebesar Rp2.855.724,00; 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp65.494.600,00; 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 

Rp3.213.136,00; 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Kecamatan Babat 

Toman sebesar Rp5.909.750,00; 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Kecamatan 

Keluang sebesar Rp4.000.000,00; 
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- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika sebesar Rp65.132.440,00; 

- Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Sekretariat Daerah 

sebesar Rp3.727.973,00 

- Kekurangan Kas pada Dinas PUPR sebesar yang telah dilengkapi 

SKTJM sebesar Rp16.278.650,00 

(3) Kurang volume Tahun Anggaran 2023 pada Dinas PUPR sebesar 

Rp11.451.672,15; 

Rincian beban pemeliharaan dapat dilihat pada lampiran 34. 

 

4) Beban Perjalanan Dinas 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp129.965.912.614,09 Rp128.340.688.557,00 

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 

2023 sebesar Rp129.965.912.614,09  naik sebesar Rp1.625.224.057,09 atau 

1,27% dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022 sebesar 

Rp128.340.688.557,00 dengan rincian sebagai berikut: 

 Tabel 5.186. Rincian Beban Perjalanan Dinas 

 

 

 

 

          Tabel 5.187. Rekonsiliasi antara Belanja Perjalanan Dinas -LRA 

         dengan Beban Perjalanan Dinas -LO 

 

 

. 

 

 

 

Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp129.886.522.070,09, sedangkan 

Beban Perjalanan Dinas-LO sebesar Rp129.965.912.614,09 sehingga 

terdapat perbedaan sebesar Rp79.390.544,00, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a) Mutasi Tambah sebesar Rp827.956.602,00 yang merupakan koreksi 

Beban Perjalanan Dinas Biasa atas realisasi belanja terhadap dana dari 

pusat ke daerah pada Dinas Perkebunan. 

b) Mutasi Kurang sebesar Rp748.566.058,00 yang terdiri dari: 

(1) Koreksi atas Setoran Temuan Audit Inspektorat pada Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp5.320.000,00; 

 Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Perjalanan Dinas 129.965.912.614,09        128.340.688.557,00    1.625.224.057,09 1,27

Jumlah 129.965.912.614,09 128.340.688.557,00 1.625.224.057,09 1,27

No Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp) %

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Beban Perjalanan 

Dinas Dalam Negeri

129.622.387.511,09 827.956.602,00 748.566.058,00 129.701.778.055,09

2 Beban Perjalanan 

Dinas Luar Negeri

264.134.559,00 0,00 0,00 264.134.559,00

Jumlah 129.886.522.070,09 827.956.602,00 748.566.058,00 129.965.912.614,09

No
Beban Perjalanan 

Dinas
LRA (Rp) Mutasi Tambah (Rp) LO (Rp)Mutasi Kurang (Rp)
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(2) Kekurangan Kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman yang telah dilengkapi SKTJM sebesar 

Rp12.806.538,00; 

(3) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah sebesar Rp90.487.851,00; 

(4) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Badan Kepegawaian 

dan Pengembangan SDM sebesar Rp11.947.827,00; 

(5) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.270.000,00; 

(6) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp61.885.139,00; 

(7) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp40.459.900,00; 

(8) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Koperasi, 

Usahan Kecil dan Menengah sebesar Rp18.697.100,00; 

(9) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Perkebunan 

sebesar Rp123.918.428,00; 

(10) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Perikanan 

sebesar Rp3.212.000,00; 

(11) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Tenaga Kerja 

Dan Transmigrasi sebesar Rp2.060.000,00; 

(12) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp7.446.000,00; 

(13) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada DPPPA sebesar 

Rp9.135.000,00; 

(14) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Tanaman 

Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebesar Rp6.381.845,00; 

(15) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Kecamatan Babat 

Toman sebesar Rp4.122.900,00; 

(16) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik sebesar Rp1.695.000,00; 

(17) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika sebesar Rp75.624.200,00; 

(18) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.000.000,00; 

(19) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Sekretariat Daerah 

sebesar Rp17.272.100,00; 

(20) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Sekretariat DPRD 

sebesar Rp40.712.700,00; 

(21) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp1.100.000,00; 

(22) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Perkebunan 

sebesar Rp9.404.080,00; 
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(23) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Perikanan 

sebesar Rp300.000,00; 

(24) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Pengendalian 

Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar Rp1.100.000,00; 

(25) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada DPPPA sebesar 

Rp1.100.000,00; 

(26) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Inspektorat sebesar 

Rp199.507.450,00; dan 

(27) Koreksi atas Setoran Temuan Audit BPK pada Dinas Komunikasi 

dan Informatika sebesar Rp600.000,00. 

Rincian beban perjalanan dinas dapat dilihat pada lampiran 35. 

 

5) Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp1.417.521.500,00 Rp30.931.342.380,00 

Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 

sebesar Rp1.417.521.500,00  turun sebesar Rp29.513.820.880,00 atau 

95,42% dibandingkan dengan beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan 

Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2022 sebesar 

Rp30.931.342.380,00. 

Tabel 5.188. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

 

 

 

 

 
 
 

          Tabel 5.189. Rekonsiliasi antara Belanja Uang dan/atau Jasa untuk 

Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat -LRA dengan Beban Uang 

dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO 

 

 

 

 

 

 

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)
 Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 
%

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Uang 

dan/atau Jasa Untuk 

Diberikan Kepada 

Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat

1.417.521.500,00 30.931.342.380,00 (29.513.820.880,00) (95,42)

Jumlah 1.417.521.500,00 30.931.342.380,00 (29.513.820.880,00) (95,42)

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Beban Uang yang Diberikan kepada 

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

29.045.500.800,00 0,00 27.658.950.000,00 1.386.550.800,00

2 Beban Jasa yang Diberikan kepada 

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

30.970.700,00 0,00 0,00 30.970.700,00

Jumlah 29.076.471.500,00 0,00 27.658.950.000,00 1.417.521.500,00

No

Beban Uang dan/atau Jasa untuk 

Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

LRA (Rp) Mutasi Tambah (Rp) LO (Rp)Mutasi Kurang (Rp)
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Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak 

Lain/Masyarakat sebesar Rp29.076.471.500,00, sedangkan Beban Uang 

dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat 

sebesar Rp1.417.521.500,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar 

Rp27.658.950.000,00, yang merupakan Mutasi Kurang berupa Reklasifikasi 

pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke Masyarakat ke Beban yang 

seharusnya pada Beban Bantuan Sosial sebesar pada Dinas Sosial; 

Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dinas dapat dilihat pada lampiran 36. 

 

6) Beban Barang dan Jasa BOS 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp76.074.285.220,00 Rp70.668.601.109,00 

Beban Barang dan Jasa BOS periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 

Desember 2023 sebesar Rp76.074.285.220,00 naik sebesar 

Rp5.405.684.111,00 atau 7,65% dibandingkan dengan Beban Barang dan 

Jasa BOS Tahun 2022 sebesar Rp70.668.601.109,00. 

          Tabel 5.190. Rekonsiliasi antara Belanja Barang dan Jasa BOS dengan 

Beban Barang dan Jasa BOS 

 

 

 

 

 

Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp76.092.915.220,00, sedangkan 

Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp76.074.285.220,00 sehingga terdapat 

perbedaan sebesar Rp18.630.000,00, yang merupakan koreksi kurang catat 

Tanah untuk Tahun 2023 pada SDN Mendis Jaya pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sebesar Rp18.630.000,00; 

Rincian Beban Barang dan Jasa BOS dapat dilihat pada lampiran 37. 

 

7) Beban Barang dan Jasa BLUD 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp94.874.029.886,57 Rp69.390.591.552,69 

Beban Barang dan Jasa BLUD periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 

Desember 2023 sebesar Rp94.874.029.886,57 naik sebesar 

Rp25.483.438.333,88 atau 36,72% dibandingkan dengan Beban Barang dan 

Jasa BLUD Tahun 2022 sebesar Rp69.390.591.552,69 dengan rincian 

sebagai berikut: 

 

 

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Beban Barang dan Jasa BOS 76.092.915.220,00 0,00 18.630.000,00 76.074.285.220,00

Jumlah 76.092.915.220,00 0,00 18.630.000,00 76.074.285.220,00

No Beban Barang dan Jasa BOS LRA (Rp) Mutasi Tambah (Rp) LO (Rp)Mutasi Kurang (Rp)
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Tabel 5.191. Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD 

 

 

 

 

 

Tabel 5.192. Rekonsiliasi antara Belanja Barang dan Jasa BLUD dengan Beban 

Barang dan Jasa BLUD 

 

 

 

 

 

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp88.243.648.123,73 sedangkan 

Beban Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp94.874.029.886,57 sehingga 

terdapat perbedaan sebesar Rp6.630.381.762,84, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a) Mutasi Tambah sebesar Rp28.188.997.960,87  terdiri dari: 

(1) Persediaan BLUD pada Dinas Kesehatan TA 2022 sebesar 

Rp8.626.184.169,87; 

(2) Penambahan Utang Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 

sebesar Rp18.899.331.844,00 pada Dinas Kesehatan; 

(3) Aset Ekstrakomptabel sebesar Rp563.609.552,00 pada Dinas 

Kesehatan; 

(4) Koreksi Aset Tetap sebesar Rp92.827.555,00 pada Dinas 

Kesehatan; 

(5) Koreksi atas Peralatan dan Mesin menjadi Barang Pakai Habis 

pada  Puskesmas Sungai Lilin sebesar Rp3.000.000,00; dan 

(6) Koreksi atas Peralatan dan Mesin menjadi Barang Pakai Habis 

pada RSUD Bayung Lencir sebesar Rp4.044.840,00. 

b) Mutasi Kurang sebesar Rp21.558.616.198,03 terdiri dari: 

(1) Pembayaran Utang Tahun 2022 sebesar Rp9.561.640.609,00 

pada Dinas Kesehatan; dan 

(2) Persediaan BLUD Tahun 2023 sebesar Rp11.996.975.589,03 

pada Dinas Kesehatan. 

Rincian Beban Barang dan Jasa BLUD dapat dilihat pada lampiran 38. 

 

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Beban Barang dan Jasa BLUD 88.243.648.123,73       28.188.997.960,87      21.558.616.198,03 94.874.029.886,57

Jumlah 88.243.648.123,73 28.188.997.960,87 21.558.616.198,03 94.874.029.886,57

No
Beban Barang dan Jasa 

BLUD
LRA (Rp) Mutasi Tambah (Rp) LO (Rp)Mutasi Kurang (Rp)

 Kenaikan/Penurunan

(Rp) 

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Barang dan Jasa BLUD 94.874.029.886,57          69.390.591.552,69      25.483.438.333,88 36,72

Jumlah 94.874.029.886,57 69.390.591.552,69 25.483.438.333,88 36,72

No Beban Barang dan Jasa BLUD Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp) %
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c. Beban Bunga 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp2.229.803.709,00 Rp11.088.298.859,00 

Beban Bunga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 

terealisasi sebesar Rp2.229.803.709,00 turun sebesar Rp8.858.495.150,00 

atau 79,89% dibandingkan dengan Beban Bunga Tahun 2022 sebesar 

Rp11.088.298.859,00 yang merupakan pembayaran bunga PT Sarana Multi 

Infrastruktur (Persero). 

d. Beban Hibah 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp338.178.806.751,81 Rp23.168.817.836,00 

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau 

jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib 

dan tidak mengikat. 

Beban Hibah Tahun 2023 sebesar Rp338.178.806.751,81 naik sebesar 

Rp315.009.988.915,81 atau 1.359,63% dibandingkan dengan Beban Hibah 

Tahun 2022 sebesar Rp23.168.817.836,00. Belanja Hibah-LRA Tahun 2023 

sebesar Rp112.095.635.679,00 sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2023 

sebesar Rp338.178.806.751,81. Perbedaan Belanja Hibah-LRA dengan 

Beban Hibah-LO sebesar Rp226.083.171.072,81 terdiri dari: 

1) Mutasi Tambah sebesar Rp226.083.171.072,81 terdiri dari: 

a) Hibah dari Dinas Kesehatan berupa Tanah sebesar Rp95.840.000,00 

ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 

784/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 2023; 

b) Hibah dari Kecamatan Keluang berupa Tanah sebesar 

Rp35.000.000,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara 

Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 

2023; 

c) Hibah dari Kecamatan Jirak Jaya berupa Tanah sebesar 

Rp65.000.000,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara 

Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 

2023; 

d) Hibah dari Kecamatan Lalan berupa Tanah sebesar 

Rp101.500.000,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara 

Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 

2023; 

e) Hibah dari Kecamatan Babat Toman berupa Tanah sebesar 

Rp984.123.527,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara 

Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 

2023; 

f) Hibah dari Sekretariat Daerah berupa Peralatan dan Mesin yaitu 

Kendaraan Roda 4 (empat) sebesar Rp1.731.968.839,00 sesuai 

dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 735/KPTS-BPKAD/2023 
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Tanggal 29 September 2023 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 

286/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 13 Maret 2023; 

g) Hibah dari Puskesmas Karya Maju berupa Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp30.820.500,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita 

Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 24 

Oktober 2023; 

h) Hibah dari Puskesmas Karang Mukti berupa Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp319.481.960,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita 

Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 24 

Oktober 2023; 

i) Hibah dari Puskesmas Babat Toman berupa Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp105.810.231,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita 

Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 24 

Oktober 2023; 

j) Hibah dari Dinas Kesehatan berupa Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp1.950.317.292,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan Berita Acara 

Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 

2023; 

k) Hibah dari Dinas Ketahanan Pangan berupa Gedung dan Bangunan 

sebesar Rp1.680.994.407,00 ke Pemerintah Desa sesuai dengan 

Berita Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 Tanggal 

24 Oktober 2023; 

l) Hibah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa 

Gedung dan Bangunan sebesar Rp63.474.787,87 ke Pemerintah Desa 

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 2023; 

m) Hibah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman berupa MCK 

Umum dan Kombinasi sebesar Rp750.293.340,22 ke Pemerintah 

Desa sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 2023; 

n) Hibah dari Kecamatan Babat Toman berupa Gedung & Bangunan 

dari Aset Lainnya sebesar Rp2.112.375.094,77 ke Pemerintah Desa 

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 2023; 

o) Hibah dari Kecamatan Batanghari Leko berupa Gedung & Bangunan 

dari Aset Lainnya sebesar Rp110.349.833,00 ke Pemerintah Desa 

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 2023; 

p) Hibah dari Kecamatan Lalan berupa Gedung & Bangunan dari Aset 

Lainnya sebesar Rp2.115.805.836,95 ke Pemerintah Desa sesuai 

dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 

Tanggal 24 Oktober 2023; 

q) Hibah dari Kecamatan Jirak Jaya berupa Gedung & Bangunan dari 

Aset Lainnya sebesar Rp294.381.333,00 ke Pemerintah Desa sesuai 
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dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 

Tanggal 24 Oktober 2023; 

r) Hibah dari Kecamatan Keluang berupa Gedung & Bangunan dari 

Aset Lainnya sebesar Rp247.339.092,00 ke Pemerintah Desa sesuai 

dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-BPKAD/2023 

Tanggal 24 Oktober 2023; 

s) Hibah dari Kecamatan Sungai Keruh berupa Gedung & Bangunan 

dari Aset Lainnya sebesar Rp1.672.586.259,00 ke Pemerintah Desa 

sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 784/KPTS-

BPKAD/2023 Tanggal 24 Oktober 2023; 

t) Mutasi tambah atas koreksi BPK sebesar Rp211.615.708.740,00  

terdiri dari: 

(1) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Pendidikan sebesar Rp25.102.040.400,00; 

(2) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Koperasi UKM sebesar Rp2.919.023.068,00; 

(3) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Perkebunan sebesar Rp12.969.317.198,00; 

(4) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Perhubungan sebesar Rp205.000.000,00; 

(5) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Perikanan sebesar Rp1.260.175.000,00; 

(6) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Pemuda dan Olahraga & Pariwisata sebesar 

Rp19.071.163.736,00; 

(7) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp67.774.190,00; 

(8) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebesar 

Rp117.310.439.122,00; 

(9) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan 

kepada Masyarakat ke Beban yang seharusnya Beban Hibah 

sebesar Rp3.314.642.000,00; 

(10) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan 

kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain ke Beban yang seharusnya 

Beban Hibah sebesar Rp13.147.448.000,00; 
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(11) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Bagian Umum Setda sebesar Rp3.616.700.000,00; dan 

(12) Reklasifikasi pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke 

Masyarakat ke Beban yang seharusnya pada Beban Hibah pada 

Dinas TPHP sebesar Rp12.631.986.026,00. 

Rincian Beban Hibah dapat dilihat pada lampiran 39. 

e. Beban Bantuan Sosial 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp27.858.950.000,00 Rp291.500.000,00 

Beban Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari 

Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau 

masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang 

bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. 

Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 

2023 sebesar Rp27.858.950.000,00 naik sebesar Rp27.567.450.000,00 atau 

9.457,10% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar 

Rp291.500.000,00. Belanja Bantuan Sosial–LRA Tahun 2023 sebesar 

Rp200.000.000,00 sedangkan Beban Bantuan Sosial sebesar 

Rp27.858.950.000,00. Perbedaan tersebut merupakan reklasifikasi 

pencatatan Beban Barang/Jasa Diserahkan ke Masyarakat ke Beban yang 

seharusnya pada Beban Bantuan Sosial pada Dinas Sosial. 

Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak 

Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dapat dilihat pada lampiran 41. 

 

f. Beban Penyisihan Piutang 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp7.159.217.256,64 Rp31.085.976.980,01 

Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar 

persentase tertentu dari akun piutang terkait dengan risiko ketidaktertagihan 

piutang. Penentuan tingkat risiko ketidaktertagihan piutang berdasarkan 

penggolongan kualitas piutang yang penelitiannya dilakukan berdasarkan 

umur piutang pada tanggal laporan keuangan. 

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp7.159.217.256,64 turun 

sebesar Rp23.926.759.723,38 atau 76,97% dibandingkan dengan beban 

penyisihan piutang Tahun 2022 sebesar Rp31.085.976.980,01. Saldo Beban 

Penyisihan Piutang periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 

2023 terealisasi sebesar Rp7.159.217.256,64 dengan rincian sebagai berikut. 

 Tabel 5.193. Rincian Beban Penyisihan Piutang 

 

a.  

 

1 2 3

1 Piutang Pajak Daerah 6.932.627.412,72                      

2 Piutang Retribusi Daerah 170.472.830,00                         

3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 21.909.074,45                           

4 Penyisihan Piutang Lainnya 34.207.939,47                           

Jumlah 7.159.217.256,64

No Uraian Beban Penyisihan 2023 (Rp)
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Rincian mengenai Beban Penyisihan Piutang dilihat pada Lampiran 7. 

 

5.4.2.2  Beban Penyusutan dan Amortisasi 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp772.868.172.176,05 Rp798.336.979.029,63 

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang 

dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang 

bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai 

pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan Beban Penyusutan dalam 

Laporan Operasional. Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak 

Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.  

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp772.868.172.176,05 

turun sebesar Rp25.468.806.853,58 atau  3,19% dibandingkan dengan Beban 

Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 sebesar Rp798.336.979.029,63. Saldo 

beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp772.868.172.176,05 dengan rincian 

sebagai berikut. 

a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp161.228.054.159,00 Rp159.559.118.458,11 

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp161.228.054.159,00 naik 

sebesar Rp1.668.935.700,89 atau 1,05% dibandingkan dengan Beban 

Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp159.559.118.458,11. 

 

b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp68.723.165.860,00 Rp65.484.545.764,00 

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp68.723.165.860,00 naik 

sebesar Rp3.238.620.096,00 atau 4,95% dibandingkan dengan Beban 

Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar 

Rp65.484.545.764,00 yang merupakan Beban Penyusutan Bangunan 

Gedung. 

 

c. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp539.777.309.139,38 Rp570.784.873.861,52 

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp539.308.922.775,03 

turun sebesar Rp31.007.564.722,14 atau 5,43% dibandingkan dengan Beban 
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Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2022 sebesar 

Rp570.784.873.861,52.  

 

d. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp3.139.643.017,67 Rp2.508.440.946,00 

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp3.139.643.017,67 turun 

sebesar Rp631.202.071,67 atau 25,16% dibandingkan dengan Beban 

Penyusutan Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2022 sebesar 

Rp2.508.440.946,00. 

 

5.4.2.3 Beban Transfer 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp270.963.579.600,00 Rp244.562.720.349,00 

Beban Transfer merupakan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat 

umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan 

kemampuan keuangan sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan 

Keuangan Belanja Transfer. 

Beban Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 

terealisasi sebesar Rp270.963.579.600,00 naik sebesar Rp26.400.859.251,00 atau 

10,80% dibandingkan dengan beban transfer Tahun 2022 sebesar 

Rp244.562.720.349,00. 

 Tabel 5.194. Rincian Beban Transfer 

 

 

 

 
 

Tabel 5.195. Rekonsiliasi antara Belanja Transfer 

 

 

 

 

 

Belanja Transfer-LRA sebesar Rp498.411.709.200,00 sedangkan Beban Transfer 

sebesar Rp270.963.579.600,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar 

Rp227.448.129.600,00 yang merupakan Transfer Bantuan Keuangan ke Dana 

Desa karena transfer bantuan keuangan yang bersumber dari APBN tidak dicatat 

dalam beban transfer-LO.  

Rincian Beban Transfer dapat dilihat pada lampiran 40. 

 

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)
 Kenaikan/Penurunan 

(Rp) 
%

1 2 3 4 5=3-4 6

1 Beban Transfer 270.963.579.600,00 244.562.720.349,00 26.400.859.251,00 10,80

Jumlah 270.963.579.600,00 244.562.720.349,00 26.400.859.251,00 10,80

1 2 3 4 5 6=3+4-5

1 Beban Bantuan Keuangan 

Khusus Daerah Provinsi atau 

Kabupaten/Kota ke Desa

     498.411.709.200,00 0,00    227.448.129.600,00 270.963.579.600,00

Jumlah 498.411.709.200,00 0,00 227.448.129.600,00 270.963.579.600,00

No Beban Transfer LRA (Rp) Mutasi Tambah (Rp) LO (Rp)Mutasi Kurang (Rp)



309 

 

5.4.2.4 Beban Tak Terduga 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp21.000.000,00 Rp2.347.728.430,00 

Beban Tak Terduga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 

yang terealisasi sebesar Rp21.000.000,00 turun sebesar Rp2.326.728.430,00 atau 

99,11% dibandingkan dengan Beban Tak Terduga Tahun 2022 sebesar 

Rp2.347.728.430,00. 

Belanja Tak Terduga menurut LRA adalah sebesar Rp21.000.000,00 tidak dapat 

perbedaan dengan Beban Tak Terduga menurut LO. 

 

5.4.3 Surplus/Defisit dari Operasi 

Tahun 2023 Tahun 2022 

(Rp165.381.294.430,48) (Rp229.829.170.739,40) 

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO 

selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasional. Defisit dari Operasi 

Tahun 2023 sebesar Rp165.381.294.430,48 turun sebesar Rp64.447.876.308,92 

atau 28,04% dibandingkan dengan defisit Tahun 2022 sebesar 

Rp229.829.170.739,40. Surplus/defisit dari operasi selama periode 1 Januari 2023 

sampai dengan 31 Desember 2023  adalah sebagai berikut. 

 Tabel 5.196. Surplus/Defisit Operasi 

 

 

 

 

5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 

Tahun 2023 Tahun 2022 

(Rp29.593.339.760,39) (Rp28.421.649.547,10) 

Defisit Non Operasional merupakan defisit yang berasal dari aktivitas pelepasan 

aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari transaksi 

pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih kecil daripada nilai 

bukunya. Defisit dari Kegiatan Non operasional Tahun 2023 sebesar 

Rp29.593.339.760,39 turun sebesar Rp1.171.690.213,29 atau 4,12% 

dibandingkan dengan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar 

Rp28.421.649.547,10. Saldo Defisit dari Kegiatan Non operasional sebesar 

Rp29.593.339.760,39. 

Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat dilihat 

pada Lampiran 42. 

5.4.4.1 Surplus Non Operasional  

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp1.038.400.000,00 Rp683.602.500,00 

No Surplus/Defisit dari Operasi Realisasi 2023 (Rp)

1 Pendapatan 3.293.190.868.606,34 

2 Beban 3.458.572.163.036,81 

Defisit dari Operasi (1-2) (165.381.294.430,48)
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Surplus Non Operasional merupakan surplus yang berasal dari aktivitas 

pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban, dimana nilai kas yang diperoleh dari 

transaksi pelepasan aset atau penyelesaian kewajiban tersebut lebih besar 

daripada nilai bukunya. 

Surplus Non Operasional periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 

2023 yang terealisasi sebesar Rp1.038.400.000,00 naik sebesar 

Rp354.797.500,00 atau 51,90% dibandingkan dengan Surplus Non Operasional 

Tahun 2022 sebesar Rp683.602.500,00. 

a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp1.038.400.000,00 Rp683.602.500,00 

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar periode 1 Januari 

2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar 

Rp1.038.400.000,00 naik sebesar Rp354.797.500,00 atau 51,90% 

dibandingkan dengan Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non 

Lancar Tahun 2022 sebesar Rp683.602.500,00. Realisasi sebesar 

Rp1.038.400.000,00 merupakan Penjualan Aset non Lancar dengan rincian 

sebagai berikut: 

1) Surplus Penjualan Aset Non Lancar - Peralatan dan Mesin terealisasi 

sebesar Rp1.033.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:  

(1) Pembayaran angsuran lelang Kendaraan Roda 4 BG 2111 BZ an. 

Bambang Irawan yang telah disetor ke kas daerah tanggal 09 

Januari 2023 sebesar Rp5.000.000,00 pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Musi 

Banyuasin Nomor 002 Tahun 2015 tentang Penjualan/Pelelangan 

Kendaaraan Milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 

21 Mei 2015; 

(2) Penjualan 1 (satu) unit scrap Kendaraan Roda 2 sebesar 

Rp650.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(3) Penjualan 1 (satu) unit scrap Kendaraan Roda 4 sebesar 

Rp22.700.000,00 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(4) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap Kendaraan Bermotor Roda 2 

sebesar Rp5.900.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Muba 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(5) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap Kendaraan Roda 4 sebesar 

Rp57.350.000,00 pada Dinas Kesehatan Kab Muba berdasarkan 

Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 
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(6) Penjualan 1 (satu) unit scrap Motor Boat sebesar Rp1.560.000,00 

pada Dinas Kesehatan Kab Muba berdasarkan Keputusan Bupati 

Musi Banyuasin Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023  tanggal 12 

Juli 2023; 

(7) Penjualan 1 (satu) unit scrap Motor Boat sebesar Rp4.540.000,00 

pada Dinas Kesehatan Kab Muba berdasarkan Keputusan Bupati 

Musi Banyuasin Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 

Juli 2023; 

(8) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap Bentor sebesar Rp2.750.000,00 

pada Dinas Lingkungan Hidup Kab Muba berdasarkan Keputusan 

Bupati Musi Banyuasin Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 

tanggal 12 Juli 2023; 

(9) Penjualan 1 (satu) Paket Scrap Truk sebesar Rp4.200.000,00 pada 

Dinas Lingkungan Hidup Kab Muba berdasarkan Keputusan 

Bupati Musi Banyuasin Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 

tanggal 12 Juli 2023; 

(10) Penjualan 1 (satu) unit scrap Kendaraan Roda 4 sebesar 

Rp12.700.000,00 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(11) Penjualan 1 (satu) unit scrap Kendaraan Roda 4 sebesar 

Rp28.450.000,00 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(12) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Ford Ranger 

Double Cab. XLS 2.2 (4x4) M/T, Tahun 2012, Nopol BG 9706 

BZ, No. Rangka MNBDFF80CW120909 No. Mesin: 

P4AT1020349 sebesar Rp68.100.000,00 pada Bagian Umum 

Sekretariat Daerah berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin 

Nomor 516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

(13) Penjualan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 merk/type Toyota/Land 

Cruiser 200 Full Spec A/T, Tahun 2012, Nopol BG 1230 BZ, No. 

Rangka: JTMHV05JXC4093483, No. Mesin: 1VD-0183340 

sebesar Rp819.500.000,00 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah 

berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 

516/KPTS/BPKAD-V/2023 tanggal 12 Juli 2023; 

Rincian perhitungan Surplus Aset Non Lancar Peralatan dan Mesin dapat 

dilihat pada Lampiran 42a. 

2) Surplus Penjualan Aset Non Lancar –Aset Tetap Dalam Renovasi 

terealisasi sebesar Rp4.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:  

(1) Penjualan Sisa Pemusnahan Bangunan Tempat Pendidikan Lain-

Lain Milik SDN Tegal Mulyo pada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan sebesar Rp1.000.000,00 yang disetor ke kas daerah 

pada tanggal 23 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:850/KPTS-

BPKAD/2022 tanggal 26 Desember 2022; 
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(2) Penjualan Barang Bongkaran Bangunan Pekerjaan Rehab Gedung 

Dermaga Sekayu pada Dinas Perhubungan sebesar Rp2.000.000,00 

yang disetor ke kas daerah pada tanggal 01 September 2023 

berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten 

Musi Banyuasin Nomor:550/188/KPTS/DISHUB/2023 tanggal 19 

Mei 2023; 

(3) Penjualan Sisa Bongkaran Bangunan pada PKM Bayung Lencir 

sebesar Rp1.000.000,00 yang disetor ke kas daerah pada tanggal 16 

November; 

Rincian Perhitungan Surplus Aset Non Lancar-Aset Tetap Lainnya dapat 

dilihat pada Lampiran 42b.  

3) Surplus Penjualan Aset Non Lancar - Aset Lain-lain terealisasi sebesar 

Rp1.000.000,00 yang merupakan Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset 

Rusak Berat/Usang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Musi Banyuasin sebesar Rp1.000.000,00 yang disetor ke kas 

daerah pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Sekretaris 

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor:770/KPTS-BPKAD/2023 

tanggal 16 Oktober 2023; 

Rincian Surplus Aset Non Lancar-Aset Lain-Lain dapat dilihat pada Lampiran 

42c. 

5.4.4.2 Defisit Non Operasional  

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp30.631.739.760,39 Rp29.105.252.047,10 

Defisit Non Operasional periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 

2023 yang terealisasi sebesar Rp30.631.739.760,39 naik sebesar 

Rp1.526.487.713,29 atau 5,24% dibandingkan dengan Defisit Non Operasional 

Tahun 2022 sebesar Rp29.105.252.047,10. Realisasi sebesar 

Rp30.631.739.760,39 merupakan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset 

Non Lancar sebesar Rp30.631.739.760,39. 

a. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp30.631.739.760,39 Rp28.005.179.655,10 

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar sebesar 

Rp30.631.739.760,39 naik sebesar Rp2.626.560.105,29 atau 9,38% 

dibandingkan dengan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non 

Lancar Tahun 2022 sebesar Rp28.005.179.655,10. Defisit Penjualan Aset 

Non Lancar sebesar Rp30.631.739.760,39 yang terdiri dari: 

1) Defisit Penjualan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.266.889.959,00, 

dengan uraian sebagai berikut: 

- Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp784.511.148,00 pada RSUD Sungai Lilin berdasarkan Surat 

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 621/KPTS-BPKAD/2023 

tanggal 28 Agustus 2023; 
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- Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp1.183.499.122,00 pada RSUD Sungai Lilin berdasarkan Surat 

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor Nomor:857/KPTS-

BPKAD/2023 tanggal 28 Agustus 2023; dan 

- Defisit Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar 

Rp1.298.879.689,00 pada RSUD Bayung Lencir berdasarkan Surat 

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor Nomor:857/KPTS-

BPKAD/2023 tanggal 28 Agustus 2023. 

Rincian Perhitungan Defisit Aset Non Lancar-Gedung dan Bangunan dapat 

dilihat pada Lampiran 42d. 

2) Defisit Penghapusan Aset Lainnya - Rusak Berat sebesar 

Rp2.550.536.469,00, dengan uraian sebagai berikut: 

- Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin Rusak Berat sebesar 

Rp4.000.000,00 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor:620/KPTS-

BPKAD/2023 tanggal 28 Agustus 2023; 

- Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin Rusak Berat sebesar 

Rp15.909.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah 

Nomor:622/KPTS-BPKAD/2023 tanggal 28 Agustus 2023; 

- Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin Rusak Berat sebesar 

Rp2.068.857.469,00 pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah 

berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor:728/KPTS-

BPKAD/2023 tanggal 25 September 2023; 

- Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin Rusak Berat sebesar 

Rp48.000.000,00 pada Sekretariat Daerah berdasarkan Surat 

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor:782/KPTS-BPKAD/2024 

tanggal 23 Oktober 2023; 

- Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin Rusak Berat sebesar 

Rp243.950.000,00 pada Sekretariat DPRD berdasarkan Surat 

Keputusan Sekretaris Daerah Nomor:620/KPTS-BPKAD/2023 

tanggal 28 Agustus 2023; dan 

- Defisit Penghapusan Peralatan dan Mesin Rusak Berat sebesar 

Rp169.820.000,00 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor:728/KPTS-

BPKAD/2023 tanggal 25 September 2023. 

Rincian Defisit Penghapusan Aset Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 42e. 

3) Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar 

Rp24.283.806.765,30 merupakan laba rugi BUMD di Tahun 2023 

dengan uraian sebagai berikut: 

- Defisit PDAM Tirta Randik sebesar Rp34.770.853.386,39; 

- Surplus PT Petro Muba sebesar Rp20.117.887.132,40; 

- Defisit PT Muba Link sebesar Rp6.839.621.804,31; 

- Defisit PT Muba Electric Rugi Power sebesar Rp625.212.689,00; 

- Defisit PT Perkebunan Muba Lestari sebesar Rp832.043.976,00; dan 

- Defisit PT. Muba Energi Maju Berjaya sebesar Rp1.333.962.042,00. 
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4) Koreksi Penyertaan Modal atas Hasil Audit Kantor Akuntan Publik atas 

Pemeriksaan  Laporan Keuangan BUMD sebesar Rp530.506.567,09 

yang merupakan koreksi rugi BUMD di Tahun 2023 dengan uraian 

sebagai berikut: 

- Defisit PT Petro Muba sebesar Rp370.170.583,40; 

- Defisit PT Muba Link sebesar Rp0,69; 

- Defisit PT Muba Electric Rugi Power sebesar Rp121.172.558,00; 

- Defisit PT Muba Sarana sebesar Rp6.521.678,00; 

- Defisit PT Perkebunan Muba Lestari sebesar Rp21.820.080,00; dan 

- Defisit PT. Muba Energi Maju Berjaya sebesar Rp10.821.667,00. 

 

b. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp0,00 Rp1.100.072.392,00 

1) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00 turun 

sebesar Rp1.100.072.392,00 atau 100% dibandingkan dengan Defisit dari 

Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 sebesar 

Rp1.100.072.392,00. 

 

5.4.5 Surplus/Defisit-LO 

Tahun 2023 Tahun 2022 

(Rp194.974.634.190,87) (Rp258.250.820.286,50) 

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara Pendapatan-LO dan Beban selama satu 

periode pelaporan setelah diperhitungkan defisit dari kegiatan non operasional dan 

pos luar biasa. Di Tahun 2023 ini, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin 

mengalami defisit sebesar Rp194.974.634.190,87 turun sebesar 

Rp63.276.186.095,64 atau 24,50% dibandingkan dengan defisit Tahun 2022 sebesar 

Rp258.250.820.286,50. 
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5.5.    Laporan Arus Kas 

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama 

periode Tahun 2023 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas Operasi, Investasi, 

Pendanaan, dan Transitoris. Arus masuk dan keluar kas yang diklasifikasikan 

berdasarkan aktivitas tersebut, dijelaskan sebagai berikut. 

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode 

akuntansi. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan indikator yang 

menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas 

yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan 

datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.  

1) Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari penerimaan. 

a) Penerimaan Pajak Daerah 

b) Penerimaan Retribusi Daerah 

c) Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

d) Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

e) Penerimaan Dana Bagi Hasil   

f) Penerimaan Dana Alokasi Umum 

g) Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik 

h) Penerimaan Dana Alokasi Khusus – Non Fisik 

i) Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) 

j) Penerimaan Dana Alokasi Desa 

k) Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi 

l) Penerimaan Bantuan Keuangan  

m) Penerimaan Hibah 

n) Penerimaan dari Pendapatan Lainnnya 

2) Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi, terdiri dari pengeluaran: 

a) Pembayaran Pegawai 

b) Pembayaran Barang dan Jasa 

c) Pembayaran Bunga 

d) Pembayaran Belanja Hibah 

e) Pembayaran Bantuan Sosial 

f) Pembayaran Tak Terduga 

g) Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa 

 

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan Aset Tetap serta Investasi Lainnya 

yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan 
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dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan 

mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang 

akan datang. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi diperoleh dari pendapatan 

atas pelepasan/penjualan Aset Tetap dan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

sedangkan Arus Keluar Kas diperoleh dari pembelian Aset Tetap. 

 

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau 

pelunasan Utang Jangka Panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah 

dan komposisi Piutang Jangka Panjang dan Utang Jangka Panjang. Arus kas 

dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang 

berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.  

 

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang 

tidak termasuk dalam Aktivitas Operasi, Investasi, dan Pendanaan. Arus Kas 

dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto 

yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah 

daerah.     

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan 

penerimaan transitoris. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi 

pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris. PFK menggambarkan kas yang 

berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) 

atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Pajak, Taspen, 

Taperum dan Askes. 

Rincian Arus Masuk dan Keluar Kas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah 

Kabupaten Musi Banyuasin per 31 Desember 2023 disajikan sebagai berikut. 

 

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

Saldo Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing 

sebesar Rp939.842.852.482,62 dan Rp580.543.909.046,98. Saldo tersebut 

merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam 

menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa 

yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas 

dari Aktivitas Operasi berasal dari komponen berikut. 

1. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing 

sebesar Rp3.806.758.891.428,72 dan Rp3.220.571.443.186,84 merupakan 

pendapatan daerah dari Laporan Realisasi Anggaran;  

2. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 masing-masing 

sebesar Rp2.866.916.038.946,10 dan Rp2.640.027.534.139,86 merupakan  

Belanja Operasi dari Laporan Realisasi Anggaran. 
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Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022 dirinci pada tabel berikut. 

Tabel 5.197. Arus Kas dari Aktivitas Operasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi 

Tahun 2023 Tahun 2022 

(Rp789.934.914.469,92) (Rp655.197.345.459,97) 

Menjelaskan aktivitas investasi non keuangan yang mencerminkan penerimaan dan 

pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya 

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022(Rp)

a. Penerimaan Pajak Daerah 86.526.896.700,00 92.131.328.321,00

b. Penerimaan Retribusi Daerah 6.354.903.597,00 4.931.450.592,75

c.
Penerimaan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
28.082.895.564,79 19.065.474.112,22

d.
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah
247.436.806.331,93 235.687.427.315,09

e. Penerimaan Dana Bagi Hasil 2.222.038.745.210,00 1.769.991.697.984,00

f. Penerimaan Dana Alokasi Umum 401.856.285.900,00 371.455.549.531,00

g.
Penerimaan Dana Alokasi Khusus -

Fisik
74.851.861.250,00 88.170.570.707,00

h.
Penerimaan Dana Alokasi Khusus -

Non Fisik
266.576.944.308,00 147.673.843.577,00

i.
Penerimaan Dana Insentif Daerah

(DID)
23.878.101.000,00 11.203.104.000,00

j. Penerimaan Dana Desa 227.448.129.600,00 219.803.363.000,00

k. Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi 153.271.461.737,00 136.169.608.566,78

l. Penerimaan Bantuan Keuangan 66.376.882.800,00 13.653.059.000,00

m. Penerimaan Hibah 1.800.000.000,00 2.132.717.185,00

n. Penerimaan dari Pendapatan Lainnya 258.977.430,00 108.502.249.295,00

3.806.758.891.428,72 3.220.571.443.186,84

a. Pembayaran Pegaw ai 1.049.080.026.130,18 999.547.471.827,50

b. Pembayaran Barang dan Jasa 1.204.877.864.227,92 1.134.253.894.449,36

c. Pembayaran Bunga 2.229.803.709,00 11.088.298.859,00

d. Pembayaran Belanja Hibah 112.095.635.679,00 28.132.557.225,00

e. Pembayaran Belanja Bantuan Sosial 200.000.000,00 291.500.000,00

f. Pembayaran Tak Terduga 21.000.000,00 2.347.728.430,00

g.
Pembayaran Belanja Bantuan

Keuangan kepada Desa
498.411.709.200,00 464.366.083.349,00

2.866.916.038.946,10 2.640.027.534.139,86

939.842.852.482,62 580.543.909.046,98

Arus Masuk Kas

Jumlah Arus Masuk Kas

Arus Kas Keluar

Jumlah Arus Keluar Kas

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi
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ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin kepada masyarakat di masa yang akan 

datang. Arus kas aktivitas investasi per 31 Desember 2023 defisit sebesar 

(Rp789.934.914.469,92)  dengan rincian sebagai berikut. 

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi  

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp3.141.128.477,00 Rp689.002.500,00 

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan berupa Hasil 

Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp3.141.128.477,00. 

Tabel 5.198. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi  

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp793.076.042.946,92 Rp655.886.347.959,97  

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan sebesar 

Rp793.076.042.946,92 merupakan pengeluaran anggaran untuk belanja Aset 

Tetap, penyertaan modal dan Investasi Jangka Pendek pemerintah daerah yang 

memberi manfaat lebih. Rincian arus keluar kas dari aktivitas investasi non 

keuangan adalah sebagai berikut. 

Tabel 5.199. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022(Rp)

a. Penjualan atas Peralatan dan Mesin 1.033.400.000,00 663.883.000,00

b. Penjualan atas Gedung dan Bangunan 10.671.500,00 5.400.000,00

c. Penjualan Tetap Lainnya 4.000.000,00 15.819.500,00

d. Penjualan Aset Lainnya 1.000.000,00 3.900.000,00

e
Pendapatan Penjualan Investasi Non

Permanen
2.092.056.977,00 0,00

Arus Masuk  Kas 3.141.128.477,00 689.002.500,00

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)

a. Belanja Tanah 14.994.980.293,00 7.540.913.151,00

b. Belanja Peralatan dan Mesin 127.634.008.214,00 140.284.444.182,73

c. Belanja Gedung dan Bangunan 165.490.547.392,58 163.318.924.570,77

d.
Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan 
434.337.839.983,34 296.077.957.195,47

e. Belanja Aset Tetap Lainnya 13.666.495.535,00 12.564.108.860,00

f.
Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah
36.952.171.529,00 36.100.000.000,00

Arus Keluar Kas 793.076.042.946,92 655.886.347.959,97
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5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

Tahun 2023 Tahun 2022 

(Rp90.673.143.000,00)  (Rp133.646.822.296,00)  

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2023 sebesar 

(Rp90.673.143.000,00) dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.200. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan:  

Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank 

Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo kepada lembaga keuangan bukan bank 

sebesar Rp90.673.143.000,00 terdiri dari pembayaran pokok atas fasilitas 

pembiayaan dari PT Sarana Multi Infrastruktur dalam rangka pembangunan 

gedung RSUD Sekayu melalui SP2D berikut. 

Tabel 5.201. Rincian Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam 

Rangka Pembangunan Jalan dan Jembatan serta gedung RSUD Sekayu 

 

 

 

 

  

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp958.885,00 (Rp128.612.225,00) 

Menjelaskan transaksi kas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas 

bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah 

antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), kiriman uang atas pemindahbukuan 

antar rekening milik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan koreksi kesalahan 

kiriman uang atas koreksi pemindahbukuan rekening Kas Daerah. Arus Kas 

Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2023 sebesar Rp958.885,00  dengan rincian 

sebagai berikut. 

 

Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)

1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan 0,00 22.668.285.750,00 

Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan 

Bank
0,00 0,00

Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan 

Bukan Bank
0,00 22.668.285.750,00

2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan 90.673.143.000,00 156.315.108.046,00 

Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Dalam 

Negeri - Lembaga Keuangan Bank
0,00 0,00

Pembayaran Pokok Hutang Pinjaman Dalam 

Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
90.673.143.000,00 156.315.108.046,00

Arus Kas Bersih  dari Aktivitas Pendanaan (90.673.143.000,00) (133.646.822.296,00)

SP2D Tanggal Jumlah

00893/BPKAD/6.2.03.04/LS/2023 14 Maret 2023 30.224.381.000,00   

04691/BPKAD/6.2.03.04/SPP.LS/2023 22 Juni 2023 30.224.381.000,00   

17458/BPKAD/0000/LS/2022 22 Juni 2023 30.224.381.000,00   

90.673.143.000,00   Total
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 Tabel 5.202. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris:  

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp211.133.071.572,00 

terdiri: 

a. Perhitungan Fihak Ketiga yang dipotong/dipungut oleh Bendahara Umum 

Daerah (BUD) SKPKD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari 

belanja daerah melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp209.060.334.807,00 

dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.203. Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)

- Arus  Masuk Kas Aktivitas Transitoris 211.195.158.407,00 179.621.165.613,00

Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 211.133.071.572,00 179.578.772.513,00

Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Masuk 62.086.835,00 42.393.100,00

Koreksi Silpa Tahun sebelumnya 0,00 0,00

-
Dikurangi Arus Keluar Kas Aktivitas

Transitoris
211.187.182.634,00 179.749.777.838,00

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 211.125.095.799,00 179.707.384.738,00

Koreksi Kesalahan Kiriman Uang Keluar 62.086.835,00 42.393.100,00

Arus  Kas Bersih 7.975.773,00 (128.612.225,00)

NO. URAIAN PENERIMAAN (Rp)

1 IWP (1%) Iuran Wajib Pegaw ai 3.436.523.647,00

2 IWP (8%) Iuran Wajib Pegaw ai 24.970.034.029,00

3 BPJS Kesehatan PNS 13.716.668.009,00

4 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 838.488.801,00

5 Jaminan Kematian (JKM) 2.515.453.040,00

6
PPH Psl 21 Pembyaran sekaligus 

JHT/Pensiun/Pesangaon
94.981.141,00

7
PPH Psl 21 Pembyaran kehormatan/dl 

pejabat/PNS/TNI/Polri/pensiuns
3.893.712.211,00

8
PPh Psl 22 Pemunuat oleh Bendaharaw an 

APBD
2.843.473.954,00

9 PPh Pasal 23 Jasa 1.825.683.386,00

10
PPh Psl 4 (2 ) Pengalihan Hak Tanh dan/atau 

Bangunan
9.297.368,00

11 PPh Psl 4 (2 ) Sew a Tanh dan/atau Bangunan 26.312.576,00

12 PPh Psl 4 (2) Jasa Kontruksi 13.615.128.684,00

13 PPN Pemungutan oleh Bendahara APBD 106.015.361.180,00

14 IWP (3,25)Iuran Wajib Pegaw ai PPTK 2.306.877.555,00

15 BPJS Kesehatan PPPK 2.999.037.133,00

16 PPH Psl 21 Gaji & Tunjangan 27.767.267.889,00

17 IWP (1%) Iuran Wajib Pegaw ai PPPK 742.434.776,00

18 PPH Psl 21 Anggota DPRD 1.389.243.967,00

19 PPH Psl 21 Pihk Ketiga 26.635.000,00

20 PPh Final ( Hadiah/Undian) 27.720.461,00

209.060.334.807,00JUMLAH



321 

 

 

Perhitungan Fihak Ketiga yang dipotong/dipungut oleh Bendahara 

Pengeluaran SKPD atas transaksi Pengeluaran yang bersumber dari 

anggaran belanja melalui mekanisme SP2D UP/GU dan TU sebesar 

Rp2.072.736.765,00 dengan rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.204. Pungutan Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Koreksi kesalahan kiriman uang masuk sebesar Rp62.086.835,00 dapat 

dirinci sebagai berikut: 

1) Pada tanggal 3 Maret 20 April 2023 kredit di Kas Daerah sebesar 

Rp25.931.835,00 merupakan kesalahan pengiriman tranaksi ke rekening 

Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk 

pembayaran Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Pemukaan oleh PT. 

DSSP Powr Sumsel; 

2) Pada tanggal 14 Maret 2023 kredit di Kas Daerah sebesar 

Rp1.320.000,00 merupakan kelebihan honorarium Tim Pelaksanaan 

Kegiatan atas nama Drs. H. Apriyadi, M. Si; 

3) Pada tanggal 27 April 2023 kredit di Kas Daerah sebesar Rp4.100.000.00 

merupakan kekeliruan transfer bayar retribusi Analisa Sampel Biota dan 

Sampel Air Permukaan oleh PT. Baturona Adimulya; 

4) Pada tanggal 27 September 2023 kredit di Kas Daerah sebesar 

Rp560.000,00 merupakan kekeliruan pembukuan oleh petugas Bank 

Sumsel Babel atas setoran retribusi terminal randik pada Dinas 

Perhubungan; 

5) Pada tanggal  27 Juli 2023 kredit di Kas Daerah sebesar Rp15.250.000,00 

merupakan  kesalahan pembayaran setoran PFK PPH Final Pasal 4 

Hadiah Gebyar PajakKegiatan BPPRD;  

6) Pada tanggal 29 September 2023 kredit di Kas Daerah sebesar 

Rp7.500.000,00 merupakan kelebihan pembayaran untuk retribusi 

Analisa sampel emisi semester I oleh PT. Pinang Witmas Sejati;  

7) Pada tanggal 14 Desember 2023 kredit di Kas Daerah sebesar 

Rp7.425.000,00 merupakan kelebihan pembayaran untuk retribusi  analis 

sampel air sungai oleh PT. Wanapotensi Guna. 

 

NO. URAIAN PENGELUARAN (Rp)

1
PPH Psl 21 Pembyaran sekaligus 

JHT/Pensiun/Pesangaon

4.976.003,00             

2
PPH Psl 21 Pembyaran kehormatan/dl 

pejabat/PNS/TNI/Polri/pensiuns

253.101.100,00         

3 PPh Psl 22 Pemunuat oleh Bendaharaw an APBD 116.749.187,00         

4 PPh Pasal 23 Jasa 222.405.501,00         

5 PPh Psl 4 (2) Jasa Kontruksi 80.000,00                  

6 PPN Pemungutan oleh Bendahara APBD 1.414.666.043,00      

7 PPh Psl 21 Gaji & Tunjangan PNS 5.652.500,00             

8 Pajak Daerah 55.106.431,00           

2.072.736.765,00      JUMLAH
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2. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris:  

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp211.125.096.799,00 

terdiri dari: 

a. Perhitungan Fihak Ketiga yang disetor oleh Bendahara Umum Daerah 

(BUD) SKPKD atas transaksi pengeluaran yang bersumber dari belanja 

daerah melalui mekanisme SP2D LS sebesar Rp209.059.375.922,00  

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.205. Penyetoran PFK dengan mekanisme SP2D LS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan Fihak Ketiga yang disetor oleh Bendahara Pengeluaran SKPD 

atas transaksi Pengeluaran yang bersumber dari anggaran belanja melalui 

mekanisme SP2D UP/GU/dan TU sebesar Rp2.065.719.877,00 dengan 

rincian sebagai berikut. 

Tabel 5.206. Penyetoran Potongan PFK dengan mekanisme SP2D LS UP/GU dan TU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO. URAIAN PENGELUARAN (Rp)

1 IWP (1%) Iuran Wajib Pegaw ai 3.436.424.267,00

2 IWP (8%) Iuran Wajib Pegaw ai 24.969.616.702,00

3 BPJS Kesehatan PNS 13.716.270.548,00

4 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 838.477.622,00

5 Jaminan Kematian (JKM) 2.515.419.502,00

6
PPH Psl 21 Pembyaran sekaligus 

JHT/Pensiun/Pesangaon
94.981.141,00

7
PPH Psl 21 Pembyaran kehormatan/dl 

pejabat/PNS/TNI/Polri/pensiuns
3.893.712.211,00

8 PPh Psl 22 Pemunuat oleh Bendaharaw an APBD 2.843.473.954,00

9 PPh Pasal 23 Jasa 1.825.683.386,00

10 PPh Psl 4 (2 ) Pengalihan Hak Tanh dan/atau Bangunan 9.297.368,00

11 PPh Psl 4 (2 ) Sew a Tanh dan/atau Bangunan 26.312.576,00

12 PPh Psl 4 (2) Jasa Kontruksi 13.615.128.684,00

13 PPN Pemungutan oleh Bendahara APBD 106.015.361.180,00

14 IWP (3,25)Iuran Wajib Pegaw ai PPTK 2.306.877.555,00

15 BPJS Kesehatan PPPK 2.999.037.133,00

16 PPH Psl 21 Gaji & Tunjangan 27.767.267.889,00

17 IWP (1%) Iuran Wajib Pegaw ai PPPK 742.434.776,00

18 PPH Psl 21 Anggota DPRD 1.389.243.967,00

19 PPH Psl 21 Pihk Ketiga 26.635.000,00

20 PPh Final ( Hadiah/Undian) 27.720.461,00

209.059.375.922,00JUMLAH

NO. URAIAN PENGELUARAN (Rp)

1 PPH Psl 21 Pembyaran sekaligus JHT/Pensiun/Pesangaon 4.976.003,00             

2 PPH Psl 21 Pembyaran kehormatan/dl pejabat/PNS/TNI/Polri/pensiuns 253.101.100,00         

3 PPh Psl 22 Pemunuat oleh Bendaharaw an APBD 116.749.187,00         

4 PPh Pasal 23 Jasa 221.369.229,00         

5 PPh Psl 4 (2) Jasa Kontruksi 80.000,00                  

6 PPN Pemungutan oleh Bendahara APBD 1.408.685.427,00      

7 PPh Psl 21 Gaji & Tunjangan PNS 5.652.500,00             

8 Pajak Daerah 55.106.431,00           

2.065.719.877,00JUMLAH
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b. Koreksi kesalahan kiriman uang keluar sebesar Rp62.086.835,00 

merupakan pengembalian atas kesalahan kiriman uang masuk dengan 

rincian sebagai berikut: 

 Tabel 5.207. Koreksi Kesalahan Kiriman Uang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5  Ikhtisar Laporan Arus Kas 

1. Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo awal kas per 1 Januari 2023 sebesar Rp59.690.199.337,62  merupakan 

kas Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang tersedia untuk digunakan 

dalam menjalankan kegiatan operasional, investasi, pendanaan dan transitoris 

dengan rincian. 

Tabel 5.208. Saldo Awal Kas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perubahan/Mutasi Kas 

Perubahan/mutasi kas sepanjang per 31 Desember 2023 menginformasikan 

tentang kenaikan/penurunan kas dari berbagai aktivitas, dengan rincian. 

 Tabel 5.209. Kenaikan (Penurunan) Kas 

 

 

 

 

 

 

No. SP2D Tanggal SP2D
Tanggal Rekening 

Koran
Jumlah (Rp)

0001/PPKD/SPM.NA/2023 23 Mei 2023 24 Mei 2023 25.931.835,00

0002/PPKD/SPM.NA/2023 23 Mei 2023 24 Mei 2023 1.320.000,00

0001/PPKD/SPM.NA/2023 10 Juli 2023 10 Juli 2023 4.100.000,00

0031/PFK-PPH/LS/2023 28 Juli 2023 31 Juli 2023 15.250.000,00

0004/PPKD/SPM.NA/2023 03 Oktober 2023 03 Oktober 2023 560.000,00

0005/PPKD/SPM.NA/2023 14 November 2023 14 November 2023 7.500.000,00

0006/PPKD/SPM.NA/2023 29 Desember 2023 29 Desember 2023 7.425.000,00

62.086.835,00Total

No Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)

1 Kenaikan Kas Operasi 939.842.852.482,62 580.543.909.046,98

2 Penurunan Kas Investasi (789.934.914.469,92) (655.197.345.459,97)

3 Kenaikan Kas Pendanaan (90.673.143.000,00) (133.646.822.296,00)

4 Kenaikan Kas Transitoris 7.975.773,00 (128.612.225,00)

Kenaikan (Penurunan) Kas 59.242.770.785,70 (208.428.870.933,99)

Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)

Kas di Kas Daerah 36.445.281.176,46 209.697.789.448,84

Kas di Bendahara Pengeluaran 2.469.655,00 128.612.225,00

Kas di Bendahara Penerimaan 6.126.100,00 0,00

Kas di BLUD 22.551.527.120,16 53.865.384.190,91

Kas di Bendahara FKTP 64.174.386,00 6.120,00

Kas di Bendahara BOS 268.720.900,00 172.624.700,00

Kas Lainnya 351.900.000,00 0,00

Kas Setara Kas 0,00 8.000.000.000,00

Julmah Saldo Akhir Kas 59.690.199.337,62 271.864.416.684,75
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Dari data tersebut berarti terdapat kenaikan kas bersih Tahun 2023 sebesar 

Rp59.242.770.785,70 yaitu selisih antara kenaikan kas dari aktivitas operasi 

dengan penurunan kas dari aktivitas investasi dan penurunan kas pendanaan. 

3. Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran 

Saldo akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp121.612.291.495,58 yang merupakan kas Pemerintah Kabupaten Musi 

Banyuasin yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas 

pemerintah tahun anggaran berikutnya, dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 5.210. Saldo Akhir Kas 

No Uraian 2023 (Rp) 2022 (Rp)

1 Kas di Kas Daerah 99.296.440.410,68 36.445.281.176,46

2 Kas di Bendahara Pengeluaran 0,00 2.469.655,00

3 Kas di Bendahara Penerimaan 5.910.647,00 6.126.100,00

4 Kas di BLUD 17.757.416.867,90 22.551.527.120,16

5 Kas di Bendahara FKTP 51.230.510,00 64.174.386,00

6 Kas di Bendahara BOS 21.000.000,00 268.720.900,00

7 Kas Lainnya 4.512.559.948,00 351.900.000,00

Jumlah Saldo Akhir Kas 121.644.558.383,58 59.690.199.337,62
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5.6.    Laporan Perubahan Ekuitas 

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan 

ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan 

Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional 

dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional 

pada tahun pelaporan. 

Saldo akhir ekuitas pada LPE berasal dari saldo awal ekuitas ditambah/dikurangi 

oleh surplus/defisit pada Laporan Operasional periode bersangkutan dan perubahan 

lainnya berupa dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/koreksi 

kesalahan sebagai berikut. 

Tabel 5.211. Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.1  Ekuitas Awal 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp7.879.319.015.972,47 Rp7.519.589.848.651,72 

Jumlah Ekuitas awal sebesar Rp Rp7.879.319.015.972,47 merupakan saldo awal 

Ekuitas dana Tahun 2023. Sedangkan Ekuitas awal tahun 2022 sebesar 

Rp7.519.589.848.651,72 

 

5.6.2  Penambahan Ekuitas dari Surplus Laporan Operasional (LO) 

Tahun 2023 Tahun 2022 

(Rp194.974.634.190,87) (Rp258.250.820.286,50) 

Defisit Laporan Operasional (LO) sebesar Rp194.974.634.190,87merupakan defisit 

atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023. Defisit Laporan Operasional 

(LO) Tahun 2023 turun sebesar Rp63.276.186.095,64 atau sebesar 24,50% 

dibandingkan nilai defisit Laporan Operasional (LO) Tahun 2022 sebesar 

Rp258.250.820.286,50. 

 

5.6.3  Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp2.190.220.109,44 Rp617.979.987.607,25 

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp2.190.220.109,44 dapat dijelaskan sebagai 

dampak kumulatif karena perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi kesalahan. 

Uraian Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)

Ekuitas Awal 7.879.319.015.972,47 7.519.589.848.651,72

Surplus/Defisit-LO          (194.974.634.190,87)         (258.250.820.286,50)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan Mendasar:
2.190.220.109,44 617.979.987.607,25

Ekuitas Akhir 7.686.534.601.891,04 7.879.319.015.972,47
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Atas dampak kumulatif tersebut dilakukan jurnal penyesuaian ke Koreksi Ekuitas 

Lainnya, dengan rincian sebagai berikut. 

a. Mutasi tambah dampak kumulatif dari perubahan kebijakan sebesar  

Rp11.937.016.626,49 yang terdiri dari: 

1. Koreksi lebih catat piutang pajak PBB Pedesaan perkotaan pada BPPRD 

sebesar Rp91.800,00; 

2. Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan atas 

reklasifikasi aset kurang volume temuan BPK TA. 2022 sebesar 

Rp15.009.956,00 terdiri dari: 

a. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp14.297.528,00; dan 

b. Kecamatan Sanga Desa sebesar Rp712.428,00; 

3. Koreksi lebih catat Akumulasi Penyusutan Jalan atas reklasifikasi aset 

kurang volume temuan BPK TA. 2022 sebesar Rp6.977.272.379,19 yang 

terdir dari: 

a. Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang  sebesar 

Rp4.156.053.389,19;dan 

b. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.821.218.990,00 

4. Koreksi penambahan kurang volume Tahun 2023 sebesar 

Rp3.073.551.756,33 terdiri dari: 

a. Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp1.411.402.778,00; 

b. Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang  sebesar 

Rp1.662.137.817,08; dan 

c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp11.161,25. 

5. Koreksi atas Lebih Catat Utang Pegawai  TA. 2022 sebesar 

Rp130.068.314,87 yang terdiri dari: 

a. Puskesmas Karang Mukti sebesar Rp429.000,00; 

b. Puskesmas Teluk Kijing sebesar Rp8.050.622,00; 

c. RSUD Sekayu sebesar Rp77.388.442,87; dan 

d. Puskesmas Sidorahayu sebesar Rp44.200.250,00; 

6. Koreksi Kesalahan atas Lebih Catat Utang Belanja Tagihan Air TA. 2022 

pada Kecamatam Lalan sebesar Rp8.000,00; 

7. Koreksi pembulatan  jurnal piutang pada BPPRD sebesar Rp0,03; 

8. Koreksi BPK atas kurang catat persediaan awal obat-obatan pada PKM 

Bayung Lencir sebesar Rp2.923.370,41; 

9. Koreksi BPK atas kurang cata persediaan awal obat-obatan pada PKM 

Lumpatan sebesar Rp59.500.895,00; 

10. Koreksi BPK atas tuntutan ganti kerugian daerah yang berasal dari LHPt 

Kerugian Daerah yang statusnya telah penetapan namun belum dicatat 

dalam aset lainnya sebanyak sebelas kasus pada BPKADsebesar 

Rp413.863.699,68; 

11. Koreksi BPK atas akumulasi Peralatan dan Mesin menjadi barang pakai 

habis pada Puskesmas Jirak Jaya sebesar Rp80.000,00; 

12. Koreksi BPK atas kurang catat tanah pada SDN Mendis Jaya Dikbud dari 

Tahun 2020 sebesar Rp16.000.000,00; 

13. Koreksi BPK atas kurang catat hibah dari Pemprov Sumsel Tahun 2018 

DPPKB sebesar 8.100.000; dan 
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14. Koreksi BPK atas reklasifikasi dari piutang TGR dan penyisihannya 

sebesar Rp1.144.223.054,98 pada BPPRD dan Piutang Kendaraan Roda 2 

dan 4 sebesar Rp96.323.400,00 pada BPKAD ke Aset Lainnya. 

 

b. Mutasi kurang dampak kumulatif dari perubahan kebijakan sebesar 

Rp9.746.796.517,05 yang terdiri dari: 

1. Koreksi lebih catat piutang pajak restoran pada BPPRD sebesar 

Rp75.265.770,00; 

2. Koreksi lebih catat piutang pajak BPHTB pada BPPRD sebesar 

Rp32.832.240,00; 

3. Koreksi lebih catat piutang Lain-lain PAD yang Sah -BLUD pada BLUD 

RSUD Sekayu sebesar  Rp4.317.500,00; 

4. Koreksi kurang catat piutang lainnya - tuntutan ganti kerugian pada 

BPPRD sebesar Rp5.274.673,05; 

5. Koreksi atas pembayaran kurang volume di tahun 2022 pada Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  sebesar Rp2.695.210.673,00; 

6. Koreksi atas kurang catat penyusutan hibah aset desa TA 2022 sebesar 

Rp6.785.590.410,00 yang terdiri dari: 

a. Kecamatan Bayung Lencir sebesar Rp1.678.382.548,00; 

b. Kecamatan Jirak Jaya sebesar Rp140.275.353,00; 

c. Kecamatan Keluang sebesar Rp1.365.636.490,00; 

d. Kecamatan Lawang Wetan sebesar Rp1.456.327.049,00; 

e. Kecamatan Plakat Tinggi sebesar Rp876.875.963,00; dan 

f. Kecamatan Sungai Keruh sebesar Rp1.268.093.007,00. 

7. Koreksi atas kurang catat penyusutan rusak berat TA 2022 pada 

Sekretariat Daerah sebesar Rp25.000.000,00;  

8. Koreksi kurang catat Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD 

Sekayu TA. 2022 sebesar Rp1,00;  

9. Koreksi atas kurang catat Utang Pegawai TA. 2022 pada Puskesmas Jirak 

sebesar Rp44.200.250,00; 

10. Koreksi BPK atas delapan setoran Temuan gaji, TPP dan Honor yang 

telah dibayar tapi belum dicatat pada BPPRD sebesar Rp74.305.000,00; 

dan 

11. Koreksi BPK atas Peralatan dan Mesin menjadi barang pakai habis pada 

Puskesmas Jirak Jaya sebesar Rp4.800.000,00; 

Rincian Perhitungan Koreksi Ekuitas dapat dilihat pada lampiran 43. 

 

5.6.4  Ekuitas Akhir 

 

Tahun 2023 Tahun 2022 

Rp7.686.534.601.891,04 Rp7.879.319.015.972,47 

Jumlah Ekuitas akhir Tahun 2023 adalah sebesar Rp7.686.534.601.891,04. Nilai 

Ekuitas ini mengalami penurunan sebesar Rp192.784.414.081,43 atau 2,45% dari 

Ekuitas akhir Tahun 2022 sebesar Rp7.879.319.015.972,47. 
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BAB VI  

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 

  

6.1. Domisili dan Bentuk Hukum 

Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 

28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera 

Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembar Negara Nomor 821). 

Secara geografis, Kabupaten Musi Banyuasin terletak antara 1030-1050 

Bujur Timur dan 1,30-40 Lintang Selatan yang terbentang dari bagian tengah 

Provinsi Sumatera Selatan sampai bagian timur dengan luas wilayah 14.265,96 km2 

yang terdiri atas 14 kecamatan dan 263 desa. 

Kondisi geografis tersebut memberikan tipologi kabupaten hampir 53% dari 

luasnya merupakan dataran rendah atau rawa-rawa, sebesar 12% berupa dataran 

tinggi dan bergelombang dan sisanya 35% berupa tanah datar. Batas wilayah 

Kabupaten Musi Banyuasin dengan wilayah sekitarnya dapat dinyatakan sebagai 

berikut. 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Jambi; 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten PALI;  

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas; dan 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin. 

 

6.2. Catatan Penting Lainnya 

1. Laporan Belanja Wajib Perlindungan Sosial 

Pemerintah daerah (pemda) wajib melaporkan penganggaran dan realisasi 

atas belanja wajib perlindungan sosial (perlinsos) dalam rangka mendukung 

program penanganan dampak inflasi. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/2023 tentang Belanja Wajib 

dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2023. 

Pemerintah juga memberikan bantalan yang dilakukan oleh daerah, melalui 

earmarking Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil). 

Pemda diberikan kewenangan untuk membuat program, sehingga dampak dari 

inflasi tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat. 

Untuk mengantisipasi dampak inflasi, diperlukan kebijakan penganggaran 

belanja wajib perlindungan sosial melalui belanja pada anggaran pendapatan dan 

belanja daerah tahun anggaran 2023. Adapun belanja wajib perlinsos ini antara 

lain digunakan untuk pemberian bantuan sosial termasuk kepada ojek, usaha 

mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan nelayan, penciptaan lapangan kerja 

serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah. 

Adapun Ringkasan Laporan Belanja Wajib Perlindungan Sosial adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 6.1. Laporan Belanja Wajib Perlindungan Sosial 

Dari ringkasan Laporan Belanja Wajib Perlindungan Sosial telah 

dilaksanakan penyaluran bantuan sosial adapun pengembalian atas penyaluran 

bantuan sosial yaitu Dinas Sosial telah mengembalikan uang Program Bantu 

Umak yang disetor ke kas daerah Kabupaten Musi Banyuasin dengan nomor 

rekening Bank SUMSEL 149.30.00001 pada 18 Desember 2023 sebesar 

Rp4.717.050.000 (Empat Miliyar Tujuh Ratus Tujuh Belas Juta Lima Puluh Ribu 

Rupiah) melalui surat Nomor : 900/2833/Dinsos-PFM/2023 dikarenakan adanya 

sanggahan dari Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kelurahan saat pembagian 

buku di lapangan, dengan alasan masa sanggahan yang sebelumnya diberikan 

tidak mencukupi. 

 

2. Komitmen atau Kontinjensi yang Tidak Dapat Disajikan pada Neraca 

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai saldo Utang Jangka 

Pendek Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas 

Kesehatan dengan rincian sebagai berikut: 

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp12.929.384.250,00 

yang diakui berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan pada 114 

paket pekerjaan. Sedangkan sesuai dengan nilai Surat Perjanjian/Kontrak 

Pekerjaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin masih memiliki 

komitmen kewajiban pembayaran per 31 Desember 2023 sebesar 

Rp13.458.286.350,00; dan 

b. Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp591.005.900,00 pada 3 paket pekerjaan 

sesuai dengan nilai Surat Perjanjian/Kontrak Pekerjaan tersebut. 

No. Uraian 

 

Anggaran 

  

 

Realisasi 
% 

    

  1  Dinas Ketahanan Pangan  Rp3.273.223.732,00   Rp2.874.095.340,00  
            

87,81  

 2 
Dinas Tanaman Pangan, 

Hortikultura dan Peternakan 
 Rp17.906.258.862,00   Rp16.650.651.058,00  

            

92,99  

 3 Dinas Perikanan 
 

 Rp6.303.188.622,00  

  

Rp6.049.430.054,00  

             

95,97  

 4 
Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian 

  

Rp535.994.985,00  

  

Rp449.635.502,00  

            

83,89  

 5 Dinas Koperasi dan UKM 
  

Rp3.608.092.765,00  

  

Rp3.521.343.538,00  

             

97,60  

 6 
Subtotal PERLINDUNGAN 

SOSIAL LAINNYA 
 Rp31.626.758.966,00   Rp29.545.155.492,00  93,42 

JUMLAH BELANJA WAJIB 

PERLINDUNGAN SOSIAL TA 2023 
 

 

 Rp31.626.758.966,00  
 Rp29.545.155.492,00  93,42  



330 

 

BAB VII 

PENUTUP 

 

Sesuai dengan penjelasan pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

a. Pendapatan 4.078.146.093.777,00 3.807.807.962.928,72

b. Belanja 4.013.727.352.101,00 3.623.039.910.364,02

c. Surplus / (Defisit) 64.418.741.676,00 184.768.052.564,70

d. Penerimaan Pembiayaan 63.371.679.556,00 62.401.787.597,88

e. Pengeluaran Pembiayaan 127.790.421.232,00 127.625.314.529,00

f. Pembiayaan Netto (64.418.741.676,00)        (65.223.526.931,12)        

g. SiLPA 0,00 119.544.525.633,58

2 Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)

a. Saldo Anggaran Lebih  aw al 63.371.679.556,76 271.735.804.459,75

b. Penggunaan  Saldo Anggaran Lebih 62.401.787.597,88 271.671.938.265,75

c. Subtotal (a-b) 969.891.958,88 63.866.194,00

d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

tahun berjalan

119.544.525.633,58 63.371.679.556,76

e. Subtotal (c+d) 120.514.417.592,46 63.435.545.750,76

f. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun

Sebelumnya

(969.891.958,88)             (63.866.194,00)               

g. Lain-lain 0,00 0,00

h. Saldo Anggaran Lebih Akhir 119.544.525.633,58 63.371.679.556,76

3 Tahun 2023 (Rp) Tahun 2022 (Rp)

a. Aset 7.743.810.832.131,50 8.012.611.625.312,70

b. Kew ajiban 57.276.230.240,46 133.292.609.340,23

c. Ekuitas 7.686.534.601.891,04 7.879.319.015.972,47

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Neraca




